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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang “Metode ljtihad lbn Taimiyyah (Studi
relevansi dengan pembaruan Hukum Islam di Indonesia). Penelitian ini bertujuan
untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana konsep dasar ijtihad Ibn Taimiyyah ?
2) Bagaimana metode ijtihad Ibn Taimiyyah?, 3) Bagaimana relevansi metode
ijtihad Ibn Taimiyyah dengan pembaruan Hukum Islam di Indonesia ? Dengan
demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep dasar Ijtihad Ibn
Taimiyyah, metode Ijtihad Ibn Taimiyyah dan relevansi metode ijtihad Ibn
Taimiyyah dengan pembaruan Hukum Islam di Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dilakukan penelitian
deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan
(library research) atas sumber data karya-karya tulis Ibn Taimiyyah khususnya
ijtihad, usul fikih dan pemikiran hukum Islam dengan memakai pendekatan historis
dan content analysis secara mendalam.

Hasil penelitian ini menunjukkan, konsep dasar ijtihad Ibn Taimiyyah terdiri
dari; pertama Ibn Taimiyyah umumnya terikat dengan fikih ulama Hambali, kedua,
Ibn Taimiyyah melakukan pembahasan yang mendalam pada hampir seluruh
mazhab fikih yang ada, terutama mazhab empat. Selanjutnya, melakukan
komparasi antara satu dengan lainnya untuk memilih pendapat yang lebih kuat
(arjah), dan mengambil pendapat yang lebih dekat pada al-Quran, al-Sunnah dan
Athar al-Sahabah, ketiga, Ibn Taimiyyah melakukan ijtihad secara mandiri, melalui
pemahaman teks-teks al-Quran dan Hadis dengan memperhatikan tujuan umum
syariat (magasid al-shari’as al-‘ammah), tanpa terikat dengan mazhab tertentu,
termasuk mazhab Hambali. Metode ijtihad 1bn Taimiyyah terdapat tiga metode,
yakni ijtihad bayani, ijtihad giyasi dan ijtihad istigrai. Adapun relevansi metode
ijtihad Ibn Taimiyyah dengan pembaruan hukum Islam di Indonesia banyak
ditemukan dalam penerapan metode istigrai (induktif empirik) yakni dalam
masalah poligami. Secara empirik tindakan poligami yang dibenarkan oleh lbn
Taimiyyah hanya dengan persyaratan adil kemudian diakomodir dalam hukum
Islam Indonesia, namun diikat dengan persyaratan tertentu seperti izin dari istri
terlebih dahulu serta persyaratan-persyaratan lainnya di muka pengadilan.

Temuan penelitian ini merupakan kelanjutan penelitian sebelumnya
khususnya dalam bidang metode ijtihad. Ibn Taimiyyah memiliki kemandirian
ijtihad secara mutlak. Ibn Taimiyyah mendorong ulama untuk terus melakukan
ijtihad dalam permasalahan hukum yang berdasar atas sumber hukum nagli dan
dalil ‘aqli. Supremasi metode ijtihad Ibn Taimiyyah dibangun atas kerangka
realisasi perbaikan dan pemeliharaan kemaslahatan umat, melalui penerapan
konsistensi dalil-dalil nas dan kaidah Usuliyyah dan Fighiyyah.

Penelitian ini jJuga menghasilkan temuan baru yaitu adanya relevansi metode
ijtihad Ibn Taimiyyah dengan pembaruan hukum Islam di Indonesia. Khususnya
metode ijtihad istigrai (induktif empirik).
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ABSTRACT

This research studies Ijtihad method of Ibn Taymiyyah and its relevance of
islamic law renewal in Indonesia. This research is to answer the questions; 1) How
is the basic concept of Ijtihad Ibn Taymiyyah? 2) How is the method of Ijtihad 1bn
Taymiyyah? 3) What is the relevance between ijtihad method of Ibn Taymiyyah
and islamic law renewal in Indonesia? Thus, this study also is to understand the
basic concept of Ijtihad Ibn Taymiyyah, the method of Ijtihad ibn Taymiyyah and
the relevance between ljtihad ibn Taymiyyah and the renewal of islamic law in
Indonesia.

To answer the questions above, researcher uses a discriptive-qualitative
study. The data are collected through literature studies (library research) based on
Ibn Taymiyyah works especially Ijtihad, the proposal of juriprudence, and islamic
law thought using a historical approach and deep content analysis.

The results of this study showed that the basic concept of ijtihad Taymiyyah
has several styles. First, Ibn Taymiyyah was related with lbn Hambali in
juriprudence. Second, Ibn Taymiyyah did a deep analysis in almost available figh
mazhab, especially 4 mazhab, then compared them to have the strongest opinion
(Arjah) and the closest one to al-Quran, al-Sunnah, and Athar al-Sahabah, Third,
Ibn Taymiyyah did ljtihad independently. He learnt the texts of al Quran and Hadits
to concern general syariah purpose (magasid al-shari’as) without relating any
mazhab, including mazhab Hambali. ljtihad Ibn Taymiyyah has 3 methods; they
are ljtihad Bayani, ljtihad Qiyasi, and Ijtihad Istigrai. The relevance between ljtihad
Ibn Taymiyyah and islamic law renewal in Indonesia are found in Istigrai method
aplication (inductive empiric) in polygami case. Empirically, polygamy which is
legalized by Ibn Taymiyyah is allowed if the person will act fairly the the islamic
law in Indonesia will accommodate it such as a permission from the legal wife and
some other requirement in court.

The findings in the field of methods of ijtihad, Ibn Taymiyah have absolute
ijtihad independence that much effect on the cleric's followers afterwards. Ibn
Taimiyyah encourage scholars to continue to perform ijtihad in legal issues based
on legal sources nagli and arguments' agli. Supremacy method of ijtihad Taimiyyah
was built on the framework of realization of repair and maintenance benefit of the
people, through the application of consistent implementation of the arguments legal
sources al-Quran, al-Sunnah and rules Usuliyyah and Fighiyyah.

This research resulted in new findings that their relevance to the method of
ijtihad Taimiyyah Islamic legal reform is growing in Indonesia. In particular
method istigra ijtihad '(inductive, empirical).
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan tertinggi yang hendak dicapai oleh hukum ialah keadilan. Akan
tetapi, pada tataran selanjutnya, ketika akan menerapkan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat, muncul pikiran-pikiran tentang: bagaimanakah bentuk hukum yang
paling tepat dan cocok untuk mencapai keadilan tersebut. Bahkan, berkenaan dengan
keadilan itu sendiri pun dipertanyakan: bagaimanakah bentuk keadilan yang
dimaksud. Sampai pada peringkat demikian, terjadilah perdebatan panjang antara para
pemikir yang mengajukan berbagai alternatif, yang kemudian bermuara pada
munculnya berbagai aliran tentang keadilan.

Bagi Islam, keadilan yang muncul dari hasil nalar manusia adalah keadilan
relatif sebagaimana terbatasnya kemampuan akal manusia. Oleh sebab itu, keadilan
demikian tidak abadi. Standar keadilan yang demikian sering berbenturan antara satu
dan yang lain, sehingga penerapan hukum untuk mencapai cita-cita keadilan selalu
menemui kegagalan. Menurut Islam, keadilan sejati adalah keadilan mutlak yang
didasarkan pada wahyu Tuhan dan diimplementasikan melalui syariat (hukum Islam).
Keadilan demikian, bukan hanya sebagai acuan ideal bagi manusia, tetapi lebih dari
itu, ia merupakan suatu keyakinan suci yang wajib dilakukan oleh manusia dan
akan dipertanggungjawabkannya kelak di hadapan Tuhan. Sementara shari'ah
kata Muhammad Muslehuddin- menyatukan hukum sebagai "adanya™ dengan
hukum sebagai "seharusnya.” Yang "ada" berarti stabilitas dalam hukum.

Sedangkan yang "seharusnya" menggambarkan tujuan tertinggi hukum, yaitu


http://kegagal.an/

keadilan. Jadi, shariah meliputi hukum yang menjadi kenyataan dan yang
seharusnya, yakni ideal dan positif.

Bagi kaum Muslimin, al-Qur’an sebagai wahyu Allah merupakan
acuan dalam menegakkan keadilan dan bahkan sebagai sumber yang abadi
bagi keadilan. al-Qur’an terdiri atas 114 surat, yang mengandung lebih dari
6000 ayat.? Di antara kandungan ayat-ayat al-Qur’an tersebut adalah
menyangkut hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan,
manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan makhluk-makhluk
lain dalam alam semesta ini. Dalam menjelaskan tentang hukum ini, ayat-ayat
al-Qur’an menurut Mahmud Shaltut, mantan Rektor Universitas al-Azhar
Kairo- memiliki empat ciri, diantaranya ialah bahwa banyak ayat al-Qur’an
hanya mengungkapkan prinsip-prinsip hukum secara umum, global, dan
implisit.

Karena banyak ayat al-Qur’an yang bersifat umum, global. dan
implisit, maka tugas Rasulullah saw., melalui sunnahnya, menerangkan makna
yang tersurat dan maksud yang tersirat, menjelaskan hukum-hukum secara
rinci dan memberikan contoh penerapannya. Muhammad “Ajjaj al-Khatib
menyebutkan ada tiga fungsi sunnah terhadap al-Qur’an. Pertama, sunnah

menguatkan pesan-pesan (hukum) yang terkandung dalam al-Qur’an

1 Muhammd Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan
Sistem Hukum Islam, terjemah Indonesia oleh Yudian Wahyudi Asmin, et. al. (Yogyakarta: PT.
Tiara Wacana Yogyakarta,1991), 79.

2Terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menghitung jumlah ayat al-Qur’an. Satu
pendapat mengatakan berjumlah 6204, pendapat lain menyebut 6214, ada pula yang menyebut:
6219; 6225; 6230; 6236; dan 6616. Lihat al-Suyufi, al-1tgan fi ‘Ulum a/-Qur’an (Beirut: Dar al-
Fikr,1399 H/1979M). Juz.l, 69-71.

8 Mahmid Shaltdt, al-Islam Adidah wa al-Shari‘ah (T. tp.: Dar al-Qalam, 1966), 497.



(mu'akkid). Kedua, sunnah menerangkan dan menjabarkan pesan-pesan
tersebut (mubayyin). Ketiga, sunnah menetapkan sendiri pesan-pesan atau hukum
yang belum diatur dalam al-Qur’an.*

Akan tetapi, kandungan al-Qur’an dan hadis Nabi saw. terbatas
jumlahnya, sementara kondisi sosial senantiasa berubah dan berkembang. Untuk
itu, para ulama berupaya untuk menjawab segala permasalahan yang muncul itu
dengan ijtihad. Secara umum, ijtihad dapat dikatakan sebagai upaya berpikir
secara optimal dan sungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam dari
sumbernya, untuk memperoleh jawaban dari permasalahan hukum yang timbul
dalam masyarakat °

ljtihad dalam pengertian demikian, adalah upaya untuk mengantisipasi
tantangan-tantangan baru yang senantiasa muncul sebagai akibat sifat evolusioner
kehidupan. Di sini, peran manusia sebagai khalifah Tuhan dituntut untuk
senantiasa berpikir, tetapi bukan dalam pengertian berpikir bebas tanpa kontrol, ia
harus berpikir dalam batas-batas bingkai Islam, yakni senantiasa terkait dengan
makna al-Qur'an dan sunnah.

Sekalipun demikian, antara upaya ijtihad di satu pihak dan tuntutan
perubahan sosial di pihak lain terdapat suatu interaksi. ljtihad, secara langsung
atau tidak, tidak terlepas dari pengaruh perubahan-perubahan sosial, sedangkan
perubahan-perubahan sosial tersebut harus mendapat kontrol dan diberi arah oleh

hukum, sehingga dapat memenuhi hajat dan kemaslahatan manusia.

4 Muhammad "Ajjaj al-Khatib, >Ustl al-Hadith (Beirut: Dar al-Fikr, 1395 H/1975 M), 50.

>Beberapa pengertian ijtinad yang dikemukakan oleh para ulama dapat dilihat dalam karya Muhammad
Musa Tiwana, al-ljtihad wa Madha Hajatina Ilaih Fi Hadha al-‘asr (Riyad: Dar al-Kutub al-
Hadisah,1972), 97-142.



Dalam kondisi seperti demikian, menurut sosiologi hukum, hukum
memainkan dua peranan penting. Pertama, hukum dapat dijadikan sebagai alat
untuk mengubah masyarakat, atau disebut dengan istilah social engineering. Kedua,
hukum dapat dijadikan sebagai alat pengatur prilaku sosial, atau disebut dengan
istilah social control.®

Dalam peran pertama, hukum menempati posisi sebagai pengubah
struktur sosial, atau dengan kata lain, perubahan sosial terlambat dari perubahan
hukum, sehingga hukum, dengan segala perangkatnya, memainkan peran untuk
membawa masyarakat ke dalam suatu tatanan baru. Hal demikian terlihat pada
upaya Nabi Muhammad saw. mengubah tatanan masyarakat jahiliah menjadi
tatanan baru, yakni masyarakat Islam. Sedangkan dalam peran kedua, hukum
menempati posisi sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas sosial, atau
dengan kata lain, perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial. Kondisi ini
terlihat pada beberapa warisan hukum kolonial di Indonesia, yang masih
diberlakukan ketika Indonesia merdeka. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum
tersebut juga mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosio-kultural
masyarakat, kendati ketentuan formalnya tidak berubah.”

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang berlandaskan wahyu
Ilahi juga tidak terlepas dari peran di atas. Pada satu sisi, hukum Islam merupakan
alat untuk mengubah masyarakat untuk menciptakan suatu tatanan baru dalam

masyarakat, sementara di sisi lain, hukum Islam merupakan alat kontrol sosial

® Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: CV.Rajawali,1988), 107.
7 1bid.



yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan
alam sekitarnya.

Dalam posisi pertama, aturan-aturan llahi yang terdapat dalam hukum
Islam bertujuan untuk mencapai keadilan mutlak, yang diwujudkan dalam
kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Bertolak dari tujuan demikian,
Pada posisi kedua, hukum Islam berfungsi untuk menjawab segala tantangan yang
muncul dalam masyarakat. Untuk mengantisipasi perubahan sosial yang
senantiasa terjadi dalam masyarakat, kendati nas-nas Kitab Suci dan hadis-hadis
Nabi saw. terbatas jumlahnya, hukum Islam memiliki dinamika di dalam ijtihad.
Setiap munculnya tantangan baru, dijawab oleh para ulama dengan menggali
hukum dari sumber-sumbernya melalui ijtihad.?

Ketika Nabi saw. masih hidup, segala permasalahan yang muncul dalam
masyarakat beliau jawab sendiri, baik dengan wahyu atau sunnahnya sendiri.
Dengan demikian, cukuplah al-Qur’an dan sunnah Nabi saw. yang menjadi
pegangan bagi ummat, baik individu maupun kolektif, dalam kehidupan
keseharian mereka. Akan tetapi, bagi masyarakat yang jauh dari. Nabi saw., tentu
hal demikian merupakan hal yang sukar. Untuk itu, Nabi saw. memberikan
peluang kepada sahabat-sahabatnya yang memiliki kemampuan berijtinad untuk
menjawab sendiri persoalan yang muncul dalam masyarakat. Hal demikian
tercermin pada hadis yang diriwayatkan dari Mu'adh b. Jabal r.a. ketika ia akan

diutus oleh Nabi saw. sebagai gadi di Yaman. Hadis itu berbunyi:

8Ibid.
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“Rasulullah berkata kepada mua’dh, "Bagaimana engkau mengambil tindakan
hukum yang dihadapkan kepadamu, hai mu«’adh ? “la menjawab,"Aku akan
menetapkan hukum atas dasar Kitab Allah.".Nabi saw, bertanya lagi,
Bagaimana jika tidak engkau temui dalam Kitab Allah?"la menjawab, "Akan
kutetapkan atas dasar sunnah Rasulullah saw. "Nabi saw. Bertanya lagi,
"Bagaimana jika tidak engkau temui dalam sunnah Rasulullah saw ?' la
menjawab, "Aku akan berijtihad dengan ra‘y (pikiran)-ku dan aku akan
berusaha keras. "Rasulullah saw. menepuk-nepuk dadanya (mu‘adh), dan
beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada
utusan Rasulullah sesuai dengan yang diridai Allah dan rasul-Nya.”

Pada masa Nabi saw., yang biasa disebut masa periode tashri’, upaya
melakukan ijtihad di kalangan sahabat bukan tidak ada, namun bila ijtihad itu
diakui oleh Nabi, maka akan berubah kedudukannya menjadi sunnah taqgriri.
Segala peristiwa hukum yang muncul, kendati secara kondisonal mendapat
tanggapan dari para sahabat, tanggapan tersebut akan segera mendapat
penyelesaian dan kepastian hukum dari Nabi saw.

Setelah Nabi saw. meninggal dunia, habislah periode tashri” dan

muncul periode sahabat. Pada periode sahabat, keadaan sudah jauh berbeda

dengan masa sebelumnya, terutama dengan melebarnya wilayah dunia Islam ke

® Abu Dawd, Sunan Abi Dawud (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952), Juz. Il, 272. ; al-Tirmidhi, Sunan
al-Tirmidhi (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), Juz. 1, 157. ; Ibn Hazm memandang hadis ini sebagai hadis palsu dan
dusta. Lihat Ibn Hazm, al-IThkam f1 Usul al-Ahkam (Beirut: Dar al-Fikr), Juz..VI1, 438.



utara, timur, dan barat. Pada masa itu, bertemulah ajaran Islam dengan
berbagai kebudayaan tua yang telah berkembang sejak masa sebelumnya
seperti dengan kebudayaan Persia, Hellenisme!®-Yunani, dan lain-lain. Dengan
demikian, tuntutan masyarakat terasa semakin menghendaki ditingkatkannya
intensitas ijtihad. Bertolak dari tuntutan-tuntutan demikian, para sahabat
berupaya untuk menjawab segala tantangan yang timbul dengan melakukan
ijtihad.

Di wilayah Hijaz, tempat tumbuhnya Islam dan tempat
perbendaharaan hadis, dalam memecahkan berbagai permasalahan, para
sahabat lebih banyak merujuk kepada nas-nas al-Qur’an dan hadis. Dari itu, di
wilayah ini tumbuh fikih yang lebih banyak berorientasi kepada hadis, atau
populer dengan istilah ahl al-hadith.

Berbeda dengan kondisi di Hijaz, di Lembah Mesopotamia, Islam
menemukan tempat tumbuhnya yang baru, dan para sahabat menemukan
masalah-masalah baru yang belum mereka temukan sebelumnya. Dalam

menghadapi situasi dan kondisi demikian, para sahabat dalam ijtihad mereka

10 Hellenisme berasal dari kata Hellenizein artinya berba.hasa Yunani atau "menjadi Yunani".
Secara hakiki, Hellenisme adalah roh dan kebudayaan Yunani di sekitar lautan tengah yang
mengadakan perubahan-perubahan bidang kesusastraan, agama dan keadaan bangsa itu.
Zaman Hellenisme dimulai sejak pemerintahan Alexander Agung. Pemikiran di masa ini tidak
lagi di daerah-daerah Yunani dan bukan pula dibangun oleh bangsa Yunani asli. la merupakan
warisan Yunani yang di samping dikembangkan oleh orang-orang Romawi, jupa oleh pemikir-
pemikir dari Mesir dan Siria atau oleh pemikir-pemikir yang terdapat di sekitar lautan Tenga
Karena itu disebut juga denga.n zaman Hellenisme Romawi karena pemikiran yang muncul
pada saat itu adalah di bawah kekuasaan pemerintahan Romawi. Pemikiran ini bermula seja.k
abad keempat sebelum Masehi hingga pertengahan abad keenam Masehi di Bizantium dan
Roma, abad ketujuh Masehi di Iskandariyah, hingga abad kedelapan Masehi di Siria dan Irak,
yaitu pada sekolahsekolah di Edessa, Nasibis dan Antioch, yakni hingga masa penerjemahan
yang dilakukan oleh orang-orang Arab (Islam). Lihat, Harun Hadiwijono, Sari Sejarah
Filsafat Barat, (Yogyakarta:Kanisius,(1983), 54

.Lihat juga Muhammad al-Bahi, al-Janib al-llahi min TafKir al-Islami, (Kairo: Dar al-Kitab
al-A'raf, 1967), 131.
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lebih banyak berorientasi kepada tujuan syariat dengan menggunakan ra‘y
(rasio). Oleh sebab itu, mereka populer dengan sebutan ahl al-ra‘y. Tidak
diragukan lagi, pada masa selanjutnya, ketika Dinasti Umayyah dan
" Abbasiyyah tampil memegang tampuk pimpinan dunia Islam, kemajuan ilmu
pengetahuan dan peradaban pada umumnya telah mengalami perkembangan
demikian pesat. Dalam kondisi demikian, peranan ijtihad terasa semakin
penting. Oleh sebab itu, para mujtahid berupaya seoptimal mungkin untuk
menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul ketika itu. Di Irag muncul
Abu Hanifah (w. 150 H/767 M), yang meneruskan aliran ahl al-ra’y. Di
Madinah tampil Malik b. Anas (w.179 H/795 M), yang meneruskan cara
ijtihad ahl al-hadith. Lalu, al-Shafi'i (w. 204 F/8191M) yang pernah berguru
kepada Malik dan banyak bertukar pikiran dengan Muhammad b. al-Hasan al-
Shaibani (w. 186 H/805 M) murid Abu Hanifah, berupaya mengkombinasikan
dua metode ijtihad di atas. Di samping itu, muncul pula Ahmad b. Hanbal (w.
241 H/855 M), murid al-Shafi'i, seorang ahli hadis yang cenderung melakukan
ijtihad hukum. Sebelum munculnya empat imam mazhab di kalangan sunni,
telah muncul dua tokoh mazhab Syi‘ah. yaitu Imam Zaid b. ‘Ali (w.121 H/739
M), pembangun mazhab Zaidi. dan Imam Ja'far al-Sadiq (w.140 H/757 M),
pendiri mazhab Ja'fari.**

Pada periode ini, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
peradaban, ijtihad juga berkembang pesat. Ada beberapa hal menonjol pada

periode ini, dalam bidang fikih, antara lain ialah munculnya para imam mujtahid

11 Muhammad al-Bahi, al-Janib al-1lahi min TafKir al-Islami.., 155.



mustaqil (mutlak), yang memiliki metode ijtihad yang mandiri, atas dasar itu
mereka melakukan ijtihad secara bebas. Atas hasil-hasil ijtihad mereka, kemudian
muncullah mazhab-mazhab fikih, beberapa diantaranya empat mazhab masih
berkembang luas sampai dewasa ini.t?

Para imam tersebut tidak hanya berupaya melakukan ijtihad untuk
menggali hukum dari sumber-sumbernya, tetapi juga mengangkat sejumlah
peristilahan dalam fikih, yang mengukuhkan fikih sebagai suatu ilmu yang
mandiri. Upaya lain yang menandai perkembangan fikih pada masa ini ialah
penelitian karya ’Usul al-figh yang pertama oleh al-Shafi'i, yang berjudul: al-
Risalah.t3

Perkembangan fikih berlangsung selama dua setengah abad, mulai dari
awal abad kedua Hijriah sampai pertengahan abad keempat Hijriah, yang berjalan
seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan berbagai lapangan ilmu
pengetahuan, perekonomian, politik, dan peradaban pada umumnya. Pada periode
sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk ke dalam periode kemajuan Islam
pertama (650 -1000 M). Akan tetapi, pada sekitar abad keempat Hijriah semangat
ijtihad para ulama mulai melemah, mereka lebih tertarik untuk mengikuti alur
pikiran para imam yang terdahulu, yang mereka pandang sebagai guru yang
memiliki kelebihan ilmu. Di samping itu, dengan pemikiran fikih para imam,

umat lebih cenderung mengikuti apa yang telah dihasilkan dari pemikiran para

12 1bid.
13 1bid. 165
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imam, bahkan memilih untuk mengikuti satu imam dan menolak pendapat imam
yang lain.*

Pada periode ini, kendati terdapat upaya ijtihad, itu hanya terbatas dalam
mazhab yang telah digariskan oleh para imam (mujtahid fi al-madhhab), yang
hanya berupaya menggali alasan-alasan atas hukum yang telah dikemukakan oleh
imamnya, atau paling tinggi ialah melakukan ijtinad atas dasar metode yang telah
digariskan imam (mujtahid al-muntasib). Kondisi demikian, kemudian,
memunculkan rasa fanatik mazhab di kalangan para pengikut imam-imam
mazhab, yang kemudian memunculkan percekcokan antara para penganut satu
mazhab dan mazhab yang lain. Dalam situasi dan kondisi demikian, muncullah
semboyan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Keadaan demikian diperburuk
dengan adanya gelombang invasi bangsa bangsa Asia Tengah, termasuk
keganasan tak terperikan dari bangsa Mongol pimpinan Hulagu. Hal demikian
terjadi pada belahan timur Dunia Islam, sementara di Andalus (bagian barat Dunia
Islam), percekcokan politik di kalangan Islam memberi peluang kepada kaum
Kristen untuk merebut kembali tanah Andalus di bawah kekuasaan mereka,
dengan kekejaman tantara Reconquistadores yang tak terlukiskan terhadap orang
orang non-Kristen (Muslim dan Yahudi).t

Dalam kondisi tersebut, ajaran Islam mengalami penyimpangan-
penyimpangan yang disebabkan oleh kesalahan dalam memahami dan
mengamalkannya ataupun adanya penolakan  masyarakat  untuk

menyesuaikan dengan prinsip-prinsip al-Qur’an dan al-Sunnah yang benar,

14 1bid. 170
15 1bid.
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sehingga mendorong munculnya usaha-usaha pemurnian dan pembaruan
(pemikiran) Islam oleh para pembaru (mujaddid). Sejak permulaan
sejarahnya, Islam telah mempunyai tradisi pembaruan (tajdid). Orang-orang
Islam segera memberi jawaban dan respons terhadap apa saja yang dipandang
menyimpang dari ajaran Islam, karena masalah pembaruan atau tajdid telah
mendapat pembenaran dan pengesahan dari Islam sendiri, seperti adanya
stimulus dari Allah bagi para pembaru sebagaimana disebutkan dalam surat
al-A'raf (7): 70 dan surat Hud (11): 117.

Keniscayaan melakukan usaha-usaha pembaruan atau tajdid dalam
Islam juga mendapatkan inspirasi dan legitimasi hadis Nabi;

¢} :};W d}"’" wj u;\ L:jo-‘ LsJ-G—‘J‘ I3 %c dLo...Lw qub-
Jo log B Lo A yjuyvi;\woﬁﬁd\u;wd\f@w\:@;
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“Abu Dawud meriwayatkan dari Sulaiman bin Dawud Al Mabhri dari Ibnu
Wahb dari Sa'id bin Abu Ayyub dari Syarahil bin Yazid Al Mu'arifi dari Abu
Algamah dari Abu Hurairah yang aku tahu hadits itu dari Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap seratus tahun Allah
mengutus kepada umat ini seseorang yang akan memperbaharui agama ini
(dari penyimpangan).” Abu Dawud berkata, "™Abdurrahman bin Syuraih Al
Iskandarani meriwayatkan hadits ini, namun tidak menyebutkan Syarahil."

16 Abi Dawudd, Sunan Abd Dawid, Vol. 11, (Beirut: Dar al-Jinan al-Tibna “ah wa al-Nashr
wa al-Tauzi, 1988), 5-12. Lihat juga, Al-Hafiz b. ‘Abd Allah al-Hakim al-Naisaburi, al-
Mustadrak 'Ala al-Sahihain, (Beirut: Dar al Fikr, 1978), 522. Mayoritas ulama sepakat
_hadis tersebut adalah hadis soheh Misalnya, al-Baihaqi dan al-Hakim (ulama Salaf), al-
Hafiz, al-'Iraqi, Ibn Hajar al-<Asqalani, dan al-Suyyi (ulama Khalaf, dalam Abu Tayyib
Muhammad Shamsu al-‘Azim, Sunan al-Ma'bud, Sharh Sunan Abu Dawud vol,XlI,
(Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 396.
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Dari sudut etimologi, kata tajdid berasal dari bahara Arab;
jaddada, yujaddidu, tajdid (membuat sesuatu menjadi baru kembali).
Sedangkan dari segi terminologi berarti menghidupkan dan
mengembalikan pemahaman dan pengamalan agama (al-Qur'an dan al-
Sunnah) kepada kondisi semula (masa Salaf).!’

Dari pemahaman di atas, pembaruan (tajdid) dalam Islam
mengandung tiga prinsip yang bersifat sistemik. Pertama, sesuatu yang
diperbarui sebetulnya telah ada eksistensinya secara faktual. Kedua,
sesuatu yang diperbarui telah lama berlangsung atau telah menyejarah.
Ketiga, sesuatu yang diperbarui dikembalikan pada keadaan semula
dalam kemurniannya.8

Meskipun rumusan tentang pembaruan (tajdid) memiliki nuansa
yang berbeda-beda, secara esensial ia memiliki kesatuan arah dan tujuan
yakni mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula.

Dengan demikian, dalam konteks pembaruan Islam, di dalamnya
antara lain tercakup konsep tentang purifikasi ajaran, karena misi
pembaruan (tajdid) yang esensial adalah untuk memurnikan ajaran Islam
dan mereformulasikan secara permanen validitas dan ketidakberubahan
normativitas Islam, kendati pada aspek historisitas bersifat dinamis dan
responsif. Ketiga prinsip di atas terkait pula dengan fungsi pembaruan dalam

Islam yang mengandung tiga fungsi pokok. Pertama, al-i’adah yaitu

7 1bid,386.
18Busthami Muhammad Said, Pembaru dan Pembaruan dalam Islam, terj, Mahsun al
Munzir, (Gontor, Ponorogo: Pusat Studi Ilmu dan Amal, 1992),1-3.
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mengembalikan ajaran Islam kepada kondisi kemurnian dan keasliannya.
Kedua, al-ibanah yaitu menyeleksi atau memisahkan ajaran Islam dari segala
rnacam unsur lain yang telah mengotorinya. Ketiga, al-ihya' vyaitu
mendinamisasikan spirit ajaran Islam sehingga mampu merespons dengan
benar dan tepat terhadap perubahan maupun dinamika kehidupan.*®
Berdasarkan pengertian pembaruan di atas, upaya-upaya pembaruan
dalam Islam cenderung didasarkan pada keyakinan bahwa telah terjadi
berbagai macam anomali atau penyimpangan-penyimpangan dalam
pelaksanaan ajaran Islam yang disebabkan oleh kesalahan memahami dan
mengamalkan doktrin-doktrin Islam. Oleh karena itu, ajakan untuk kembali
kepada al-Qur’an dan al-Sunnah serta praktik-praktik dan konvensi-konvensi
keberagamaan generasi Salaf merupakan doktrin pokok kaum pembaru.
Mereka memandang bahwa era kehidupan Islam dan metode keberagamaan
masa Nabi dan generasi Salaf (manhaj tadayyun al-Salaf) adalah era Islam
yang istimewa serta merupakan model keberagamaan yang ideal. Itu
sebabnya usaha-usaha yang dilakukan kaum pembaru meski dalam formulasi
yang berbeda-beda sesuai dengan konteks yang dihadapi, memiliki benang
merah kesatuan inspirasi dan arah serta tujuan yang sama, Yaitu
mengembalikan ajaran Islam pada kondisi kemurnian dan keasliannya dengan

membersihkan hal-hal yang dipandang bidah.?°

19 A. Munir dan Sudarsono, Aliran Modern Dalam Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 14.
20 Secara terminologi, bidah adalah suatu masalah agama yang diada-adakan padahal tidak dikenal
pada masa sahabat dan tabi'in, juga bukan merupakan ketetapan dari syara® (agama). Lihat, Ali Ibn
Mubammad al-Jurjani, al-Ta'rifat, (Singapura: Al-Haramain, t.t), 48. Di antara hadis yang
menjadi rujukan tentang bidah adalah hadis Abu Dawud sebagai berikut:
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Keyakinan tentang idealitas dan otoritativitas model keberagarnaan
generasi Salaf didasarkan pada kenyataan historis-sosiologis bahwa merekalah
yang secara langsung dan pertama kali menerima pengajaran (ta'lim) dari Nabi
tentang al-Qur'an dan al-Sunnah baik lafal maupun maknanya. Secara teologis-
sosiologis adalah tidak mungkin sekiranya Nabi berbicara dengan mereka
tentang segala sesuatu yang tidak dipahami ataupun di luar pemahaman mereka.
Kecuali itu dalam kenyataannya nas-nas agama yang diterima mereka melalui
bahasa komunikasi mereka sehari-hari, di samping mereka juga menyaksikan
kejadian-kejadian yang melatarbelakangi turunnya al-Qur'an (sabab al-nuzul)
serta situasi-situasi ketika sebuah hadis Nabi terjadi (sabab al-wurud). Dengan
kata lain mereka hidup dan terlibat dalam kondisi yang melingkupi terjadinya
doktrin-doktrin Islam yang asli, kemudian mereka mengamalkannya sehingga
keadaan tersebut sekaligus merupakan sarana yang penting bagi proses
pembelajaran maupun pemahaman te:rhadap ajaran-ajaran agama. Sistem dan

prosedur transfer nilai-nilai Islam inilah yang menjamin terpeliharanya teks-

JSTOB ¢ e by WSTUls ) ¢ ey ade A o A ady cae o) Byl o BLal) ol
4067) 351> ol am =T (WMo 2y ISy ¢ aedy Bus
(Jauhilah mengada-ada hal baru (dalam agama) karena setiap yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah

adalah sesat). Lihat, Abu Dawid, Sunan Abu Dawud, Vol. Il., 21. Hadis Bukhari dengan
redaksi sebagai berikut:

(3 56 a0 pd Lo la Bl 3 sl a ) 1 oy ade Lo dd gag ¢ Lo dl o) Rasle G
1718) phonss (2697) )5l a1

((Barangsiapa yang mengada-ada sesuatu tentang urusan (agama kami ini) padahal bukan

termasuk bagian darinya, maka hal itu ditolak). Berdasarkan kedua hadis di atas, maka sesuatu
bisa dikategorikan bid'ah menurut syara' jika memenuhi tiga hal: (1). mengada (al-1hdath), (2).
disandarkan pada agama (3). tidak mempunyai pijakan syari‘at baik secara umum ataupun khusus
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teks maupun makna-maknanya di kalangan generasi Salaf al-Salihin dan

menjadikan keberagamaan mereka memiliki validitas yang otoritatif. 2

Dalam konteks makna dan hakikat pembaruan (tajdid) dan kenyataan
empirik terjadinya polarisasi pemahaman Islam di atas, sosok 1bn Taimiyyah
(w. 1328 M) adalah seorang pembaru dan pemurni Islam abad pertengahan
yang memiliki otoritas tinggi, sebab dialah tokoh yang benar-benar berusaha
memperbarui dan memurnikan pemahaman dan pengamalan Islam pada
zamannya sedemikian rupa, sehingga model pembaruan yang dia tawarkan
kepada masyarakat ketika itu terasa benar-benar baru, meski sesungguhnya
usaha-usaha pembaruannya dimaksudkan untuk membawa umat kepada
pemahaman dan pengamalan ajaran Islam secara integral yang telah
dilaksanakan umat Islam generasi Salaf.

Menurut Khalid abd. Rahman, Ibn Taimiyyah telah banyak
memberikan koreksi dan kritik terhadap berbagai disiplin keilmuan
sebagaimana dalam pernyataan berikut :

Komitmen dengan semangat pembaruannya, Ibn Taimiyyah
membangun pemikiran-pemikiran lewat elaborasi al-Qur'an dan al-Sunnah,
serta athar al-Salaf, sebagaimana terlihat dalam tulisan-tulisan yang
mencakup berbagai bidang ilmu, seperti tafsir, hadis, fikih, filsafat, tasawuf,
dan sebagainya. Lewat tulisan-tulisannya itu, dia mengkritik secara tajam
pandangan maupun pengamalan umat Islam yang menurutnya sudah tidak

sesuai dengan spirit Islam yang murni, yakni ajaran Islam yang ada dalam al-

2bn Taimiyah, Mugaddimah fi ‘Usll al-Tafsir, (Kuwait: Dar al-Qur'an al-Karim, 1971), 95
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Qur’an dan al-Sunnah, serta praktik-praktik keberagamaan generasi Salaf.
Misalnya, terhadap kaum teolog (mutakallimin), ia mengkritik bahwa
perdebatan-perdebatan teologis yang terjadi di kalangan mereka ternyata
hanya untuk memperoleh kemenangan dan popularitas serta kebanggaan,
bukan untuk memperoleh dan menjelaskan hakikat kebenaran yang ada
dalam bidang akidah (ajaran-ajaran agama yang wajib diyakini tanpa
keraguan sedikit pun). Apalagi dalam ilmu kalam banyak digunakan
pemikiran-pemikiran filosofis-spekulatif yang bersumber dari luar Islam.
Bahkan khusus terhadap sekte Shi'ah? dan Qadariyah®, Ibn
Taimiyyah menulis karya Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi Naqd al-Kalam
al-Shi ah wa al-Qadariyyah, yang berisi kritik kepada dua sekte itu. Kritiknya
terhadap Syi‘ah karena golongan ini memandang imam-imam mereka adalah
ma'sum dan doktrin imamah sebagai bagian dari masalah akidah. Kritik

tersebut secara khusus menanggapi karya al-Hilly seorang pemuka Shi‘ah

22Shi'ah dari segi bahasa berarti pengikut kelompok atau golongan. Menurut istilah, Shi‘ah adalah
satu aliran dalam Islam yang meyakini bahwa Ali Ibn Abi Talib dan keturunannya adalah imam-
imam atau pemimpin agama setelah Nabi Muhammad. Bahkan, secara politis mereka berpendirian
bahwa Ali Ibn Abi Talib adalah imam atau khalifah yang seharusnya berkuasa setelah Nabi
Muhammad wafat. Menurut mereka hal tersebut telah timbul sejak Nabi masih hidup, dalam arti
bahwa Nabi sendirilah yang menetapkannya. Dengan demikian menurut kaum Shi‘ah, inti dari
ajaran Shi'ah telah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Dalam perkembangan selanjutnya Shi‘ah
sebagai aliran dalam Islam karena perbedaan-perbedaan pandangan melahirkan sekte-sekte seperti
Khisamiyah, Zaidiyah, Imamiya Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam Vol.
V, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2002), 5.

2Qadariyah adalah salah satu aliran Kalam yang tidak mengakui gadar bagi Alla Menurut aliran
ini tiap-tiap manusia adalah pencipta bagi segala perbuatannya karena itu dia dapat berbuat segala
sesuatu atau meninggalkannya kecuali atas kehendalarya sendiri. Paham aliran ini juga sering
disebut Free will atau Free act. Tokohnya adalah Ma'bad al-Juhaini (w. 80 H) dan Ghilan al-
Dimashqi. Pada awalnya keduanya mengambil paham dari seorang Nasrani bernama Susan, dia
sempat masuk Islam tetapi kemudian murtad dan menjadi Nasrani lagi. Dalam perkembangan
selanjumya paham ini diadopsi oleh aliran Mu’tazilah yang berpandangan bahwa semua perbuatan
manusia diciptakan oleh manusia sendiri, bukan oleh Allah SWT, bahkan Allah tidak mempunyai
hubungan dengan perbuatan manusia. Lihat, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi
Islam, Vol. 11, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2002), 338.
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berjudul Minhaj al-Karamah fi Ma'rifat al-Imamah, sedang terhadap sekte
Qadariyah kritik tajam dilontarkan karena pandangan mereka yang terlalu
mengagung-agungkan kekuatan rasio.?*

Ibn Taimiyyah juga mengkritik para ahli fikih (fugaha) karena
sikap fanatik mereka terhadap aliran atau mazhab yang mereka anut.
Dalam pandangannya, orang yang fanatik mazhab sesungguhnya sama
dengan orang yang diperbudak hawa nafsunya, sebab ia hanya mengikuti
keinginan egonya dan bukan mengikuti ajaran agama yang benar.?

Kritik lain diarahkan kepada para filosof yang dipandang terlalu
mengandalkan pemikiran spekulatif tanpa dibarengi observasi tentang
realitas yang benar-benar riil dan nyata. Kecuali itu para filosof dituduh
telah membawa pemikiran-pemikiran asing menyusup ke dalam Islam
dengan jalan merekayasa penyelarasan pemikiran falsafati dengan ajaran
Islam.?® Dalam hal ini ia menulis karya Muwafaqat al- Sahih, al-Manqul Ii
Sarih al-Ma‘qul (penyelarasan kebenaan dalil nas atas kebenaran dalil
rasional) dengan tujuan memposisikan akal dan wahyu secara
proporsional. Kritik keras juga diarahkan untuk menelanjangi logika
(mantiq) Platoisme dan Aristotelian yang banyak diambil oleh para filosof

Islam, untuk itu dia menulis penelitian al-Raddu ‘ala al-Mantigiyyin

2Khalid ‘Abd al-Rahman al-"Ak, al-‘Usul al-Fikriyyah i Manahi al-Salafiyyah, (Beirut: al-
Maktab al-Islamiy, 1995), 168.

2Khalid Abd al-Rahman al-"Ak, al-‘Usul al-Fikriyya...., 168. lihat juga Abu Zahrah, Syeikh,
Ibn Taimiyyah Hayatuh wa asruh aro'uh wa Fighuh, (Cairo : Dar al-Fikr al-°Aroby, 2000), 289.

% |bid.
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(penolakan terhadap ahli-ahli logika). Kritiknya terhadap ahli tafsir
ditujukan pada jenis Tafsir bi al-Ra’y atau Tafsir bi al-Dirayah,?’

bahkan menurutnya jika suatu penafsiran al-Qur'an hanya berdasarkan
pemikiran murni adalah termasuk haram, berdasarkan hadis- hadis Nabi,
sebagaimana hadis riwayat al-Darimi dari Musa ibn Khalid,;

B Jo & s cons s e A Juw e i Bhs s 1 Db Graf
T4 wwwww&)w

“Imam al-Darimi meriwayatkan dari Musa bin Khalid dari Mu'tamir dari
ayahnya ia Dberkata: "Hendaknya seseorang bersikap hati-hati dalam
menafsirkan hadits Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana ia
bersikap hati-hati dalam menafsirkan Al Qur an"

Pada sekitar tahun 1950-an beberapa wilayah Islam telah dapat
melepaskan diri dari kekuasaan kaum kolonial dan keadaan demikian berlanjut
pada dasawarsa 1960-an. Dewasa ini, bagian terbesar dari Dunia Islam telah
merdeka. Upaya yang paling santer dilakukan oleh beberapa negara yang
berpenduduk mayoritas Islam dewasa ini, selain mengejar ketinggalan, juga

secara bertahap membarui hukum, yang sebagiannya masih merupakan

peninggalan kaum kolonial. Dalam upaya ini, para pakar hukum Islam dituntut

27Yaitu suatu penafsiran al-Qur'an yang didasarkan pada kesadaran bahwa al-Qur'an dalam wujud
bahasa pesan berada dalam ruang wilayah budaya dan sejara Karena itu dalam Tafsir bi al-Ra'yi
seorang muf~sir berusaha menjelaskan pengertian dan mahsud suatu ayat berdasarkan hasil proses
intelektualisasi (ijtihad). Menurut Mana' al Qattan munculnya Tafsir bi al-Ra ‘yi terjadi ketika
peradaban Islam makin berkembang yang dibarengi munculnya mazhab- mazhab dalam Islam.
Masing-masing mazhab berusaha meyakinkan para pengikutnya dengan memberikan argumen
teks-teks al-Qur'an berikut tafsirnya dalam kerangka kepentingan bahkan ideologi mazhab
tersebut. Lihat, Mana' al-Khalil al Qattan, Mabahith fi ‘Ulum al-Qur'an, (t.t.: Manshurat al-**Asr
al-Hadi, 1973), 342.

283]-Darimi, Sunan al- Darimi, Jilid. 1, hadis no. 432, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 46.
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untuk memberikan solusi, agar tercipta suatu hukum nasional yang bisa
mengayomi segenap lapisan masyarakat.

Tidak hanya itu, di sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi dewasa ini, yang biasanya mengimbas pada perubahan nilai-nilai
dasar masyarakat, telan membuat hukum jadi tertinggal dari perkembangan
masyarakat. Situasi dan kondisi demikian, tak diragukan lagi, menuntut suatu
tatanan hukum baru, yang mampu memberikan solusi bagi perkembangan
peradaban umat manusia pada masa depan.

Lebih jauh, bila melihat masa depan masyarakat dunia, yang menurut
futurulog Amerika, John Naisbitt dan Patricia Aburdene, akan membentuk
masyarakat global. Dalam hal demikian, menurut keduanya, menjelang abad
ke-21 ada sepuluh kondisi yang akan menaungi dan mempengaruhi kehidupan
manusia, yaitu: (1) boom ekonomi global tahun 1990-an; (2) renaisans dalam
seni; (3) munculnya sosialisme pasar-bebas; (4) gaya hidup global dan
nasionalisme kultural; (5) penswastaan negara kesejahteraan; (6) kebangkitan
tepi Pasifik; (7) dasawarsa wanita dalam kepemimpinan; (8) abad biologi; (9)
kebangkitan agama milenium baru; dan (10) kejayaan individu.?

Jika apa yang diperkirakan oleh kedua futurulog itu benar, maka nilai-
nilai dalam masyarakat, banyak atau sedikitnya, niscaya akan berubah.
Masalah nilai-nilai dalam lapangan perekonomian yang dibicarakan oleh para

fugaha' (para ahli fikih) dalam fikih muamalah satu abad yang lalu, bahkan

2John Naishitt & Patricia Aburdene, Megatrend 2000, terjemah Indonesia oleh FX Budijanto
Jakarta: Binarupa Aksara,1990), 3.
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pada waktu satu dasawarsa yang lalu, niscaya sudah jauh tertinggal daripada
apa yang dipermasalahkan dewasa ini; apalagi pada masa yang akan datang.
Dalam menghadapi problema demikian, diperlukan hukum yang dilandasi oleh
prinsip-prinsip yang luwes dan mantap.

Ssekitar dua abad terakhir, Umat Islam di Indonesia muncul gerakan-
gerakan pembaruan pada berbagai lapangan dan bidang kehidupan. Gerakan-
gerakan tersebut merupakan hasil refleksi kesadaran umat terhadap kebekuan
dan kejumudan sejarah Islam selama beberapa abad lamanya yang dengan
sendirinya menimbulkan kegelisahan intelektual di kalangan generasi muda
Islam. Maka bermunculan tokoh-tokoh maupun kelompok cendekiawan Islam
yang berusaha mendobrak kebekuan sejarah dan mencita-citakan terwujudnya
relevansi antara Islam dan pemikiran abad modern.*

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaruan hukum
Islam yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, untuk
mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-
kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap
hukum masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan.
Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan
hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan
hukumnya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang
memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat

hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang

%Mun’im A. Sirry, Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar (Cet. Il, Surabaya: Risalah Gusti,
1996), 157.
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dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat nasional maupun tingkat
internasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.3!

Khusus dalam lapangan hukum, upaya pembaruan dilakukan akibat
munculnya kesenjangan antara materi hukum seperti fikih, dengan kenyataan
sosial. Sasaran utama dari upaya ini adalah gugatan perlunya merujukkan fikih
pada sumber-sumbernya dengan komitmen menghilangkan otoritas yang
berlebihan terhadap ulama-ulama abad pertengahan.®2

Dalam konteks Indonesia, penulis menganggap upaya penyusunan
Kompilasi Hukum Islam dapat dinilai sebagai bagian dari upaya pencarian
pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual.
Proses kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia memang sudah berlangsung
cukup lama, sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hal
tersebut ditandai dengan munculnya ide-ide pembaruan dalam pemikiran
hukum Islam di Indonesia yang dilontarkan oleh beberapa tokoh sebagai
jawaban terhadap perubahan kondisi sosial kemasyarakatan. Tokoh-tokoh
tersebut adalah Hasbi Ash-Shiddieqy dengan konsep pemikirannya; Fikih
Indonesia, Hazairin melalui gagasannya; Mazhab Nasional Indonesia,
Munawir Syadzali dengan ide pembaruannya Reaktualsiasi hukum Islam,
Ibrahim Hosen dengan gagasan pemikirannya; Mem-fikih-kan Nas Qat 7 serta

Ali Yafie dan Sahal Mahfudz melalui ide pembaruan fikih sosial.

381Zaenuddin Nasution PembaruanHukum Islam dalam Mazhab Syafi’i (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya,2001), 243-246.
%2 1bid
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Mereka merupakan para pelopor pembaruan hukum Islam di

Indonesia. Oleh karena itu, dalam kajian mengenai dinamika pembaruan

hukum Islam di Indonesia, pemikiran-pemikiran mereka tidak bisa diabaikan.

Berdasar dari deskripsi di atas, penulis berminat melakukan penelitian

tentang Metode Ijtihad Ibn Taimiyyah (Studi Relevansi dengan Pembaruan

Hukum Islam di Indonesia).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat masalah yang diidentifikasi

sebagaimana berikut;

1.

Ibn Taimiyyah tidak terikat dengan mazhab-mazhab yang
berkembang semasa hidupnya, namun pada masa-masa awal dalam
bidang tertentu terdapat keterangan bahwa Ibn Taimiyah lebih
dominan mengikuti imam ahmad ibn Hanbal.

Ibn Taimiyyah disebut layak mencapai derajat mujtahid mutlak,
namun belum diketahui pasti tentang metode dan hasil-hasil
ijtihadnya.

Setiap aktivitas mujtahid dalam melakukan ijtihad senantiasa
bertolak pada al-Qur’an dan al-Sunnah termasuk lbn Taimiyyah,
namun kemudian lbn Taimiyyah menghasilkan pandangan hukum
yang tidak bertitik tolak dari al-Qur’an dan al-Sunnah.

Sikap Ibn Taimiyyah sangat kritis atas produk hukum Islam yang

tidak didukung oleh dalil-dalil nas al-Qur’an dan al-Sunnah,
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namun Ibn Taimiyyah dalam beberapa ijtihadnya ada yang
memakai metode ra’y.

5. Para pembaharu hukum Islam di Indonesia terkesan melepaskan
diri dari penggunaan metode ijtihad ulama klasik, namun dalam
beberapa dinamika pembaruan hukum Islam terdapat relevansi
dengan metode ijtihad Ibn Taimiyyah yang merupakan salah
seorang ulama klasik.

Batasan masalah yang diambil penulis pada penelitian ini, sebagai

berikut;

1. Konsep dasar ijtihad Ibn Taimiyyah.

2. Metode ijtihad Ibn Taimiyyah.

3. Relevansi metode ijtihad Ibn Taimiyyah dengan pembaruan hukum

Islam di Indonesia..

C. Rumusan Masalah

Masalah yang penulis jawab dalam disertasi ini adalah :

1. Bagaimana konsep dasar ijtihad Ibn Taimiyyah ?

2. Bagaimana metode ljtihad yang diterapkan Ibn Taimiyyah ?

3. Bagaimana relevansi metode ijtihad lbn Taimiyyah dengan

pembaruan hukum Islam di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berupaya mengungkapkan konsep ijtihad pemikiran lbn
Taimiyyah, yang secara rinci mencakup:

1. Mengungkapkan konsep dasar ijtihad Ibn Taimiyyah.
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2. Mengungkapkan metode ijtihad Ibn Taimiyyah..
3. Menemukan relevansi metode ijtihad Ibn Taimiyyah dengan pembaruan

Hukum Islam di Indonesia..

E. Kegunaan Penelitian

1. Kajian penelitian ijtihad lbn Taimiyah secara teoritis akan menunjukkan
bukti pintu ijtihad masih terbuka untuk terus dikembangkan, disamping itu
bisa menguji metode istinbat hukum para imam mazhab, dan diharapkan
memberikan kontribusi pengembangan produktifitas ajaran syari’ah yang
relevan dengan pembaharuan hukum Islam.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan Kkontribusi
pengembangan hukum Islam sebagai salah satu komponen hukum yang menjadi
sumber hukum positif di Indonesia, didasarkan atas prinsip-prinsip yang luwes
dan adil, sehingga segala permasalahan yang muncul dalam masyarakat akan

terjawab oleh hukum Islam secara adil.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian dan kajian tentang Ibn Taimiyyah telah banyak
dilakukan para peneliti dan penulis, baik dari Barat maupun dari Timur yang
membahas secara umum tentang biografi maupun pemiikiran Ibn Taimiyyah.
Penelitian dan kajian yang cukup lengkap tentang Ibn Taimiyah dan mencakup

berbagai aspek, seperti biografi dan beberapa segi pemikirannya telah
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dilakukan oleh Abu Zahra dalam Kkaryanya, Ibn Taimiyyah Hayatuh wa
‘Arsruh wa Fighuh.®

Sementara beberapa tulisan yang mengkaji secara khsusu tentang
aspek-aspek tertentu dari pemikiran Ibn Taimiyyah antara lain telah ditulis
olenh Abd. Al-Fattah Ahmad Fuad yang meneliti dan mengkaji pemikiran
filsafat Ibn Taimiyyah dalam karya Ibn Taimiyyah wa Maugifuh min al-Fikr
al-Falsafi.* Sedang Qamaruddin Khan dalam karyanya The Political Thought
of Ibn Taimiyyah, membahas tentang pemikiran politik Ibn Taimiyyah.®
Muhammad Husni al-Zay (1979) menulis Mantiq Ibn Taimiyyah wa Manhijuh
al-Fikr, berisi tentang kritik Ibn Taimiyyah terhadap logika Aristoteles serta
penjelasan tentang salah satu aspek metodologi pemikiran lbn Taimiyyah.3®

Nurcholish Madjid (1984) dalam disertasi doktornya membahas
tentang Kalam dan Filsafat Ibn Taimiyyah dengan judul; Ibn Taimiyyah on
Kalam and Falsafa (A Problem of Reason and Revalation in Islam).%
Sementara itu, Thomas F.Michel, S.J. (1984) menulis tentang kritik Ibn
Taimiyyah terhadap agama Kristen dalam karya; A Moslem Theologians

Response to Christianity.3

33 Abu Zahrah, lbn Taimiyyah Hayatuh wa ‘Asruh wa Fighuh, (Mesir: Dar al-Fikr al-*Arabi, t.t).
34¢Abd. al-Fattah Ahmad Fuad, Ibn Taimiyyah wa Maugifuh min al-Fikr al-Falsafi, (Iskandariyah:
al-Haiah al-Misriyah al-Ammah, 1977)

%Qamaruddin Khan, The Political Thought of lbn Taimiyyah, (Islamabad: Islamic Research
Institute, 1973)

% Muhammad Husni al-Zay, Mantiqg Ibn Taimiyyah wa Manhijuh al-Fikr, (Beirut: al-Maktabah al-
Islami, 1979)

37 Nurcholish Madjid, 1bn Taimiyyah on Kalam and Falsafa (A Problem of Reason and Revalation
in Islam), (Chicago: the University of Chicago, 1984).

3 Thomas F.Michel, SJ., A Moslem Theologians Response to Christianity, (New York: Caravan
Book, 1984)
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Kajian tentang Epistemologi Hukum Islam (menurut Ibn
Taimiyyah) ditulis oleh Juhaya S.Praja (1988),* Penelitian ini menghasilkan
pandangan bahwa Ibn Taimiyah merupakan sosok ulama yang reformis dalam
bidang hukum Islam pada kondisi masyarakat hidup pada fase taklid. Pada
aspek epistemologi Ibn Taimiyah merupakan ulama yang berani membangun
frame keberanian intelektual yang berimplikasi pada reformasi hukum Islam.

Sementara dalam bidang khusus ijtihad Ibn Taimiyyah terdapat
penelitian yang berjudul ljtihad Ibn Taimiyyah (dalam bidang fikih Islam)
ditulis olehn Muhammad Amin Suma (1989). Penelitian ini menghasilkan
pandangan bahwa ijtihad Ibn Taimiyah bersifat universal dalam segala bidang
fikih. Ibn Taimiyah merupakan sosok ulama reformis yang mampu mewarisi
metode istinbat hukum yang dipergunakan para imam mujtahid mutlak, untuk
kemudian ia kembangkan dan amalkan dalam ijtihadnya. Sebagaimana para
mujtahid mutlak yang lain, kemampuannya melakukan pengkajian ulang
terhadap pendapat berbagai mazhab figh yang ada, kemudian Ibn Taimiyah
memilih pendapat yang lebih mendekati al-Qur’an dan Hadis tanpa
memandang dari mazhab mana pendapat itu berasal.

Penelitian pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam bidang tasawuf, telah
ditulis dalam Disertasi Wahib Mu'thi(1992),%* Kritik Ibnu Taimiyyah terhadap

Tasawuf. . la mengulas kritik Ibnu Taimiyyah terhadap paham tasawuf falsafi

3% Disertasi untuk meraih gelar Doktor ilmu agama Islam pada Pasacasarjana IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta tahun 1988.

40 Disertasi untuk meraih gelar Doktor ilmu agama Islam pada Pasacasarjana IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta tahun 1989.

4l Disertasi untuk meraih gelar Doktor ilmu agama Islam pada PPs IAIN Syarif Hidayatullah,
Jakarta tahun 1992.
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dan perbandingan antara al-A’mal al-Qulub menurut lbnu Taimiyyah dan para
sufi tentang magamat dan ahwal. Dalam bidang tasawuf juga
Masyharudin(2005) 2 mengkaji pemikiran Islam Ibn Taimiyyah dengan judul
Pandangan Ibn Taimiyah tentang Pemikiran Islam (studi aspek pembaruan
tasawuf). Penelitian tentang Akad dalam Fikih Islam Studi Aplikasi Akad Jual
Beli menurut Ibnu Taimiyah ditulis oleh Samirah Hasyim lhsan Hindi (2005)*

Kajian tentang Perkawinan antar pemeluk agama perspektif fikih
Ibnu Taimiyyah, ditulis oleh Jon Kamil (2011)*, Halimah Hasan Barmawi
(2012)* meneliti khusus tentang Kaidah dan Kriteria Fikih Menurut Ibnu
Taimiyyah (Bab Zakat, Puasa dan Haji). Muhammad Solikuddin (2015)*,
meneliti pemikiran Ibn Taimiyyah tentang Konstruksi Tafsir Ibn Taimiyyah
(Telaah Epistemologis Kitab Mugaddimah Fi Usul al-Tafsir.

Oleh karena penulis belum menemukan penelitian terhadap
relevansi metode ijtihad Ibn Taimiyyah dengan pembaruan hukum Islam di
Indonesia, maka penulis terdorong untuk meneliti Metode Ijtihad Ibn

Taimiyyah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.

G. Kerangka Teoretik

Kerangka Teoretik adalah pola pikir yang digunakan untuk membahas

obyek penelitian.*’ Oleh karena penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian

42 Disertasi untuk meraih gelar Doktor ilmu agama Islam pada Pasacasarjana UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta tahun 2005.

43 Disertasi untuk meraih gelar Doktor di Universitas Raja Faisal tahun 2005.

4 Tesis pada pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011

4 Tesis pada Universitas Ummul Qura tahun 2012.

4 Tesis pada pascasjana UIN Sunan Kalijaga tahun 2015.

47 Tim Penulis Karya llmiah UIN Alauddin, Pedoman Penulisan Karya limiah, Makalah, Tesis,
Disertasi, edisi Revisi 1l (Makassar: Alauddin Press, 2008), 11.
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kepustakaan yakni memanfaatkan data-data berdasarkan pada studi pustaka
yang mengkaji pustaka dari bahan-bahan tertulis berupa buku, majalah, surat
kabar, yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan masalah yang
dikaji, maka penelitian ini mengggunakan pendekatan multidisipliner yaitu:

a. Pendekatan historis, yaitu pendekatan dengan cara menganalisa riwayat
hidup Ibn Taimiyyah mulai dari lahirnya, pendidikannya, kultur sosial
semasa hidupnya, para guru-gurunya, karya-karya tulisnya serta
pemikiran ijtihadnya.

b. Pendekatan shar’, yaitu pendekatan dengan cara menganalisa dengan
membaca buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan objek
masalah yang dibahas yang berdasarkan kajian fikih yang bersumber
dari kitab suci al-Qur’an dan sunnah Nabi saw menjadi sumber
inspirasi dan motivasi dalam ajaran Islam serta pemikiran ijtihad lbn
Taimiyyah yang tertuang dalam karya-karya tulisnya.

c. Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang menggunakan analisis
pemikiran dengan pertimbangan rasional, terutama ketika menganalisis
metode istinbat (metode ijtihad) yang dilakukan Ibn Taimiyyah dalam
menetapkan hukum.

d. Pendekatan metode (istinbat al-ahkam fi al-figh). Pendekatan ini dapat
berperan menguak cara kerja Ibn Taimiyyah secara rinci pada beberapa

metode ijtihad dan kesimpulan pemikiran hukum fikihnya.
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e. Pendekatan sosiologis. Dengan pendekatan ini penulis akan
memaparkan kondisi sosial yang mengitari pemikiran dan metode
istinbat hukum Islam Ibn Taimiyyah.

Dunia Islam di era Ibn Taimiyyah adalah dunia Islam yang penuh
gejolak pemikiran dan juga gejolak politik yang berkepanjangan. Ibn
Taimiyyah sendiri dilahirkan tepat lima tahun setelah Baghdad ibu kota Islam
jatuh dan porak-poranda di tangan Bangsa Tartar.*® Tepat pada hari Senin, 12
Rabi’ al-Awwal tahun 661 H (1263 M), Ibn Taimiyyah dilahirkan di sebuah
kota yang terletak antara sungai Dajlah dan Eufrat bernama Harran. Oleh
orangtuanya ia diberi nama Ahmad, dan para ahli sejarah menuliskan nama
lengkapnya dengan: Taqi al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad ibn ‘Abd al-Halim ibn
‘Abd al-Salam ibn Abi al-Qasim ibn Muhammad Ibn Taimiyyah al-Harrani al-
Dimashqi®°.

Tidak lama ia menghabiskan masa kecilnya di kota kecil bernama
Harran itu. Ketika usianya memasuki tujuh tahun, ia bersama seluruh
keluarganya terpaksa mengungsi ke kota Damaskus karena pasukan Tartar
telah memasuki dan akhirnya menguasai Harran.

Lingkungan keluarga Ibn  Taimiyyah sangat mendukung
perkembangannya untuk kelak menjadi seorang ulama dan pemikir Islam besar.
Ayahnya, Shihab al-Din ‘Abd al-Halim adalah seorang ahli hadis dan Fagih

mazhab Hanbali yang memiliki jadwal mengajar di Masjid Jami’ ‘Umawi. la

“®lbn Taimiyyah, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah, Vol. IIl, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh
al-jadidah, t.th.), 13-15

“SAbl Fada ’Isma’il lbn Kathir, al-Bidayah wa al-Nihayah, (Beirut: Maktabah al-Ma’rifah,
1996), Juz. 1, 104
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juga kemudian menjabat sebagai kepala para ulama (mashayikh) di Dar al-

Hadis al-Sukriyah. Sang ayah ini kemudian meninggal saat Ibn Taimiyyah

berusia 21 tahun, tepatnya di tahun 682 H*

Di samping hal itu, ada beberapa faktor lain yang juga dapat
disimpulkan sebagai penyebab kecemerlangan pemikiran Ibn Taimiyyah di
kemudian hari. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan hafalan dan pemahamannya yang luar biasa. Di usia yang masih
sangat kecil ia berhasil menyelesaikan hafalan al-Qur’annya. Setelah itu, ia
pun mulai belajar menulis dan hisab. Kemudian membaca berbagai kitab
tafsir, fikih, hadis dan bahasa secara mendalam. Semua ilmu itu berhasil
dikuasainya sebelum ia berusia 20 tahun.

2. Kesiapan pribadinya untuk terus meneliti. la dikenal tidak pernah lelah untuk
belajar dan meneliti. Sepanjang hidupnya, bahkan ketika ia harus berada
dalam penjara. Mungkin itu pulalah yang menyebabkan ia tidak lagi sempat
untuk menikah hingga akhir hayatnya.

3. Kemerdekaan pikirannya yang tidak terikat pada mazhab atau pandangan
tertentu. Baginya dalil adalah pegangannya dalam berfatwa. Karena itu ia
juga menyerukan terbukanya pintu ijtihad, dan bahwa setiap orang siapapun
ia, dapat diterima atau ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah saw. ltulah
sebabnya ia menegaskan, “Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa

kebenaran itu terbatas dalam mazhab Imam yang empat.”>!

%0 Ibid, Juz. 13, 308.
51 |bn Taimiyah, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah, Juz. 2, 288.
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Ibn  Taimiyyah adalah seorang pemikir Muslim yang besar
pengaruhnya terhadap dunia Islam. Dia ahli dalam hampir semua cabang
pengetahuan Islam.>? Karya-karyanya meliputi bidang Agidah, Figih, Hadis,
Tafsir, Tasawuf, Filsafat, dan Politik.>® Berbekal segala kemampuan yang
dimiliki, Ibn Taimiyyah berupaya membangun kembali masyarakat Islam di
atas sendi-sendi Islam yang pokok, yaitu al-Qur’an dan al-Sunah.>*

Dalam bidang Ijtihad sudah merupakan keharusan bagi para Imam
Mazhab Usul sebagai Maraji' dalam menggali hukum-hukum Syar'i. Begitupun
Ibn Taimiyyah memiliki sebuah mazhab yang sudah banyak dikenal seperti
yang lainnya. Akan tetapi ijtihad yang dilakukan oleh beliau lebih cenderung
pada ijtihad yang dilakukan oleh Imam Hambali. Oleh kerena itu Usul Fighnya
secara global lebih cenderung dengan Usulnya Imam Ahmad Bin Hambal >

Menurut Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakr, yang lebih dikenali
dengan sebutan Ibn al-Qoyyim (Wafat tahun 751 H) ada lima usul yang dipakai
oleh Imam Ahmad Bin Hanbal dalam Figh dan fatwa-fatwa nya. Di antara
Usul-usul tersebut adalah:

1. Nas (Al-Qur'an dan Al-Hadis)

2. ljma’ (Fatwa-fatwa Sahabat)

52 Fazlurrahman, Islam, 114-115

53 Qamaruddin Khan, Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah, Terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka,
1983), 315-347.

% Muhammad al-Bahi, Alam Pemikiran Islam dan Perkembangannya, Terj. Al-Yasa’ Abu Bakar
(Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 7.

5 Muhammad Yusuf Misa, Ibnu Taimiyyah,. (Cairo Maktabah Masr, 1962), 168.



32

3. Jika para Sahabat berbeda dalam pendapatnya, maka beliau lebih
memilih pendapat yang lebih dekat dengan al-Qur'an dan al-
Hadith.

4. Hadis Mursal.

5. Qiyas.”®

Penulis tidak akan membahas lebih jauh Usul yang dipakai oleh Imam
Ahmad ibn Hanbal, tetapi akan lebih kita fokuskan pada Usul Ibn Taimiyyah.
Di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kitab dan Sunnah.

Tidak ada keraguan bagi umat Islam bahwa Al-Qur'an adalah
pedoman pertama bagi mereka yang mencakupi Akidah, Syari‘at, Akhlak dan
lain sebagainya. Dan adapun Sunnah adalah pedoman kedua setelah Al-Qur'an.
Dalam hal ini beliau membahagilan Sunnah menjadi tiga bahagian :°’

Sunnah Yang Mutawatir. laitu Sunnah yang menafsiri Al-Qur'an
secara zahir, jumlah solat lima waktu sehari semalam, jumlah rakaatnya,
ukuran nisab zakat pada jenis harta yang berbeda, manasik Haji dan Umrah
beserta tata-cara pelaksanaannya dan lain sebagainya.

Sunnah yang tidak menafsirkan Al-Qur'an dan juga tidak bertentangan
dengan zahirnya. Akan tetapi datang dengan hukum baru, misalnya kadar nisab
daripada pencuri, rejam bagi penzina dan hukum-hukum lain yang tidak di-nas

secara terperinci dalam Al-Qur'an.

% Rosyad Hasan Kholil, Diktat Al-Azhar, Shari’ah Islamiyah tingkat satu, Tarikh Tashri' al-
Islami, (2004), 267 .
5 Muhammad Yusuf Musa, Ibn Taimiyah, 170.
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Hadis Ahad yang sampai pada kita melalui riwayat yang thigah dan
bisa di terima. Ibn Taimiyyah menjadikan hujjah daripada usul fikih dan wajib
mendahulukannya daripada sumber-sumber lain yang datang setelahnya.
Pendapat ini juga didukung oleh ahli ilmi yang diantaranya ahli fikih, hadis,
tasawuf dan lain sebagainya dan hal tesebut diingkari oleh ahli kalam dan ahli
ra-y58
2. ljma’

Ijma’ adalah sebuah cara dari beberapa cara mengambil Hukum-
hukum Syar'i dan posisinya setelah Kitab dan Sunnah. Ijma’ merupakan
kesepakatan mayoritas para 'Ulama’ dalam mengambil suatu Hukum yang
mana Ijma’ tersebut di awali oleh generasi para Sahabat, Tabi'in, serta generasi
setelahnya. Di samping itu Ibn Taimiyyah menulis dalam Risalahnya tentang
Mu'jizat dan Karomah; Dalam hal ini para ahli Ilmi berbeda pendapat tenang
masalah Ijma’ baru pada masa setelah masa Sahabat dalam berbagai
permasalahan, seperti Ijma'-nya para Tabi'in atas salah satu pendapatnya
Sahabat dan Ijma’ yang tidak musnah pada masanya sehingga sampai pada
adanya perbedaan di antara mereka dan lain sebagainya.>®

Sebagaimana beliau masukkan dalam salah satu Fatwanya: " Makna
daripada Ijma’ adalah kesepakatan mayoritas daripada ‘ulama’ Islam atas suatu
hukum dari beberapa hukum agama, dan apabila hukum-hukum tersebut telah
di sepakati maka tidak ada dari salah satu mereka keluar daripada kenyataan

yang mereka sepakati karena mereka tidak bersepakat dalam hal kesesatan.

% 1bid, 172.
% 1bid, 174.
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Akan tetapi masih adanya masalah-masalah yang disangka oleh Umat adalah
Ijma’ ternyata bukan begitu pula sebaliknya. Bahkan pendapat lain (selain
Ijma’) dianggap lebih unggul dalam pandangan Kitab dan Sunnah .

Dengan melihat dan memperhatikan huraian diatas, sudah semestinya
Ijma’ dijadikan hujjah dan dasar daripada usul fikih dan hal itu karena segala
apa yang di sepakati oleh majoritas Ulama mengenai hukum-hukum fikih telah
ditentukan oleh Rasul SAW dan hal tersebut telah di jelaskan dalam hadisnya.
Akan tetapi hanya saja terkadang diragukan oleh sebagian Umat. Maka dari itu
[jma’ sebagai petunjuk daripada keutamaan pesanan tersebut dan oleh karena
tidak adanya permasalahan—permasalahan yang telah disepakati keluar
daripada nas .
3.Qiyas

Sebagai salah satu landasan hukum Islam. Qiyas menempati posisi
setelah Ijma’. Akan tetapi Qriyas yang Sahih saja yang bisa dikatakan sejalan
dengan Nas. Akibat daripada pengguanaan Qiyas sebagai Hujjah oleh
sebahagian Sahabat, Rasulullah SAW telah menetapkan orang yang pertama
kali dalam hidup beliau atas penerapan Qiyas dan hal itu sebagaimana
dilaksanakan oleh Mu'adh ibn Jabal ketika Rasul ingin mengutusnya ke Yaman
dan Rasul bertanya : "Bagaimana kamu memutuskan suatu Hukum jika kamu
di hadap pada suatu permasalahan"®

Oleh karena sebahagian Sahabat mengamalkan Qiyas, Ibn Taimiyyah

berkata:, Dan telah diriwayatkan dari Ali dan Zaid bahwasanya mereka berdua

% 1bid, 179.
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menggunakan Qiyas. Maka barang siapa menyangka menyangka kesepakatan
mereka meninggalkan penggunaan pendapat Qiyas, maka sangkaan mereka
tidak benar. Dan barang siapa menyangka bahwasanya Qiyas termasuk
daripada permasalahan yang tidak mereka (Ali dan Zaid ) bicarakan dan bahas
kecuali dengan pendapat dan Qiyas. Prasangka mereka telah salah. Akan tetapi
mereka membicarakan dan membahasnya dengan didukung pengetahuan
mereka ) sampai pada akhir ucapan beliau. Qiyas yang di anggap (dijadikan
pedoman Hukum) oleh Ibn Taimiyyah adalah Qiyas Sahih bukan Qiyas fasiq
yang sesuai dengan syari‘at Allah SWT dan Rasul-Nya. Syari'at ini adalah
Syari‘at yang disepakati dalam hukum antara dua permasalahan yang sama.
Memisahkan antara dua perbedaan dan hal itu tiada lain dengan meng-giyas-

kan dua hal yang sama dalam ‘lllat (alasan) bukan perbedaannya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dan penentu
keberhasilan sebuah penelitian, karena termasuk masalah pokok dalam
pelaksanaan pengumpulan data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian.

Hakekat metode penelitian adalah bagaimana secara berurutan
penelitian dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu
penelitian dilakukan.5!

Secara rinci metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah

sebagai berikut:

61 Moh. Nasir, Metode Penelitian , (Cet.111; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 52.
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1. Jenis Penelitian

Jenis penelitan ini adalah deskriftif kualitatif, karena instrumen
kerjanya adalah kajian kepustakaan (library research) dengan
mengakomodasi ide-ide dan gagasan-gagasan dalam pengolahan datanya.
Sedang penelitian deskriptif (descriptive research) adalah metode
penelitian yang diajukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang
ada, yang berlangsung pada saat ini atau masa lampau.®?

Intinya adalah mendiskripsikan fenomena apa adanya yang
diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui pengumpulan
data secara kepustakaan. Dalam hal ini data kepustakaan dari hasil
pemikiran lbn Taimiyyah yang tertuang dalam karya-karya tulisnya
khususnya yang terkait dengan metode ijtihad dan pembaharuan hukum

Islam.

2. Metode Pendekatan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, obyek kajian ini ialah permikiran
Ibn Taimiyyah seorang tokoh reformasi Islam yang hidup pada akhir abad ke-
12 H (18 M) dan memasuki awal abad ke-13 H (19 M). Oleh sebab itu,
pendekatan permasalahan yang digunakan adalah pendekatan analisis historis
Sekalipun demikian, karena masalah pokok yang ingin dipecahkan adalah
masalah pemikiran, yang berupa konsep ijtihad, maka pendekatan analisis

historis semata-mata tentu tidak akan memadai untuk dipakai sebagai upaya~

®2Nana Saudih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Cet.Ill; Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2007), 59.
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pendekatan permasalalian. Untuk itu, penulis juga menggunakan pendekatan
usul fikih, pokok pikiran Ibn Taimiyyah tentang ijtinad akan dilihat dari
perspektif usul fikin. Dalam hal ini, konsep ijtihad Ibn Taimiyyah akan
diungkapkan secara deskriptif sembari menganalisisnya dengan menggunakan
teknik content analysis (analisis isi atas standard kerangka teori usul fikih).
Agar konsep ijtihad Ibn Taimiyyah akan lebih jelas kelihatan di antara
konsep-konsep yang telah ada, penulis juga menggunakan pendekatan
komparatif, konsep ijtihad Ibn Taimiyyah akan dibandingkan dengan
konsep-konsep ijtihad para pakar usul fikih yang lain, sehingga diperoleh
spesifkasi konsep ijtihad yang dikemukakan Ibn Taimiyyah di antara konsep-

konsep yang telah ada.

. Sumber Data

Sesuai dengan obyek kajian disertasi ini, maka penelitian yang
dilakukan ialah penelitian kepustakaan (library research). Dalam hal ini,
penulis berupaya mengumpulkan data menyangkut konsep ijtihad Ibn
Taimiyyah, yang terutama data tentang kerangka dasar ijtinad dan metodenya.
Sumber data yang digunakan, pada dasarnya, adalah tulisan-tulisan lbn
Taimiyyah sendiri, terutama yang menyangkut obyek di atas.

Di samping itu, karena kajian konsep ijtihad Ibn Taimiyyah tidak
terlepas dari kajian usul fikih pada umumnya, maka untuk itu penulis
menggunakan pula sumber-sumber lain yang terdekat dengan sumber primer di

atas, dan ditempatkan sebagai sumber sekunder.
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Sumber Primer : Kitab Majmu” Fatawa lbn Taimiyyah, Fatawa
al-Kubra, al-Siyasah al-Shari’ah Fi Islah al-Ra’T wa al-Ra’iyah, Minhaj
al-Sunnah al-Nabawiyah Fi Naqdi al-Kalam al-Qadariyah wa al-Shi’ah ,
al-Hisbah Fi al-Islam, al-Furgan Bain al Hag wa al Batil, al-Wasit Bain
al Haqq wa al Khalag.

Sumber Sekunder ; al- ‘Ubudiyyah, al-Fatwa al-Hamawiyah, al-
‘Agidah al-Wasitiyah, Majmu’ «l Rasail Li Shaikh al Islam Ibn
Taimiyyah, dan Kitab-kitab lain yang mengupas sejarah dan pemikiran 1bn
Taimiyyah seperti ; Ibn Taimiyyah hayatu wa asruhu ; Abu Zahra, al-
Furug al-Hukumiyah Fi al-siyasah al-shari’a/ ; Ibn Qoyyim al Jauziyah,
The Political Thought of Ibn Taimiyyah; Qamarudin Khan, Teori
Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyyah ; Khalid lbrahim Jindan. Di
samping itu penulis juga menggunakan buku-buku lain yang terkait

dengan topik yang sedang dikaji.

4. Metode Pengumpulan data
Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan

untuk mengumpulkan jenis-jenis data yang diteliti. Muhammad Arief
Tiro mengatakan bahwa seseorang peneliti senantiasa berhadapan
dengan kegiatan pengumpulan data.5®

Disertasi ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga data yang
dipergunakan dalam disertasi ini bersumber dari karya-karya ilmiah yang

berkaitan dengan subyek penelitian. Oleh karena itu teknik pengumpulan

3 Muhammad Avrief Tiro, Statistika Distribusi Bebas, (Cet.; Makassar: Andira Publisher, 2002), 1.
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data yang digunakan peneliti adalah library research, yaitu mengumpulkan
bahan—bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan
dan dilakukan melalui studi kepustakaan. Oleh karena kajian ini adalah
penelitian kepustakaan. Maka pertama yang mendapat perhatian adalah
data kepustakaan yang akan dijadikan bahan penelitian. Sehubungan
dengan itu data primer yang ditekankan adalah bahan pustaka berupa
tulisan-tulisan Ibn Taimiyyah dalam Kitab-kitab usul fikih dan pemikiran
fikihnya yang telah dipublikasikan kepada umum.

Didasarkan atas asumsi-asumsi awal tentang ijtihad Ibn Taimiyyah,
maka ditemukan masalah pokok yang menjadi obyek kajian. Bertolak dari
permasalahan tersebut, langkah awal yang penulis tempuh adalah melihat
kajian-kajian yang telah dilakukan atas pemikiran lbn Taimiyyah, kemudian
menghimpun data primer berupa karya-karya yang ditulis oleh Ibn
Taimiyyah, terutama yang menyangkut konsep ijtihadnya. Selain itu, dilihat
pula karya-karya fikihnya sebagai hasil penerapan ijtihadnya.

Untuk menunjang pemahaman terhadap karya-karya lbn Taimiyyah
itu, penulis juga menelaah karya-karya usul fikih yang lain, dan hasil bacaan
tersebut ditempatkan sebagai kerangka teoretis dan konsepsional dalam
melihat konsep ijtihad lbn Taimiyyah. Bertolak dari landasan berpikir
demikian, diharap konsep ijtihad lbn Taimiyyah akan dapat dianalisis,
sehingga akan ditemukan spesifikasinya yang mandiri.

Setelah itu, penulis berupaya mengungkapkan data tentang Ibn

Taimiyyah, menyangkut latar belakang sosial kehidupannya, hubungannya
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dengan mazhab Ahmad ibn Hanbal, dan kealiman serta karya-karyanya.
Kemudian diungkapkan pula tentang konsep pemikirannya menyangkut
ijtihad dan metodenya. Data yang ada dianalisis, kemudian dilihat yang paling
relevan dengan pengembangan dan pembaruan hukum dewasa ini.

Dari langkah-langkah demikian, akan ditemukan jawaban bagi
permasalahan yang menjadi obyek kajian disertasi ini. Pemilihan dan
penetapan data sekunder di atas sudah tentu bersifat purposive, yaitu sesuai
daya jangkau bacaan penulis setelah melakukan pelacakan terhadap
bibliografi kerja® tanpa meninggalkan prinsip kecermatan dalam melacak
data. Setelah menetapkan dan melakukan pengumpulan data sebagaimana
tergambar dalam kerja bibliografis di atas selanjutnya penulis melakukan

kerja bibliografi fungsional.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis wacana (discourse analysis).®®> Dengan metode ini, makna
yang terkandung dalam keseluruhan gagasan Ibn Taimiyyah ditelaah

secara komprehensif, baik secara teks maupun konteksnya. Dalam

% Bibliografi kerja adalah usaha sistematik di perpustakaan untuk mengumpulkan sumber-sumber
bahan dan untuk melakukan penggalian mengenai kemungkinan-kemungkinan bahan yang dapat
diteliti lebih lanjut.Winarno surachmad, paper, Skripsi, Thesis, Disertasi:Tjara merencanakan
tjara menulis tjara Menilai (Cet. Ke 2 ; Bandung: CV. Tarsito, 1971), 50-51.

®Salah satu definisi operasional “ analisis wacana” yang dapat dirujuk di sini ialah pengertian
yang dikemukakan oleh Gillian Brown dan George Yule yakni: “...Seorang penganalisis wacana
(discourse analysis) memperlakukan datanya sebagai rekaman (teks) suatu proses dinamis yang
digunakan sebagai alat komunikasi dalam sebuah konteks, oleh pembaca/penulis untuk
mengepresikan berbagai makna dan mencapai maksud/ inti wacana tersebut. Berdasarkan data
tersebut, penganalisis berusaha menjelaskan keteraturan dalam realisasi bahasa yang digunakan
orang untuk mengkomunikasikan maksud dan keinginan tersebut .Gillian Brown dan George Yule,
Discourse Analysis Bibliografi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 26.
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mengkaji metode istinbat hukum Ibn Taimiyyah, diteliti pula situasi
eksternal dan internal yang mengitari munculnya gagasan-gagasan Ibn
Taimiyyah. Termasuk situasi eksternal adalah kondisi sosial budaya dan
pemikiran-pemikiran yang berkembang pada masa Ibn Taimiyyah. Sedang
situasi internal adalah latar belakang hidup, pendidikan, dan pemikiran-
pemikiran yang mempengaruhi Ibn Taimiyyah.

Dasar analisis yang penulis lakukan ini, dapat diasosiasikan sebagai
analisis kontekstual. Meminjam istilah Noeng Muhadijir,®® analisis
kontekstual adalah mendahulukan keterkaitan antara sentral dan pinggiran
(periferi). Yang sentral adalah metode ijtihad Ibn Taimiyyah dalam
pemikiran fikihnya, sedang yang periferi adalah faktor situasional yang
meliputi perjalanan hidup Ibn Taimiyyah. Dengan cara merunut data yang
relevan, kemudian mengklasifikasinya. Selanjutnya dari data yang tertata
rapi, dilakukan analisis dengan cara menginterpretasikan data tertentu,
menghubung-hubungkan data yang relevan dan memahami keterakitan
data sehingga berwujud menjadi konsep yang utuh.

Teknik analisis yang digunakan adalah: deduktif, induktif dan
komparatif terhadap sejumlah teori, pendapat para pakar di bidang hukum
Islam, untuk selanjutnya dapat ditemukan makna, arti dan tujuan dari teori-
teori tersebut untuk dihubungkan antara satu dengan yang lain guna

menemukan konsep baru atau kesimpulan terakhir

% Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. Ke 4; yokyakarta: Rake Sarasin, 1992),

207.
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Analisis dengan sajian deduktif diterapkan ketika penulis mengkaji
pernyataan-pernyataan Ibn Taimiyyah yang cukup tegas dalam rangka
menarik suatu kesimpulan sedang analisis induktif diperlukan untuk
melacak metode pemikiran fikihnya yang kadang terpencar dalam berbagai
kitabnya dengan keterangan yang saling melengkapi dan dalam kondisi
seperti ini dapat membantu menyelesaikan persoalan secara proporsional.
Analisis dengan sajian komparatif diterapkan atas kesimpulan Ibn
Taimiyyah yang ada hubungannya dengan fugaha khususnya para ulama
kalangan mazhab Hanbali dari metode istinbat hukum yang diungkapkan

dalam kitab usul fikih dan fikihnya.

l. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas enam bab, yang terdiri atas satu bab
pendahuluan, empat bab pembahasan materi, dan satu bab penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang dirinci atas beberapa anak bab.
yakni: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka
teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua, penulis membangun kerangka teoritik dan konsepsional
sebagai tempat bertolak dalam pembahasan tentang konsep ijtihad lbn Taimiyyah
dan pembaruan hukum Islam Indonesia. Bab ini terdiri dari dua bagian pertama
ijtihad, yang terinci menjadi sepuluh anak bab, yaitu: pengertian ijtihad, Sejarah
singkat ljtihad, dalil-dalil ijtihad, hukum berijtihad, macam-macam ijtihad,

fungsi ijtihad, tingkatan mujtahid, metode ijtihad, dan kedua tentang teori
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pembaruan hukum Islam Indonesia terdiri dari sub bab Pengertian pembaruan,
macam dan bentuk pembaruan, paradigma pembaruan hukum Islam Indonesia,
sejarah penyusunan dan pemberlakukan Kompilasi Hukum Islam, pembaruan
hukum materiil dalam Kompilasi Hukum Islam dan materi pembaruan hukum
Islam dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga, bab ini berisi tentang analisa metode ijtihad Ibn Taimiyyah.
Bab ini dimulai dengan metode Istidlal, ciri metode ijtihad lbn Taimiyyah,
kemandirian ijtihad Ibn Taimiyyah dan model penalaran ijtihad lIbn Taimiyah.

Bab Keempat berisi tentang penerapan metode ijtihad Ibn Taimiyyah
dalam pembaruan hukum Islam Indonesia. Yang terbagi pada enam sub bab,
yaitu penerapan metode ijtihad lbn Taimiyyah dalam bidang Taharah, penerapan
metode ijtihad Ibn Taimiyyah dalam bidang Ibadah, penerapan metode ijtihad Ibn
Taimiyyah dalam bidang Muamalah, penerapan metode ijtihad Ibn Taimiyyah
dalam bidang Munakahat, penerapan metode ijtihad Ibn Taimiyyah dalam bidang
Warisan.

Akhirnya, pada bab kelima, yakni bab penutup, penulis mengemukakan
kesimpulan umum dari kajian disertasi secara keseluruhan. Dilanjutkan implikasi

teoritik dan rekomendasi.



BAB |1
IJTIHAD DAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM INDONESIA

A. ljtihad
1. Pengertian ljtihad

Pasca Rasulullan SAW wafat, aktifitas ijtihad merupakan keilmuan
yang berkembang pesat. Keberadaannya berfungsi sebagai pelayanan umat,
merekomendasikan solusi problematika aktual yang berkembang dengan
corak kehidupan tiap-tiap generasinya, tanpa terlepas dari mainstream syariat,
sehingga lahirlah kekayaan di bidang ilmu fikih yang tiada taranya dalam
sejarah. Iklim keilmuan semacam ini berlangsung hingga pertengahan tahun
ke empat hijriyah.

Kata ijtihad (al-ijtihad) berakar dari kata al-juhd, yang berarti al-
tagah (daya, kemampuan atau kekuatan) atau dari kata al-jahd yang berarti
al-mashagah (kesulitan, kesukaran).! Berdasar makna di atas, secara harfiah
ijtihad adalah suatu ungkapan dari pengerahan daya kemampuan untuk
mewujudkan sesuatu yang dituju. Karenanya, kosa kata ijtihad hanya
digunakan untuk sesuatu yang mengandung beban dan kesulitan.

Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa ijtihad

merupakan usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seorang mujtahid untuk

!Ahmad ibn Faris, Mu'jam Magayis al-Lughah, Jilid I (Cet. II; Mesir: Maktabah wa
Matba'aah Mustafa al-Bab al-Halabiy, 1972), 486-487. Lihat juga Abu al-fadal Jamal al-Din
Muhammad ibn Mukarram (Ibn Manzur), Lisan al- ‘arabi, (Kairo: Dar al-Fikr,2003), 223.lihat
pula Muhammad Idrsi Abd. Rauf, al-Barmawi, Kamus Idris al-Barmawi, (Surabaya: al-Hidayah,
t.th), 112.
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mencapai suatu putusan shara’ (hukum Islam) tentang kasus yang
penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.?

Sedangkan secara terminologis, terdapat beberapa pendefinisian
sebagaimana yang diutarakan oleh beberapa pakar, yaitu:®

1. Pengerahan kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan bertaraf
asumtif (Zanni) atas hukum-hukum syara’, dengan upaya maksimal
kemampuan diri tidak dapat lagi memberikan sesuatu yang lebih.
Definisi ini diungkapkan oleh al-Amudi dan ibn al-Hajib. Dengan
pengertian ini ijtihad hanya mencakup pengetahuan bertaraf zanni,
sementara kebenaran gar 7 (pasti) belum tercakup di dalamnya.

2. Pengerahan kemampuan dari seorang mujtahid dalam mencapai
keyakinan atas hukum-hukum syara’. Definisi yang diungkapkan Al-
Ghazali ini berkebalikan dari definisi pertama, yakni hanya mengkaitkan
ijtihad  dengan objek hukum berdimensi kebenaran pasti, padahal
sebagian besar produk ijtihad adalah pengetahuan bertaraf zanns .

3. Pengerahan kemampuan dalam menentukan hukum-hukum syara’.
Definisi yang dilontarkan al-Baidawi ini mencakup dimensi kebenaran
rasio (‘aqliyah) dan dokstrinsial (nagliyyah), kebenaran pasti (gat’z) dan
kebenaran asumtif (zannr).

4. al-Zarkashi mendefinisikan bahwa ijtihad adalah pengerahan segala

kemampuan dalam menemukan hukum-hukum syariat berdimensi

2 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid Il (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996), 669.
3Abdullah Umar, Kilas Balik Teoritis Figh Zs/am, (Kediri: Forum Karya limiah, 2004), 314.
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praktik (amaliyah) dengan jalan menggalinya dari sumber-sumbernya
(zstinbat). Definisi mengecualikan aktifitas penggalian hukum-hukum
syari’at berdimensi keyakinan.

Sedangkan pengertian ijtihad yang sering dikemukakan para ulama
usul fikih adalah definisi Imam al-Ghazali yang dikutib oleh Ahmad Zahra,
bahwa ijtihad adalah pengerahan kemampuan seseorang mujtahid dalam
rangka memperoleh pengetahuan tentang hukum syara’.*

Paparan definisi tersebut setidaknya mengandung tiga unsur
ijtihad, yaitu:

1. Pengerahan segenap kemampuan, yang berarti ijtihad merupakan usaha
jasmani, rohani, tenaga, pikiran, waktu maupun biaya dan bukan ala
kadarnya.

2. Seorang mujtahid, yang mengandung arti bahwa ijtihad hanya mungkin
dan boleh dilakukan oleh seorang yang telah memenuhi persyaratan
tertentu, sehingga mencapai tingkatan mujtahid, dan bukan oleh
sembarang orang.

3. Guna memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum shara’ yang
mengandung arti bahwa capaian ijtihad adalah ketentuan hukum yang
menyangkut tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan pengamalan

ajaran agama.

4 Ahmad Zahra, Tradisi Intelektual NU, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 97.
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Menurut ulama ahli figih, ijtihad merupakan terminologi yang
berjenjang. Ada yang digolongkan ijtihad mutlaq, ada juga yang disebut
ijtihad mugayyad atau muntasib. Yang pertama adalah ijtihad seorang
ulama dalam bidang figih, bukan saja menggali hukum-hukum baru,
melainkan juga memakai metode baru dan hasil pemikiran orisinil. Inilah
tingkatan ijtihad  para peletak madzhab, yang pada pertumbuhan figih,
sekitar abad 2-3 hijriyah, jumlahnya mencapai belasan. Tapi karena seleksi
sejarah akhirnya yang bertahan dan diikuti mayoritas umat Islam hanyalah
empat; Abu Hanifah (peletak mazhab Hanafi), Malik ibn Anas (peletak
mazhab Maliki), Muhammad ibn Idris al-Syafi’i (peletak mazhab Syafi’i),
dan Ahmad ibn Hanbal (peletak mazhab Hanbali).

Sedang ijtihad mugayyad atau muntasib adalah ijtihad yang terbatas
pada upaya penggalian hukum (istinbat al-ahkam), dengan piranti atau
metode yang dipinjam dari hasil pemikiran orang lain. Misalnya, dalam
lingkup mazhab Syafi’i kita mengenal nama-nama, seperti al-Nawawi dan al-
Rafi’i artinya imam haramain. Mereka adalah orang-orang yang telah
melakukan fungsi itu dengan otoritas yang diakui (mu tamad), tetapi metode
(manhaj) yang digunakan adalah manhaj Imam Syafi’i.®

Dalam hal ini, ijtihad bukan saja mencari kebenaran atau hukum-
hukum yang berhubungan dengan hukum figih yang ada, melainkan juga
membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan isu sentral dalam sejarah

pemikiran politik dan termasuk juga pemikiran politik Islam.

5 Sahal Mahfud, Nuansa Figh Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 38-39.
¢ 1bid.
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Pencarian konsep tentang negara merupakan salah satu isu sentral
dalam sejarah pemikiran politik, termasuk pemikiran politik Islam. Pemikiran
politik Islam sesungguhnya merefleksikan upaya pencarian landasan
intelektual bagi fungsi dan peranan negara atau pemerintahan sebagai faktor
instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemikiran politik Islam dalam hal ini merupakan ijtihad dalam rangka
menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang

sedang berkembang.’

Sejarah Singkat ljtihad

ljtihad sudah ada sejak masa Rasulullah, saat sahabat Mu’adz bin
Jabal diutus ke negeri Yaman menjadi hakim, seperti hadis yang diriwayat

Imam al-Darimi, yaitu
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“Diriwayatkan dari Muadz, bahwa tatkala Rasulullah mengutus Muadz
Kenegara Yaman, Rasulullah bertanya: “Dengan apa engkau menuturkan
suatu perkara yang diadukan kepadamu?”, Mu’adz menjawab: “Dengan
hukum yang tertera dalam kitabullah”. Rasulullah bertanya lagi : “Jika
engkau tidak menemukan dalam kitabullah ?”, Muadz menjawab: “Aku akan
menghukumi dengan keputusan-keputusan Rasulullah”. Rasulullah terus

" Ridwan, Paradigma Politik NU Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik, (Yogyakarta; Pustaka
pelajar, 2004), 146-147.
8 al-Darimi, Sunan al- Darimi, Jilid. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 46.


http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=6208#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=6208#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=6208#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=6208#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=6208#docu
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bertanya :“Jika kamu tidak mendapatkan keputusan Rasulullah?”, Muadz
menjawab: “Aku akan berijtihad dengan pendapatku”.(al-Darimi)

Kisah lain tentang ijtihad terjadi saat Rasulullah dihadapkan tawanan
perang Badar. Rasulullah meminta pendapat para sahabat, hukuman apa
yang pantas diganjar kepada mereka. Muncul berbagai pandangan dari para
sahabat, Abu Bakar sebagai sahabat paling bersahaja, berpendapat agar
mereka dibiarkan hidup dengan dibebani pajak keamanan. Abu Bakar
berharap agar mereka mau bertaubat sehingga dapat menunjang kekuatan
kaum muslimin dalam melawan kekufuran.®

‘Umar berpendapat bahwa para tawanan adalah orang-orang yang
memusuhi Islam dan Rasulullah. Karena itu, sebagai tebusannya mereka
harus dibunuh. Lebih dari itu Ibnu Rahawah berpendapat, mereka seharusnya
dibakar dalam kobaran api menyala, mereka tak pantas diberi ampun.'® Hal

ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah :
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“Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat
melumpuhkah musuhnya di muka bumi. Kamu menhendaki mata benda
duniawi, sedang Allah menhendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah
maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang
telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena
tebusan yang kamu ambil.” (QS. al-Anfal : 67-68)!

® Forum Kajian llmiah Lembaga Ittihadul Mubalighin 2007, Gerbang Pesantren pengantar
Memahami Ajaran Ahlussunnah Waljama’ah, Cet |l, (Kediri: Bidang Penelitian dan
Pengembangan LIM Lirboyo Jatim, 2009), 138.

10 1bid.

11 Departemen Agama RI, al-qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2003), 148.
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Setelah Rasulullah wafat, para sahabat kemudian memberi fatwa
sesuai pandangan dan pemahaman mereka (ijtihad) terhadap al-Qur’an dan
Sunnah Rasulullah. Namun, jumlah mereka yang mampu melakukan ijtihad
tidak lebih dari hitungan jari.'?

Seiring perkembangan zaman, masalah yang muncul pun semakin
variatif. Ijtihad sangat diperlukan guna merekonstruksi metode baru yang
belum ada pada generasi sebelumnya. Para tabi’in, tabi’ al-tabi’in, dan
generasi berikutnya melakukan ijtihad guna mengaktualisasikan masalah-

masalah baru yang kian menggema.3

3. Dalil-Dalil ljtihad

Islam mendorong dan membolehkan umatnya melakukan ijtihad
berdasarkan sejumlah alasan, diantaranya firman Allah dalam surat an-Nisa*

ayat 59 :

)
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.”*

14 para ulama hadits penyusun kitab-kitab Mustalah al-Hadith telah menyebutkan bahwa jumlah
para sahabat yang memberikan fatwa adalah kurang dari sepuluh orang. Ada pendapat yang
menyatakan enam orang. Sebagian ulama mengatakan bahwa sekitar dua ratus sahabat yang telah
mencapai derajat ijtihad, dan ini adalah pendapat yang paling shahih. Lihat Forum Karya llmiah
2004, Kilas Balik Teoritis..., 185.

13 Forum Kajian IImiah Lembaga Ittihadul Mubalighin 2007, Gerbang Pesantren..., 139.

14 al-Qur’an, 4: 59.
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Dalam ayat ini terkandung sejumlah pelajaran, diantaranya perintah
mengembalikan sesuatu yang diperselisinkan pada al-Qur’an dan Sunnah.
Hal ini berarti larangan bagi umat Islam menyelesaikan persoalan atas dasar
hawa nafsu dan sekaligus kewajiban mengembalikanya pada Allah dan nabi-
Nya dengan jalan ijtihad dalam membahas kandungan ayat atau hadis yang
tidak mudah dijangkau logika.*®

Abdul Wahab Khalaf menafsirkan ayat di atas sebagai perintah
sekaligus penjelasan sumber-sumber pengambilan hukum dalam ijtihad.
Kata perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya menunjukkan pada al-Qur an
dan hadis, sedangkan pada kata ulil amri menunjukkan kepada ijma’
(konsensus ulama). Sedangkan kata perintah kembali kepada Allah dan
Rasul-Nya menunjukkan pada konsep a/-giyas yang menjadi alternatif
terakhir sesudah ketiga sumber ijtihad sebelumnya.®

Allah berfirman dalam ayat lain yang memperkuat dasar hukum

berijtihad yakni;

“Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang
mempunyai wawasan.” 1/

Melalui ayat ini Allah memerintahkan orang-orang Yyang

mempunyai akal pikiran untuk mengambil iktibar atau pertimbangan atas

15 Firdaus. Ushul Figh Metode mengkaji dan Memahami Hukum Is/am Secara Komprehensif.
(Jakarta : Zikrul Hakim, 2004). 75.

16<Abd al-Wahab Khallaf, ‘llmu Usul al-Figh, (Terj.): Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Cet I,
(Semarang: Toha Putra Group, 1994), 58.

17 al-Qur’an, 59: 2.
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malapetaka yang menimpa kaum Yahudi disebabkan tingkah laku mereka
yang tidak baik. Cara mengambil iktibar ini merupakan salah satu bentuk
ijtihad dan dengan demikian perintah untuk mengambil iktibar ini merupakan

perintah untuk berijtihad.

°
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Abdullah bin Yazid al-mugri* almakki telah menceritakan kepada Haiwa bin
Syuraikh telah menceritakan kepada Yazid bin Abdullah bin Al Had dari
Muhammad bin Ibrahim bin Alharits dari Busr bin Sa'id dari Abu Qais
mantan budak Amru bin 'Ash, dari '"Amru bin 'ash ia mendengar Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang hakim mengadili dan
berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika
seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya dua
pahala." Kata 'Amru, 'Maka aku ceritakan hadis ini kepada Abu Bakar bin
Amru bin Hazm, dan ia berkata, '‘Beginilah Abu Salamah bin Abdurrahman
mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah. Dan Abdul 'Aziz bin Al
Muththalib dari Abdullah bin Abu Bakar dari Abu Salamah dari Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam Shallallahu'alaihiwa sallam semisalnya.”

18 al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952), 57.
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Dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW diantaranya:
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“Diriwayatkan dari Amr bin al -‘Ash bahwasanya dia mendengar Rasulullah
SAW Dbersabda: jika seorang hakim menghukumi dengan berijtihad
kemudian benar, maka baginya dua pahala dan jika ia menhukumi
dengan berijtihad dan ternyata salah, maka baginya satu pahala.” (riwayat
Muslim).

4. Hukum Berijtihad

ljtihad dalam Islam sudah jelas dianjurkan dan hukum melakukan
ijtihad dalam syariat Islam dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :
1. Segi kemampuan berijtihad

Jika seseorang ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan
ijtihad dalam meng-istinbat =~ hukum dari dalil-dalil shar’i (al-Qur’an dan
hadis), maka hukum berijtihad baginya adalah wajib dan tidak boleh
bertaglid.?’ Menurut Jalaluddin al-Suyuti tentang hukum ijtinad bagi orang
yang mampu berijtihad dalam menetapkan hukum Islam terhadap persoalan
yang baru muncul dan memberikan fatwa adalah fardu al-kifayah.?

Sesungguhnya kaitan hukum dengan ijtihad seperti kaitan sebab dan

musabab. Seandainya tidak ada sebab, maka tidak akan muncul musabab,

19 Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, Jid . X11, Cet. I, (Kairo: Dar al-Ghad al-Jadid, 2008),15.
2 Sayyid ‘Alwi bin Ahmad al-Sagaf, Fawaid al-Makiyyah., 59.

21 Jalal al-Din al-Sayuti, al-Rad “ala Man Akhlada ila”al-Ard wa Jahala ‘anna al-ljtihad fi Kulli
“asr al-Fard, (Kairo: Maktabah as-Sagafah ad-Diniyyah, t.t),3, Lihat juga Yusuf Qardhawi,
ljtihad Dalam Syariat /s/am serta Beberapa Pandangan Analitis Tentang ljtihad Kontemporer,
(Terj.): Achmad Syathori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 102.
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demikian hal jika tidak terdapat ijtihad maka hukum tidak ada yang
menangani. Ulama sepakat tentang hal itu, maka yang menjawab semuanya
itu adalah seorang mujtahid. Namun sejak awal abad empat hijrah, bahwa
ijtihad mustaqil telah terhenti. Ijtihad mugayyad masih selalu ada sampai
munculnya tanda-tanda kiamat besar, Atas dasar ini, seorang ulama yang
mampu melakukan ijtihad, hendaknya maju untuk menutupi kekosongan
dalam menetapkan hukum terhadap segala kejadian-kejadian yang baru
muncul yang belum tertera hukumnya secara jelas dalam al-Qur'an atau
hadis.??

2. Segi penerapan dan pelaksanaan ijtihad

Ulama usul fikih membagi ijtihad pada empat macam berdasarkan
segi pelaksanaannya, yaitu:

1. Fardu ‘ain. ljtihad fardu ‘ain itu ditinjau dalam dua keadaan, yaitu :
pertama, ijtihad yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid, ketika
muncul suatu kejadian, seperti berijtihad tentang hal yang berhubungan
dengan ibadah, muamalah, perkawinan, talak dan sebagainya. Kedua,
ijtihad dalam suatu perkara yang dia harus memutuskan hukumnya bila
kebutuhan mendesak cepat untuk menentukan hukum kejadian itu, maka
ia harus cepat pula berijtinad. Namun jika tidak terlalu mendesak, maka

dibolehkan menundanya.?

22 |bid., 103. Lihat juga ‘Ali~Hasballah, Usul al-Tashri al-Islami, Cet. VI, (Kairo: DaT al-Fikr al-
‘Arabi, 1982), 104.

23 Yusuf Qardhawi, ljtihad Dalam Syariat..., 103. Lihat juga ‘Abd al-Karim ibn ‘Ali al-Namlah,
al-Jawami’ Limasaili Usul al-Figh, (tk: tp, 2003), 295. Lihat juga Ali Hasballah, Usul al-Tashri”,
104. Lihat juga Forum Karya lImiah 2004, Kilas Balik Teoritis Fikih..., 324.
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2. Fardu kifayah. \jtihad fardu kifayah, terlaksana dalam dua keadaan, yaitu:
pertama, jika terjadi perkara pada seseorang lalu meminta fatwa pada
salah seorang ulama, maka kewajiban untuk menjawab fatwa tersebut
dibebankan kepada semua umat, terutama ulama yang diajukan kepadanya
pertanyaan itu. Lalu dia atau lainnya menjawab persoalan itu, terlepaslah
kewajiban atas umat. Namun jika tidak ada yang menjawabnya, maka
berdosalah semuanya. Kedua, suatu hukum yang harus diputuskan oleh
dua orang hakim yang bersekutu, maka kewajiban untuk memutuskan
hukumnya dibebankan kepada kedua pundak hakim terkait. Jika salah
seorang telah menetapkan keputusan hukumnya, maka terbebaslah
kewajiban atas hakim yang kedua.?*

3. Mandub, Hukum ijtihad ini dapat diklasifikasikan dalam dua keadaan,
yaitu : pertama, ijtihad seorang ulama tentang perkara yang belum
muncul sehingga ia sudah mengetahui hukumnya. Kedua, ijtihad tentang
suatu perkara yang ditanyakan oleh seseorang kepadanya sebelum
munculnya perkara tersebut.?®

4. Haram, yaitu ijtihad yang bertentangan dengan dalil-dalil gat7, dan di
antara ijtihad lain yang hukumnya haram yaitu ijtihad seseorang yang
tidak berhak untuk melakukannya (tidak memiliki kemampuan untuk

berijtihad).®

24 <Abd al-Karim ibn ‘Ali al-Namlah, al-Jawami’ Limasdili Usul al-Figh, 295. Lihat juga Yusuf
Qardhawi, ljtihad Dalam Syariat..., 103. Lihat juga Ali Hasballah, Usul al-Tashri’..., 104. Lihat
juga Forum Karya lImiah 2004, Kilas Balik Teoritis..., 325.

25 Yusuf Qardhawi, ljtihad Dalam Syariat..., 105. Lihat juga ‘Abd al-Kari m ibn ‘Ali~al-Namlah,
al-Jawami’ Limasaili Usul al-Figh, 295.

% |bid.. Lihat juga Forum Karya IImiah 2004, Kilas Balik Teoritis..., 325.
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5. Macam-macam ljtihad

Ditinjau dari jumlah pelakunya ijtihad dibagi menjadi dua, yakni
ijtihad fardi dan ijtihad kolektif. Ijtihad fardi merupakan ijtihad secara
individual dalam suatu persoalan hukum yang dilakukan oleh seorang
mujtahid.?’ ljtinad kolektif adalah ijtinad mayoritas ahli figh untuk sampai
pada sebuah hipotesa tentang hukum syari’at dengan cara menyimpulkan dan
telah mencapai kesepakatan mereka semua, atau mayoritas dari mereka telah

mengadakan tukar pendapat untuk menentukan suatu hukum.?

Sedangkan jika dilihat dari segi obyek kajian, ijtihad dibagi menjadi

tiga macam yakni :

1. ljtihad pada persoalan-persolan hukum yang ada dalil nas-nya
yang bersifat zanni, yakni dengan jalan menemukan dalil yang
lebih kuat (tarjih) suatu pemahaman yang tepat dengan tidak
keluar dari maksud-maksud dalil-dalil nas.

2. ljtihad untuk mencapai suatu hukum syara’ dengan penetapan
ga’idat al- kulliah yang bisa diterapkan tanpa adanya suatu dalil
nas maupun metode ijma’.

3. Ijtihad bi al-ra’y yakni berijtihad dengan berpegang pada tanda-
tanda dan wasilah yang telah ditetapkan syara” untuk menunjuk
pada suatu hukum. ljtihad ini dilakukan pada persolan-persolan
yang tidak ada dalil nas dan tidak dapat diterapkan dengan

ga’idat al-kulliah serta belum pernah ditetapkan sebagai hukum

27 Asmuni Adburrahman, Pengantar Kepada ljtihad, (Jakarta : Bbulan Bintang, 1978), 17.
28 Abdul Majid Al-syarifi, ljtihad Kolektif, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002), 12.
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melalui metode ijma’.

Dari segi bentuknya, ijtihad dapat dibagi menjadi dua yakni

1. ljtihad Istinbati yakni ijtihad yang dilakukan oleh para ulama’
khusus untuk menerapkan hukum Islam dari dalil-dalil nas.?°

2. ljtihad tatbiqi inilah yang akan menciptakan hukum-hukum secara
dinamis sehingga hukum Islam yang ada tidak kaku, sempit serta
mampu memberikan respon dan tidak reseptif terhadap perubahan
waktu, tempat, lingkungan dan keadaan. Dalam proses berijtihad
hendaknya dipertimbangkan faktor-faktor motivasi, akibat,
kemaslahatan umum, kemanfaatan bersama dan nilai-nilai yang

menjadi ciri dan jiwa dari ajaran Islam.

6. Fungsi ljtihad
ljtihad pada dasarnya berfungsi sebagai dinamisator dalam sistem
hukum Islam. Jika dijabarkan lebih mendalam, maka ijtihad memiliki fungsi
yang sangat urgen dalam membentuk sistem hukum Islam yang dinamis.
Hukum-hukum yang memiliki dalil nas yang masih zanni akan menjadi
lapangan ijtihad bagi para mujtahid untuk menghidupkan subsistem hukum
Islam yang mampu memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang
ada. Di sini ijtihad juga menjadi interpreter yang tepat terhadap dalil-dalil
yang zanni wurud-nya maupun dalalah-nya. Ijtihad juga berfungsi sebagai

syahid yakni untuk membuktikan bahwa Islam ya 'lu wa la yu'la ’alaih dalam

2 Firdaus. Ushul Figh Metode Mengkaji dan Memahami Secara Komprehensif, (Jakarta : Zikrul
Hakim, 2004), 74.
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kehidupan praktis manusia di dunia ini, karena dengan ijtihad akan terasa
maslahat dan rahmatnya ajaran Islam bagi umat manusia. Seperti yang
dikatakan Djazuli bahwasanya hanya dengan ijtihad kita bisa membuktikan
dengan kenyataan Islam sebagai rahmat li al-‘alamin.®® Dari fungsi ijtihad
dapat dikatakan bahwa nilai ijtihad yang paling tepat adalah mampu masuk

pada realitas sosial budaya tanpa kehilangan nilai-nilai samawi.

7. Tingkatan Mujtahid

Berdasarkan sifat dan bentuknya, mujtahid dapat dibedakan menjadi
beberapa tingkatan. 3

1. Mujtahid Mustaqil (Jaie 2¢ia)
yaitu mujtahid yang bebas dan tidak terikat dengan aturan-aturan mazhab
lain, tetapi ia mengeluarkan fatwa serta menetapkan hukum berdasarkan
kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang ia bangun sendiri. Mujtahid
mustaqgil ini disebut juga dengan mujtahid mutlag. mujtahid mutlaq
merupakan mujtahid paripurna. Mujtahid mutlag ini seorang fagih yang
memiliki kemampuan melakukan istinbat langsung dari sumber-sumber
hukum yang diakui secara syar’i. Mujtahid yang termasuk dalam kategori
ini, seperti mujtahid pendiri-pendiri mazhab misalnya; Imam Abu
Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.

2. Mujtahid Madhhab ((«a3al ) 2 3¢iax)
ialah mujtahid yang melakukan ijtihad yang terikat dengan ketentuan
mazhab yang ia anut. Dengan kata lain, mujtahid ini disebut juga dengan
mutjahid gair al-mustagil atau mujtahid muntasib. Mujtahid seperti ini
misalnya, Abu Yusuf dan seluruh pengikut Imam Abu Hanifah yang
mereka mampu melakukan istinbat hukum berdasarkan kaidah-kaidah
yang telah digariskan oleh Imam Abu Hanifah.

3. Mujtahid Fi al-masail (Jibeall 3 2¢ias )
Mujtahid tingkatan ini merupakan mujtahid yang melakukan ijtihad
dalam berbagai masalah tertentu dalam lingkup mazhab. Mujtahid pada

%0 Djazuli. Nurol Aen, Ushul Figh Metodologi Hukum Zs/am, (Jakrta : PT Raja Grafindo Persada,
2000) 104.

31 Muhammad Sallam Madkur, al-ljtihad FT al-Tashri™al-Islami”, (Kairo: Dar al-Nahdah, 1984),
Cet. I, 131-133. Lihat pula. Wahbah Zuhaili, Usul al-Figh al-Islami, (Damaskus — Suria: Dar al-
Fikr, 1986), Juz. Il, Cet. 1,., 1079-1082.
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tingkatan ini merupakan mujtahid yang hanya menguasai masalah-
masalah tertentu saja.

4. Mujtahid Takhrij (z=o3= 2eias)

Mujtahid tingkat ini disebut juga dengan Ashab al-Takhrij atau ahl al-
Takhrij. ljtihad seperti ini adalah ijtihad yang dilakukan dengan cara
mengelurkan dan menguraikan pandangan dan pendapat Imam dalam
salah satu mazhab yang dianut.

5. Mujtahid Tarjih (zas 5 1eias)

Mujtahid tingkat ini disebut pula ahu al-Tarjih, ulama (mujtahid tingkat
ini ialah memiliki kemampuan melakukan penelahan dan memilih
pendapat yang terkuat dalam berbagai mazhab dan setelah mendapatkan
pendapat yang terkuat, maka itulah yang menjadi pegangan terakhir.

6. Mujtahid Mugallid (-2« 2¢isse ) yaitu mujtahid yang semata-mata
mengikuti pandangan dan pendapat yang ada dalam mazhab yang ia anut.
Mugallid ini dibedakan kepada dua macam, yaitu; pertama mugallid yang
memiliki kemampuan membedakan pendapat yang lebih kuat, dan
pendapat yang lemah dari sesuatu masalah dalam mazhab yang dianut.
Kedua, mugallid yang tidak memiliki kemampuan membedakan
pendapat yang terkuat dan pendapat yang lemah tentang sesuatu masalah
dalam mazhab yang dianut.

8. Metode ljtihad

Obyek pembahasan usul fikih adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan metode yang digunakan oleh fagih (ahli hukum Islam) yang
mengeluarkan hukum dari dalilnya. Jadi, usul fikih membahas dan
menjelaskan cara-cara ber-istinbat : bagaimana cara menetapkan hukum dari
dalil-dalilnya.? Seperti yang dikatakan Muhammad Sallam Madzkur yang
dikutip oleh Ahmad Zahra, bahwa metode ijtihad dibagi menjadi tiga macam,
yaitu metode bayani, giyasi dan istislahi.®?

1. Metode bayani

827 Jazuli, llmu Figh, Penggalian, Perkembangan dan penerapan hokum /s/am, (Jakarta:
Kencana, 2006), 21.
8 Ahmad Zahra, Tradisi Intelektual NU...,. 110.
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Metode ijtihad bayani adalah suatu cara istinbat (penggalian dan
penetapan) hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah lughawiyah
(kebahasaan) atau makna lafaz. Metode ini membicarakan cara
pemahaman suatu dalil nas, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah, dari
berbagai aspek yang mencangkup makna lafaz sesuai bentuknya (‘am:
umum, khas: khusus, mutlaqg: tak terbatas, mugayyad: terbatas, amr:
perintah, nahi: larangan, serta lafaz mushtarak: bermakna ganda), makna
lafaz sesuai pemakaiannya (hagigah: makna asal dan sebenarnya, majaz:
bukan arti sebenarnya), analisis lafaz sesuai kekuatannya dalam
menunjukkan makna (muhkam, mufassar, nas dan zahir, atau
mutashabih, mujmal, mushkil dan khafiy) dan analisis dalalah suatu lafaz
(yang menurut ulama Hanafiyah ada empat macam dalalah, yaitu al-
‘ibarah, al-‘ishariyyah, al-dalalah dan al-igtida; sedang menurut ulama
Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah ada dua macam, yaitu: mantuq dan
mafhum, yang masing-masing terbagi dua, yakni mantuq sarih: yang
jelas dang hair sarih: yang tidak jelas, serta mafhum muwafagah dan
mukhalafah).®*

Metode al-giyasi

Metode ijtihad giyasi adalah suatu cara istibat hukum dengan
membawa sesuatu yang belum diketahui hukumnya melalui dalil nas
(baik al-Qur’an maupun al-Sunah) dalam rangka menetapkan atau

menafikan hukumnya karena ada sifat-sifat yang mempersatukan

% Ibid.
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keduanya. Dalam pelaksanaannya, metode ini membutuhkan
terpenuhinya empat unsur, yaitu kejadian yang sudah ada nas-nya (asl),
kejadian baru yang belum ada ketetapan hukumnya (far’), sifat-sifat
khusus yang mendasari ketentuan hukum (‘i/lat) dan hukum yang
dilekatkan pada kejadian atau peristiwa yang sudah ada nas-nya (hukm
al-asl). Termasuk dalam kategori metode al-giyasi adalah istihsan, yaitu
beralih dari suatu hasil al-giyas kepada hasil al-giyas lain yang lebih
kuat, atau mentakhsis hasil al-giyas dengan hasil al-giyas lain yang lebih
kuat.

Husain Hamid Hasan mengutip al-Sarakhsi bahwa istihsan pada
hakekatnya melakukan dua kajian al-giyas. Hasil kajian pertama cukup
jelas kaitannya dengan pokok sumber dalil, tapi kurang relevan dengan
kebutuhan masyarakat, sedang hasil kajian kedua kurang kuat
kesamaannya dengan pokok sumber dalil tetapi cukup relevan dengan
kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mencari yang terbaik (istihsan),
mujtahid beralih dari hasil al-giyas pertama kepada hasil a/-giyas kedua.
Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan riil masyarakat yang sesuai
dengan asas kemaslahatan.®

3. Metode istislahi

Metode ijtihad istislahi adalah cara istibat hukum mengenai suatu
masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalil

khusus mengenai masalah tesebut dengan berpijak pada asas

% Ibid, 111.
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kemaslahatan yang sesuai dengan magqasid a/-Syari’ah (tujuan pokok
syari’at Islam) yang mencangkup tiga kategori kebutuhan, yaitu
daruriyyat (pokok), hajiyyat (penting) dan tahsiniyyat (penunjang).
Beberapa metode yang dapat dikategorikan sebagai metode istislahi
adalah al-masalih al-mursalah (kemaslahatan yang tidak terdapat acuan
nas-nya secara eksplisit), al-istishab (pada dasarnya segala sesuatu itu
hukumnya boleh), bara’ah al-zimmah (pada dasarnya seseorang itu tidak
terbebani hukum, yang popular dengan istilah asas praduga tak bersalah),
sadd al-dhara’i (menutup jalan yang menuju pada terjadinya pelanggaran
hukum) dan ‘urf (adat-kebiasaan yang baik).%

Untuk melaksanakan metode ijtihad istislahi ada beberapa
persyaratan yang yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Maslahat harus bersifat pasti dan bukan stereotype (klise).

2) Kemaslahatan harus menyangkut hajat orang banyak dan bukan

pribadi atau golongan tertentu saja.

3) Tidak berujung pada terabaikannya prinsip-prinsip yang telah

ditetapkan dalan al-Qur’an dan as-Sunnah.*’

% 1bid, 112.

37 Ibid.
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B. Pembaruan Hukum Islam Indonesia

1. Pengertian dan teori Pembaruan

Istilah pembaruan jika dicermati secara seksama sebenarnya
mempunyai akar kata dasar yang sama yaitu “baru”. Secara sederhana,
gerakan pembaruan dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya, baik secara
individual maupun kelompok pada masa dan situasi tertentu untuk
mengadakan perubahan di dalam persepsi dan praktek keagamaan yang
telah mapan kepada pemahaman dan pengamalan baru. Oleh sebab itu,
pembaruan bertitik tolak dari asumsi atau pandangan bahwa Islam (dalam
prakteknya) pada sebagian realitas dan lingkungan sosial tertentu, tidak
sesuai atau menyimpang dari Islam yang sebenarnya. Kata pembaruan
sering disamakan artinya dengan tajdid . Tajdid yang berasal dari bahasa
Arab adalah bentuk masdar yang berderivasi dari kata jaddada-
yujaddidu.®

Munawwir lebih rinci mengartikan kata jaddada dengan arti
“memperbarui”, tajdid dengan arti “pembaruan”, dan mujaddid dengan arti
“pembaharu/reformer”.3® Cowan menulis bahwa di antara makna Kkata
tajdid itu ialah renewal, innovation, reorganization, reform, dan
modernization.*® Makna kata tajdid seperti yang diungkapkan Cowan di

atas kalau disebut dalam bahasa Indonesia yang baku menjadi Pembaruan

38 Ibrahim Anis, al-Mu‘jam al-Wasit , (Kairo: t.p., 1972), 109.

39 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), edisi
lux, 186-187.

40 J. Milten Cowan, (ed.), Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, (New York: t.p.,
1971), 114.
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(renewal), perubahan  secara baru (innovation), reorganisasi
(reorganization), membentuk atau menyusun atau mempersatukan kembali
(reform), dan modernisasi (modernization).*

Istilah modernisasi sebagai kata lain pembaruan juga lazim
digunakan sebagai proses pergeseran sikap dan mentalitas individu atau
masyarakat, untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Sedangkan
modernisme sering diartikan sebagai gerakan yang bertujuan menafsirkan
kembali doktrin tradisional, menyesuaikannya dengan aliran-aliran modern
dalam filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan.*?

Istilah tajdid dan yang seakar dengannya seperti jadid dan
yujaddidu dapat ditemukan dalam al-Qur’an dan hadis, di antaranya firman

Allah dalam surat al-Isra’ ayat 49:

ARy 4 -~ . <
Bas s Ol Bl W)y Lbee UST1

“Dan mereka berkata: “Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang
dan bendabenda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan
kembali sebagai makhluk yang baru?”

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abd Dawud dari Ab(
Hurairah, Rasulullah saw bersabda:
16 4 {;l:ﬂj e B Jo & Jeg E i W oy 55b o

-

G & 302 o own Sl 5 L e ol Wi Ean A S

41 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, 477, 323, 479, 473, dan 384.
42 Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 662.

4 Al-Qur’an, 17: 49.

4 Abu Dawud, Sunan Abir Dawud (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952), Juz. I, 375.
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“Sesungguhnya Allah akan mengutus pada setiap seratus tahun orang yang
memperbarui agamanya.” (HR. Aba Dawud).

Pembaruan yang dimaksud di sini menyegarkan kembali yang
telah terlupakan, meluruskan yang keliru, dan memberi solusi serta
interpretasi baru dari ajaran agama.*® Abu Sahl Sadugi, tokoh ulama dari
kalangan Syafi'iyyah memaknai kata tajdid dengan arti Allah
mengembalikan agama Islam ini kepada golongan awal kalangan salaf,
yaitu dengan tampilnya Ahmad ibn Hanbal dan Abu Hasan al-Ash ari
setelah banyaknya para ulama yang wafat. Pernyataan ini diungkapkannya
dalam kaitan dengan perjuangan Ahmad ibn Hanbal dan Abu Hasan al-
Ash'ari yang secara gigih menentang paham Mu tazilah. Disini,
mengembalikan agama ke posisinya semula berarti menghidupkannya
kembali di kalangan umat Islam.*®

Dari penjelasan di atas, dapatlah diketahui bahwa substansi dari
tajdid ialah mengembalikan kepada posisi semula (i"adah) dan
menghidupkan kembali (ihy&"). Istilah i’adah dan ihy&’ ini menurut Satria
Effendi mencakup beberapa pengertian:*’

a. Menguji pemahaman dan pengamalan agama dengan al-Qur’an dan al-
Sunnah, yaitu pemahaman dan pengamalan terhadap agama yang telah
kehilangan arah sehingga menjauh dari sumbernya. Ini karena dalam

rentang waktu seratus tahun, berbagai faktor sangat mungkin
mempengaruhi manusia dalam memahami dan mengamlkan agamanya.

4 M. Qurasih Shihab, “Reaktualisasi dan Kritik”, dalam Muhammad Wahyuni Nafis et, al.,
Komtekstuatisasi Ajaran Islam. 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA., (Jakarta: IPHI-
Paramadina, 1995), Cet. ke-1, 322.

46 Satria Effendi M. Zein, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Tajdid dan Kaitannya Dengan Tarbiyah
Islamiyah, Makalah pada diskusi “Tarbiyah dan Tajdid”, (Bukit Tinggi, Oktober 1999), 45.

47 1bid, 5.
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Mulai faktor subyektif seperti kebodohan dan egois, sampai faktor
objektif seperti waktu, tempat dan lainnya. Kenyataan seperti ini jika
dibiarkan berlarut-larut bisa berakibat lenyap atau memudarnya
substansi agama oleh masa. Oleh sebab itu, ijtihad dalam pengertian
menguji kembali setiap pemahaman dan pengamalan umat dengan
standar kebenaran yang tidak pernah usang yaitu al-Qur’an dan Sunnah
Rasul sangat penting untuk dilakukan.

b. Tatwir (pengembangan makna dalil-dalil sumber hukum Islam).
Sebagai contoh, lafaz “’am” yang terdapat pada suatu ayat atau hadis
adalah lafaz yang mengandung pengertian yang bervariasi. Pada masa
imam mujtahid, sesuai dengan masanya, boleh jadi yang diangkat ke
permukaan adalah sebagian saja dari sekian banyak pengertian yang
tercakup oleh lafal umum itu. Oleh sebab itu, minimal sekali dalam
seratus tahun, umat Islam dituntut untuk mengangkat pengertian-
pengertian yang belum dibicarakan dari suatu ayat atau hadis dan
mengembangkannya sebagai dalil hukum. Begitu juga dengan kitab
figh yang dikarang oleh ulama terdahulu yang perlu dikembangkan
dengan metode takhrij al-ahk&m “ala aqwal al-'ulama’ (mengeluarkan
hukum atas suatu peristiwa baru dengan mengambil inspirasi dari
pendapat-pendapat ulama yang sudah ada).

c. Menghidupkan studi agama. Di antara ulama ada yang mengartikan
kata tajdid dengan menghidupkan studi ilmu agama secara benar.
Pendapat ulama tersebut menunjukkan betapa pentingnya kedudukan
ilmu agama dalam kehidupan umat Islam. Ibnu Katsir menjelaskan
bahwa yang dimaksud dengan tajdid dalam hadis Rasul itu merupakan
tugas ulama untuk menghidupkan studi ilmu agama dan
mengajarkannya secara benar kepada generasi sesudahnya.*®

d. Menghidupkan ilmu agama untuk menjawab tantangan zaman. Untuk
keperluan tersebut, maka rumusan-rumusan figh yang sudah dilakukan
para ulama sebelumnya berabad-abad yang lalu, perlu dilakukan
penyeleksian, terutama figh di bidang muamalat. Dalam hal ini, harus
dibedakan antara petunjuk hukum yang langsung dari al-Qur’an dan al-
Sunnah dengan hukum yang didasarkan atas maslahat temporal, atau
hukum vyang didasarkan pada adat istiadat yang berlaku ketika
penetapan hukum itu dilakukan. Dan perubahan hukum hanya
dimungkinkan selam dilakukan tathwir menurut metode usul fikih.
Dengan penyeleksian tersebut, seseorang dapat memilih pendapat
ulama yang lebih relevan untuk diterapkan pada masa kini.

e. Menghidupkan semangat pengamalan agama. Perubahan pola
kehidupan masyarakat yang terjadi dalam berbagai dimensi kehidupan,
berjalan seiring dengan terjadinya perubahan zaman. Berbagai
perubahan yang ada sebagai implikasi dari kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi di satu sisi bisa mempertebal iman seseorang, tapi di sisi

48 Nasrun Rusli, Konsep ljtihad al-Syaukani: Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Zs/am di
Indonesia, (Jakarta: Logos, 1999), Cet. ke-1, 168. Lihat juga Bustami Muhammad Said, Mafhdm
Tajdid al-Din, (Kuwait: Dar al-Da’wah, 1984), 29.
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lain bisa pula memberi dampak negatif. Kurangnya pengendalian diri
dengan memperturutkan hawa nafsu seringkali menyebabkan mereka
lupa dan lalai kepada ajaran agamanya yang sejati. Maka di sinilah
tekad dan semangat keagamaan perlu diperbarui agar manusia tidak
terlalu jauh tenggelam dalam kehidupan materi yang dapat
menjauhkannya dari ajaran agama yang dianutnya. Dengan demikian,
tajdid dilakukan dalam rangka usaha menghidupkan kembali apa yang
telah diajarkan oleh agama dengan mengarahkan manusia untuk
mempraktekkan syiar-syiar, semangat, dan prinsip-prinsip umum yang
telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi tajdid itu tidak terbatas
hanya pada masalah agama, tapi meliputi berbagai disiplin ilmu agar
tidak terikat dan terhenti dengan penemuan awal terdahulu Karena itu
pula wajar kiranya kalau sifat tajdid tersebut berkesinambungan.
Khusus dalam masalah hukum Islam, tajdid dilakukan dengan usaha
berijtihad sebagai proses untuk mengetahui sesuatu yang tidak
dibicarakan oleh nas. Dan tajdid pada masa sekarang dapat terlihat dari
fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama sebagai respon terhadap
masalah yang berkembang dalam masyarakatnya dengan tetap
bersandar pada ruh al-tashri’ dan magasid al-shari ah. Dalam hal ini,
realitanya ada yang cenderung sangat ketat dan selektif, dan ada pula
yang mempermudah dan memperlonggar implementasinya. 4°

Selanjutnya, Bustami Muhammad Said sebagaimana dikutip Nasrun
Rusli®® menyimpulkan bahwa tajdid dalam agama Islam mengandung enam
elemen penting yaitu:

a. Upaya menghidupkan, menyebarkan, dan mengembalikan ajaran agama,
pada bentuk asli pada masa salaf pertama

b. Upaya memelihara teks keagamaan yang benar dan otentik agar
terhindar dari intervensi manusia.

c. Upaya pembaruan harus diimbangi dengan suatu metode yang benar

dalam memahami teks suci.

“SMuhammad Salim “Awwan, al-Figh al-Islami Fi ~ Tariq al-Tajdid, (Damaskus: al-Maktab al-
Islami, 1998), Cet. ke-3, 5.

ONasrun Rusli, Konsep ljtihad al-Syaukani: Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Is/am di
Indonesia, 30.
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d. Menjadikan hukum agama sebagai landasan hukum dari berbagai aspek
kehidupan, seshingga sesuatu yang salah dapat diperbaiki dan sesuatu
yang kurang dapat disempurnakan

e. Upaya ijtihad hukum Islam dapat menjawab segala permasalahan

hukum yang muncul dalam masyarakat.

Aspek penting dalam pembaruan ialah upaya membedakan ajaran
agama yang sebenarnya dengan ajaran agama yang sudah dimasuki oleh
pengaruh lain, baik yang datang dari dalam maupun pengaruh dari luar.
Dengan demikian, intisari dari semua istilah tersebut dengan segala makna
yang dikandungnya adalah terciptanya keadaan yang lebih baik dari
keadaan yang sebelumnya. Dalam implementasinya, bisa dengan
menafsirkan kembali teks (al-Quran dan al-Sunnah), mengembalikan ajaran
agama yang telah menyimpang kepada ajaran yang sesungguhnya,
menghidupkan kembali ajaran agama yang sudah terabaikan, dan menggali
pendapat para ulama terdahulu yang mungkin terlupakan. Tujuannya untuk
menjawab tantangan zaman dan mengantisipasi problematika umat
manusia yang senantiasa berubah dan berkembang agar tidak terjadi
kekosongan hukum dan tercipta kepastian hukum dalam masyarakat,

sehingga ajaran dan hukum Islam menjadi lebih responsif dan adaptif.

Macam-Macam Bentuk Pembaruan

Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, upaya pembaruan

hukum Islam adalah suatu keniscayaan sejarah. Menurut Noel J. Coulson,
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upaya pembaruan hukum Islam tersebut dalam perspektif sejarah bisa
terlihat dalam empat bentuk:

a. Adanya kodifikasi hukum Islam menjadi undang-undang, yaitu
hukum yang sejenis dijadikan undang-undang negara, sehingga
memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi warga negara
serta memiliki sanksi hukum bagi yang melanggar

b. Umat Islam tidak terikat pada satu mazhab tertentu, sehingga
memilih pendapat yang dianut dengan memakai prinsip
takhayyur (eklektisisme)

c. Upaya mencari berbagai alternatif hukum secara luas dan elastis
dengan menggunakan metode tatbiq (penetapan hukum terhadap

peristiwa baru). %

Perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru, yaitu dengan
reinterpretasi makna teks sesuai dengan perkembangan masyarakat yang
bersifat dinamis. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam ini, minimal
dapat diketahui ada empat jenis produk hukum Islam, yaitu kitab-kitab
figh, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-
undangan di negeri-negeri muslim, dan fatwa-fatwa ulama.>?

Pada konteks Indonesia, perjalanan hukum Islam telah mengalami

proses dinamika yang cukup panjang, sejak masa kekuasaan raja-raja, masa

5INoel J. Coulson, A History of Is/amic Law, (London: Edinburgh University Press, 1995), 184.
2Mohamad Atho Mudzhar, ”Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Pemikiran Hukum
Islam”, dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting), Hukum /Zs/lam Dalam Tatanan Masyarakat
Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana IImu, 1998), Cet. ke-1, 2.
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kolonial hingga pada masa sekarang. Dalam perjalanannya yang panjang
itu, terlihat bahwa pada saat tertentu hukum Islam dapat bersenyawa
dengan hukum adat. Terkadang pula dalam posisi pinggiran (periferal),
sedang pada saat yang lain berintegrasi dengan hukum-hukum
kenegaraan.>®

Berlakunya hukum Islam di Indonesia, telah dikenal ada 5 teori.
Pertama, teori Receptio in Complexu (penerimaan hukum Islam
sepenuhnya yaitu dengan memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam)
yang dikemukakan oleh Christian van den Berg (1845-1925). Kedua, teori
Receptie (penerimaan hukum Islam oleh hukum adat, yaitu hukum Islam
baru berlaku bila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat) yang
dikemukakan oleh Cornelis van Volenhoven dan Snouck Hurgronje (1874-
1933). Ketiga, teori Receptie Exit (hukum adat harus dikeluarkan, yaitu
hukum adat tidak bisa diberlakukan pada umat Islam) yang dikemukakan
oleh Hazairin. Keempat, Receptie a Contrario (hukum adat dapat diterima
jika tidak bertentangan dengan hukum Islam) yang dikemukakan oleh
Sayuti Thalib. Kelima, teori Eksistensi, yaitu teori yang menjelaskan

tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia.

%3Mengenai sejarah singkat masuknya Islam dan pergumuulan hukum Islam dengan hukum adat
(budaya lokal), lihat Ratno Lukito, Pergumulan Hukum /Is/am dan Adat di Indonesia, (Jakarta:
INIS, 1998), 27-56.
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Menurut teori ini, bentuk dan eksistensi hukum Islam dalam tata
hukum nasional adalah sebagai berikut: >*

Pertama, hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai
bagian yang integral darinya. Kedua, kemandirian hukum Islam diakui
berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional. Ketiga, norma
hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional
Indonesia. Keempat, hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama
dari hukum nasional Indonesia. Dua teori pertama muncul pada masa
sebelum Indonesia merdeka, dan tiga teori terakhir muncul setelah
Indonesia merdeka.*®

Dalam perjalanan sejarah yang panjang inilah lahir berbagai
produk undang-undang (hukum) yang berangkat dari aspirasi umat Islam
seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-
Undang No. 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres No. 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Keberhasilan umat Islam
Indonesia merumuskan materi hukum Islam secara tertulis adalah dalam
rangka membumikan ajaran Islam dan mempositifkan hukum Islam di
Indonesia, walaupun masih terbatas pada hukum keluarga (al-ahwal al/-
Shakhsiyyah) seperti hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah,

dan shadagah. Dalam wacana pembaruan hukum Islam, produk undang-

%4Suparman Usman, Hukum Is/am, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Is/am dalam Tata
Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2001), 111. Lihat juga A. Qodri Azizy,
Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum /Zs/am dan Hukum Umum, (Yogyakarta:
Gama Media, 2004), 153- 161.

55 Ibid, 118-119.
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undang atau hukum di atas disebut sebagai tagnin. Dalam konteks
pembangunan hukum nasional, menurut Ismail Saleh, ada tiga dimensi
pembangunan dan pembaruan hukum. Pertama, dimensi pemeliharaan,
yaitu dimensi untuk memelihara tatanan hukum yang ada untuk mencegah
terjadinya kekosongan hukum. Kedua, dimensi pembaruan, yaitu usaha
untuk meningkatkan dan menyempurnakan undang-undang sehingga sesuai
dengan kebutuhan baru. Ketiga, dimensi penciptaan, yaitu dimensi
dinamika dan kreativitas dengan menciptakan undang-undang baru yang
sebelumnya belum pernah ada.>®

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam misalnya, menurut beberapa
pakar dianggap sebagai sebuah konsensus (ijma’) ulama Indonesia.>’ Kalau
diperhatikan referensi yang dijadikan acuan dalam penyusunan KHI, maka
tidak disebutkan adanya kitab usul fikih yang dijadikan sebagai kerangka
metodologinya. Namun, sangat terasa ada nuansa dan elemen-elemen
pembaruan yang terdapat pada pasal-pasal dalam KHI, seperti pencatatan
perkawinan, azas monogami, pembatasan usia kawin, mempersulit
perceraian, pembagian waris dengan cara damai, ahli waris pengganti,
warisan anak zina, harta gono gini, dan sertifikasi benda wakaf dengan

menggunakan metodologi usul fikih seperti qiyas, istihsan, istisléh, dan

%6 Mohamad Daud Ali, Hukum Zs/am Pengantar IImu Hukum dan Tata Hukum Zs/am di Indonesia,
(Jakarta: Rajawali Press, 1998), 242.

5 Amir Syarifudin, Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Zs/am, (Padang: Angkasa Raya, 1993),
135. Lihat Mohamad Daud Ali, “Hukum Is/am Pengadilan Agama dan Masalahnya”, dalam Edi
Rudiana Arief (Ed.), Hukum Zs/am di Indonesia, Pemikiran dan Praktek, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1991), 83.
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metode talfiq secara simultan.®® Cara talfiq dianggap sebagai salah satu
model pembaruan karena dengan talfig semua pendapat ulama mazhab
dapat diakomodir untuk kemudian dibuat satu paket hukum yang relevan
dengan konteks ke-Indonesia-an melalui pertimbangan kemaslahatan. Amir
Syarifuddin cenderung melihat pembaruan hukum Islam ini dalam bentuk
reformulasi figh, yaitu perumusan ulang terhadap apa yang telah
dirumuskan oleh para mujtahid terdahulu, meliputi fikih dan usul fikih.
Reformulasi ini penting dilakukan seiring berubahnya masa, sehingga
rumusan lama tersebut oleh karena satu dan lain hal, dirasakan begitu sulit
untuk diterapkan dalam kehidupan nyata oleh masyarakat.>®

la menekankan pada pembaruan pemikiran usul fikih terlebih
dahulu. Menurutnya, usul fikih dan fikih bukanlah suatu kaedah yang baku
dan final, karena usul fikih adalah rumusan ulama terdahulu yang dalam
aspek-aspek tertentu masih menerima kemungkinan perubahan dengan
berubah dan berkembangnya zaman. Oleh sebab itu, masih memberikan
kemungkinan untuk dikaji kembali. dari hasil kajian itulah nantinya dibuat
rumusan baru bila keadaan memang menghendakinya.®

Untuk itu, langkah kongkrit yang harus ditempuh ada 2 bentuk:
a. Menghimpun bagian-bagian tertentu dari kitab figh mazhab yang

relevan untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia,
kemudian meramunya menjadi sesuatu yang utuh melalui talfiq. Sebab

8 Takhayyur adalah memilih pendapat para ulama berdasarkan pada sumber hukum yang
dibenarkan oleh kaedah-kaedah usdl al-figh. Metode ini adalah satu model bagi upaya reformasi
hukum Islam di beberapa negara Muslim. Lihat Norman Anderson, Law Reform in The Muslim
World, (London: The Athlone Press, 1976), 47-48., lihat pula Noel J. Coulson, A History of
Islamic Law, 185.

9 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Zs/am, 89.

% 1bid.
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hampir semua hukum perkawinan misalnya, yang berlaku di dunia
Muslim masa kini dirumuskan dalam bentuk talfig. Dengan demikian,
keterikatan pada mazhab tertentu yang berlaku selama ini jadi
melonggar.

b. Mencoba memahami kembali dalil nas yang dijadikan rujukan mujtahid
yang ada, untuk menghasilkan rumusan baru yang disebut reinterpretasi.
Sedangkan menurut pengamatan Juhaya S. Praja, perkembangan
pembaruan hukum Islam di Indonesia paling tidak memiliki tiga ciri
utama. Pertama, pembaruan dalam bentuk perubahan dari bentuk
figh/hukum Islam secara tekstual ke bentuk tagnin (perundang-
undangan). Pembaruan bentuk ini dapat berupa pembaruan dalam
sistematika materi hukum yang berbeda dengan sistematika yang
terdapat dalam kitab-kitab figh. Kedua, pembaruan dalam arti
terbentuknya mazhab figh yang khas Indonesia, baik dalam bentuk
tagnin, maupun aliran pemikiran hukum. Ketiga, pembaruan dalam arti
munculnya pranata-pranata sosial yang merupakan realisasi ajaran Islam
dalam bentuk kelembagaan yang khas Indonesia sebagai produk dialogis
ijtihad ulama Indonesia.®*

Dengan demikian, bentuk pembaruan hukum Islam secara garis
besar dapat dilakukan baik terhadap metode yang dipakai dalam
pembaruan itu sendiri (usul fikih), materi hukumnya (fikih), cara
penerapannya dalam bermasyarakat dan bernegara melalui legislasi hukum
Islam, dan pelembagaannya ke dalam sistem hukum nasional. Keempat
bentuk pembaruan ini tampaknya perlu untuk dikembangkan secara
kontinu agar hukum Islam senantiasa up to date, implementatif, dan

aplikatif serta tidak kehilangan relevansinya seiring dinamika zaman.

3. Paradigma Pembaruan Hukum Islam Indonesia

Secara garis besarnya, hukum Islam meliputi empat bidang, yaitu:

pertama, bidang ibadah, yakni merupakan penataan hubungan antara

61 Juhaya S. Praja, “Aspek Sosiologis dalam Pembaruan Figh di Indonesia,” Makalah Seminar di
IAIN Walisongo Semarang, 1996), 1-8.
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manusia dengan Allah swt. Kedua, bidang munakahat, merupakan
penataan hubungan antara manusia dengan lingkungan keluarga. Ketiga,
bidang muamalah, merupakan penataan hubungan antara manusia dengan
pergaulan hidup masyarakat.®2

Sedangkan menurut A. Jazuli, hukum Islam meliputi: bidang
ibadah, bidang ahwal al-Shakhsiyyah (perkawinan, kewarisan, wasiat, dan
wakaf), bidang muamalah (dalam arti sempit), bidang jinayah, bidang
aqdiyyah (peradilan), dan bidang siyasah (dusturiyyah, maliyah, dan
dauliyyah).%®

Pembidangan  hukum Islam tersebut, sejalan  dengan
perkembangan pranata sosial, sebagai norma yang berfungsi untuk
memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan individual dan kolektif.
Oleh karena itu, semakin beragam kehidupan manusia dan semakin
beragam pranata sosial, maka semakin berkembang pula pemikiran ulama
dan pembidangan hukum Islam pun mengalami perkembangan. Hal itu
menunjukkan, terdapat korelasi positif antara perkembangan pranata social
dengan pemikiran ulama secara sistematis. Atau sebaliknya,
penyebarluasan produk pemikiran ulama yang mengacu kepada firman
Allah melahirkan berbagai pranata sosial.®*

Hukum Islam yang termaktub di dalam ayat-ayat ahkam, hadis-
hadis ahkam, dan terutama di dalam kitab-kitab fikih dipahami terus

mengalami perkembangan. Dalam proses pengembangan, hukum Islam

62 Ali Yafi, Fikih Sosial (Cet. I; Bandung: Mizan, 1995), h. 132.
8 A. Jazuli, llmu Fikih: Sebuah Pengantar (Cet.l; Bandung: Orba Shakti, 1991), 54.
8 Cik Hasan Bisri, Menggagas Fikih Sosial (Cet. I; Mizan: 1995), 132
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mengalami internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia di
dalam masyarakat. Terjadi proses alokasi hukum Islam dalam dimensi
syari’ah ke dalam pranata sosial, menjadi landasan dan memberi makna
serta arah dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Hasil dari proses
pengembangan hukum Islam yang terjadi dalam rentan waktu berabad-
abad, berkembang berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman.®®
Pranata-pranata sosial dapat dilihat dalam dua sudut pandang,
yaitu: pertama, ia merupakan aktualisasi hukum Islam yang tertumpu
kepada interaksi sosial yang mempola setelah mengalami pergumulan
dengan kaedah-kaedah lokal dianut oleh masyarakat Indonesia yang
majemuk. Dalam pergumulan itu, terjadi adaptasi dan modifikasi antara
hukum Islam dan kaedah lokal. Dengan perkataan lain bahwa proses
sosialisasi dan institusionalisasi hukum Islam terjadi dalam hubungan
timbal balik dengan kaedah-kaedah lokal yang dianut. Selain itu, terjadi
interpensi hokum Barat terutama sejak masa penjajahan Belanda. Kedua,
pranata-pranata sosial merupakan perwujudan interaksi sosial di dalam
masyarakat Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Interaksi
sosial itu berpatokan dan mengacu kepada keyakinan (kesepakatan tentang
benar dan salah), nilai (kesepakatan tentang baik dan buruk), dan kaedah
(kesepakatan tentang yang mesti dilakukan dan yang mesti tidak
dilakukan), yang dianut oleh mereka. la merupakan perwujudan amal

shaleh sebagai ekspresi keimanan dalam interaksi sosial. Dalam kehidupan

8 Cik Hasan Bisri, Menggagas Fikih Sosial.., 116.
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masyarakat Islam Indonesia dewasa ini, dikenal berbagai pranata sosial
yang bercorak keislaman. Pranata-pranata sosial meiputi berbagai bidang
kehidupan, yang senantisa mngalami perkembangan dari waktu ke waktu.
Ada pranata yang amat dekat dengan keyakinan yang dianut, sehingga
memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi, seperti pranata peribadatan,
pranata kekerabatan, dan pranata pendidikan. Ada pula pranata sosial yang
agak jauh dari keyakinan, sehingga relatif luwes dan netral, seperti pranata
ekonomi dan pranata keilmuan, sehingga poses adaptasiya relativf longgar
dan labelnya sebagai hokum Islam bersifat luwes. Selanjutnya pranata-
pranata sosial mengalami konkretisasi dalam struktur masyarakat, dalam
bentuk berbagai organisasi sosial sebagai wahana untuk memenuhi
kebutuhan hidup secara kolektif dan terencana. Kenyataan itu
menunjukkan bahwa di dalam masyarakat terjadi penyerapan produk
teknologi sosial (pengorganisasian masyarakat) mutakhir, dan dapat
dijadikan saluran untuk mengaktualisasikan hukum Islam di dalam
kehidupan nyata.®

Dengan demikian, pembaruan hukum Islam sebagai aktualisasi
perintah Allah mempunyai beragam bentuk dan mencakup beragam
pranata sosial. Oleh karena itu, pembaharuan hukum Islam di Indoneisa
terpola pada internalisasi hukum Islam ke dalam pranata-pranata sosial
atau sebaliknya pranata sosial terinternalisasi ke dalam hukum Islam. Pada

konteks ini tampak relasi yang saling mendukung antara hukum Islam dan

% Ibid. 118
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pranata sosial. Dalam konteks tersebut, pembaharuan hukum Islam di
Indonesia meliputi empat kategori, yaitu:
1. Fikih

Salah satu wujud hukum Islam yang sistimatis dan rinci adalah
fikih. Secara garis besarnya fikih meliputi empat bidang, yaitu: pertama,
ibadah merupakan penataan hubungan antara manusia dengan Tuhan.
Kedua, bidang munakahat yang merupakan penataan hubungan antar
manusia dengan lingkungan keluarga. Ketiga, bidang muamalah,
merupakan penataan hubungan antar manusia dalam pergaulan
kemasyarakatan. Keempat, bidang jinayah merupakan penataan
pengamanan dalam suatu tata tertib pergaulan yang menjadi keselamatan
dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat.®’

Fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam, baru berkembang
pada masa sahabat sepeninggal Rasulullah. Hal itu disebabkan oleh karena
pada masa kenabian karena setiap persoalan yang ada dengan mudah dapat
diselesaikan oleh Nabi sendiri melalui wahyu dan sabda-sabdanya. Muncul
dan berkembangnya kajian- kajian fikih disebabkan oleh munculnya
persoalan-persoalan akibat semakin meluasnya wilayah Islam dan semakin
besarnya jumlah umat Islam dengan latar belakang etnis dan kultur yang
berbeda.®®

Oleh karena masalah-masalah yang muncul itu belum pernah

dialami oleh Rasululah dan tidak terdapat nash secara jelas dan tegas

67 Ali Yafi, Fikih Sosial...., 132

%8bid.
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tentang hal itu, maka para sahabat dan generasi berikutnya dituntut untuk
berpikir dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Sekaitan dengan
hal tersebut fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam di Indonesia,
karakteristiknya sangat kental dengan Kkepribadian Arab. Hal itu
disebabkan oleh karena jaringan intelektual para fugaha Indonesia terlalu
Arab oriented. Kondisi seperti ini berlangsung hingga paro pertama abad
ke-20.%°

Pada konteks ini, Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa
terdapat bagian-bagian fikih kaum muslimin Indonesia yang didasarkan
pada ‘urf timur tengah yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum
masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Atas dasar
itulah sehingga fikih kurang mendapat sambutan hangat dari masyarakat
Indonesia, karena dianggap kurang sesuai dengan kepribadian bangsa
Indonesia.”

Keterasingan fikih itu sebagaimana yang disinyalir oleh Hasbi
ash-Shiddiqy tersebut antara lain juga disebabkan oleh pandangan fikih
yang terlalu formalistik. Kecenderungan fikih yang demikian menjadikan
sebagai paradigma kebenaran ortodoks, dimana semua realitas tunduk pada
kebenaran fikih. Penekanan yang terlalu berlebihan pada formalisme dan

kecenderungan melakukan teologisasi fikih, menyebabkan fikih Indonesia

8 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fikih Mazhab Negara, (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2001), 129
0 Hasbi ash-Shiddiqy, Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman (Jakarta: Bulan Bintang,
1966), 41-42.



80

seolah-olah menjauhi diri dari realitas sosial dan kultur masyarakat yang
menjadi obyeknya.”

Oleh karena itu, sudah saatnya dipikirkan upaya untuk menggeser
paradigma fikih ortodoksi kepada paradigma fikih berwawasan sosial-
budaya, yaitu melakukan pembaharuan fikih yang ramah dengan kultur dan
budaya bangsa Indonesia dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip
universal hukum Islam, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, kehormatan,
dan harta. Jika paradigma pertama memperlihatkan hitam putih Islam
memandang realitas, maka yang kedua memperlihatkan watak yang
bernuansa kultural. Kiranya gagasan Gus- Dur terntang pribumisasi Islam
patut mendapat sambutan dan kajian lebih jauh dalam upaya pembaharuan
fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam yang berwawasan budaya
yang mempertimbangkan kearifan-kearifan local.

2. Fatwa

Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan
peristiva hokum yang diajukan kepadanya. Produk pemikiran hukum
Islam dalam kategori fatwa, diantara cirinya adalah bersifat kasuistik,
karena merupakan respon atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh
peminta fatwa. Berbeda dengan putusan pengadilan, fatwa tidak
mempunyai daya ikat dan daya paksa, dalam arti bahwa yang meminta
fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa tersebut,

"1 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fikih Mazhab Negara.., 130-131.
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karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa berbeda dengan fatwa
ulama lain ditempat yang sama. Biasanya fatwa cenderung bersifat dinamis
karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang
dialami oleh orang atau sekelompok orang yang meminta fatwa. Isi suatu
fatwa belum tentu dinamis, akan tetapi sikap responnya itu yang sekurang-
kurangnya dapat dikatakan dinamis. Meskipun fatwa itu dikeluarkan secara
kasuistik, namun sejumlah fatwa dari ulama besar atau lembaga keagamaan
dan hukum telah dibukukan, akan tetapi sistematikanya tetap berbeda
dengan fikih."

Dalam sejarah, pelaksanaan pemberian fatwa dimulai sejak agama
Islam meluaskan wilayah pengaruhnya pada abad ke-7 dan ke-8. Kaum
muslimin menghadapi berbagai persoalan-persoalan baru dengan cepat.
Bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar, umumnya mereka
menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi melalui lembaga
peradilan atau hakim-hakim yang dapat menyelesaikan persoalan. Akan
tetapi bagi mereka yang tinggal jauh dari kota-kota besar, biasanya dalam
menyeleaikan persoalannya cukup bertanya atau meminta fatwa kepada
orang yang dianggap pintar.”

Di Indonesia, pembaharuan hukum Islam dalam kategori fatwa
dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti NU,
Muhammadiyah, dan persis. Masing-masing organisasi mempunyai

lembaga khusus yang melakukan pembaharuan hukum Islam dalam bentuk

2 M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama (Cet. I; Jakarta: INIS, 1993), 3.
8 1bid, 2.
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fatwa. Dalam lingkungan NU adalah dilakukan olenh Majels Syuriah dan
Majelis Ahlu al-Hall wa al-*Aqdi, di lingkungan MUI oleh Komisi fatwa,
di Muhammadiyah oleh majelis Tarjih dan persis olen Dewan Hisbah.
Pembaharuan hukum Islam melalui organisasi ini memiliki kegunaan
praktis terutama bagi yang membutuhkannya, baik oleh pemerintah
maupun oleh para pemimpin dan anggota masyarakat, pada gilirannya
fatwa dapat menjadi acuan dalam penerapan hukum Islam.’

3. Putusan Hakim (Yurisprudensi)

Dalam kepustakaan hukum anglo saxon, perkataan yurisprdensi
mengandung arti yang lebih luas dari perkataan yurisprudensi dalam
hukum Eropa Kontinental. Di dalam kepustakaan anglo saxon,
yurisprudensi  selain bermakna hukum (dalam putusan) hakim, juga
bermakna filsafat hukum dalam ilmu hukum. Sedangkan dalam kepustakan
Eropa Kontinental dan dalam kepustakaan Hukum Indonesia, yang disebut
yurisprudensi adalah kumpulan keputusan Mahkamah Agung (dan
Pengadilan Tinggi) mengenai perkara tertentu berdasarkan pertimbangan
(kebijaksanaan) hakim sendiri yang diikuti sebagai pedoman oleh hakim
lain dalam memutus perkara yang sama atau hampir sama.”

Pembaharuan  produk pemikiran hukum Islam  melalui
yurisprudensi dipandang perlu dan baik. Dikatakan demikian karena
yuriprudensi disamping menggambarkan keadilan yang tumbuh dan

berkembang dalam masyarakat, juga selaras dengan kesadaran hukum

74 Cik Hasan Bisri, Menggagas Fikih Sosial, 130-131.
5 M. Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama: Kumpulan Tulisan (Jakarta: Rajawali Pers,
1997), 358.
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masyarakat muslim Indonesia, dengan catatan bahaw hakim Pengadilan
Agama yang membuat yurisprudensi itu, selain paham benar tentang
hukum Islam, juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai- nilai
hukum pada umumnya yang terdapat dalam masyarakat. Lebih jauh dapat
dikatakan bahwa pembaharuan hukum Islam melalui yurisprudensi
dianggap sebagai sesuatu yang baik, didasarkan atas beberapa alasan
bahwa putusan hakim (yurisprudensi) mempunyai kekuatan mengikat,
terutama kalau keputusan itu dikelurakan oleh Pengadilan Tinggi atau
Mahkamah Agung.’™

Di samping itu, yurisprudensi lebih menyentuh masalah-masalah
praktis dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks tersebut,
yurisprudensi sebagai produk pemikiran hukum Islam dapat dikatakan
dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang
dihadapi masyarakat. yurisprudensi memang tidak meliputi semua aspek
pemikiran hukum Islam sebagaimana halnya dengan fikih, akan tetapi dari
segi kekuatan ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang
berperkara.
4. Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu wujud
pemikiran hokum Islam, seperti halnya dengan yurisprudensi atau putusan
pengadilan ia bersifat mengikat. Bahkan daya ikatnya lebih luas dalam

masyarakat, karena tidak hanya pada pihak-pihak tertentu, akan tetapi juga

6 M. Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama: Kumpulan Tulisan, 360.
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seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukumnya. Unsur-unsur yang
terlibat dalam dalam perumusan perundang- undangan tidak terbatas pada
golongan ulama (fugaha) saja, akan tetapi juga melibatkan unsur-unsur lain
dalam masyarakat seperti cendikiawan, politisi, dan lain-lain. Masa
berlakunya suatu UU berlangsung sampai adanya peraturan Perundang-
undangan yang baru yang menggantikannya.’’

Di antara produk pemikiran hukum Islam produk pemikiran
hukum Islam yang telah diakomodasi dalam kategori peraturan Perundang-
undangan antara lain; UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Inpres no 1
tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang
kewarisan, perkawinan, perwakafan, hibah, shadagah, wasiat, dan lain-lain.
Sebagai produk pemikiran hukum Islam, UU memberikan sanksi terhadap
orang melakukan pelanggaran. Sebagaimana produk kolektif, UU memiliki
daya ikat yang lebih luas dalam keputusan pengadilan. Dalam hal ini yang
terpenting harus dimiliki oleh UU sebagai produk pemikiran hokum Islam
adalah kualitas yang tinggi dan dapat mencerminkan realitas hukum yang
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

5. Sejarah penyusunan dan pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam

Ada beberapa versi terkait awal munculnya gagasan penyusnan
Kompilasi Hukum Islam (KHI).  Abdurrahman menyebutkan bahwa
pertama ali gagasan tentang penyusunan KHI disampaian oleh Munawir

Sadzali Di samping itu, ada pula yang menyatakan bahwa gagasan tersebut

7 Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama, 3.



85

pada mulanya merupakan gagsan KHI Ibrahim Hossein yang beliau

sampaikan kepada Bustanul Arifin’®

Sementara itu, menurut Ditbinbapera Depag RI, gagasan tersebut
pertama kali dicetuskan oleh Busthanul Arifin, Hakim Agung dan Ketua
Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) RI
saat itu Beliau menyampaikan gagasan tentang penyusunan KHI melalui
proyek pembangunan hukum Islam lewat Yurisprudensi Menurut Arifin,
gagasan tersebut muncul setelah MA membina bidang teknik yustisial
peradilan Agama Tugas pembinaan bidang teknik yustisial peradilan agama
tersebut didasarkan pada undang-undang no 4 Tahun 1970 tentang
ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 11 ayat 1 yang
menatakan bahwa organisasi, admisitrasi dan keuangan pengadilan
dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknik

yustisial dilakukan oleh MA7®

Selama pembinaan teknik yustisial peradilan agama tersebut,
ditemukan beberapa kelemahan dalam  penerapan hukum Islam di
peradilan agama Kelemhan tersebut antara lain dalam hal penerapan
hukum Islam dalam peradilan agama yang cenderung simpang siur karena
perbedaan pendapat para ulama dalam hampir semua persolan, sehingga
tidak aga jaminan kesatuan dan kepastian huukum di peradilan agama

Untuk itu, diperlukan suatu buku pedoman bagi para hakim yang

8 Marzuki Wahib, Figh Indonesia, (Bandung: Penerbit Marija, 2014), 108-109
0 Ibid, 108. Lihat pula Saekan dan Erniati Effendi, sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di
indonesia (Surabaya: penerbit Arkola, 1997), 20-21.
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menghimpun hukum Islam yang berlaku bagi peradilan agama untuk

menjami adanya kesatuan dan kepastin hukum?®

Sebelum adanya KHI, ada 13 (tiga belas) kitab yang dianjurkan
untuk digunakan oleh para hakim sebagai pedoman demi menjamin adanya
kesatuan hukum dalam  mmeriksa dan memutus perkara Hal ini
berdasarkan surat edaran biro peradilan agama No B/1/735 tanggal 18
Februari 1958 sebagai pelaksanaan PP No 45 Tahun 1957 tentang
pembentukan pengadilan Agama/Mahkamah Shar’iyyah di luar Jawa dan
Madura Kitab-kitab tersebut ialah al-Bajuri, fath al-Mu’in, Sharqawi ‘ala
al-Tahrir, Qalyubi al-Mahalli, Fath al-Wahhab beserta sharaA-nya,
Tuhfah, Targhib al-Mustaq, Qawanin al-Shar iyyah li al-Sayyid ‘Uthman
bin Yahya, Qawanin al-Shar iyyah Ii al-Sayyid Sudagah Dahlan, Shamsuri
fi al-Faraid, Bughyat al-Mustarshidin, al-Figh ‘ela Madhahib al-4rba’ah

dan Mughni al-Muhtaj®

Gagasan  tersebut  kemudian ditindak lanjuti  dengan
ditandatanganiya Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA dan Menteri
Agama RI tentang penunjukan pelaksana Proyek Pembangunan Hukum
Islam melalui Yurisprudensi No 07/KMA/1985 dan No 25 Tahun 1985
pada bulan Maret 1985 Proyek tersebut juga dikenal sebagai proyek

Kompilasi Hukum Islam?®

8 Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 21
81 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 22
8 bid, 20
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Di dalam SKB tersebut ditetapkan lima hal pokok Pertama,
penunjukan para pejabat MA dan Departemen Agama (Depag) sebagai
pelaksana proyek Kedua, berisi jangka waktu pelaksanaan proyek, yaitu 2
(dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya SKB ini Ketiga, Tata kerja dan
jaddwal waktu pelaksanaan proyek terlampir bersama SKB ini Keempat,
semua biaya yang harus ditanggung terkait dengan SKB ini diperoleh dari
pemerintaH Kelima, menyatakan pemberlakuan SKB ini dan akan

dilakukan perbaikan seperlunya jika terjadi kekeliruan®

Selanjutnya, lampiran dari SKB ini memuat keduduan dan tugas
pokok yang meliputi kedudukan yang berisi pemrkarsa dan dasar hukum
proyek, dan tugas pokok yang meliputi tugas pokok proyek dan tata cara
pelaksanaannya Lampiran SKB ini juga memuat pembagian tugas,
kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota pelaksana
mulai dari pimpinan umum sampai dengan Pelaksana Bidang Pengumpul

dan Pengolah Data®

Sebagai tindak lanjut dari SKB ini, dilakuan penelitian terhadap
38 kitab yang dilakukan IAIN se-Indonesia mulai 7 Maret sampai dengan
21 Juni 1985 Hasil penelitian kitab-kitab tersebut diolah lebih lanjut oleh
Tim Proyek Bagian Pelaksana Bidang Kitab-kitab dan Yurisprudensi®®
Macam-macam kitab dan perguruan tinggi yang meneleti akan dipaparkan

di bagian berikutnya

8 Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia..., 60-62.
8 bid, 63-66.
& |bid, 26



88

Selain dilakukan penelitian terhadap kita-kitab, juga dilakukan
wawancara mengenai 120 (sertaus dua puluh) masalah dalam bidang
hukum keluarga Wawancara tersebut dilakukan terhadap 20 (dua puluh)
orang ulama di Banda Aceh, 19 (sembilan belas) orang ulama di Medan,
20 (dua puluh) orang ulama di Padang, 20 (dua puluh) orang ulama di
Palembang, 16 (enam belas) orang ulama di Bandung, 18 (delapan belas)
orang ulama di Ruakrta, 18 (delapan belas) orang ulama di Surabaya, 15
(lima belas) orang ulama di Banjarmasin, 19 (sembilan belas) orang ulama

di Ujung Pandang, dan 20 (dua puluh) orang ulama di Mataram?®

Penelitian Yurisprudensi juga dilakukan dalam  proyek ini
Penelitian tersebut meliputi penelitian terhadap 16 (enam belas) buku yang
meliputi empat buku Himpunan Putusan PA/TA (terbitan tahun 1976/1977,
1977/1978,1978/1979, dan 1980/1981), tiga buku Himpunan Fatwa
(terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981), lima buku
Yurisprudensi PA (terbitan tahun 1977/1978,1978/1979,1981/1982,
1982/1983, dan 1983/1984), serta empat buku law report (terbitan tahun

1977/1978,1978/1979,1981/1982, dan 1983/1984)%’

Kemudian dilakukan pula studi perbandingan ke tiga negara di
Timur Tengah, yaitu Maroko, Turki da Mesir Penelitian di Maroko
dilaksanakan pada tanggal 29-29 Oktober 1986, di Turki 1-2 November

1986, dan di Mesir dilaksanakan pada tanggal 3-4 November 1986 Studi

8 |bid, 27
87 Marzuki Wahib, Figh Indonesia.., 121-122.
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perbandingan ini dilakukan untuk mendapatkan sistem atau kaida-kaidah
hukm yang paling tepat untuk konteks Indonesia Ada tiga materi
perbandingan dalam studi ini, yaitu sistem peradilan, masuknya shari’ah
law dalam arus tata hukum nasional, serta sumber-sumber hukum dan
hukum materiil yang menjadi pegangn/terapan hukum dalam bidang ahwal

al-Shaksiyyah yang menyangkut kepentingan ummat Islam

Tim proyek KHI juga mendapatkan masukan dari ormas Islam
terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan MuhammadiyaH
NU meberian masukan berdasarkan hasil bahth al-masail yang dilakukan
di PP Tambakberas Jombang, Lumjang, dan Sidoarjo. Sedangkan
Muhammmadiyah memberikan masukan berdasarkan hasil seminar tentang
Kompilasi Hukum Islam yang dilaksanakan di kampus Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 8-9 April 1986 Pokok persoalan
dikaji meliputi masalah perkawinan wanita hamil karena zina, masalah
li’an, shigaq, rujuk, ta’liq talak, pembagian waris, harta bersama dalam

perkawinan dan penjualan harta wakaf. 8

Seluruh data yang diperoleh kemudian diolah dan dirumuskan
oleh tim besar, yaitu seluruh anggota tim pelaksana proyek sebagaimana
tercantum dalam SKB Hasil rumusan tim besar ini kemduaian dibahas dan
dirumuskan kembali oleh tim kecil yang terdiri dari Prof.H.Bustanul Arifin,

SH, Prof.H.MD.Kholid,SH, H.Masrani Basran, SH, M.Yahya Harahap,

8 |bid, 123-125.
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SH. H.Zaini Dahlan, MA, Wasit Aulani, MA, H. Muchtar Zarkasih, SH, H.

Amiroeddin Noer, SH, dan Drs. Marfudin Kosasih, SH.%

Pada tanggal 29 Desember 1987, setelah mengadakan rapat
sebanyak dua puluh Kali, tim kecil ini berhasil merumuskan tiga buku
rancangan naskah KHI yang terdiri dari hukum perkawinan, hukum
kewarisan, dan hukum perwakafan Pada hari itu juga, naskah tersebut
kemudian diserahkan kepada Ketua MA dan Menteri Agama Penyerahan
ini dilakukan langsung oleh pemimpin tim proyek Kompilasi Hukum

Islam®°

Hasil rumusan tim kecl tersebut kemudia dibahas dan dikaji lagi
oleh para ulama dan cendekiawan muslim dalam forum lokakarya
Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi Lokakarya ini
diselenggarakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 dengan diikuti oleh 124
(seratus dua puluh empat) peserta yang terdiri dari Ketua MUI Provinsi,
Ketua PTA se-Indonesia, Rektor dan Dekan Fakultas Syariah dari beberapa
IAIN, para ulama dan cendekiawan muslim, dan perwakilan organisasi
perempuan Acara ini dibuka oleh Ketua MA, Ali Sa’id, SH, dan ditutup

oleh Menteri Agama, Munawir Sadzhali,MA.%

Pembahasan rancangan naskah KHI dalam lokakarya ini dibagi

ke dalam sidang pleno dan sidang komisi Sidang komisi terdiri dari komisi

8 Ibid, 125
% Ibid, 126-127.
%1 Marzuki Wahib, Figh Indonesia.., 126
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hukum perkawinan, komisis hukum kewarisan, dan komiisi hukum
perwakafan Masing-masing kommisi kemudia membentuk tim perumusnya
Pada akhir sidang pleno, KH. Ali Yafie dari NU, KH.Hasan Basri dari
MUI, dan KH.AR.Fahruddin dari Muhammadiyah, masing-masing

menyampaikan kata akhir sebagai pengesahan terhadap KHI di Indonesia®?

Selanjutnya, tim besar kemudian melakukan penghalusan redaksi
secara intensif terhadap naskah KHI di Ciawi Bogor Setelah itu, naskah
yang sudah mengalami penghalusan redaksi tersebut disampaikan kepada
Presiden oleh Mengeri Agama dengan surat tanggal 14 Maret 1988 nomor:
MA/123/1988, Hal: Kompilasi Hukum Islam, dengan maksud untuk
mendapatkan legalits agar dapat digunakan dalam praktik di lingkungan
Peradilan Agama Guna menindak lanjuti surat tersebut, presiden kemudian
mengeluarkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 yang berisi instruksi
kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI untuk digunakan oleh
instansi  pemerintah dan masayarakat yang memerlukannya, serta
melaksanakan instrusi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh
tanggung jawab Inpres Nol Tahun 1991 inilah yang kemudian menjadi
dasar penyebarluasan KHI®® Namun yang menjadi dasar hukum
pemberlakukan KHI ialah keputusan Menteri Agama RI Nomor 154

Tahun 1991%*

9 |bid, 126-127.
9 Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...,33.
% Marzuki Wahib, Figh Indonesia.., 131.
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6. Materi Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam
Di bawah ini akan penulis kemukakan beberapa pembaharuan yang
terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sekaligus mengintrodusir beberapa cara

yang tidak lazim menurut ulama fikih, antara lain:

a. Pencatatan Perkawinan

Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan
tentang ukuran sah tidaknya perkawinan adalah hukum agama, dan harus dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah,*> maka dalam KHI pernyataan itu lebih dipertegas

lagi.%®

Bahwa dalam kitab-kitab fikih belum ada-atau tidak ada sama sekali
yang membicarakan pentingnya pencatatan nikah boleh jadi karena tingkat
amanah  kaum  muslimin  relatif  tinggi. Karenanya = kemungkinan
menyalahgunakan lembaga perkawinan untuk tujuan sesaat atau sementara relatif
kecil atau tidak ada.’’Sejauh ini pemahaman yang muncul adalah bahwa
pencatatan hanya bersifat administratif. Inilah kemudian berimplikasi pada hal

yang tidak menguntungkan bagi sosialisasi hokum perkawinan Islam di

% Pasal 2 UUP dalam ayat (1) menyatakan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

% Pasal 4: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2
ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Pasal 5 ayat (1): "Agar terjamin ketertiban
perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan
tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU
No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954". Pasal 6, ayat (1): "Untuk memenuhi ketentuan
dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan
Pengawai Pencatat Nikah; (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan
dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) Dalam hal perkawinan tidak
dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama".

% Ahmad Rofig, Pembaharuan..., , 109.
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Indonesia. Padahal perlunya pencatatan nikah ini untuk mengantisipasi jangan
sampai terjadi tindakan yang merugikan salah satu pihak, terutama pihak wanita,

seperti dalam pernikahan sirri.

Sebagai contoh, jika suatu saat suami meninggalkan isterinya tanpa
diketahui rimbanya, otomatis nafkah lahir dan bathin tidak dapat diberikan. Jika
tidak ada salinan Akta Nikah, maka isteri dan anak-anaknya tidak dapat
mengajukan tuntutan haknya kepada suaminya itu karena tidak memiliki sarana
untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Lain halnya apabila ada salinan Akta
Nikah, maka upaya hukum dapat segera dilakukan manakala hak-haknya
diterlantarkan.®® Oleh karena itu, apa yang diformulasikan oleh ulama fikih pada
masa lalu sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Karenanya, jika dahulu
pencatatan tidak ada atau tidak diperlukan karena masih ada kemaslahatan, tetapi
tidak untuk saat ini. Adalah Amir Syarifuddin dengan santun mengatakan bahwa
bukan fikih yang tidak relevan, tetapi kesalahan itu berada pada orang-orang
yang menempatkan fikih yang ditulis untuk waktu itu, untuk kepentingan

sekarang.%

Sejalan dengan perkembangan zaman yang terus berubah dan
terjadinya pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri
masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, atau surat sebagai bukti

autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bias hilang

% lbid. Lihat juga Atho Muzhar, Membaca Gelombang ljtihad: Antara Tradisi dan Liberasi (Cet.
I1; Jakarta: Titian llahi Pers, 1998), 180. Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam
Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional (Cet. I; Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2006), 255.

% Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam (Cet. Il; Padang: Angkasa
Raya, 1993), 106-107
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dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan atau

kekhilafan.100

Oleh karena itu, negara sebagai pengatur dan pelindung masyarakat
pada akhirnya berkewajiban untuk mengantisipasi hal tersebut jangan sampai
terjadi tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak. Sebab hal ini sejalan
dengan kaidah tasrraf al-imam ‘ala al-raiyyah manutun bi al-maslahah (tindakan
pemimpin (pemerintah) untuk kepentingan rakyatnya adalah guna mewujudkan

kemaslahatan)**

Dalam QS. al-Bagarah [2]: 282 yang mafhum mukhalafah-nya, di
mana kontrak utang piutang saja sudah disyariatkan untuk dituliskan, maka akan
lebih baik kalau kontrak yang mengikatkan antara manusia dengan manusia juga
dituliskan. Selain itu dalam al-Qur'an, perkawinan disebut sebagai perjanjian suci

(mithagan ghalizan) yang jauh lebih penting untuk diutamakan pencatatannya.%?

100 Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan....,121.

101 Meskipun pencatatan perkawinan masih dianggap sebagai persyaratan adiministratif, namun
posisinya ditempatkan pada status yang lebih tegas. Artinya, akta perkawinan itu dalam perspektif
kenegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting dan berpengaruh pada sisi lain kehidupannya
terutama dalam konteks kehidupan bernegara. Sebagai contoh, orang yang telah menikah harus
menunjukkan aktanya jika memiliki suatu urusan apakah masalah KTP, KK, SIM, mendaftarkan
anak sekolah dan urusan-urusan lainnya. Singkatnya, akta perkawinan adalah syarat wajib yang
ditetapkan oleh negara. Ibid., 121.

102 Ada tiga tempat dalam al-Qur'an kata mithagan galizan, yaitu dalam QS. al-Ah.zab [33]: 7,
menyangkut perjanjian Allah dengan nabi-nabi-Nya. QS. al-Nisa' [4]: 154, yang digunakan untuk
menunjukkan perjanjian Allah dengan orang Yahudi, kemudian dalam QS. al-Nisa' [4]: 21 yang
digunakan untuk menunjukkan perjanjian perkawinan.
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Dengan demikian secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa
kesucian ikatan perkawinan antara suami dan isteri mirip dengan kesucian

hubungan Allah dengan pilihannya, yaitu para nabi dan Rasul-Nya.%

b. Asas perkawinan adalah monogami (terbuka)

Pada dasarnya, KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya
peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka. Karena kontribusi KHI
hanya sebatas tata cara prosedur permohonan poligami. Dalam pasal 57 KHI
disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang
akan beristeri lebih dari seorang apabila: (a). isteri tidak dapat menjalankan
kewajiban sebagai isteri; (b). isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang
tidak dapat disembuhkan; (c). isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara
dalam pasal 55 disebutkan: beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan,
terbatas hanya sampai empat orang isteri dan syarat utamanya adalah suami harus
mampu berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anaknya. Jika syarat utama ini
tidak dipenuhi maka suami dilarang untuk beristeri lebih dari satu. Terhadap
harusnya meminta persetujuan isteri diatur dalam pasal 58, kecuali bila isteri
sekurang-kurangnya 2 tahun tidak ada kabarnya atau karena sebab lain yang perlu

mendapat penilain Hakim.

103 Khoiruddin Nasution, Membentuk Keluarga Bahagia (Cet. I; Yogyakarta: PSW IAIN SUKA,
2002), 13-14. Khoiruddin Nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)
(Cet. I; Yogyakarta: ACAdeMIA Tazzafa, 2004), 22-23.
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c. Perceraian di Pengadilan

Perceraian harus dilakukan di sidang pengadilan sebagaimana
termaktub dalam pasal 115 KHL'® Ini dimaksudkan untuk mewujudkan
kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah agar suami tidak
semena-mena menggunakan kata talak atau cerai. Pengaturan tersebut
dimaksudkan agar para suami lebih berhati-hati untuk tidak mudah secara
emosional dalam mengucapkan kata-kata cerai atau talak sebagai penyelesaian
konflik yang mungkin terjadi di antara mereka. Demikian juga masih adanya
pandangan konvensional bahwa talak adalah wewenang penuh suami juga secara
bertahap dapat diubah karena perkawinan adalah sebuah perjanjian suci, yang
perlu dipertahankan keutuhannya. Dari pihak isteri juga memiliki hak untuk

menuntut cerai jika suami melakukan tindakan sewenang-wenang.

d. Pembatasan Usia Nikah

Usia calon mempelai telah dewasa. Pasal 15 KHI mengungkap tujuan
yang lebih jelas mengenai pembatasan usia nikah di mana pasal tersebut
berbunyi: "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya
boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan
dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan, yakni calon suami sekurang-
kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16

tahun"

1%4pasal 115 KHI dinyatakan: "Perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama
setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
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Aturan di atas secara implisit menginginkan ada kematangan jiwa dan
raga calon suami dan isteri dalam melangsungkan perkawinan sehingga tercapai
tujuan perkawinan serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Di samping
itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata
batasan umur yang lebih rendah bagi wanita mengakibatkan laju kelahiran yang
lebih tinggi bila dibandingkan dengan Batasan umur yang lebih tinggi.’%® Bahwa
pembatasan usia nikah ini tidak diatur dalam Kitab-kitab fikih , ini tidak berarti
Batasan yang diberikan oleh perundang-undangan tersebut tidak dikehendaki
oleh ajaran Islam. Batasan ini dimaksudkan agar manusia tidak meninggalkan
generasi yang lemah dapat terwujud.’® Salah satu usaha ke arah itu adalah
dengan calon yang telah masak jiwa dan raganya, dan masing-masing dapat
menyatakan persetujuannya. Inilah bentuk reformulasi atas ketentuan ayat
tersebut yang disesuaikan dengan tuntutan zaman tanpa mengurangi prinsip dan

tujuan syar'i-nya.t’

Terhadap kasus Aisyah yang dinikahi oleh Nabi pada usia yang sangat
belia, hendaknya dilihat sebagai perkecualian atau kekhususan, yang oleh Amir
Syarifuddin disebut menciptakan hubungan musaharah antara Abu Bakar dan
Nabi karena Aisyah adalah anak Abu Bakar sehingga Beliau dapat bebas
memasuki rumah tangga Nabi. Perkawinan saat itu tidak dilihat dari segi
hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruh.'® Meskipun demikian, pembatasan

ini pada tingkat praktek penerapannya masih bersifat fleksibel. Artinya, jika

105 Amir Syarifuddin, Hukum....,26.

106 Al-Qur’an: al-Nisa' [4]: 9.

107 Ahmad Rofig, Pembaharuan..., 110. Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan, Hukum.., 75-76
108 Amir Syarifuddin, Hukum....,66-67.
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secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera
dinikahkan guna menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar.
Contohnya, bisa terjadi perzinahan, sehingga perkawinan harus tetap
dilangsungkan dengan izin orang tua atau dispensasi dari Pengadilan. Oleh

karena itu perwujudan metode sadd al-dhari ah diaplikasikan di sini.1%®

e. lzin Poligami

Dalam rangka mempersulit poligami, maka izinnya harus dari
Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 57 KHI.'® Tampaknya,
pemberian izin kepada suami apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan dalam pasal tersebut dan mendapatkan persetujuan dari isteri.!'* Hal
ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan tidak adil
suami terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, maka izin tertulis dari Pengadilan
Agama merupakan upaya hukum vyang meskipun kelihatannya bersifat
administratif, tetapi memiliki fungsi sosial preventif yang sangat besar. Fungsi ini
biasanya baru terasa dan kelihatan jelas ketika pihak isteri dan/atau anak-anak
ditinggal suami tanpa tanggung jawab yang jelas. Oleh karena itu, jika tidak ada
izin tertulis dari pengadilan, maka secara otomatis perkawinan (poligami)
tersebut tidak dicatat, sehingga mereka tidak memiliki sarana untuk menuntut hak

dan keadilan ke pengadilan. Sebab tanpa izin dari Pengadilan Agama,

109 Ahmad Rofig, Pembaharuan..., 111

110 pasal 57: "Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari
seorang apabila: (a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; (b). Isteri mendapat
cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c). Isteri tidak dapat melahirkan
keturunan.

111 Khairuddin Nasution, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh
(Cet. Il;Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 111.
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perkawinan yang dilakukan kelak dianggap sebagai "poligami liar", tidak sah dan

tidak mengikat, meskipun perkawinan dilakukan di hadapan PPN.112

f. Pembagian warisan dengan cara damai

Pada dasarnya, menjalankan syariat Islam adalah sudah menjadi
keharusan bagi kaum muslim termasuk dalam syariat pembagian warisan
menurut ketentuan hukum Islam. Namun demikian, dalam aplikasi masyarakat
diperbolehkan adanya upaya perdamaian untuk mencapai kemaslahatan dan
keadilan dalam pembagian warisannya. Itupun dengan syarat dan ketentuan
adanya kesadaran dan kesepakatan dari pihak terkait setelah mereka mengetahui
dan menyadari bagiannya masing-masing secara pembagian hukum Islam.
Sebagaimana tercantum dalam pasal 183 KHI di mana para ahli waris dapat
bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah
masing-masing menyadari bagiannya. Jadi, diperbolehkan pembagian harta
warisan secara bagi rata manakala sebelumnya ada proses pembagian secara
hukum Islam, dan disadari oleh para pihak dan setelah disepakati bersama untuk

dibagi rata diantara mereka.

Cara di atas, sekali lagi dimungkinkan karena adanya kebiasaan yang
terjadi, dipraktekkan berulang-ulang dan dianggap baik dalam masyarakat. Di
kalangan ulama dikenal satu kaidah al-adah muhakkamah. Memang, secara
normatif pembagian warisan hanya dapat dilakukan ketika pewaris telah

meninggal dunia karena kematian pewaris sebagai salah satu syarat yang

112 yahya Harahap, "Materi Kompilasi Hukum Islam™ dalam Dadan Mattagien et. al, Peradilan...,
102
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disepakati oleh para ulama sehingga warisan dapat dibagi. Akan tetapi, yang
terjadi di masyarakat sekarang banyak dari pihak orang tua (calon pewaris)
menginginkan agar sepeninggalnya para ahli waris tetap hidup dalam
persaudaraan, tidak terjadi cekcok atau sengketa satu sama lain. Oleh karena itu,
perlu kiranya ditunjuk beberapa saksi dalam pembagian harta warisan tersebut
guna menghindari persengketaan di kemudian hari. Meskipun demikian ada
sebagian ulama yang mengatakan bahwa pembagian warisan dengan cara damai
sebagai praktek dari sikap mendua karena satu sisi ingin melaksanakan ketentuan

nas sementara di sisi lain membagi harta berdasarkan perdamaian.

Tetapi, penyelesaian berdasarkan perdamaian tidaklah secara otomatis
bersikap mendua, karena selain perdamaian merupakan term al-Qur'anss, juga
sangat efektif untuk meredam terjadinya konflik intern keluarga akibat
pembagian harta tersebut.ss Oleh karena itu, untuk menyikapinya yang sering
dilakukan adalah melakukan pembagian warisan dengan berdasarkan ketentuan
faraid, lalu setelah itu masing-masing pihak berdamai untuk menentukan

penerimaan harta sesuai dengan kondisi perekenomian mereka masing-masing.

g. Ahli Waris Pengganti
Model ahli waris pengganti diatur dalam pasal 185 KHI, yaitu: (1).
Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya

dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173*3;

113 Ppasal 173 yang dimaksud adalah: "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan
putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a).
dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b).
dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan
suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
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(2). Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang

sederajat yang diganti".

Adanya pengaturan ahli waris pengganti seperti di atas merupakan
pengembangan dari kitab fikih, sebab ada yang membahas ahli waris pengganti
itu secara sempit dan terbatas seperti halnya cucu laki-laki dari anak laki-laki
yang dapat menggantikan ayahnya yang sudah meninggal lebih dahulu,

sedangkan cucu dari anak perempuan tidak mungkin.

Adapun dalam KHI ini, cucu perempuan bisa mendapatkan harta
warisan tersebut. Ketentuan ini boleh jadi merupakan pengejawantahan dari

gagasan Hazairin, yang gigih memperjuangkan Hukum waris bilateral. '

h. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah, dalam pasal 209 KHI dinyatakan: "(1). Harta
peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193,
sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya; (2).
Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya". Penciutan
ruang lingkup wasiat wajibah ini kelihatannya, karena di dalam KHI telah

mengakomodasi cara pemberian bagian warisan dengan penggantian kedudukan

114 gecara konsepsional, konsep penggantian kedudukan ini sebagaimana yang dikemukakan
Hazairin agak mirip dengan figh Syi'ah, yang menempatkan cucu garis perempuan sebagai ahli
waris. Dari satu sisi pemberian bagian kepada ahli waris zawil arham dekat dengan wasiat wajibah
dalam hukum waris Mesir, Syria, dan juga Maroko. Akan tetapi dalam KHI diperkecil lingkupya
sehingga wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua dan atau anak angkat. Lihat Ahmad
Rofiq, Pembaharuan...., 116.
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menurut konsep KUH Perdata, yang disebut plaatsvervullings. Yang jelas, baik
penggantian kedudukan maupun wasiat wajibah dimaksudkan untuk mengatasi
ahli waris zaw al-arham yang dalam fikih sunni tidak mendapat bagian warisan,

selama ahli waris ashab al-furud masih ada.*®

I. Warisan anak zina

Secara garis besar, pernyataan dalam pasal 186 KHI bahwa anak zina
atau anak li'an hanya mempunyai hak waris dengan ibu atau keluarga ibunya,
adalah penegasan kembali fikih yang didasarkan pada riwayat Abu Dawud, yang
diikuti oleh fikih Syafi'i. Rasulullah saw., menjadikan hak waris anak li'an
(mul'anah) kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya. Hal ini mungkin tidak
menjadi persoalan karena laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan
wanita pezina pula, begitu pula sebaliknya,'® meskipun status anak anak hasil
perzinaan tersebut adalah anak zina. Yang menjadi persoalan adalah manakala
wanita yang hamil karena zina kemudian nikah dengan laki-laki yang bukan
pezinanya, seperti nikah penutup malu, karena yang menjadi persoalan di sini
sebenarnya adalah status kawin hamil.*'” Karena persoalan ini masih sering
ditemukan dan dibutuhkan solusi yang tepat. Tentu saja ini ditempuh dengan

tetap mempertimbangkan berbagai segi dan akibat hukumnya.!8

115 |bid., 117. Makna wasiat wajibah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat
meskipun tidak ada wasiat secara nyata in konkreto. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila
dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat,
wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya. Lihat Yahya Harahap, "Materi...., 113

116 al-Qur’an: al-Nar [24]: 3.

17 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 164-168.

118 Dalam lbn Rusyd, dijelaskan bahwa mayoritas ulama membolehkan meski perbuatan ini tercela
dengan merujuk riwayat Jabir, ketiak seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah saw., dan
mengatakan: "Wahai Rasulullah saw., istriku tidak menolak tangan laki-laki yang memegang
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Itulah sebabnya mengapa dalam ketentuan ini sengaja dirumuskan
dengan singkat dan agak bersifat umum. Hal ini dimaksudkan untuk memberi
keluasan bagi pengadilan untuk mencari dan menemukan asas-asas baru melalui

terobosan dan konstruksi yang lebih aktual dan rasional.**°

j. Sistem Pewarisan Kolektif

Gagasan sistem ini agaknya dimunculkan karena kepentingan
pragmatis dan situasional. Dilihat dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup
dalam masyarakat, ketentuan ini diakomodasi dari sistem hukum adat. Hal ini
dinyatakan dalam pasal 189 KHI, yaitu: (1). Bila harta warisan yang akan dibagi
berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar supaya
dipertahankan sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan
Bersama para ahli waris yang bersangkutan; (2). Bila ketentuan pada ayat (1)
pasal ini tidak memungkinkan karena di antara ahli waris yang bersangkutan ada
yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau
lebih ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing, dengan
cara yang memiliki lahan menggantikan atau memberikan kompensasi sebesar

atau senilai bagian ahli waris yang membutuhkannya.

Menurut Ahmad Rofig, sepanjang cara penyelesaian pewarisan
kolektif tersebut tidak menimbulkan kerugian pada sebagian ahli waris, dapat

dilaksanakan dan dalam batas-batas tertentu dapat dianalogikan dengan sistem

(menggauli)nya”. Rasul menjawab: "Ceraikan saja dia". Laki-laki itu menawar, dan berkata:
"Tetapi aku masih mencintainya, karena dia cantik”. "Bersenang-senanglah kamu dengan dia",
kata Rasulullah. Lihat Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid (Semarang: Usaha Keluarga, tt.), 30.

119 yYahya Harahap, "Materi...., 101.
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adat di Minangkabau. Menurut Hazairin, ciri-ciri sistem kewarisan kolektif
adalah harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang
merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta
pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya di antara ahli waris-ahli waris,
dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya kepada mereka itu, seperti dalam

masyarakat matrilineal di Minangkabau.'?

Jadi, pembagian warisan dalam sistem ini lebih didasarkan pada
musyawarah keluarga. Di mana secara metodologis meninggalkan ketentuan
umum untuk memilih ketentuan khusus karena ada pertimbangan kemaslahatan

yang lebih besar.

k. Harta Bersama atau Gono-Gini

Pembagian harta ini dilaksanakan sebelum harta warisan dibagikan
kepada ahli waris lain. Harta warisan dibagi dua atau lebih menurut jumlah isteri
yang ada, sebanding dengan durasi waktu lamanya masing-masing isteri
mengarungi bahtera perkawinan dengan pewaris (suaminya). Setelah itu dibagi
kepada ahli waris lain. dalam pasal 190 KHI disebutkan: "Bagi pewaris yang
beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian

atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan

120 Ahmad Rofig, Pembaharuan....,120. Di Minangkabau dikenal dua harta pusaka, yaitu harta
pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Harta pusaka rendah adalah harta pencarian yang diwarisi
oleh anak turun dari garis ibu. Misalnya, jika seorang wanita wafat meninggalkan sebidang tanah
hasil pencariannya sendiri, sawah itu menjadi hak milik bersama (yang tidak terbagi-bagi) anak-
anak turunnya. Jika yang wafat itu yang laki-laki dengan meninggalkan sebidang tanah, maka
sebidang sawah dari pencariannya tersebut menjadi harta pusaka dari saudara laki-laki,
saudarawanita, dan anak cucu dari saudara wanita yang kesemuanya menurut garis wanita. Harta
pusaka tinggi, adalah harta benda yang sudah diwarisi turun-menurun dan merupakan milik dari
famili besar sebagai kesatuan dan diurus atas nama keluarga besar oleh kepala dari famili yang
disebut Pengulu Andiko.
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bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya". Harta gono-gini ini ialah
harta kekayaan yang diperoleh oleh suami-isteri selama berlangsungnya
perkawinan di mana kedua-duanya bekerja untuk kepentingan hidup berumah
tangga. Bekerja ini hendaknya diartikan secara luas, hingga seorang isteri yang
pekerjaannya tidak nyata-nyata menghasilkan kekayaan, seperti memelihara dan
mendidik anak-anaknya, dianggap sudah bekerja. Tetapi harta yang diperoleh
secara kongkret oleh suami adalah menjadi milik bersama. Gagasan adanya harta
bersama tidak jelas dari mana konsep ini dimunculkan. Apakah karena akibat
emansipasi wanita sehingga mereka banyak bekerja di luar rumah. Baik dalam
sektor formal sebagai wanita karier, atau sektor informal lainnya yang dapat
melebihi penghasilan kaum laki-laki/suami. Meskipun bisa diterjemahkan dari
kitab fikih yang membahas tentang syirkah, tetapi concern pembicaraannya tidak
secara langsung dikaitkan dengan persoalan harta bersama suami-isteri yang
berimplikasi pada pembagian warisan. Bila melihat pandangan Ahmad Rofiq,
tampaknya pembagian harta bersama ini adalah hasil akomodasi dari hukum adat
yang berlaku di masyarakat, yang dikenal gono-gini pada masyarakat Jawa Timur
sebagai harta campur kaya, dan di Jawa Barat disebut dengan guna kaya, di

Minangkabau disebut harta suarang, di Aceh disebut hareuta seuhareukat..'?!

Sedangkan Amir Syarifuddin melihat pembagian harta bersama yang
ada dalam KHI tidak langsung diambil dari praktek adat, tetapi diambil dari

undang-undang yang lebih dahulu mengambilnya dari hukum adat.'?

21 1pid., 122-123.
122 Amir Syarifuddin, Hukum..., 25.
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I. Wakaf: Sertifikasi dan Saksi

Ketentuan KHI dalam hukum perwakafan lebih bersifat penegasan
dan pengembangan dari peraturan yang ada sebelumnya karena wakaf yang
dimaksud dalam KHI bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang
memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran

Islam.12

Adanya sertifikasi atas benda wakaf tiada lain guna menjaga keutuhan
dan kelestariannyass terhadap kepastian jumlah dan jenis-jenisnya. Terlepas dari
itu, masyarakat masih menganggap mewakafkan hartanya sebagai bagian dari
amal jariah yang bersifat tabarru’ atau tindakan sukarela yang tidak
mengharapkan kontraprestasi (imbalan). Islam mengajarkan agar jika tangan
kanan orang yang memberikannya, maka tangan Kirinnya tidak mengetahuinya.
Ini kemudian berimplikasi yang kurang menguntungkan dan berkepanjangan
bahwa di kemudian hari sosialisasi keharusan adanya Pengganti/Akta ikrar
Wakaf (P/AIW) sebagai pendahuluan sertifikasi tanah wakaf mengalami
hambatan besar. Karena dengan adanya pencatatan, ada kekhawatiran pada
sebagian masyarakat akan mengurangi nilai jariah dari wakaf tersebut, utamanya
keikhlasan si wakif. Padahal dengan adanya ketentuan teknis lainnya, seperti
sertifikasi, nazir dan saksi tiada lain bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum
dan administrasi wakaf dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan
pemahaman yang lebih luas dan proporsional sejalan dengan tuntutan zaman

modern di mana bukti-bukti autentik merupakan kebutuhan yang tidak bisa

123 pasal 215 ayat (4) dari KHI
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dihindari, demi tercapainya tujuan wakaf itu sendiri. Bila dikaitkan dengan
ketentuan nas, maka pencatatan atau pensertifikatan tanah wakaf dapat
digiyaskan pada soal utang piutang dalam QS. al-Bagarah [2]: 282,24 yang sama
halnya dengan pencatatan perkawinan. Ini dimaksudkan tidak lain untuk
meningkatkan jangkauan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh tindakan wakaf

itu sendiri.

m. Larangan Perkawinan Beda Agama

Suatu hal yang dapat dianggap baru dalam hal larangan perkawinan
ialah larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang
wanita yang tidak beragama Islam. Ketentuan ini diatur dalam pasal 40 KHI.'?°
Ketentuan ini dapat dianggap sebagai suatu ketentuan yang baru mengingat
dalam berbagai kitab fikih disebutkan seorang laki-laki muslim dilarang menikah
dengan wanita musyrikah, tetapi boleh menikah dengan wanita kitabiyah, yaitu
mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani. Meskipun demikian pandangan di
kalangan ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia yang tidak membolehkannya.
Karena berdasarkan Munas Il MUI tanggal 26 Mei — 1 Juni 1980 telah
memutuskan pengharaman perkawinan beda agama, baik laki-laki muslim
dengan wanita non-muslim atau sebaliknya. Dengan demikian, dalam sistem

hukum Indonesia tidak dikenal kemungkinan adanya perkawinan beda agama.*?

124 Al-Qur’an:. al-Bagarah [2]: 282

125 pasal 40: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita
karena keadaan tertentu: (a). karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan
dengan pria lain; (b). seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; (c).
seorang wanita yang tidak beragama Islam".

126 Abdullah Ahmad Qadiry, Nikah Beda Agama Menurut Islam. Terjemahan dari Syaihu Asnawi
(Cet. I; Yogyakarta: Media Wacana, 2003), 128.
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Berkenaan dengan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita
kitabiyah, Abdul Hamid Hakim menilai untuk saat ini sudah tidak relevan lagi
karena dahulu menikahi mereka ada unsur dakwah di dalamnya. Tetapi, saat ini
sudah sulit untuk diwujudkan karena perkawinan jenis ini berdampak pada diri
anak yang dilahirkan kelak. Sementara kecenderungan keagamaan anak saat ini
lebih banyak dipengaruhi oleh ibu mereka, bukan oleh ayahnya.so Adapun
mengenai larangan wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim

secara tegas disebutkan dalam pasal 44 KHI.1?’

Sebelumnya, dalam pasal 4 KHI ditetapkan bahwa "Perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat
(1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan®. Pasal 2 ayat (1) yang
dimaksud adalah: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Karena itu ketentuan ini
merupakan ketentuan hukum negara yang berlaku umum, mengikat, dan
meniadakan perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah "hukm al-hakim yurfa’u
al-khilaf".  (Keputusan pemerintah mengikat untuk dilaksanakan dan
menghilangkan perbedaan pendapat). Dengan mencermati gagasan-gagasan
pembaharuan yang diintrodusir dalam hukum perkawinan, kewarisan, dan
perwakafan di atas dapat bernuansa: Pertama, adanya kebijaksanaan adminstratif

sebagai usaha menjembatani fikih yang tidak akan berubah dengan tuntutan

127 pasal 44: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang
tidak beragama Islam". Dalam pelaksanaan di lapangan, Pegawai Pencatat Nikah berhak menolak
untuk melakukan tugasnya, seperti diatur dalam pasal 69 ayat (1) dalam KHI: "Apabila PPN
berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut UU No. 1 tahun 1974,
maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan™
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masyarakat yang sudah berbeda dengan tuntutan kekinian sebagai upaya
kemaslahatan. Kedua, adanya aturan tambahan, di mana aturan ini ditempuh
dengan tidak mengurangi dan mengubah materi fikih yang sudah ada. Jadi, ada
pertimbangan sosiologis di sini yang lebih ditonjolkan. Misalnya perlunya ahli
waris pengganti atau plaatsvervullings (dalam terminologi KUH Perdata) dan
atau wasiat wajibah —meskipun dalam KHI hanya ditujukan kepada anak angkat
atau orang tua angkat. Ketiga, menempuh cara talfig, yaitu meramu beberapa
pemikiran atau hasil ijtihad dalam suatu masalah tertentu menjadi satu bentuk
yang kelihatannya seperti baru. Keempat, reinterpretasi dan reformulasi, yaitu
mengkaji ulang dalil dan bagian-bagian fikih yang tidak aktual lagi dalam situasi
dan kondisi tertentu, untuk kemudian disusun penafsiran dan formulasi baru. Bila
melihat keempat nuansa pembaharuan di atas terhadap materi KHI, maka bisa
dikatakan hampir seluruhnya bersifat teknis saja terhadap materi fikih yang
diaplikasikan oleh para ulama terdahulu. Sementara yang bersifat substantif
hanya sedikit, misalnya pembagian harta bersama atau gono-gini. Materi ini
memang betul-betul baru dan tidak pernah dipraktekkan atau diajarkan oleh para

ulama fikih terdahulu.
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METODE IJTIHAD IBN TAIMIYYAH

A. Metode Istidlal

1.

Istidlal naqli

Hal yang paling signifikan dalam pengkajian ijtihad lbn Taimiyyah
adalah kewajiban penetapan metode Istidlal secara mandiri dan mencari
sinkronisasi dengan metode ijtihad para mujtahid imam mazhab. khususnya
pemakaian dasar-dasar dalil naqli yang kuat dan benar. lbn Taimiyyah
merupakan sosok ulama yang hidup pada masa dominasi tradisi taklid buta
pada imam mazhab, tanpa seleksi yang ketat atas penukilan sumber-sumber
dalil. la hidup pada masa kebuntuan logika dan ijtihad, sehingga hal yang
wajib dilakukan adalah pengembalian pada sumber-sumber asasi murni yaitu

Istidlal pada sumber-sumber dalil nagli, al-Qur’an dan al-Sunnah.

Dalam Kkitab al-Fatawa al-Kubra, Ibn Taimiyyah menegaskan kerangka

keagamaan sebagai berikut :
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L 1bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, (Kairo: Dar al-Sa’ab 1976), Juz.2, 458.
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Fikih dalam aturan agama merupakan pemahaman terhadap hukum-
hukum shara” dengan dasar dalil nas. Orang yang tidak mengetahui sumber-

sumber dalilnya, maka ia tidak bisa memahami isi kandungan agama.

Dalam  penegasan kebenaran akidah Islamiyah, Ibn Taimiyyah

mengingatkan dengan pernyataannya,
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Hal yang benar dalam akidah Islamiyah, jika terambil dari dalil-dalil
yang berbeda dikarenakan pertimbangan rasionalitas, kecerdasan, kebersihan
dan kejernihan pikiran, maka pasti terbangun pemahaman atas dua hal,
kebenaran akidah Islamiyah tetap dalam kerangka kebenaran dalil-dalil naqli
secara mutlak, dan kebenaran yang diperoleh dari proses hasil pencarian dalil
melalui pendekatan kekuatan rasionalitas. Pada domain proses kebenaran
Istidlal, akan selalu berubah-rubah, sebagaimana perubahan pada kekuatan

jasmaniyah. Akan tetapi pada domain penguatan kebenaran dalil-dalil nas

2 |bid, Juz.3, 306.
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hanya bisa difahami oleh mereka yang memiliki kebersihan pikiran dan

keyakinan yang kuat.

Memahami kerangka hukum syariah harus disusun atas dasar
penguatan kebenaran dalil-dalil nas yang diperkuat dengan proses
pemahaman para ulama terhadap sumber-sumber dalil tersebut secara spesifik

dalil al-Qur’an.

Ibn  ‘abd al-Hadi menyatakan bagaimana Ibn Taimiyyah
mengumpulkan pandangan para ulama salaf atas penjelasan suatu hukum
dengan pendekatan sumber-sumber sanad yang sahih bisa terkumpul sampai
tiga puluh jilid, 1bn Taimiyyah menyatakan setiap ayat bisa melahirkan 100

jenis penafsiran.®

Penguasaan Ibn Taimiyyah terhadap sumber-sumber hadis* terbukti
sungguh-sungguh dalam meneliti dan menyeleksi kesahihan suatu hadis yang
dijadikan sebagai sumber dalil. Atas dasar ini seringkali Ibn Taimiyyah
menolak sebagian pandangan ulama yang tidak menjadikan hadis sebagai

sumber dalil dengan pertimbangan kesahihannya.

Berdasarkan metode ijtihadnya, 1bn Taimiyyah berusaha untuk
mempertemukan metode ulama ahli hadis dan ulama ahli fikih. Dari kalangan

ulama ahli hadis Ibn Taimiyyah mengambil penetapan sumber-sumber hadis

% 1bn al-Hadi, al- ‘Ugud al-Durriyah, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), 26.
4 Lihat Maugifuhu min al-sunnah, 79.
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yang kuat dan sahih, sementara dari kalangan ulama ahli fikih Ibn Taimiyyah
memakai relevansi pemakaian kaidah fikih dengan pendekatan kesahihan
sumber hadisnya. lbn Taimiyyah menegaskan bahwa sudah menjadi
pengetahuan bersama jika ulama ahli hadis memiliki nilai-nilai kesempurnaan
dengan berbagai indikator metode serta kompetensinya yang tidak terdapat
pada ulama-ulama lainnya. Sedangkan ulama lainnya, seperti kalangan ahli
fikih selayaknya memiliki cara dan metode Istinbat hukum yang berbeda
seperti pendekatan rasional, a/-giyas, teori-teori ilmu kalam, Istidlal, proses
diskusi dan perdebatan, metode mukashafah, pendalaman rasa (dhawq), dan
lain sebagainya. Ulama ahli hadis sudah melalui proses-proses tersebut di

atas, bahkan lebih luas dalam penguasaanya.®

Beberapa ulama yang memakai metode pendekatan hadis dan
rasionalitas adalah Imam Syafii, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishag, Abi
" Abidah, Abi Thaur®, Muhammad Ibn Nasor al-Mawarzi’, Imam Dawud ibn
Ali. Menurut Ibn Taimiyyah mereka semua adalah ulama fikih yang juga ahli

hadis.®

% Ibn Taimiyyah, Majmu™ a/- Fatawa (Kairo: Dar al-Sa’ab 1976), Juz.4, 9 - 10.

6 al-Hafiz Ibrahim ibn Khalid al-Kalabi seorang Imam Ulama Fikih, wafat 240 H, lihat, Tadhkirat
al-Huffaz, Juz.2, 512.

7 al-Fagih abu Abdillah muhammad ibn Nashor al-Mawarzi wafat 294 H, lihat, Tadhkirat al-Huffaz,
Juz.2, 650.

8 al-Hafiz al-Fagih Dawud ibn “ali ibn Khalaf al-Asbihani abu Sulaiman, seorang fagih ternama
wafat 270 H

% Ibn Taimiyyah, Majmu™ al- Fatawa, Juz.20, 233.
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a. Ibn Taimiyyah ulama ahli Hadis

Kualitas keilmuan Ibn Taimiyyah dalam ilmu hadis tidak hanya
dalam bidang penerimaan hadis sebagai sumber dalil, akan tetapi ia juga
bergelar ulama ahli hadis karena kemampuannya menghafal matan dan

sanad hadis secara komprehensif lahir dan batin.

Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa kategori ulama ahli hadis tidak
hanya mendengar, menulis dan meriwayatkan setiap hadis, namun mereka
selalu intensif mencari sumber para perawi hadis yang kuat, daya hafal dan
pengetahuannya terhadap para rawi secara lahir batin. Bahkan termasuk
juga mereka harus menjadi ulama yang hafal dan menguasai kandungan

al-Qur’an.°

Ibn Taimiyyah menyampaikan tidak mudah menerima ulama
sebagai ahli hadis dengan metode dan pemikirannya. Menurutnya ulama
yang berhak untuk dinukil kemampuan metode ijtihadnya, harus berasal
dari aliran dan golongan yang murni dan sehat, sehingga model pemikiran
dan amaliahnya juga akan sesuai dengan dasar-dasar nas syar’i.!!

Ibn Taimiyyah mempertegas bahwa mayoritas ulama ahli hadis serta
para pengikut mereka, pasti menguasai dasar-dasar hadis sahih yang

dinukil dari Nabi Muhammad saw.'? Ibn Taimiyyah mengingatkan wajib

10 1bid, Juz.4, 90.
11 Ibid, Juz.3, 347.
12 |bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, Juz.1, 81.
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berpegang teguh dengan semua jenis peribadatan berbentuk ucapan dan
perbuatan yang bersumber dari dalil-dalil nas yang kuat dan sahih sebagai
ajaran syariat.™

b. Metode pemikiran Hadis Ibn Taimiyyah

Pemikiran hadis Ibn Taimiyyah banyak diketahui melalui karya-
karya tulisnya yang berbasis pendekatan fikih hadis. Banyak ulama yang
memuji pemikirannya dalam beberapa permasalahan tertentu. Ibn
Taimiyyah terkadang menggunakan metode yang tidak sama dengan
mayoritas ulama ahli hadis, seperti penerimaannya pada hadis mursal
dengan syarat tertentu, serta terkadang memakai hadis daif sebagai metode
pemikiran fukaha dalam memahami kandungan makna nas. Ibn Taimiyyah
selalu menggunakan kaidah-kaidah wusufyyah dan kaidah-kaidah fighiyyah

yang relevan dengan dalil-dalil nas.

Dalam pemikiran Ibn Taimiyyah pada kajian hadis bisa ditemukan
beberapa pendekatan. Pertama, Ibn Taimiyyah memakai Istidlal dengan
hadis melalui kejelasan derajat matan dan sanad hadisnya, bahkan
menguraikan masing-masing ‘i/lat-nya. Kedua, memakai kandungan hukum

yang terdapat dalam dalil-dalil hadis secara mutlak. Ketiga, penggunaan

13 |bn Taimiyyah, Majmu al-Fatawa, Juz.24, 242,
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dalil hadis lengkap dengan pendekatan penelusuran takhrij hadisnya, dan

keempat, adakalanya memakai hadis daif.

Ibn Taimiyyah merupakan ulama yang sangat menguasai macam-
macam ilmu hadis sebagaimana diketahui dalam setiap karya-karya tulisnya.

Berikut ini ada beberapa karateristik pemikiran hadis Ibn Taimiyyah:

1) Terdapat perbedaan penguasaan keilmun hadis pada masa-masa awal
kehidupannya yang masih bertaklid pada beberapa imam mazhab,
khususnya imam Ahmad ibn Hanbal. Sementara pada saat mencapai
puncak popularitas keilmuannya, sudah melakukan ijtihad akademis
yang mandiri terbukti adanya penguatan sumber-sumber dalil khususnya
bidang ilmu hadis pada setiap pendapat-pendapat hukumnya.

2) Ibn Taimiyyah mendalami lebih konsisten penguatan yang sempurna
atas pengkajian setiap pilihan matan hadis beserta para sanad-sanadnya
dalam permasalahan akidah, permasalahan fikih ikhtilaf ulama melalui
pendekatan penjelasan kesahihan hadis yang dinukilnya seperti masalah
nikah tahlil, talak dan rekayasa hukum fikih. Sehingga Ibn Taimiyyah
tidak pernah menyia-nyiakan pandangan ulama-ulama lain yang terkait
dengan hadis yang dinukil.

3) Ibn Taimiyyah berpegang teguh menghafal kandungan matan dan sanad-
sanad hadis yang dijadikan sebagai sumber-sumber dalil hukum fikih

4) Terkadang memakai hadis daif menurut ulama lain yang belum
ditetapkan sendiri sebagai hadis daif, dengan pertimbangan tidak
terdapat perlawanan yang serius dengan sumber dalil al-Qur’an, atau
bahkan diperkuat dengan pengkajian metode al-giyas dan Istinbat
hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.

5) Terdapat penyelarasan metode pemahaman hadis dengan imam Ahmad
ibn Hanbal dalam proses penetapan hadis daif. 14

c. Pendekatan Ibn Taimiyyah dalam mustalah al-hadith

Ibn Taimiyyah telah bersungguh-sungguh dalam memahami dan

mengkaji hadis, baik dari pendekatan matan dan sanad hadis. Dalam

“1bid, 27.
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berbagai karya tulisnya, ia menguraikan ciri-ciri hadis derajat mutawatir
yang memberikan penegasan faedah penguatan dasar-dasar keilmuan

terhadap hadis daif dan mursal.
1) Batasan hadis mutawatir

Ibn Taimiyyah tidak menetapkan batas-batas ketentuan dalam
derajat mutawatir.*® Menurutnya orang-orang yang menentukan bilangan
batasan dalam derajat mutawatir merupakan hal yang keliru. Menurut 1bn
Taimiyyah semua hadis yang mengandung nilai keilmuan termasuk dalam
kategori derajat mutawatir dengan beberapa pertimbangan sebagai

berikut:
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a) Para perawi harus banyak;
b) Para perawi memiliki sifat dabit dan istiqgamah;

c) Kesepakatan para perawi atas kepastian tidak melakukan
kebohongan.;

d) Memiliki kecerdasan, kepandaian dan kemakrifatan terhadap hal-
hal yang diriwayatkan oleh para perawi hadis;

e) Para perawi hadis telah bersepakat atas kebenaran masing-masing
hadis yang diterima secara bersama;

B1bn Taimiyyah, Majmu al- Fatawa, Juz.30, 113.
®Ibid, Juz.18, 17.
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f) Para imam hadis mengamalkan hadis-hadis yang diterimanya.

2) Hadis daif

Ibn Taimiyyah memahami hadis daif berdasarkan pemahaman para
ulama terdahulu. Hadis daif menurut mereka terbagai menjadi dua bagian,
pertama, hadis yang bisa dipakai sebagai hujjah yakni hadis hasan dalam
istilah yang dipakai oleh Turmudzi, kedua, hadis yang tidak bisa dipakai

sebagai hujjah yakni hadis daif.!’

Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa telah banyak ditemukan dalam
pandangan Imam Ahmad, serta pendapat ulama ahli fikih yang memakai
hujjah hukum dengan hadis daif seperti hadis Amrin ibn
Shu’aib® lbrahim al-hajari®®. Selain keduanya, hadis yang ternukil dari
keduanya oleh mayoritas ulama digolongkan sebagai hadis daif, akan
tetapi derajatnya lebih tinggi dari hadis hasan, bahkan ada sebagian ulama
lain menggolongkan sebagai hadis sahih, sementara al-Turmudzi

menyebutnya sebagai hadis hasan.?

Ibn Taimiyyah menjelaskan bahwa pemakaian hujjah hadis daif

oleh ulama terdahulu hanya dalam bentuk keutamaan amal perbuatan

7 1bid, Juz.48, 249.

18 <Amrin ibn Shu’aib ibn Muhammad ibn ‘Abdillah ibn ‘Amrin ibn al-‘Ash seorang yang sangat
jujur, wafat 118 H.

19 Ibrahim ibn Muslim Abu’ Ishaq al-Hajari

20 1bn Taimiyyah, Majmu* al-Fatawa,, Juz.18, 249.
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yang sudah memiliki hujjah nas dan iima’sebagai amal yang dicintai oleh
Allah swt, seperti penentuan atas macam-macam pahala. Menurutnya
pemakaian hadis daif ini telah banyak diriwayatkan sebagai amal
perbuatan yang diperbolehkan atas dasar hujjah hadis tersebut sebagai

bentuk motivasi amal-amal perbuatan. 2
3) Hadis mursal

Hadis mursal merupakan hadis yang tidak diriwayatkan melalui jalur
para sahabat.?? Menurut lon Taimiyyah, hadis mursal bisa dijadikan

sebagai dalil hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:%
a) Banyak jalur periwayatannya

b) Terhindar dari periwayatan para rawi yang berbohong

c) Kesepakatan para penyampai berita atas apa yang mereka sampaikan

Ibn Taimiyyah mengemukakan hadis riwayat ‘Amrin ibn Ibn Dinar

tentang suami yang melakukan talak tiga pada istrinya;

2 1hid, Juz.18, 65-68.
22 1hid, Juz.18, 38.
2 |bid, Juz.18, 347.
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“Diriwayatkan dari ‘Amrin ibn Dinar, dia berkata, sesungguhnya Nabi
Muhamad saw pernah ditanya perihal suami talak tiga yang yang mau rujuk
pada istrinya, Nabi menyampaikan bahwa istri tersebut harus menikah atas
kehendak sendiri (tanpa paksaan) serta dia harus merasakan madu dari
suaminya yang baru (bersenggama).”
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Menurut Ibn Taimiyyah hadis tersebut merupakan hadis mursal
dipakai sebagai hujjah hukum, sebab setiap para tabi’in yang menukilnya
menyebutkan bahwa hal ini sebagai hujjah hukum. Oleh karena itu, setiap
periwayatan hadis mursal yang kuat dari jalur para rawi sekalipun dari

kalangan tabiin maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah .

Dalam hal ini Ibn Taimiyyah berbeda dengan para ulama ahli hadis,

para ahli hadis menetapkan hadis mursal setara dengan hadis daif, sehingga

24 |bid, Juz.4, 290.
25 |bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra,, Juz.3, 324.
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tidak bisa dijadikan sebagai hujjah hukum, sedangkan Ibn Taimiyyah

menetapkannya bisa dijadikan sebagai hujjah hukum.

Dalam berbagai karya tulis, Ibn Taimiyyah terdapat temuan ilmiah
atas kesungguhannya dalam pemakaian metode ulama ahli hadis
sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan penukilan kualitas hadis dari
berbagai pendekatan periwayatan dan matan hadis. Dalam bidang tertentu,
mayoritas mengacu pada metode ahli hadis terdahulu, namun terkadang juga

ditemukan kemandirian metode Ibn Taimiyyah yang berbeda.

¢ oalzel L«{JAL«MJ\MLSJJ\.AUjJJ V.:f\ cuuw/uﬁ t.ij\ jj’?/? JL;
BT e 3 Griadd B o S 0 L;&JJJ & 83l Gilags
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Ibn Taimiyyah menegaskan mayoritas ulama ahli hadis masih
relevan memakai hadis mursal sebagai dasar hujjah atas penetapan berbagai

bentuk amaliah, yang mempertimbangan penggunaan nilai keutamaan suatu

peribadatan yang didasarkan atas perbedaan waktu dan tempat.

2 e
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26 |bn Taimiyyah, Majmu ™ al-Fatawa,, Juz.1, 259.
27 1bid , 260.
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Berbeda dengan ulama semisal Malik ibn Anas dan Shu’bah ibn al-
Hujjaj, Yahya bin Sa’id al-Qattan, mereka membangun kerangka hukum atas
dasar penetapan ijtihad terhadap hadis dengan pertimbangan pendekatan

kualitas sanad dan perawi hadis.
d. Metode hadis musnad Imam Ahmad

Ibn Taimiyyah mempertegas dasar metode hadis Imam Ahmad
yakni penguatan kualitas perawi setiap hadis. Manakala terdapat hadis dari
aspek matan masih lemah, sedangkan perawinya seorang yang berbohong,
sebagaimana pendapat Imam Ahmad, Ibn Taimiyyah tidak menjadikannya

sebagai hujjah .2

Ibn Taimiyyah memberi contoh penilaian Imam Turmudhi atas hadis
hasan gharib. Manakala terdapat pemahaman mayoritas ulama ahli hadis atas
hadis dengan kedudukan gharib, jika dari aspek matan hadis tersebut sahih,
maka Imam Turmudzi tetap mengelompokkannya sebagai hadis gharib.
Namun Imam Ahmad berbeda, jika matan hadis tersebut sahih diperkuat

dengan adanya para saksi, maka hadis tersebut tergolong hadis hasan?®

Berdasarkan hal tersebut, Ibn Taimiyyah memuji ulama Madinah

dan ulama Basrah yang dipandang sebagai ulama pengamal hadis hadis-hadis

28 1pbn Taimiyyah, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi Nagd Kalam al-ShT"ak wa al-Qadariyyah,
Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, t.th.), 223
Zlbn Taimiyyah, Majmu* a/-Fatawa, Juz.18, 248.
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sahih dengan perawi hadis kuat dari aspek riwayah dan dirayah, berbeda
dengan ulama Syam yang tidak mengindahkan ketentuan kualitas sanad dan
matan hadis.>® Sebagai bukti penguatan pandangan Ibn Taimiyyah tersebut,
termaktub dalam kitab Abi Ahmad bin ‘Adi yang diberi nama al-kamil fi

asma al-rijal.3

Di dalam kitab Sunan al-Daruqutni, Ibn Taimiyyah mengatakan,
hal prinsip yang telah dipakai imam Daruqutni dalam permasalahan ziarah
kubur Nabi saw didasarkan sunnah gharib, sebab hadis-hadisnya termasuk
daif dan bahkan maudu’, dan para pakar ilmu hadis menegaskan bahwa

hadis-hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah .32

2. Kerangka metode Istinbat
Upaya pendekatan rasionalitas dan metode penggunaan hujjah dalil
naqli merupakan metode Ibn Taimiyah dalam menyusun kerangka Istinbat.
Ibn Taimiyyah memiliki corak tersendiri dibanding dengan ulama fikih

abad-abad pertengahan.

Penulis menemukan beberapa kerangka penentuan dasar suatu

hukum Ibn Taimiyyah lebih cenderung memakai istilah Zstinbat daripada

%0 1bid, Juz.18, 24.
31 1hid, Juz.20, 316.
%2 1bid, Juz.10, 166.
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Istidlal atau yang lainnya. Ada beberapa alasan urgensitas penggunaan

Istinbat tersebut, diantaranya;

1. Kebebasan metode berpikir Ibn Taimiyyah yang tidak terjebak dengan
metode mazhab dan pendapat ulama tertentu. Ibn Taimiyyah memiliki

kemandirian metode rasional dan metode /stinbat

2. Ibn Taimiyyah mempercayai bahwa akal pikiran manusia merupakan
anugerah Allah swt, maka pemanfaatan akal pikiran sebagai dalil syar’i

harus didasarkan atas penerapan dasar syariat yang benar.

3. Kedalaman keilmuan dan kehati-hatian Ibn Taimiyyah dalam penerapan
ilmu-ilmu syariat yang dijelaskan dalam bingkai keilmuan yang

komprehensif dari berbagai aspek.

Menurut Ibn Taimiyyah Istinbat atas dalil-dalil shar’i adalah suatu
hal yang tidak mudah, akan tetapi sesuatu yang memerlukan keseriusan,
kehati-hatian dalam pemakaian dalil-dalil baik dalil rasional maupun naqli.
Oleh karenanya dibutuhkan bidang keahlian keilmuan dalam proses

Istinbat.

Dasar tersebut, menunjukkan bukti bahwa Ibn Taimiyyah
merupakan ulama yang layak membangun madrasah fikih dengan memakai

metode /stinbat secara mandiri.
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Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa penemuan hasil suatu keyakiman
atas pemakaian sebuah dalil ditentukan oleh diversifikasi tingkat
rasionalitas seorang ulama dari aspek kecerdasan, kejernihan dan
kebersihan akal pikiran. hasil ijtihad ulama selalu tersusun dari
kerangka penguatan dalil-dalil naqli (/stinbaf) dan pendekatan
kemandirian rasionalitas (Istidlal). Keduanya memiliki tingkat
kekuatan yang berbeda-beda sebagaimana layaknya badan manusia.
Terkadang suatu dalil ditemukan dengan kekuatan akal pikiran yang
kokoh sehingga melahirkan suatu keyakinan, terkadang pula
kekuatan akal pikiran tidak ditunjang dengan dalil sehingga
membutuhkan dasar tambahan untuk melahirkan kebenaran
keyakinan. Suatu keilmuan diperoleh dari dua sebab, pertama sebab
eksternal yaitu adanya sudah dalil naqli, kedua sebab internal yaitu
pengetahuan terhadap pengkajian setiap dalil sampai melahirkan
pemahaman yang benar.*

Untuk memperkuat logika kebenaran pendapatnya, lbn Taimiyah
menyatakan pentingnya relevansi penguatan dalil-dalil naqli (Zstinbaf) dan

pendekatan kemandirian rasionalitas (Istidlal).

Menurut Ibn Taimiyyah upaya penentuan kekuatan kebenaran dasar
rasionalitas, hanya dimiliki kalangan ulama tertentu. Pengetahuan hukum
dan makna yang mengandung hukum syariat merupakan keilmuan para
ulama yang mulia, ada yang bersifat umum diketahui oleh banyak ulama, ada
pula yang bersifat khusus. Oleh karenanya, pemakaian al-giyas oleh
mayoritas ulama dikembalikan pada perbedaan penggunaan dalil-dalil nas

yang lebih spesifik menunjukkan kandungan hukum.*

33 Ibn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, Juz.3, 306.
3 |bn Taimiyyah, Risalah al-giyas, Juz.2, 286.
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Berikut hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid dalam

menentukan metode /Istinbat hukum;
1. Tingkat kecerdasan rasional
2. Kedalaman keilmuan yang terkait dengan metode Istinbat

3. Kemauan dan konsentrasi pengerahan kemampuan pembahasan kaidah

kausalitas timbulnya penerimaan dan penolakan hukum
4. Kebersihan dan kejernihan hati nurani dalam proses pencarian dalil.

5. Tidak terdapat unsur-unsur penghalang keyakinan dalam proses Istinbat
dan Istidlal.
6. Penguasaan atas sumber-sumber dalil shar 7.

Ibn Taimiyyah menjelaskan adanya kekeliruan dalam proses
penentuan hukum dikarenakan ketiadaan ilmu yang kompehensif dalam
bidang hukum, khususnya dalam aspek korelasi antara dalil pokok (asl) dan
dalil cabang (far’) yang harus terisi lengkap tentang ‘i/lat hukum dan dalil
‘illat. Hal ini yang menjadi dasar pemakaian a/-giyas yang salah. Atas dasar
inilah 1bn Taimiyyah menolak teori dan keyakinan atas dalil-dalil nas yang

selalu menimbulkan pertentangan dengan a/-giyas>®

3 Ibid.
% 1bn Taimiyyah, Majmu* al-Fatawa,, Juz.19, 18.
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Menurutnya dalil-dalil nas yang sahih tidak akan menimbulkan
pertentangan dan perselisihan, tidak akan mungkin terjadi saling
bertentangan antara dalil-dalil naqli yang sahih dengan dalil rasional yang
benar, demikian pula terjadi pertentangan antara dalil a/-giyas dengan dalil

nas yang sahih. 3’

Sebagai contoh hal tersebut di atas yaitu permasalahan syarat dalam
suatu akad. Sebagian ulama menyebutkan antara mubah dan man u, antara
ta’lil dan man’u. Mereka menyamakan keseluruhan syarat dalam
pemenuhan suatu akad harus memenuhi syarat wala’ (kemampuan berakad),
karena ‘illat terkadang berlawanan dengan penerapan akadnya. sebab semua
akad harus memenuhi penerapan syariat. Sehingga adanya perubahan akad
berpengaruh terhadap pemenuhan suatu syariat yang dipengaruhi oleh

perbedaan jenis ibadah. Hal ini sesuai dengan kaidah :

eyl 20 Wlatlt G B DIEEG w3y Lo Bepia sl b
“Sesungguhnya akad dilaksanakan atas jenis tertentu, sedangkan
syarat atas sesuatu yang melahirkan perbedaan bergantung pada

perubahan syariatnya.”

Ibn  Taimiyyah menyatakan kepemilikan bermanfaat untuk

melakukan distribusi fungsi yang bermacam-macam, sebagaimana ijma’

37 Ibn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, Juz.2, 517.
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membolehkan beberapa jenis jual beli, seperti Imam Ahmad membolehkan
jenis jual beli dengan pengecualian sebagian jenis manfaat, dalam hal ini
terdapat dua hal pola pendekatan, pertama apakah adanya syarat meniadakan
kemutlakan fungsi suatu akad, atau kedua suatu syarat menjadi kemutlakan

fungsi akad.

Ibn Taimiyyah menegaskan dengan bukti-bukti dalil al-Qur’an dan
al-Sunnah atas kebolehan adanya syarat dalam suatu akad, diantara sekian
banyak dasar hukumnya yakni sesungguhnya akad dan syarat merupakan
jenis perbuatan yang berbasis kebiasaan. Sebagai dasar pokoknya tidak
terdapat bentuk keharaman, hal ini berdasarkan firman Allah swt ;
(“Sungguh Allah telah menjelaskan pada hal-hal yang diharamkan atas
kalian semua”), ayat tersebut mengandung makna umum pada ketentuan dan
jenis perbuatannya. Suatu perbuatan manakala tidak diharamkan secara nas
maka pasti ketentuan dan jenis perbuatannya dibolehkan oleh syariat.
Dikarenakan tidak terdapat penjelasan secara khusus terkait ketentuan akad
dan syarat pada suatu perbuatan, sehingga setiap perbuatan atas
pertimbangan rasional yang tidak terdapat larangan secara detail dalam nas

maka dibolehkan.38

Seperti contoh pada akad shuf’ah yang diduga sebagai akad

penetapan adanya kerugian pada nilai pembagian hasil saham. Menurut 1bn

% 1bn Taimiyyah, al-qawaid a/-Fighiyyah., 186, 192 dan 200.
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Taimiyyah, akad shuf’ah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil nas dan ijma”.
Ketika salah seorang pemilik usaha atau saham bersama, meminta bagian
laba pada teman kongsi dagangnya, maka orang tersebut wajib memberikan

hasil labanya sekalipun akan terdapat perbedaan nilai keuntungan.

Contoh lain dalam hal ini adalah hukum nikah sighar. Sebagian
besar ulama menyatakan tidak boleh, karena terjadinya suatu akad nikah
menjadi syarat terikat dengan nikah lain dalam akad yang sama. Menurut Ibn
Taimiyyah, nikah shigar yaitu seorang istri memberi izin kepada suaminya
untuk menikahi saudara perempuan istrinya, nikah semacam ini dilarang
olen Nabi Muhammad saw, sebagian ulama lain membolehkan nikah
tersebut dengan syarat apabila menyebutkan adanya mahar mithil. Ulama

yang melarang nikah tersebut memberi alasan sebagai berikut :

Pertama, adanya ketentuan syarat penyerahan mas kawin, Imam

Ahmad dan Imam Malik memperkuat larangan tersebut.

Kedua, adanya kebutuhan hukum sunnah lamaran dipandang tidak

menimbulkan kemaslahatan bagi wali nikahnya.

Ketiga, adanya nilai ganti rugi sebagai syarat terikat yaitu berupa

kemaluan istri diserahkan kepada perempuan lain tidak pada suaminya®®

%9 |bn Taimiyyah, al-fatawa al-Kubra., Juz.2, 286.
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Keseriusan metode Istinbat lbn Taimiyyah terdapat dua macam;,
pertama Istinbat dari dalil-dalil Nas, baik pada awal pengkajian suatu
masalah atau model penetapan dan penguatan pemahaman, Kedua, Metode
penguatan /stinbat dengan berbagai dalil-dalil lain yang memiliki kesahihan
yang kuat. Sebagai contoh model pertama yaitu, metode /stinbat atas
kebolehan adanya syarat atas kewajiban pemeliharaan suatu perjanjian serta
pemenuhan perjanjian tersebut. Menurutnya, manakala jenis pemenuhan dan
pemeliharaan perjanjian dianggap sebagai perintah syariat, maka keabsahan
suatu akad dari pemenuhan adanya syarat, sebab tujuan utama suatu akad

merupakan pemenuhan suatu perjanjian sebagai syarat terikat.*°

Ibn Taimiyyah menjelaskan bahwa suatu kemudahan memiliki dua
jenis kerusakan, kerusakan harta yaitu memakan harta yang batil, dan
kerusakan jenis perbuatan (yaitu jenis kerusakan yang komprehensif dari
berbagai aspek, hati dan akal pikiran. masing-masing pada jenis kerusakan
tersebut di atas, berdiri sendiri dari aspek larangannya. suatu hal yang sudah
jelas dilarang memakan harta dengan cara batil, sekalipun tanpa kemudahan
seperti makan riba. Pelarangan makan riba dikarenakan konsekwensi
perbuatan lain seperti tidak bisa berdzikir sempurna, terjadinya permusuhan

dan perselisihan. Jikalau tidak memakan harta tetapi kedua pelarangan

40 Ibn Taimiyyah, al-qawa’id al-Fighiyah., 197.
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terkumpul, maka kemudahan melakukan perbuatan terlarang menjadi lebih
berat sebelum hukum haramnya riba.*!

Berdasarkan model Istinbat dengan dalil-dalil nas al-Qur’an, Ibn
Taimiyyah menetapkan orang Majusi (penyembah api) bukan termasuk Ahli
al-Kitab, Hal ini dikarenakan tidak halal bentuk makanan dan menikahi

perempuan Majusi berdasarkan dali-dalil sebagai berikut;.

2y o7 Gphial 1gxilys o ST 0N5 WS e il Je

“Dan Al-Quran itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka
ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat”

“(Kami turunkan al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab
itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan
sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.” ,

}
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“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-
orang Sabiin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang
musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat.
Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”

41 |bn Taimiyyah, al-fatawa al-Kubra., Juz.2, 21.
42 al-Qur’an, 6: 155-156.
4 al-Qur’an, 22: 17.
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Diantara model Istinbat 1bn Taimiyyah yang lain adalah melunasi

jenis hutang mendekati nilai yang sepadan, berdasarkan hadis Abi Rafi’;
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Bahwa Rasulullah saw memintakan hutang seorang lelaki atas
mahar seorang perempuan perawan, lalu perempuan tersebut meminta onta,
maka Rasulullah perintahkan pada Abi Rafi’ untuk membayarkan lelaki
tersebut, Abi Rafi’ mengatakan bahwa saya tidak memiliki onta seusia yang
diminta perempuan tersebut, kecuali onta yang berusia empat tahun lebih ,
Rasulullah perintahkan pada Abi Rafi’ agar memberikannya pada lelaki
tersebut, lalu Rasulullah bersabda; sebaik-baik diantara kalian adalah mereka

yang membayar hutang dengan sesuatu yang lebih baik.

4 Hadis riwayat Muslim dalam kitab al-Musagat nomor 1600.
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Menurut Ibn Taimiyyah atas dasar hadis tersebut, menunjukkan dalil
kebolehan pelunasan hutang, semisal hewan dengan nilai hewan yang tidak
sesuai dengan ukuran dan kadar hewan yang dihutangi. Ulama Kufah tidak
membolehkan hal tersebut, karena hutang merupakan kewajiban yang harus
terbayar secara sepadan, sedangkan Imam Ahmad menetapkan kebolehan
pelunasan hutang dengan membayar nilai harga barang yang dihutangi,
walaupun tidak sama persis. Ibn Taimiyyah menambahkan sebagaimana
Imam Ahmad dengan menambahkan penjelasan, kecuali tidak berlaku bagi
pelunasan nilai hutang yang diakibatkan perbuatan gasab dan ‘ariyah barang

yang rusak.*

Sebagai contoh dari metode Istinbat model kedua, yaitu
permasalahan hak paksa orang tua atas perkawinan anak perempuannya,
apakah atas dasar masih kecil atau keperawanannya. Sebagian berpendapat
hak paksa tersebut didasarkan karena aspek masih kecil, hal tersebut
diperkuat dalil-dalil nas dan 7jma”. Sementara ada ulama lain, berpandangan
alasan hak paksa tersebut karena faktor keperawanannya. Ibn Taimiyyah
berkata, adapun hak paksa orang tua atas pernikahan perempuan baligh

terdapat dua pendapat;

4 |bn Taimiyyah, al-fatawa al-Kubra., Juz.3, 431.
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Pertama, berdasar riwayat imam Ahmad sebagaimana mazhab
imam Malik dan imam Syafii didasarkan karena unsur keperawanan,

sehingga secara otomatis mereka pasti sudah balig.*®

Kedua, Abu Hanifah menyatakan tidak wajib memaksa anak
perempuan yang sudah perawan, hak paksa tersebut berlaku pada anak yang

masih belum balig, hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw ;

gj\u\ﬁgb"’}ab\u\wd\f f&rmubd\«a{z \ii\:“ié—

L;\jjtz&;‘\:w P scsdvj,otm A C.@‘ﬁJugxd;

47 25 51 J6 G la;fjémdy)

“Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah Telah menceritakan
kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah
menceritakan kepada mereka bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai
pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai
izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah
izinnya?" beliau menjawab: "Bila ia diam tak berkata."

Ibn Taimiyyah berpendapat suatu hal yang bertolak belakang

dengan pandangan umum para ulama, berdasarkan hadis tersebut Rasul

“ 1bid.

47 Hadis riwayat Bukhari dalam kitab al-hiyal bab nikah nomor 6968 dari Abi Huraira ra



135

hanya menjelaskan tipe dan model pernikahan, yakni golongan perempuan

perawan dan perempuan janda, bukan pertimbangan unsur pemaksaan. 4

Hal ini sama dengan ‘i/lat permasalahan kewajiban berwudu bagi
laki-laki dan perempuan yang bersentuhan. Menurut Ibn Taimiyyah
kewajiban berwudu bagi laki-laki dan perempuan yang bersentuhan
manakala terdapat unsur syahwat, dalam hal ini ada dua model pendekatan
ulama, pertama pendapat yang menyatakan kewajiban berwudu bagi laki-
laki dan perempuan yang bersentuhan, apabila sampai mengeluarkan air
mani, pendapat ini sangat lemah. Kedua sehubungan sentuhan sebagai
penyebab timbulnya syahwat, sebagaimana timbulnya kemarahan yang
diakibatkan karena godaan syetan, maka Sebagian ulama mazhab Hanafiyah
berpendapat bahwa kewajiban berwudu akibat bersentuhan, bermakna jika
mengeluarkan air mani yang banyak dan kuat, demikian juga sama dengan

pandangan ulama mazhab Malikiyah.*°

3. Kerangka metode al-ta '/il
Pandangan Ibn Taimiyyah tentang al-fa’lill memiliki karateristik
tersendiri, al-za 'lil dibedakan dengan pemahaman metode kalangan ulama Usu/
dan ulama fikih. Ibn Taimiyyah memberikan pemahaman tambahan di antara

kedua golongan tersebut selama masih terdapat relevansi dalam bidang hukum.

4 |bn Taimiyyah, Majmu* a/-Fatawa,, Juz.32, 22-25. .
49 1bid, Juz.21, 240.
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Menurut Ibn Taimiyyah, penggunaan al-za '/il didasarkan tidak sekedar
proses penemuan relevansi hukum, akan tetapi harus dibangun atas dasar
pendekatan hikmah yang mempertimbangkan tingkat kemasalahatan umum
secara lahir batin sebagai realisasi esensi Syariat. Proses penerapan pencarian
asbab dan al-za’lil melahirkan dua sifat, ada yang menentang pada aspek
ucapannya saja, tetapi dalam hatinya mereka tidak melakukan penolakan,
dikarenakan pertimbangan nilai kemaslahatan yang lebih besar. Ada pula
pengetahuan dan pemahaman yang terlalu sedikit, dimana al-za /i1 dijadikan
sebagai ajang adu pendapat tanpa pencarian sumber-sumber dalil hukum

syar’i.*

Ibn Taimiyyah berpandangan pengetahuan tingkat kemasalahatan dan
kerusakan yang didasarkan atas apa yang dicintai dan dibenci oleh Allah dan
Rasul-Nya, dalam rangka untuk mewujudkan kaidah jalb al-masalih dan daf”
al-mafasid (menarik suatu kebaikan dan menolak keburukan) dari berbagai

aspek kebutuhan hidup manusia secara umum, sebagaimana firman Allah swt ;

~
.7

Bity 235;55‘\’3 u;wpw L;u;\as’c[@*&j

“Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari
mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu
melewati batas.”

%0 |bn Taimiyyah, al- fatawa al-Kubra, Juz.3, 286.
51 al-Qur’an, 18: 28.
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“Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan
Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi... (29) Itulah sejauh-
jauh pengetahuan mereka.”
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Menurut Ibn Taimiyyah semua aspek hukum syariat dilaksanakan
dalam rangka mewujudkan tingkat kemaslahatan dalam bidang harta dan
jasmani manusia. Manakala terjadi perbuatan melebihi batas kewajaran, maka
para ulama mengarahkan dalam bidang moral dan spiritual. 1bn Taimiyyah
membagi kemaslahatan pada dua bagian, ukArawiyyah (kemaslahatan akherat),
dan dunyawiyyah (kemaslahatan dunia). Pola pendekatan pemenuhan
kemaslahatan ukhrawiyyah melalui perbaikan moral dan spiritual, sedangkan
pemenuhan kemaslahatan dunyawiyyah melalui pengawasan dan pemeliharaan

jiwa, harta, akal, dan kehormatan manusia.

52 al-Qur’an, 53:29-30.
%3 |bn Taimiyyah, al- Fatawa al-Kubra, Juz.2, 18-19.
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Hakekat pemahaman dan penerapan al-ta /il menurut Ibn Taimiyyah
sering disebut dengan istilah al-za ’/il al-Munasib yakni penentuan hukum Islam
melalui metode Istinbat pencarian relevansi adanya ‘illat yang didasarkan atas
kesahihan nas dengan mempertimbangkan adanya kemaslahatan umat yang

diridloi Allah swt.>*

JJ\"

Al-Qur’an dan al-Sunnah dalam pandangan Ibn Taimiyyah sudah

menjadi sumber pijakan dan rujukan agama Islam yang sempurna.
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Adapun semua produk pemikiran para ulama dari berbagai disiplin
keilmuan akidah, muamalah, politik, hukum perkawinan dan sebagainya

merupakan bagian dari sumber dalil al-Qur’an dan al-Sunnah.
a. Kaidah Penerapan al-ta /il

1) Penerapan al-za’lil tidak boleh hanya berkutat dengan pemahaman

sempit terhadap sumber-sumber syariat yang luas.

% |bn Taimiyyah, Majmu* al- Fatawa,, Juz.19, 27.
% bid, Juz.19, 176.
% 1bid, Juz.19, 308.
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2) Fleksibilitas al-za /il dengan berbagai jenis metode harus didasarkan atas
pertimbangan keilmuan yang berbasis kemaslahatan umat di dunia dan

akherat.

3) Penerapan al-ta’lil dalam setiap bentuk permasalahan amaliah harus

relevan dengan pemeliharaan kemaslahatan umat.

4) Penerapan al-za 'lil tidak boleh melanggar penggunaan kaidah dalil-dalil

usuliyyah.

4. Kerangka metode Istidlal naqli dan ‘Aqgli
Ibn Taimiyyah meletakkan dasar metode ijtihad secara komprehensif,
dalil naqli dan ‘agli diterapkan secara simultan dalam setiap penetapan hukum
Islam. Tidak ada suatu hukum yang tidak diketahui sumber dalilnya, baik dari
dalil naqgli maupun ‘agli, demikian pula atas dasar pertimbangan setiap hukum
syariat pasti terdapat kandungan tujuan syariat yang baik. Ibn Taimiyyah
menegaskan bahwa setiap dalil syar’i yang sahih pasti memiliki korelasi dengan

dalil rasional yang benar. Berikut dasar-dasar pertimbangannya;

a. Kewajiban ulama berijtihad menemukan kekuatan dalil nas al-Qur’an dan

al-Sunnah yang ada relevansinya dengan setiap permasalahan;

b. Memakai dalil rasional yang tidak berlawanan dengan kaidah usul fikih;

c. Melakukan metode induksi yang sempurna terhadap setiap dalil-dalil tiap

cabang dan pokok permasalahan fikih.
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Kaidah Pertama :

Dalil-dalil syariat harus dijadikan sebagai dasar Istinbat penetapan
suatu hukum. Manakala dalil-dalil tersebut bukan dalil sahih, maka tidak bisa

dipakai Istinbat. Sebagaimana firman Allah :

U e W et 25 (2 2707 6% 5 %
zuk;}j}uwéﬁ,uw uﬁr\ydy/jf&‘d }Lﬁ&sl&,‘\.«ﬁ.jw‘dd\

57\.qu A3l o VAITy g5 6 3wy 56T

“Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa
kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang
mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh
bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan Allah tidak
memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Berdasar ayat di atas, Ibn Taimiyyah menegaskan betapa urgennya
kesungguhan mencari dalil nas, karena melakukan Istidlal dengan dalil nas bisa

ditetapkan suatu dalil dengan pendekatan tekstual dan kontekstual. 5
Kaidah Kedua;

Melakukan proses Istidlal dengan kemampuan rasional harus
disesuaikan dengan kesahihan dalil-dalil naqli serta kaidah ilmu usul fikih. Ibn
Taimiyyah menjelaskan bahwa Zstinbat melalui proses pencarian dalil rasional,

tidak sekedar membutuhkan tingkat kecerdasan akal fikiran dalam memahami

57 al-Qur’an, 9:1009.
%8 |bn Taimiyyah, Majmu” a/- Fatawa,, Juz.1, 493.
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beberapa nas dan ilmu fikih saja, akan tetapi lebih pada mempertemukan
relevansi kesahihan dalil-dalil nas dengan rasionalitas yang benar melalui

pertimbangan nilai kemaslahatan umat secara global.

Terdapat banyak ayat yang memerintahkan pemanfaatan akal fikiran

manusia dalam memahami dalil-dalil nas, seperti firman Allah :
s AL 1iF T A2, L7 R S B
0y 1 Oplaas Yl 453 4 L2 Wl A3

“Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di
dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada
memahaminya.”

3\
»\

08 ¢ Oalaas YOI & 6,058 155 1S diT G383 il 07 G2
“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu

melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab
(Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir.”

Ly VA Oslaat 258 o) ST G B8

“Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu
memahaminya.”

59 al-Qur’an, 2: 10.
60 al-Qur’an, 2: 44.
61 al-Qur’an, 3: 118.
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Pemakaian dalil ‘agli menurut Ibn Taimiyyah harus mengikuti aturan

beberapa hal berikut ini ;

Pertama, penggunaan dalil rasional harus mengedepankan kepentingan

korelasi dengan pengetahuan agama yang hanif.

Kedua, pemakaian dalil rasional harus berbasis keikhlasan dalam

pengamalan syariat Islam.

Manakala melakukan Istidlal secara bebas atas dasar kemandirian
kebenaran rasional, seharusnya menjadikan akal sebagai dasar kebenaran utama
sebagaimana yang diterapkan para ahli filsafat. Salah satu contoh dalam hal ini,
yakni permasalahan jual beli. jika memakai metode al-za’/il dengan dasar
rasional yang bebas, tanpa memakai kebenaran dalil-dalil nas sebagai metode
Istinbat, akibatnya berimpilikasi pada dua hal; pertama, peniadaan penggunaan
dalil-dalil nas; kedua, penetapan hukum jual barang yang tidak ada menjadi sah

dan boleh.

Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa tidak pernah ditemukan dalil-dalil
nas al-Qur’an dan Hadis, demikian juga sahabat tidak pernah membolehkan jual
beli barang yang tidak ada, baik dari dalil lafdiyyah maupun maknawi. Hal ini
didasarkan pada hadis Rasulullah saw yang bersabda : “Telah melarang

Rasulullah saw akan jual beli yang garar” %

52 Hadis riwayat Muslim dalam kitab al-Buyu” nomor 1513 dari Abi Huraira ra
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Menurut Ibn Taimiyyah, pendapat yang membolehkan jual beli barang

yang tidak ada hanya berlaku pada beberapa jenis barang yang didasarkan

beberapa hadis, seperti : 45 335 &= 33 & & Js2 & “Rasulullah

melarang jual beli buah sebelum matang” % dan hadis Nabi yang lain seperti :

i & v;-\ C.J & & J3%5 % Rasulullah melarang menjual biji-bijian kecuali

setelah menguning.®* Berdasar dua hadis tersebut, bisa dibedakan antara buah
yang matang dengan belum ada buah sama sekali, sehingga ada kalangan ulama
yang membolehkan jual beli buah yang sudah berbentuk, namun belum matang
dengan syarat memetik buahnya, ada pula ulama lain yang tidak

membolehkannya, kecuali ada kejelasan buah tersebut sudah matang.5°

Dalam konteks lain, Ibn Taimiyyah dengan tegas juga melarang
penggunaan Tahlil (nikah yang berniat ruju’ pada istri yang ditalak tiga) dengan
pendekatan alasan kemaslahatan, tanpa mengindahkan kaidah-kaidah yang telah
ditetapkan syariat. Sehingga terkesan menghalalkan hukum yang sudah
ditetapkan haram oleh syariat. Oleh karenanya, bagi seorang mukmin wajib

mentaati hukum Allah dan Rasul Nya dalam hal-hal yang sudah tampak jelas

83 Hadis riwayat Bukhari dalam kitab al-Buyu’ bab Jual beli buah sebelum matang, nomor 2194.
dari ‘Abillah ibn ‘Umar.

64 Hadis riwayat Abi Dawud dalam kitab al-Buyu” nomor 3371 dari sahabat Anas ibn Malik

® |bn Taimiyyah, Risalah al-Qiyas, Juz.2, 264.
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nilai kemaslahatannya atau tidak. Sebab kebaikan dunia akherat hanya bisa

diperoleh dengan mentaati Allah dan Rasul Nya.%®

Berdasar contoh-contoh di atas, Ibn Taimiyyah dengan tegas dan keras
melarang pemakaian al-za '/il secara rasional tanpa didasarkan pada dalil-dalil

nas al-Qur’an dan al-Sunnah.
Kaidah Ketiga

Metode pemakaian induksi yang sempurna dengan melakukan
penolakan hal-hal cabang (juz i) dari hal-hal yang bersifat umum (kulli) dalam
permasalahan fikih. Menurutnya, Wajib bagi seorang muslim mengetahui dalil
usul yang bersifat universal (kulli) agar bisa memahami secara adil saat terjadi
pada hal-hal yang bersifat khusus (juz’7).6” lon Taimiyyah mewajibakan setiap
orang untuk mengetahui lafad umum kalam Allah dan Rasul Nya, sehingga bisa
dipakai dalam proses Istidlal dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman

para sahabat terhadap tujuan syariat yang relevan.®®

Ibn Taimiyyah mengatakan barang siapa yang menolak giyas dengan

tidak mengetahui metode proses Istidlal para ulama dengan pertimbangan dalil

% |bn Taimiyyah, al- fatawa al-Kubra, Juz.3, 200.
87 Ibn Taimiyyah, Majmu* al-Fatawa, Juz.19, 203.
% bid, Juz.29, 85.
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yang kuat maupun lemah, maka mereka telah berhujjah dengan sesuatu yang

sempit secara rasional dalam urusan agamanya.®®

B. Ciri Metode Ijtihad Ibn Taimiyyah
Dalam rangka penegakan kepastian kemurnian diskursus pemikiran
seorang ulama, maka dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengikat baik secara

personal maupun keilmuan. Diantara ketentuan-ketetuan tersebut di atas adalah;
1. adanya keikhlasan, komitmen dan amanah;
2. adanya penghormatan terhadap pemikiran para ulama;

3. adanya ittiba’ terhadap metode dalil yang diambil bukan pendapat

individu ulama;
4. berniat untuk menegakan kebenaran dan menutup perselisihan.

Diskursus atas pemikiran Ibn Taimiyyah lebih spesifik dalam
permasalahan fikih yang lebih dianggap urgen. Model pemikiran fikih Ibn
Taimiyyah dianggap memiliki kemandirian dalam proses Istinbat dan Istidlal
dalam permasalahan hukum syariat. Pengkajian tersebut terbagi menjadi dua,
diskursus pemikiran lbn Taimiyyah dalam kompetensinya dalam melakukan

perubahan metode ijtihad secara mandiri, baik dalam bidang hukum Islam

% Ibn Taimiyyah, al- fatawa al-Kubra, Juz.3, 430.
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maupun diskursus pemikirannya terkait dengan pemikiran ulama lain dalam

bidang syariat yang lebih luas, seperti bidang akidah, filsafat dan tasawuf.

Dalam pembahasan ini, penulis lebih fokus pada pengkajian model
ijtihad Ibn Taimiyyah atas permasalahan fikih yang terbagi pada dua macam;
pertama secara universal, yakni pengkajian secara universal terkait pandangan
dan metode Istinbar hukum islam Ibn Taimiyyah dalam penetapan dalil-dalil
usul dan kaidah-kaidah fikih, dan kedua, pengkajian secara detail pemikiran Ibn

Taimiyyah atas permasalahan fikih yang berbasis kasuistik.

Upaya pada dua model pengkajian tersebut di atas akan dilakukan
penulis pada karya-karya Ibn Taimiyyah secara spesifik semisal al-Qawaid al-
fighiyyah, Risalat al-Qiyas dan berbagai tulisan-tulisan dalam Kkitab-kitab lain.
Penulis juga akan mengkaji pandangan para murid-murid Ibn Taimiyyah serta

ulama yang semasa dengannya.

Imam al-Dhahabi berpendapat Ibn Taimiyyah merupakan ulama yang
telah melakukan reformasi pemikiran dalam bidang sumber-sumber dalil secara
murni, dan mengikuti kaidah dan metode para ulama salaf, hal tersebut diperkuat
dengan daya kekuatan rasional, sikap kehati-hatian dan kecerdasan Ibn
Taimiyyah yang diperoleh sebagai anugerah Allah swt. Ibn Taimiyyah sebagai

ulama yang berani berpendapat beda dengan ulama lain demi penegakan
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kebenaran bukan kepentingan pribadi dari aspek kesukaan dan kebencian

terhadap golongan ulama tertentu. "

Ibn ‘abd al-Hadi mengatakan bahwa sebagaian ulama kalangan sahabat
guru kita (Ibn Taimiyyah) banyak memberi pujian terhadap kelebihan yang
diberikan Allah kepadanya, utamanya pengusaan dalam sumber-sumber dalil
al-Qur’an dan al-Sunnah. Diantaranya, saya mendengar bahwa Ibn Taimiyyah
setiap menemukan kesulitan penetapan suatu permasalahan hukum fikih, maka
beliau membaca istigfar seribu kali atau bahkan lebih sampai hatinya mendapat
pencerahan dan kemudahan menjawab permasalahan tersebut. Hal tersebut
dilakukannya di berbagai tempat seperti pasar, masjid , madrasah dan
sebagainya, tanpa henti-hentinya berdzikir dan membaca istigfar sampai

ditemukan jawaban permasalahan tersebut.’*

Ulama yang sangat alim Kamal al-din ibn Zamlakani berpendapat tidak
seorang pun ditemukan ulama yang hidup semasa dengan lbn Taimiyyah yang
mengungguli beliau dalam kemampuan berbicara secara utuh dan lengkap dalam
beberapa aspek keilmuan syariat, mereka semua banyak yang mengacu dan

mengikuti pendapat Ibn Taimiyyah."

1. Keikhlasan, komitmen dan amanah keilmuan

0 Muhammad b. Ahmad b. Abd al-Hadi, al-UqGd al-Durriyah, min Managib Syaikh al-Isldam Ibn
Taymiyya.., 117.

™ 1bid, 5-6.

2 1bid, 7.
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Banyak karya tulis Ibn Taimiyyah dalam bidang fikih yang
menimbulkan diskursus kajian yang menimbulkan pertentangan pendapat.
Hal paling prinsip yang ditentang oleh Ibn Taimiyyah adalah sikap fa ’assub

mazhab (fanatik berlebihan terhadap mazhab)”™

Bidang pengkajian pemikiran ijtihad harus terhindar dari sikap yang
didominasi hawa nafsu serta jauh dari kaidah metode ijtihad kalangan ulama

salaf. Sehingga berakibat hilangnya nilai keikhlasan dan keberkahan.

Kewajiban seorang ulama dalam upaya memahami dan menemukan
kebenaran dalam proses Zstinbar dan Istidlal suatu hukum adalah memiliki
sikap amanah dan keikhlasan Ilahi. Ibn Taimiyyah menegaskan agama Islam
ditegakkan atas dua pondasi. Pertama, tingkat pengetahuan keutamaan para
ulama serta kemampuan mereka dalam meninggalkan keteledoran dan
kekhilafan ijtihad. Kedua, melaksanaan nasehat didasarkan karena Allah dan
Rasul Nya, serta para pemimpin dan umat dalam rangka menjelaskan

petunjuk dan hidayah Allah.™

Seorang mujtahid murni bagi Ibn Taimiyyah merupakan ulama yang
berijtihad secara ilmiah tanpa tercampuri berbagai bentuk kepentingan selain
pencarian kebenaran yang hakiki, sementara ulama penyeru dan pengikut

hawa nafsu hanya melakukan pencampuran kebenaran dengan syahwat dan

3 Ibid, 142 .
 |bn Taimiyyah, al- fatawa al-Kubra, Juz.3, 177.
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syubhat, karena inilah lahirlah banyak hadis mursal dari Nabi Muhammad
saw. Ibn Taimiyyah mengatakan sesungguhnya Allah mencintai pandangan
kinerja mata pada saat datangnya hal-hal yang bernilai syubhat, serta Allah
mencintai kinerja akal yang sempurna pada saat merasakan manisnya hal-hal

yang berbau syahwat.”

Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa seorang mujtahid yang murni jika
terkena implikasi sifat-sifat tersebut, wajib mendapatkan siksaan yang
berlebihan akibat pemenuhan syahwat hawa nafsu. Para ulama modern, yakni
ulama fikih dan tasawuf mayoritas dinisbatkan dengan sifat-sifat tersebut.”
Sebaiknya ulama melakukan koreksi yang lebih berhati-hati terhadap proses
ta’assub terhadap ulama dengan kebatilan, karena dasar pertimbangan

penegakan syariat Islam. Sebagaimana Sabda Nabi Saw;
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“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan
kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami 'Umarah bin Ghaziyyah
dari Yahya bin Rasyid ia berkata, "Kami duduk menunggu Abdullah bin

5 Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab al-Uqdliyah nomor 3597.
6 |bn Taimiyyah, Majmu* a/- Fatawa,, Juz.30, 271.
" Hadis riwayat Abu Dawtud dalam kitab al-Uqdliyah nomor 3597.
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Umar, kemudian ia keluar dan duduk bersama kami, ia lalu berkata, "Aku
mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa
yang syafa'atnya menghalanginya dari mendapatkan hukuman di antara
hukuman-hukuman Allah, maka sungguh ia telah menyelisihi Allah.
Barangsiapa berseteru dalam kebatilan sementara ia mengetahuinya maka ia
senantiasa berada dalam kemurkaan Allah hingga ia meninggalkannya. Dan
barangsiapa mengatakan pada diri seorang mukmin sesuatu yang tidak ada
padanya, maka Allah akan menempatkannya dalam perasan penduduk
Neraka hingga ia keluar (meninggalkan) dari apa yang ia katakan."

Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin untuk mempercayai
kebenaran al-Qur’an secara universal serta mengikuti kebenarannya,
demikian pula tidak boleh mempercayai dengan isi sebagian kitab, tapi
percaya pada sebagian yang lain. Ulama seperti itu akan keluar dari garis

lurus dan mendapatkan kemarahan dan kesesatan.®

Barang siapa melakukan hal seperti di atas dengan keterpaksaan
taklid pada ulama tanpa berijtihad sesuai kemampuannya atau mengetahui
metode ijtihad ulama lain, maka dia selalu terikat dengan ketentuan syarat
kekuasaan atau kemampuan bertaklid. Hal yang wajib bagi seorang muslim
adalah melakukan segala bentuk amaliah dengan dasar keikhlasan dan

perbaikan atas segala bentuk perbuatannya.’

Dalam hal ini Ibn Taimiyyah mengharuskan setiap seseorang

mengetahui tingkat ketersesatan ulama yang diakibatkan sikap berlebihan

8 |bn Taimiyyah, Raf’u al-malam ‘an al-aimmat al-a’lam, 59.
 Ibn Taimiyyah, Majmu* a/- Fatawa,, Juz.19, 128.
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mereka dalam mengikuti apa yang dibawa Rasul, serta tidak mau untuk
melakukan proses Istinbat dan Istidlal sebagai usaha untuk mengetahui

hujjah setiap hukum.®
2. Penghormatan pada pendapat ulama

Pendalaman Ibn Taimiyyah dalam permasalahan yang berbeda
pendapat dengan para pembesar ulama sebelumnya, utamanya pada saat
memperdebatkan pandangan mereka yang ditentangnya, masih dalam
koridor tatakrama keilmuan yang terhomat. Bagi Ibn Taimiyyah para ulama
dipandang memiliki kemuliaan dan kehormatan yang harus dihargai,
manakala terdapat perbedaan metode ijtihad yang melahirkan pendapat yang
berbeda, maka Ibn Taimiyyah masih menghargai mereka, utamanya jika
ulama tersebut golongan ahli sunnah wal jamaah, terkecuali dari kalangan
ulama yang mengikuti faham golongan yang batil seperti ulama filsafat dan
ahli kalam, maka Ibn Taimiyyah memiliki model pandangan yang tegas dan

keras.

Ibn Taimiyyah melarang 7¢tiba’ pada ulama sekaligus berpegangan
dengan hasil Istinbat mereka, selama metolodoginya bertentangan dengan
dalil-dalil nas syar’i. Ddalam kaitan hal tersebut, Ibn Taimiyyah selalu

memberikan penjelasan alasan yang banyak ditulis dalam kitabnya Raf"u al-

8 |bn Taimiyyah, al- fatawa al-Kubra, Juz.1, 457.
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malam ‘an al-aimmah al-a’lam. Sebaiknya sebelum seseorang berbeda
pendapat dengan seorang ulama, maka dia harus mengetahui kedudukan
ulama tersebut dalam Islam serta mengkaji secara intensif letak kesalahan

mereka dalam proses Istinbat hukum-hukum syar’i.

Ibn Taimiyyah berkata dalam kitab Raf’u al-malam ‘an al-aimmah
al-a’lam, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun kalangan ulama yang bisa
diterima oleh golongan umat tertentu, selama mereka selalu memiliki
perlawanan dengan Rasulullah saw atas sunnah-sunnahnya baik yang kecil
maupun yang besar, yang lembut ataupun yang jelas. sebab mereka hanya
mengikuti kemauan pendapatnya saja tanpa memiliki hujjah dalil-dalil yang
bersumber dari Rasulullah saw. Oleh karenanya jika ditemukan suatu hadis
sahih yang terkadang berlawanan dengan pandangan mereka, maka hadis
tersebut yang harus dijadikan hujjah . Ada tiga alasan seorang ulama tidak
boleh diikuti dalam proses Istinbat-nya; Pertama, ulama yang tidak
meyakini eksistensi hadis yang sahih. Kedua, ulama yang tidak meyakini
keterkaitan setiap permasalahan dari pendapat-pendapatnya selalu memiliki
relevansi dengan ucapan Nabi Muhammad saw. Ketiga, ulama yang
meyakini adanya naskh (perubahan) suatu hukum. Keterkaitan tiga alasan
tersebut dipengaruhi beberapa sebab, sebagaimana berikut; Sebab pertama,
ulama menerima hadis yang telah diketahui untuk dijadikan hujjah , akan
tetapi tidak berkenan menyampaikannya pada orang lain untuk diketahui.

Alasan ini yang paling banyak ditemukan pada pandangan ulama salaf yang
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selalu berlawanan dengan sebagian hadis. Sebab kedua, ulama menerima
hadis tetapi tidak berkenan menetapkan sebagai hujjah . Sebab ketiga, tingkat
keyakinan ulama yang lemah terhadap hadis sehingga terkadang
mengingkarinya. Sebab keempat, ulama memberikan syarat keadilan pada
hadis ahad sehingga ditentang dengan hadis yang lain. Sebab kelima, ulama
menerima hadis dan berkenan menetapkannya sebagai hujjah namun lupa.
Sebab keenam, ulama yang tidak mengetahui metode ke-hujjah -an suatu
hadis. Sebab ketujuh, ulama yang berkeyakinan bahwa tidak ada ke-hujjah -
an dari setiap hadis. Sebab kedelapan, ulama meyakini ke-hujjah an suatu
hadis terkadang berlawanan dengan konteks yang dikandungya. Sebab
kesembilan, ulama meyakini bahwa hadis dianggap yang berlawanan karena
faktor lemahnya mereka dalam melakukan takwil, sehingga mereka tidak
tahu bahwa hadis tersebut bisa diterima karena terdapat keselarasan dengan
suatu ayat dan hadis yang lain atau bahkan ditetapkan oleh ijma’. Sebab
kesepuluh, ulama yang tidak mampu menemukan dalil-dalil lebih kuat dalam

pertentangan antar hadis. 8

Ibn Taimiyyah mengatakan kami berlindung pada Allah dari bentuk
penolakan kalangan ulama yang tidak memiliki pengetahuan tentang proses
Istinbat suatu hukum, kami memohon pada Allah sekiranya kami mencintai

dan mengagungkan kalangan ulama yang berpegangan dengan teguh atas

8 |1bn Taimiyyah, Raf’u al-malam ‘an al-aimmat al-a’lam, 4-20.
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dasar hukum hujjah dalil-dalil nas dalam syariat Islam. Agama Islam terbagi
menjadi dua bagian, pertama pengetahuan atas keutamaan para imam-imam,
hak-hak dan kedudukan mereka serta terhindar dari penghinaan atas mereka,
kedua agama berisi nasehat dari Allah, Rasul Nya dan para pemimpin kaum

muslimin atas penjelasan petunjuk syariat Islam.®2

Ibn Taimiyyah menegaskan tidak boleh seseorang mengikuti
kesesatan seorang ulama, sebagaimana tidak berwenang seseorang
menjelaskan suatu keilmuan kecuali orang tersebut memiliki keahlian dalam
bidangnya. Sesungguhya Allah mengampuni kesalahan para hamba-Nya

sebagaimana firman-Nya;
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“(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika
kami lupa atau kami tersalah."

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan jangan pengikuti
pendapat orang lain selain apa yang telah diperintahkan oleh syariat Allah,
dan jangan pula taat pada perintah kemaksiatan seseorang, memohonkanlah

ampuan pada orang-orang terdahulu kalian karena dasar keimanan.

8 |bn Taimiyyah, al- fatawa al-Kubra, Juz.3, 177.
8 al-Qur’an, 2: 256.
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“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor),
mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara
kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau
membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang
beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha
Penyayang"

Hal inilah yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk
menjaga hak-hak kehormatan kaum muslimin, utamanya dari kalangan

ulama terdahulu sebagaimana perintah Allah dan Rasul Nya.®
3. Prinsip /ttiba’ atas dasar hujjah dalil bukan pendapat ulama

Ibn Taimiyyah mengkritik para ulama yang menyusun karya-karya
tulis mereka dengan memakai dasar pegangan pendapat ulama sebelumnya,
tanpa mengetahui /Istinbar dan Istidlal yang dipakai. Menurutnya, hal
demikian menimbulkan pandangan yang tidak benar dan tidak Kkuat,
dikarenakan mengindahkan dalil nas sebagai sumber syariat Islam. Ibn
Taimiyyah memberi contoh beberapa karya tulis ulama yang didominasi
pertimbangan taklid dan fa’assub. Menurutnya pandangan pemikiran

mereka tidak akan berfaedah bahkan cenderung melahirkan pembodohan

8 al-Qur’an, 59: 10.
8 |bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, Juz.2, 23.
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pada umat, karena tidak disertai keihlasan. Ibn Taimiyyah memakai dasar

firman Allah:
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“yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi
beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada
pada golongan mereka”

Seseorang tidak diperkenankan meyakini kebenaran pendapat orang
lain karena dasar ketaatan pada mereka, tanpa melakukan proses pencarian
sumber-sumber dalil sendiri. Selanjutnya memberikan penilaian atas
pendapat mereka dengan mempertimbangkan kesahihan sumber al-Qur’an

dan al-Sunnah.®’
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Ibn Taimiyyah mengatakan sebagaimana tercantum dalam karya
tulis ulama-ulama modern, mereka berpendapat secara bebas dan mandiri
tanpa keterangan dalil-dalil syar’i. Sedangkan ulama-ulama terdahulu

meletakkan dasar-dasar pendapat dalam berbagai bidang ilmu. Semisal

8 al-Qur’an, 30: 32.
8 Ibn Taimiyyah, Majmu* a/- Fatawa,, Juz.20, 908.
8 1bid, Juz.10, 367..
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kalam, tasawuf dan lainya selalu memakai dalil-dalil usul dari al-Qur’an dan
al-Sunnah serta pendapat para sahabat. Demikian pula dalm bidang fikih,
telah banyak ditemukan karya tulis para ulama-ulama mazhab Abu Hanifah,
Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad dan yang lainnya, mereka
berpendapat dengan memakai justifikasi kebenaran rasional mereka sendiri,

tanpa mengindahkan kesahihan sumber-sumber nas al-Qur’an dan al-Sunnah.

Ibn Taimiyyah mengingatkan dengan tegas bahwa barang siapa
mengetahui suatu kebenaran yang berbeda dengan pendapatnya, maka tidak
boleh dia meninggalkan kebenaran yang telah diajarkan Allah dan Rasul-
Nya, yakni Agama Islam. Membela kebenaran agama sama dengan membela
keluhuran kalimat Allah. jangan sampai para ulama hanya berjuang membela
pendapat orang alim atau syeikh, tanpa berjihad dalam membela kebenaran

agama yang universal, sebagaiamana hadis Rasulullah saw;
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“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid -yakni Al Wasithi-
telah mengabarkan kepada kami lbnu Tsauban dari Hassan bin 'Athiyah dari
Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda: "Aku diutus dengan pedang hingga Allah yang
diibadahi dan tiada sekutu bagi-Nya, rizkiku ditempatkan di bawah bayang-

8 Hadis riwayat Ahmad dalam musnad Ahmad, Juz.2, 50.
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bayang tombak dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang
menyelisihi perintahku. Barangsiapa menyerupai suatu kaum berarti ia
termasuk golongan mereka.".

Diperkuat dengan firman Allah;
0y qy Gpllall Je V) 308 6 Tzgat ol 27 0,505 13 0,55 Y 8 Al

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga)
ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari
memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-
orang yang zalim”

Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim riwayat Abi Asy’ari,
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Telah menceritakan kepada kami 'Utsman berkata, telah menceritakan
kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa'il dari Abu Musa berkata,
"Seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu ‘'alaihi wasallam dan
bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang disebut dengan perang fi sabilillah
(di jalan Allah)? Sebab di antara kami ada yang berperang karena marah dan
ada yang karena semangat?" Beliau lalu mengangkat kepalanya ke arah orang
yang bertanya, dan tidaklah beliau angkat kepalanya kecuali karena orang
yang bertanya itu berdiri. Beliau lalu menjawab: "Barangsiapa berperang
untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia perperang di jalan Allah 'azza
wajalla.”

% al-Qur’an, 2: 193.
% 1bn Taimiyyah, Majmu” a/- Fatawa), Juz.30, 367.
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4. Membela kebenaran dan memutus perselisihan

Motivasi model diskursus Ibn Taimiyyah dalam permasalahan fikih
yang berselisih pendapat dengan ulama lain, didasarkan untuk menegakkan
kebenaran yang kokoh. Ibn Taimiyyah tidak pernah melakukan pengkajian
terhadap permasalahan tersebut untuk mempertajam tingkat perbedaan
pendapat yang berujung pada perpecahan aliran dan golongan, akan tetapi
Ibn Taimiyyah melakukannya demi penegakan persatuan, pendalaman dalam
model diskusi pendapat-pendapat ulama terdahulu dalam urusan fikih,
adalah bagian dari panggilan penegakan syariat, bukan perselisihan yang
dilarang syar’i. Langkah tersebut untuk menjaga tingkat kemaslahatan umat
yang dikembangkan atas dasar penolakan segala bentuk kedzoliman yang
terlarang. Sementara para pengikut hawa nafsu dan kesesatan selalu
melakukan segala bentuk upaya tipu daya dan penolakan kebenaran atas

dasar kekafiran dan kesesatan.

Menurut Ibn Taimiyyah supremasi nilai-nilai kesabaran dan
penegakan kebenaran hakiki harus menjadi pandangan hidup yang
berlandasakan al-Qur’an dan al-Sunnah. Segala bentuk ketaatan dan
kepatuhan beribadah harus dilandasi pada kepatuhan Allah dan Rasul-Nya,

sebagaimana Firman Allah ;
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.”

Diperkuat dengan hadis sahih Nabi saw ;

- » 0/

\JL""""‘-"*"V‘L‘*' wﬂ“\y@su\’/ﬂ“ : &f A S

\j;,u \.@.a l{)f’ LC\ djj’" JU} Ubjl}.b d\ bb‘ U Lbj.b-b\ JU} ) (€ 6 >)\.>-

JI e s 1o 4 Belss 3 GJads OF 1,30 u,.uj wau&swgu
@ }ZJ\ q.cUaﬁ Lc\ apns 3 =h Y u’f"w ij cuL.aﬂ 2%

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah
menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah
dari Zubaid dari Sa'd bin Ubaidah dari Abu 'Abdurrahman dari 'Ali
radliallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengutus
sepasukan dan mengangkat seseorang sebagai amir mereka, amir tersebut
kemudian menyalakan api dan memberi perintah, 'Masuklah kalian ke api ini!
" sebagian mereka ingin memasukinya dan sebagian lain berkata, '‘Bukankah
kita sendiri ingin melarikan diri dari api (neraka)? ' Akhirnya mereka
laporkan kasus tersebut kepada nabi shallallahu "alaihi wasallam dan beliau
bersabda kepada mereka yang ingin memasukinya: "Kalau mereka
memasukinya, niscaya mereka tetap dalam api itu hingga kiamat tiba." Dan

%2 al-Qur’an, 4: 59.
9 Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Akhbar al-Ahad, nomor 7257, J.uga riwayat Muslim dalam
kitab al-Imarah, nomor 1840.
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beliau berkata kepada sebagian lain: "Sama sekali tidak ada ketaatan dalam
kemaksiatan, ketaatan itu dalam kebaikan.".

Maka wajib hukumnya untuk memiliki sikap sabar atas
penyelewengan kebijakan pemimpin serta tidak melakukan pembangkangan

pada pemimpin, sebagaimana dalam hadis Nabi saw :
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"Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada
kami Hammad bin Zaid dari Alja'd Abi Utsman telah menceritakan kepadaku
Abu Raja’ Al 'utharidi mengtakan, aku mendengar Ibnu Abbas radliallahu
‘anhuma dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Siapapun yang
melihat sesuatu dari pemimpinnya yang tak disukainya, hendaklah ia
bersabar terhadapnya, sebab siapa yang memisahkan diri sejengkal dari
jama‘ah, kecuali dia mati dalam jahiliyah.".

Prinsip penegakan kebenaran walaupun berat dan pahit wajib
hukumnya tetap dilaksanakan, tanpa harus takut atas celaan golongan yang
kontra pada kita, hal ini menurut Ibn Taimiyyah telah ditegaskan dalam hadis

sahih riwayat Bukhari;

%Hadis riwayat Bukhari dalam kitab al-Ahkam bab as-sam 'u dan al-ta’ah pada pemimpin selama
tidak dalam kemaksiatan, nomor 7143.
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"Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik
dari Yahya bin Sa'id mengatakan, telah mengabarkan kepadaku 'Ubadah bin
Al Walid telah mengabarkan kepadaku Ayahku dari Ubadah bin Ash Shamit
mengatakan; 'kami berbai'at kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam
untuk mendengar dan taat, baik ketika giat (semangat) maupun malas, dan
untuk tidak menggulingkan kekuasaan dari orang yang berwenang
terhadapnya, dan mendirikan serta mengucapkan kebenaran dimana saja
kami berada, kami tidak khawatir dijalan Allah terhadap celaan orang yag
mencela.”

Atas dasar berbagai sumber di atas, Ibn Taimiyyah menegaskan
terdapat dua golongan sebagai penegak kebenaran agama, yakni para ulama
dan umara, semua diantara mereka wajib hukumnya untuk diikuti dan ditaati
selama mereka tidak memerintahkan pada kemaksiatan, karena
sesungguhnya umat Muhammad saw tidak akan bersepakat untuk melakukan
kesesatan. Oleh karenanya jika terjadi perselisihan harus dikembalikan pada

sumber al-Qur’an dan al-Sunnah.®

Ibn Taimiyyah mengatakan pemberian maaf atas golongan yang

melakukan kezaliman kepadaku sehingga menjadikan kedalaman lembutnya

% Hadis riwayat Bukhari dalam kitab al-fitanu bab gaul al-nabi saw; kami akan melihat urusan
setelah aku yang kalian semua membecinya, nomor 7056, dan J.uga Hadis riwayat Muslim dalam
bab al-imarah nomor 1709.

% 1bn Taimiyyah, Majmu” a/- Fatawa,, Juz.3 , 249 - 250.
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hatiku, semasa dalam hukuman di penjara, aku telah banyak menulis karya
tulis yang menunjukkan bentuk pemberian maaf kepada siapa saja yang
menganiyaya padaku. Menurutnya seseorang tidak bisa diselamatkan dari
segala bentuk kejahatan dan kezaliman orang lain, terkecuali dengan

mengambil dua langkah sebagai berikut:

Pertama, mendapatkan pertolongan kekuatan Allah, selalu meminta
perlindungan, bertawakal, beristigfar serta mentaati segala perintah dan

larangan Allah.

Kedua, jika kezaliman datang dari seorang penguasa yang memiliki
jabatan, terkadang mengalami perubahan sifat dan sikap tergantung masukan
dari para hakim yang dipengaruhi dendam kesumat para musuh-musuh

mereka.

Ibn Taimiyyah menegaskan apa yang dialami selama di penjara,
bukan akibat dari bentuk kesalahan dirinya, akan tetapi hal yang telah disukai
dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, serta kaum muslimin. Oleh karenanya
aku selalu memberi balasan kebaikan atas segal bentuk kejahatan, tentunya
aku selalu memaafkan mereka. Selanjutnya Ibn Taimiyyah menyatakan aku
tidak punya daya dan kekuatan atas segala niat dan keilmuanku dalam segala
hal, kecuali Allah yang telah menganugerahkan hidayah-Nya, aku sadar

bahwa sesungguhnya syetan selalu ingin menciptakan permusuhan di antara
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manusia, dan aku sama sekali tidak akan berserikat dengan syetan dalam

memusuhi saudara-saudaraku sesama muslimin.®’

Sunnah hukumnya bagi seseorang yang merindukan kelembutan
hatinya dalam meninggalkan kebencian dan permusuhan sesama kaum
muslimin, kemaslahatan dalam bentuk kelembutn hati dalam agama, lebih
besar nilainya daripada kemaslahatan dari perdebatan permasalahan fikih.
Semisal perdebatan apakah basmalah bagian dari surat al-fatehah atau bukan,
serta perselisihan bacaan keras dan tidaknya bacaan basmalah dalam
pelaksanaan salat. Sebagaimana Nabi meninggalkan keputusan untuk
membangun baitullah demi merasakan kelembutan hati saat melihatnya,®
demikian pula Ibn Mas’ud berbeda dengan sahabat Usman dalam
menyempurnakan pelaksanaan salat ketika dalam bepergian. Tetapi beliau
tetap salat menjadi makmum dibalakang Utsman, kemudian berkata bahwa

berselisih pendapat merupakan keburukan.®®

Kemulian dan keagungan hanya milik Allah dan Rasul-Nya,

sebagaimana firmanNya;

5 -
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7 1bid, Juz.3, 266-267.

% Hadis riwayat Bukhari dalam kitab al-Haj. bab keutamaan bangunan Mekkah nomor 1584- 1585.
% |bn Taimiyyah, al-Qawa’id al-Fighiyyah, 21.

100 g]-Qur’an, 3: 139.
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“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati,
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu
orang-orang yang beriman.”

Menurut lbn Taimiyyah,'°* barangsiapa berpegangan teguh dengan
agama Allah, dia akan berada dalam kemuliaan. Sebalikanya barang siapa

memusuhi Allah dan Rasul-Nya, pasti mereka dalam kehinaan. Sebagaimana

FirmanNya;
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“Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka
termasuk orang-orang yang sangat hina.”

Lain halnya dalam permasalahan hasil ijtihad yang tidak dikuatkan
dengan adanya dalil, baik karena kesamaran dalil maupun terdapat distorsi
perbedaan pendapat. Maka tidak dibolehkan untuk mengingkarinya,
terkecuali bilamana suatu pendapat yang berlawanan dengan kesahihan dalil

sunnah dan 7jma” sahabat, sehingga wajib untuk mengingkarinya.%®

C. Kemandirian ljtihad Ibn Taimiyyah
Model sepesifik kemandirian ijtihad Ibn Taimiyyah terlihat jelas dalam
setiap karya-karya tulisnya, lebih rinci lagi dalam berbagai ranah penguatan

tarjih setiap permasalahan dengan dasar hukum yang benar.

101 |bn Taimiyyah, Majmu™ al- Fatawa, Juz.3, 251-252.
102 al-Qur’an,.adalah 58; 20.
103 |bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubrd, Juz.3, 181-182.
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Ibn Taimiyyah melakukan jihad kemandirian dalam berpikir dan
berijtihad untuk menghapus segala praktik kejumudan pemikiran, tradisi taklid,
serta penguatan penggunaan rasionalitas yang berbasis pada pendekatan dalil-

dalil al-Qur’an dan al-Sunnah.

Pola dakwah yang dikembangkan Ibn Taimiyyah yakni berpegangan
dengan hujjah para ulama salaf yang mempertimbangkan tingkat kemudahan
pengamalan hukum syariat yang bersih dari segala praktik pemikiran yang

berlawanan dengan ulama salaf.

Sebagai bentuk kecerdasan dan kemandirian pemikiran Ibn Taimiyyah,
berimplikasi pada penetapan sikap kepribadiannya, sehingga rela keluar masuk
penjara karena dipandang memiliki kebebasan pemikiran yang terkadang

berbeda dengan mayoritas ulama.

Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa mayoritas keberagamaan seseorang
selalu mengikuti pendapat dan pemikiran keagamaan orang tua, guru dan pakar
suatu negara, sebagaimana seorang anak akan terpengeruh oleh pengajaran
orang tuanya, kemudian pada saat semakin menginjak dewasa, maka wajib
hukumnya untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, bukan tetap bersikukuh ikut
pemikiran nenek moyangnya. Barang siapa berpaling dari mentaati Allah dan
Rasul-Nya, lalu mentaati pendapat nenek moyang, sungguh dia telah kembali
pada metode orang-orang jahiliah. Terkecuali orang tersebut merupakan mereka

yang tidak sama sekali mengetahui apa yang diperintah Allah dan Rasul-Nya,
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karena bukan dari kalangan ahli ilmu dan agama, karenanya dia tidak tahu mana
pendapat yang kuat dan lebih kuat, maka mereka termasuk orang terpuji yang
mendapat pahala dan tidak tercela. Upaya mengetahui dalil-dalil yang lebih kuat
dalam berbagai permasalahan dengan pola bertaklid menurut Imam Ahmad dari
para sahabatnya merupakan perbuatan berdosa seperti pendapat dari ulama

mazhab Syafii dan para santrinya.%*

Ibn Taimiyyah mempertegas bahwa barangsiapa berpegang teguh
dengan pandangan seseorang kemudian berpaling atas pendapat dan

pengamalannya maka mereka termasuk dalam peringatan firman Allah ;
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“ yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi
beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada
pada golongan mereka.”

Selayaknya bagi seorang muslim untuk memahami fikih secara
kebenaran keyakinan batinnya dan beramal yang tidak melakukan pemaksaan

ideologi tanpa pertimbangan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya.%

Para ulama dari kalangan murid-murid lbn Taimiyyah menyatakan

bahwa Ibn Taimiyyah telah memiliki sifat pemikiran mujtahid yang bebas dan

104 1bid, Juz.2, 240.
105 al-Qur’an, 30: 32.
106 |bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, Juz.3, 245.
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mandiri dengan melakukan banyak pertimbangan berbagai sumber-sumber dalil

tanpa harus bertaklid secara mutlak pada imam mazhabnya.

Penyaksian para ulama utamanya dari para murid-muridnya atas model
kemandirian ijtihad Ibn Taimiyyah adalah segala bentuk pilihan pemikiran
fikihnya melalui berbagai fatwa-fatwa agung yang menonjolkan pola kebebasan
pemikiran hukum dengan penggunaan metode /stinbat dalam segala sumber-
sumber dalil syariat, upaya tersebut dalam rangka mencari keikhlasan niat dari

Allah swit.

Ibn al-Hadi mengatakan sebagian besar para murid-murid utama Ibn
Taimiyyah menyatakan telah ditemukan dari sepercik sejarah lbn Taimiyyah
dalam pembelaan keilmuannya terkesan lebih dominan ditujukan pada
supremasi hukum Islam dengan berhujjah langsung kembali pada al-Qur’an dan
al-Sunnah, saya sendiri mendengar langsung perkataan 1bn Taimiyyah bahwa
setiap ingin menemukan putusan hukum suatu permasalahan, maka saya tidak
henti-hentinya membaca istigfar sampai seribu kali bahkan lebih sampai saya
menemukan pencerahan, saya melakukannya di berbagai tempat seperti pasar,
masjid dan madrasah, tiada henti kecuali saya menemukan jawaban yang saya

cari. 107

197 Ibn al-Hadi, al- ‘Uqud al-Durriyah,, 225.
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Imam al-Safadi mengatakan Ibn Taimiyyah memahami kelembutan
hukum fikih dengan memakai pendekatan sumber-sumber dalil, kaidah fikih
diperkuat dengan hujjah  7jma’, sehingga setiap orang mengetahui hasil
pemikirannya akan kagum karena setiap permasalahan selalu memakai model

Istidlal, tarjih dan ijtinad. 1%

D. Pandangan Ibn Taimiyyah terhadap pertentangan hukum antar ulama
Batasan pengkajian topik pertentangan pendapat para ulama yang

berkaitan dengan fikih terbagi menjadi 5 hal ;
1. Penukilan pendapat ulama

2. Batasan pemikiran ulama

3. Perdebatan ulama terhadap dalil-dalil usu/
4. Sebab perselisihan pendapat

5. Perdebatan antar dalil

Berdasarkan paparan pemikiran Ibn Taimiyyah tentang pemakaian
metode al-za /il beserta konsekwensinya, pemahaman atas berbagai sumber dalil
dalam bab Istidlal, maka penulis dapat merumuskan batasan pemikiran lbn
Taimiyyah terkait dengan polemik perdebatan pendapat para ulama

sebagaimana berikut ;

108 gl-Safadi, al-wafi bi al-wafiyah wa a’yan al- ‘asr, Juz.7, 16.
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1. Tidak wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti dan menerima hasil ijtihad
dalam permasalahan fikih, selama tidak terdapat dalil-dalil gat 'z, terkecuali
mujtahid memakai metode zarjih dengan menjelaskan kekuatan dalil yang

lebih sahih.

2. Perselisihan pendapat ulama merupakan rahmat Allah swt atas kesamaran
kandungan hukum, kebenaran tetap satu sehingga mereka yang menentang
atas kebenaran hasill ijtihad, seharusnya mereka tetap mendapatkan balasan

satu pahala.

Ibn Taimiyyah mempertegas bahwa perselisihan pendapat hukum
terkadang bisa bermakna rahmat selama tidak berbasis keburukan yang besar.
Dalam polemik perselisihan pendapat tersebut, berakibat lahirnya upaya
beberapa ulama menyusun kitab khusus yang diberi nama kitab al-ikhtilaf, Imam
Ahmad menyarankan kitab tersebut dengan nama kitab al-sa’as (kitab yang
luas). Hal ini didasarkan pendapat ‘Umar ibn ‘abd al-aziz, bahwa pada masa
Rasulullah setiap sahabat terkadang berbeda pandangan dalam hal tertentu. Hal
tersebut bukan melahirkan perselisihan, akan tetapi justru menciptakan keluasan
hukum itu sendiri. oleh karena itu imam Malik menyatakan bahwa tidak etis

seorang fakih memaksa orang lain untuk mengikuti hasil ijtihad mazhabnya.'%°

109 Ibn Taimiyyah, Majmu al- Fatawa, Juz.30, 79-80.
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Oleh karenanya hal yang wajib adalah mempertegas kebenaran atas
dasar nas yang harus diikuti sekalipun terdapat perselisinan dengan pendapat
para ulama dan penguasa.!’® Menurut lon Taimiyyah seorang mujtahid yang
berijtihad namun bersalah, maka dia tetap dinilai beribadah yang mendapat satu

pahala.!'!

1. Penukilan pendapat Ulama
metode pengambilan dalil-dalil nas Ibn Taimiyyah dinilai oleh
banyak kalangan ulama ahli hadis sebagai proses ijtihad yang cerdas dan

mandiri, hal ini dibuktikan dengan beberapa hal :

Pertama, konsistensi penukilan yang terhindar dari pendapat-
pendapat yang lemah. Kedua, pengetahuan terhadap kesahihan pendapat
imam dari unsur tingkat lemah dan kuatnya sumber dalil. Ketiga, kepastian

penetapan pendapat ulama.

s 3 a6 O ledat oty 5 12 a3 5 30 4F 2B J6
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10 1bid, Juz.19, 123-124.
11 bid, Juz.19, 125.
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Ada dua model penukilan Ibn Taimiyyah terhadap pendapat ulama;

Pertama, penukilan yang dibangun melalui pendengaran dan pengamatan, sisi
pendengaran diambil dari pendapat ulama mutakallimin, baik yang diperoleh
langsung maupun melalui pemikiran karya-karya tulis mereka. Kedua,

penukilan dengan metode ijtihad dan Istinbat.

Proses metode ijtihad berlaku bagi pengkajian permasalahan fikih
pendapat imam tertentu melalui pemahaman, pengkajian metode serta
Istinbat hukum dari sumber-sumber wusu/, maka manakala tidak diketahui
dengan jelas proses Istinbat-nya, maka lbn Taimiyyah memberikan istilah
manzilat baina manzilataini (satu kedudukan berada dalam dua tempat), yaitu
pengkajian suatu hukum tertentu, akan tetapi tidak bisa menunjukkan hujjah
dalil-dalilnya sementara di sisi lain mengikuti pendapat ulama yang tidak tahu

jelas alur proses Istinbat-nya. 113

Ada 8 macam model kesalahan penukilan pendapat para ulama serta

bentuk pengalihan pemahaman atas sumber-sumber nas.

a) kesalahan penukilan pendapat ulama yang tidak pernah
disampaikan oleh ulama tersebut, tidak satupun para murid-
muridnya yang mengetahui pendapat tersebut.

b)Penukilan pendapat ulama oleh sebagaian para murid-muridnya
yang masih mengandung kekeliruan.

112 1pid, Juz.11, 137.
113 1pid, Juz.35, 289.
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c)Seorang imam mazhab  berpendapat tetapi diberi tambahan
penjelasan oleh para murid-muridnya.

d) Pendapat setiap murid dari para imam mazhab atas sesuatu yang
tidak pernah disampaikan oleh mereka.

e) Menjadikan jenis ucapan para imam mazhab seperti sifat umum
atau mutlak akan tetapi yang terjadi sebaliknya imam mereka
menyatakan sebagai lafad mutlak lalu dirubah menjadi sifat
umum, dan atau sebaliknya.

f) Penukilan permasalahan suatu hukum tertentu tetapi berpegangan
hujjah dengan pendapat yang lebih kuat.

g) Hendaknya tidak menyatakan pendapat atau melakukan penukilan
pendapat imam lain selama masih mengandung aspek syubhat
baik secara lafad dan maknanya.

h)Setiap ucapan para penukil pendapat ulama selalu dalam
kesalahan.!

Menurut Ibn Taimiyyah pada bagian yang enam terdapat pada

penolakan pendapat imam mazhab mereka sendiri, mayoritas mereka

menukil pendapat yang mereka anggap tidak sesuai, padahal sebenarnya

benar. Sedangkan bagian ketujuh menolak kebenaran suatu pendapat, namun

mereka tidak tahu dari mazhab apapun. Selanjutnya yang kedelapan, ada

beberapa yang menolak pendapat imam mazhab-nya, akan tetapi dalam

beberapa hal lain, mereka juga masih menerima hasil hujjah imam tersebut.!*°

Ibn Taimiyyah dipandang oleh mayoritas ulama baik yang sezaman

dengannya maupun sesudahnya, telah mampu mencapai derajat keilmuan

yang tinggi dalam hal kemampuannya melakukan proses ijtihad dan Zstinbat

114 1bid

115 1bid, Juz.20, 184-186.
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dari berbagai ulama mazhab sebelumnya. Utamanya atas pandangan imam

Ahmad ibn Hanbal.

Imam al-Dhahabi menyatakan bahwa Ibn Taimiyyah adalah ulama
yang memiliki keunggulan dibanding dengan ulama sezamannya dalam hal
pengetahuan fikih, perbedaan pendapat fikih, proses Istinbat dan pemahaman
terhadap fatwa para sahabat dan tabi’in. Tidak ada ulama yang menandingi
kelebihan lbn Taimiyyah dalam  penguasaan metode empat imam

mujtahid.®

Imam al-Zamkalani mengatakan jika para fugaha seantero dunia
duduk dalam satu majelis bersama Ibn Taimiyyah, lalu mereka mendengarkan
pemikiran-pemikirn para imam mazhab darinya, maka mereka akan menilai

tidak pernah ada ulama sebelumnya yang seperti beliau.**

Berikut bukti metode pengambilan dalil-dalil nas Ibn Taimiyyah

bersifat yang cerdas dan mandiri.

Pertama, konsistensi penukilan yang terhindar dari pendapat-
pendapat yang lemah. Para ulama yang telah melakukan pengkajian pendapat,
dengan pertimbangan kesahihan sumber dalil-dalil tidak diperlukan
mengikuti pendapat mereka yang lemah. para ulama dan sejenisnya selalu

melakukan penyempurnaan konsistensi dirayah keilmuan yang relevan

116 |bn al-Hadi, al- ‘Ugqud al-Durriyah, 23.
17 1bid, 7.
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dengan kepastian kebenaran ilmu. Oleh karenanya Ibn Taimiyyah sangat hati-
hati dalam upaya pencarian dan penukilan pendapat ulama dengan
pertimbangan kesahihan sumber-sumber dalil, jika pendapat ulama tersebut
memiliki korelasi dengan sumber syariat, maka wajib dibantu dan diperkuat
untuk diikuti. Namun manakala bertentangan dengan kesahihan sumber dalil
syar’i, seperti penggunaan hujjah rekadaya dan rekayasa hukum, kebanyakan
para pengikut imam mazhab hanya berlandaskan kebenaran rasional tanpa
pertimbangan dalil-dalil syar’i. Ibn Taimiyyah menukil pernyataan Ibn
Abbas, sungguh celaka bagi seseorang yang mengikuti keteledoran ulama, 1bn
Abbas ditanya, bagaimana bisa hal demikian? Ibn Abbas berkata, yaitu
seorang alim yang berpendapat atas suatu hukum syar’i dengan kebebasan
akal pikirannya kemudian masih diikuti oleh orang yang lebih tahu tentang

sunnah-sunnah Rasulullah dari padanya.!®

Ibn Taimiyyah memberi contoh pada permasalahan fikih atas
kebolehan perkawinan anak perempuan hasil zina dengan ayah biologis
sendiri. Permasalahan tersebut termasuk masalah dari berbagai pendapat yang
lemah, tidak perlu saling mencaci maki antar ulama akibat beda pendapat.
Pada dasarnya tidak satu pun imam mazhab yang menyatakan pendapat

tersebut, karena polemik masalah tersebut banyak kaum muslimin dari

118 |bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, Juz..3, 180.
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kalangan ahli sunnah wal jama’ah berpindah pada golongan Shi‘ah al-Rafidah

dan golongan yang sesat.!®

Berpegangan dengan pendapat lemah akan melahirkan perselisihan
hukum yang berujung pada munculnya kerusakan yang nyata. Setiap
seseorang membantu pandangan yang lemah, maka wajib bagi orang tersebut
akan dua hal; pertama, melakukan penolakan manakala tidak disertai hujjah
dalil-dalil yang sahih, apalagi menimbulkan kerusakan, kedua, melakukan
penetapan hukum melalui proses Istinbat dengan pengkajian sumber-sumber

dalil yang terkait.*?°

Bukti lain atas penetapan konsistensi lbn Taimiyyah dalam
penukilan hakekat dan kesahihan dalil-dalil nas adalah pernyataan yang
mengatakan bahwa tanah tempat jasad Nabi Muhammad saw dikubur lebih
utama daripada masjid al-haram, masjid Nabawi dan masjid al-Aqgsa,
menurut Ibn Taimiyyah pendapat ini berasal dari Qadi ‘Iyad yang dianggap

tidak berdasar atas sumber dalil-dalil yang kuat.*?

Demikian pula dalam hal kebiasaan sebagian umat Islam yang
berdoa bersama para imam salat maktubah, lebih-lebih usai salat subuh dan
Asar. Ibn Taimiyyah menegaskan tidak pernah ditemukan hujjah dari seorang

pun bahwa hal demikian itu sebagai amalan ibadah sunnah, yang menilai

119 |bn Taimiyyah, Majmu” al- Fatawa, Juz.32, 134.
120 |bn Taimiyyah, Qa’idah al- ‘Aqdi, 85.
121 |bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, Juz.2, 205.
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ibadah sunnah dari kalangan sebagian ulama Syafii, sedangkan Imam Ahmad
dan lainnya menganggap bukan ibadah sunnah. Akan tetapi ada sebagian dari
kalangan murid-murid Imam Ahmad dan Abu Hanifah yang menyatakan
sunnah jika dikerjakan usai salat subuh dan asar dengan alasan karena
keduanya tidak ada salat setelahnya, maka diganti dengan berdoa usai salat
subuh dan asar. Sementara dari kalangan Syafii menyatakan sunnah berdoa
jika dikerjakan menyertai pelaksaan salat maktubah. Menurut 1bn Taimiyyah
berdasarkan hadis-hadis sahih bahwa Nabi Muhammad saw berdoa didalam
salat sebelum salam dan Nabi memerintahkannya, hal itu dipandang sebagai
hujjah bahwa orang yang mengerjakan salat dianggap sedang bermunajat
pada Allah, maka jika dia sudah salat dipandang telah menyelesaikan
munajatnya, sehingga mereka yang mau meminta pada Allah sebaiknya

ketika sedang bermunajat pada Nya yaitu saat masih salat.'?2

Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa seseorang yang tidak mampu
mengetahui apa-apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, sehingga
dia harus ikut pendapat ulama ahli ilmu dan agama, dia juga tidak mempu
menjelaskan dalil-dalil yang lebih kuat, maka mereka termasuk mendapat
pujian beserta pahala dan tidak dihina bahkan harus disiksa. Manakala
seseorang mampu melakukan Istidlal dan pengkajian pada sumber-sumber

dalil yang lebih kuat sekalipun dalam beberapa hal permasalahan fikih, maka

122 1pid, Juz.2, 213.
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menurut Imam Ahmad mereka termasuk dihukumi berdosa karena masih
bertaklid pada ulama. Sedangkan ulama kalangan Syafii dari riwayat
Muhammad ibn al-hasan boleh bertaklid bahkan ada yang berpendapat taklid
secara mutlak, ada lagi pendapat boleh bertaklid tapi pada hal-hal yang ia

ketahui.'2®

Metode pemikiran lbn Taimiyyah dalam proses Istinbat hukum
adalah kegigihannya dalam menemukan tingkat kekuatan dan kesahihan
sumber dalil dari setiap penukilan pendapat ulama, menurutnya banyak ulama
yang mengikuti pendapat imam mazhab akan tetapi tidak memahami asal-
usul pendapat mereka. Dalam banyak tulisan-tulisan lbn Taimiyyah selalu
memberi peringatan keras akan kehati-hatian ulama dalam menukil pendapat
para imam mazhab selama tidak diperkuat dengan pengetahuan mereka

terhadap sumber dalil.

Ibn Taimiyyah mengokohkan para pengikut imam mazhab agar
selektif dan berhati-hati dalam penukilan pendapat imam mazhab mereka,
sumber dalil yang rajih harus diutamakan untuk menemukan relevansi sumber

— sumber usul para imam mazhab. %

Diantara contohnya adalah perselisihnan pendapat tentang

pengucapan akad ijad gabul dengan selain kalimat inkah dan Tazwij, menurut

123 |bid, Juz.2, 240.
124 |bn Taimiyyah, Majmu” al- Fatawa, Juz.29, 40.
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Ibn Taimiyyah, Imam Ahmad tidak pernah menukil dalil nas terkait dengan
permasalahan tersebut, para ulama menukil dari imam Ahmad berdasar
riwayat Abi al-Harits menyikapi perempuan pada masa Rasulullah yang
menyerahkan dirinya pada Nabi bukan sebagai pernikahan yang sah.

Sebagaimana firman Allah ;
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“dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi

mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua
orang mukmin.”
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Ini merupakan nas yang memberi pengertian khusus dilaksanakan
Nabi Muhammad saw yakni pernikahan tanpa mas kawin, Imam Ahmad atas
dasar ayat tersebut menyatakan bahwa nikah dengan penyerahan perempuan
dengan kalimat hibah pada lelaki adalah sah dengan ucapan "aku merdekakan
kamu dan aku jadikan kemerdekaanmu sebagai mas kawin:, atau dengan
kalimat lain “aku jadikan kemerdekaanmu sebagai mas kawin atau mas kawin
sebagai bukti kamu merdeka”, dari pendapat Imam Ahmad tersebut para
murid-muridnya berselisih, ada yang menyatakan harus disertai dengan
kalimat “aku kawinkan dan aku nikahkan kamu ” seperti Abu Abdillah ibn

Hamid. Adapun Qadli Abu Ya’la dan yang lain, menyatakan bahwa dalam

125 gl-Qur’an, 33: 50.
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hal ini bukan termasuk metode giyas dengan ayat tersebut akan tetapi sebagai

contoh dari penggunaan metode Istihsan.

Menurut Ibn ‘Aqil bahwa perkawinan dengan akad tanpa kalimat
inkah dan Tazwij hukumnya sah berdasarkan dalil nas yang dipakai oleh

Imam Ahmad dan sebagian imam Malik.

Ibn Taimiyyah berkata, para murid-murid Imam Ahmad berbeda
pendapat, ada diantara mereka yang membenarkan dengan satu riwayat, ada
juga yang memakai riwayat lain, barang siapa yang menukil satu riwayat
maka dia harus menemukan metode penemuan riwayat yang lebih kuat dari

aspek dalill-dalil usul yang dipakai oleh para imam mazhab .1%

Ibn Taimiyyah melakukan Zstinbat dengan metode penukilan banyak
sumber secara khusus sumber karya tulis dari Hanabilah, kemudian
melakukan pemisahan terhadap kajian sumber-sumber nas al-Qur’an dan al-

Sunnah yang dituangkan dalam berbagai karya tulis lon Taimiyyah!?’

Segala bentuk penukilan dari para imam mazhab utamanya Imam
Ahmad, selalu dia carikan asal sumber-sumber dalil nas al-Qur’an dan al-
sunnahnya dalam berbagai kesempatan. Setiap menerima pendapat imam

mazhab secara cepat dia lakukan tiga hal, "menulisnya, menyusun karangan

126 |bn Taimiyyah, Majmu” al- Fatawa, Juz.20. 228.
127 1bn Taimiyyah, Qa’idah al-‘aqd, 72, 79, lihat J.uga Ibn Taimiyyah, Majmu* al-Fatawa, Juz.3,
327.
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yang terkait dengannya, melakukan pengkajian” dan "memperdebatkan
pendapat imam mazhab". Ibn Taimiyyah melakukan itu semua diberbagai
kesempatan tempat dan waktu, di dalam penjara, pada saat bepergian dan
pada waktu perang. Ibn Taimiyyah banyak menulis kitab-kitab yang terkait
dengan setiap pengkajian pendapat imam mazhab. Terkadang dia mengalami
kesulitan untuk ditunjukkan sumber-sumber dalilnya, terkadang pula dia
menyimpulkan setiap pendapat dengan perbedaan praduga pendapat ulama,
bahkan terkadang dia bisa menghafal sumber-sumber dalilnya dan
memberikan kesimpulan sendiri.'?® Karena itulah banyak para murid-
muridnya dan bahkan kalangan ulama fikih lainnya, memberikan penilaian

terbaik kepadanya atas proses Zstinbat dan Istidlal dari aspek metodenya.?®

Imam al-Dhahabi mengeluarkan pernyataan bahwa tidak pernah
ditemukan satu pun ulama yang memahami fikih dari berbagai pendapat
imam mazhab baik dari kalangan sahabat dan Tabi’in lebih-lebih empat

mazhab yang melebihi lon Taimiyyah.!*

Langkah lbn Taimiyyah dalam memilih pendapat dan pandangan
para imam mazhab ditentukan oleh segala upayanya dalam rangka menghafal
keseluruhan pendapat para imam tersebut dengan disertai pemaparan sumber-

sumber dalil dari setiap pendapat imam mazhab. Ibn Taimiyyah juga tidak

128 |bn Taimiyyah, Majmu” al- Fatawa, Juz.32, 315.
129 gl-Dhahabi, I’lam al- ‘aliyyah, 24.
130 |bn al-Hadi, al-'Uqud al-Durriyah, 23.
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melakukan penghinaan dan penistaan kepribadian para imam mazhab
sekalipun setiap pendapatnya dipandang tidak relevan yang tidak akan

diikutinya.

Ibn Taimiyyah mengatakan ada dua macam penukilan dan penetapan
pendapat para imam mazhab, pertama penetapan penukilan pendapat imam
yang benar. Dalam hal ini boleh dijadikan sebagai sandaran pendapat fikih.
Kedua, penetapan pendapat imam mazhab yang salah. Dalam hal ini tidak
wajib dijadikan sebagai sandaran pendapat fikih karena masih terdapat

beberapa perselisihan.

2. Batasan pemikiran ulama
Ibn Taimiyyah sering menetapkan perselisihan pendapat antar ulama
dengan pertimbangan tingkat pemahamannya atas perselisihan pendapat ulama
dari aspek yang lebih dekat dengan pandangan dalil-dalil syar’i. Ibn Taimiyyah
memberi batasan tanda-tanda yang lebih penting atas kebenaran pemahaman

seorang alim pada saat menemui perselisihan pendapat fikih, diantaranya ;

a. Beberapa model penetapan pemahaman atas imam mazhab dari metode
pemikiran para murid-muridnya, sebagai salah satu contohnya adalah al-
Hafidz Abu Bakr al-Baihagi dalam kitab karyanya tentang riwayat hidup
Imam Ahmad pada saat menguraikan hakekat keyakinannya dinukil dari
pandangan Abi Fadl ‘Abdi al-Wahid ibn Abi al-Hasan seakan-akan

beberapa pandangan fikih Imam Ahmad berasal dari Abi Fadl, mayoritas
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model penukilan pendapat imam mazhab dipengaruhi oleh tingkat
pemahaman atas keyakinan mereka, sehingga lahirnya perbedaan
periwayatan dipengaruhi oleh perselisihan pendapat para ulama ahli hadis
dari bentuk penukilan yang berbeda dari nabi Muhammad saw. 3!

b. Pembatasan pemahaman para imam melalui metode usul lbn Taimiyyah
berkata, adapun dalam bidang hadis mayoritas perselisinan pendapat
ditemukan pada periwayatan Imam Malik yang berasal dari dua sumber
periwayatan, ada sebagian yang menerapkannya dan ada pula yang
menolaknya, seperti pada permasalahan mengangkat kedua tangan pada saat
ruku’ dan bangun dari ruku’, kebanyakan ulama Madinah meriwayatkan dari
Imam Malik dengan mengangkat kedua tangan berdasarkan hadis sahih
yang mereka riwayatkan.®? Akan tetapi imam ibn al-Qasim dari sebagian
ulama Basrah mengatakan bahwa atas dasar riwayat pertama, yang banyak
diterima oleh ulama dari Iraq, yang tidak bersumber dari hadis ulama
Madinah bahwa Nabi tidak mengangkat kedua tangannya. Kemudian pada
saat mazhab Maliki tersebar di daerah Andalusi, adalah Imam Yahya ibn
Yahya yang beramal dan memerintahkan para Qadi untuk berhujjah dengan

sumber-sumber hadis dari imam Maliki dalam kitab al-Muwatta’, berbeda

181 |bn Taimiyyah, Majmu" al-Fatawa, Juz. 4, 167.

132 |mam Malik meriwayatkan dalam kitab al-Muwatta’ pada kitab sholat bab iftitah al-salat, Juz.1,
57, ditemukan pula pada riwayat Bukhari dalam kitab al-Adhan bab Raf’u al-yadayni fi takbiratil
al-ula ma’a al-iftitaf sawa, no. 735.
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dengan ulama dari kalangan Kufah karena sedikitnya hadis-hadis yang
tersebar di sana.'*

c. Penyajian konsep pemahaman para imam yang berbeda dengan syariat
ditetapkan atas pertimbangan sumber-sumber dalil yang relevan dalam
rangka kepatuhan pada syariat. Ibn Taimiyyah menegaskan tidak satu pun
ulama yang secara tegas berlawanan dengan syariat Rasulullah saw dalam
hal-hal yang berat dan ringan, sehingga manakala menemukan suatu hadis
yang sahihmaka wajib hukumnya untuk menerimanya dan harus memberi

dasar alasan ketika menolaknya. 13

3. Perdebatan ulama terhadap dalil-dalil usu/
Ibn Taimiyyah memiliki dua cara dalam menetapkan perbedaan
sumber-sumber dalil; pertama penetapan ulama atas dalil usu/ ketika terjadi
perselisihan, kedua penjelasan terhadap kelemahan sumber dalil atas pendapat

yang diputuskannya.

Ibn Taimiyyah berkata Ibn Hazm mensetujui pendapat lbn Jarir dalam
permasalahan sumpah yang yang digantung, yakni tidak terdapat wajib hukum
kafarat sumpah, akan tetapi Ibn Jarir berpendapat berbeda hukumnya dalam

permasalahan Talak yang digantung dengan sumpah, bahwa jika terjadi

133 |bn Taimiyyah, Majmu" al-Fatawa, Juz.2. 324.
134 |bn Taimiyyah, Raf’u al-Kalam ‘an al-aimmat al-a’lam, 4.
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penggantungan sumpahnya akan berakibat terjadinya hukum talak, sedangkan

lbon Hazm tetap mengatakan tidak terjadi talak. 13

Atas dasar yang sama dengan permasalahan tersebut, 1bn Taimiyyah
juga menemukan pemakaian dalil usuz/ imam Malik dan Imam Ahmad yang
membolehkan jual beli barang yang ghaib serta sedikit sifat garar nya, ada
beberapa ulama pengikut mazhab yang tetap mengharamkan jual beli barang
yang tidak jelas karena dilakukan secara tidak lihat langsung barangnya (jual
beli ghaib), ada juga yang membolehkan dengan pertimbangan penggunaan

metode Aiyal 3

Mayoritas permasalahan fikih imam mazhab terdapat pengecualian
kaidah ulama terhadap imam mazhab yang didasarkan pertimbangan metode
hiyal, sehingga bisa jadi para ulama menetapkan pendapat yang berbeda dengan

para imam mazhabnya karena alasan tersebut.*®’

Sebagai contoh dalam permasalahan tersebut menjadi pendapat yang
benar seperti boleh bagi seorang yang berakal untuk menentukan pengecualian
kemanfaatan barang yang dijadikan akad selama terdapat tujuan yang baik, jika
seseorang menjual lahan tanah maka boleh juga mengecualikan atas nilai
tempat tinggal dan binatang ternak di dalamnya, menghibahkan jenis

kepemilikan barang tetapi mengecualikan nilai manfaatnya, berakad

135 |bn Taimiyyah, Qa’idah al- ‘aqd, 125-126.
136 |bn Taimiyyah, Majmu" al-Fatawa, Juz.29, 45.
137 |bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, Juz.3, 371.
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memerdekan budak tetapi mengecualikan nilai manfaat pengabdiannya dalam
waktu tertentu, mewakafkan barang tertentu tetapi mengecualikan nilai yang
lebih berharga baginya selama masa hidupnya, kesemuanya terambil dari dalil-
dalil nas oleh imam Ahmad dan sebagian para murid-muridnya yang memakai

dasar metode giyas yang keliru karena alasan pertimbangan kemaslahatan.'3

Ibn Taimiyyah menegaskan dalam pendapat yang mashur bahwa jika
terjadi keraguan hukum jenis kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya
dan tidak boleh dimakan, terdapat dua pendapat, imam Ahmad menghukumi
jenis najis, karena asal hukum kotoran adalah najis, kedua yang dianggap lebih
sahihyaitu hukum kotoran binatang tersebut suci karena asal hakekat kotorn

tersebut suci.t3®

4. Konsistensi atas sebab yang mengandung perbedaan faham.

Upaya pembatasan perselisihan pendapat ulama terkadang dalam
permasalahan yang besar maupun kecil atau bahkan dalam hal-hal yang mudah
dan seterusnya, ibarat dalam kaidah pengobatan seorang dokter terhadap jenis
penyakit tertentu, dalam hal ini Ibn Taimiyyah menyarankan seorang mujtahid
harus melakukan penelusuruan berbagai jenis perselisihan pendapat para ulama
yang ada keterkaitan dengan penukilan sumber-sumber dalil yang berbeda, ada

yang memiliki kesamaan dalil secara aqli dan naqli, ada juga sama dalil naqli

138 |bn Taimiyyah, al-Qiyas, Juz.2, 265-266.
139 |bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, Juz.1, 23.
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tetapi berbeda dalam pemahaman ‘agli-nya, ada pula berbeda dari aspek

lafdliyah dan maknawinya. 140

Penyebab perbedaan yang paling banyak adalah segala periwayatan
bentuk peribadatan yang berbeda dari kalangan para sahabat Nabi, seperti
dalam permasalahan ibadah haji apakah Nabi melakukannya secara ifrad atau
tamattu’, pada umumnya para ulama menyebutkan bahwa Nabi berhaji secara
ifrad yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu sebelum umrah, sedangkan
imam Ahmad mengatakan Nabi melaksanakan ihram umrah sebelum tawaf
karena ada riwayat ; labbaika allahuma umrotan wa hajjan., Dan umrah

masuk dalam pelaksanaan Haji 14*

Ibn Taimiyyah berkata bahwa para ulama hadis dan fugaha semisal
Imam Ahmad dan lainnya adalah Nabi Muhammad saw tidak berhaji sendiri
dengan haji ifrad dan tidak pula melaksanakan haji tamattu’ yang sudah
bertahallul dari ihram hajinya, mereka dari kalangan imam Ahmad yang
mengatakan bahwa Nabi melaksanakan umrah dengan haji tamattu’ usai
bertahallul dari berhaji adalah pendapat yang salah, demikian pula Nabi
dikatakaan bahwa Nabi tidak melaksanakan umrah pada saat berhaji adalah
pendapat yang keliru. Penyebab adanya perselisihan pendapat adalah

penukilan yang keliru dari kalangan para sahabat tentang cara berhaji

140 |bn Taimiyyah, Raf’u al-Kalam ‘an al-aimmat al-a’lam, 301:
&W&\w@i\ww&ng‘
141 |bn Taimiyyah, al-Qawa’id al-fighiyah, 99.
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Rasulullah saw, menurut riwayat dari ‘Aisyah dan Ibn Umar bahwa
Rasulullah saw melaskanakan haji tamattu’ lalu berhaji'*? ada juga riwayat
dari mereka bahwa Rasulullah saw “berhaji ifrad saja”*® ada riwayat lain dari
sahabat Anas bin Malik berkata saya mendengar Rasulullah saw berkata
labbaika allahuma umrotan wa hajjan.*** Tidak ada satupun riwayat perihal

proses haji dan umrah kecuali dari sahabat ‘Umar dan Anas.'*

Dari kekeliruan pemahaman atas sumber nas dalam pencegahan
beberapa syarat melahirkan pendapat bahwa ketentuan syarat dalam setiap
akad membolehkan hal-hal yang diharamkan dan mengharamkan hal-hal yang
dihalalkan Allah, kejelaskan kebolehan syarat dalam setiap akad bisa

diterapkan manakala mengandung kemaslahatan yang dibolehkan syariat.'45

5. Pertentangan Dalil
Ibn Taimiyyah membagi dua model penentuan jenis perdebatan dalil,
baik dalil yang dijadikan sebagai Istidlal atau perdebatan beberapa dalil yang
berbeda. Model pertama, dalil yang layak dijadikan Istidlal. Model kedua,

sinkronisasi terhadap pemahaman dalil pada motode Istidlal.

142 Riwayat Bukhari dalam al-hajj. bab : man saga al-badan ma’ahu, nomor 1691.

143 Riwayat Bukhari dalam kitab al-hajj. bab ; al-famattu’ wa al-Qur’an wa al-ifrad fi al-hajj.,
nomor 1592 dari ‘Aisyah dan Ibn ‘Umar. Dari riwayat Muslim nomor 231.

144 Riwayat Muslim dalam kitab al-Hajj. nomor 1232.

145 |bn Taimiyyah, al-Qawa’id a/-fighiyah, 97-98.

146 |bid, 197-199.



189

Dalam hal perdebatan dalil, Ibn Taimiyyah memiliki metode tersendiri
dengan pendekatan penjelasan dari setiap beberapa dalil yang dipandang
berselisin dalam bingkai pembahasan permasalahan fikih secara umum.
Dalam hal perdebatan dua dalil yang berselisih, 1bn Taimiyyah memberikan
batasan penentuan dalil-dalil yang lebih sahih pada setiap derajat
periwayatannya. Menurutnya setiap ulama yang berdebat dalam sumber-
sumber dalil banyak dipengaruhi oleh penukilan dalil-dalil yang lemah,
sebagaimana mereka memahami dalil-dalil secara keliru. Karena itu pula
menunjukkan perbedaan tingkatan para ulama ditinjau dari aspek tingkat
pemahaman dan penukilan mereka terhadap sumber-sumber dalil. Ibn
Taimiyyah menyarankan langkah yang terbaik adalah ulama wajib
menggunakan metode pengambilan dalil dalam proses Istidlal dengan dalil-
dalil yang benar dan sahih baik dari aspek periwayatan sanad dan aspek
pemahaman kandungan dalil sesuai dengan misi pengajaran Nabi dengan

agama yang lurus.

Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa mayoritas ulama salaf dan khalaf
menukil dalil-dalil yang bid’ah, bahkan mereka tidak mengetahuinya hal
tersebut dikarenakan faktor hadis-hadis daif yang dikira hadis sahih, atau

karena faktor ayat-ayat al-Qur’an yang difahami secara bebas oleh
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rasionalitas mereka tidak sebagaimana kandungan ayat yang

sesungguhnya.4’

Ibn Taimiyyah mempertegas bahwa keanehan manakala ulama ada
yang berhujjah memakai metode al-giyas dan Istinbat makna hukum fikih
atas pemikiran ulama ahli rekayasa hukum, sebagai representasi golongan
ulama yang tidak menjaga maksud dan tujuan si pembuat hukum (al-syari’).
mereka juga tidak tergolong ulama yang memakai pengetahuan mekanisme
Ta’lil dan penguasaan makna hukum fikih. Seringkali ditemukan bahwa
mereka selalu mengindahkan sumber-sumber dalil nas, atau bahkan

pemakaian dalil usul dengan cara penafsiran yang bebas sesuai nalarnya.4®

Ibn Taimiyyah berkata jika terdapat salah satu ulama mujtahid yang
cerdas dan pandai memamai dalil (Dilalah) dengan kekuatan keyakinannya
terhadap suatu dalil dan tidak pernah terusik pikiran dan jiwanya pada
pemikiran mujtahid lain, selama tidak ditemukannya sumber usul yang hakiki
dari mujtahid tersebut. Menurutnya terkadang ulama tersebut tidak pernah
menemukan dan menerima beberapa sumber usul, atau mungkin karena
tingkat pemahamannya yang lemah. Kedua hal tersebut diakibatkan karena
faktor rendahnya daya nalar dan faktor kesibukan yang menghalanginya

menemukan sumber dalil usul. Oleh karena itu, bagi ulama yang mengetahui

147 |bn Taimiyyah, Majmu™ al-Fatawa, Juz.19, 191.
148 |bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, Juz.3, 256.
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dan memahami metode Dilalah dipengaruhi karena dua sebab, sebab
eksterrnal yaitu berupa adanya suatu dalil, dan sebab internal yakni tingkat
pengetahuan dan pemahaman terhadap kekuatan dalil tersebut. Pada dua
sebab tersebut di atas, berimplikasi pada lahirnya perbedaan golongan ulama,
ada yang sangat minim nalarnya dan ada pula yang kuat, sehingga termotivasi
dari hidayah dan rahmat Allah. mereka mencari berbagai sumber dalil yang

relevan dengan segala aspek kehidupan manusia.4®

Salah satu contoh perdebatan antar dalil hadis, yaitu permasalahan
penetapan bacaan basmalah dengan keras atau tidak dalam salat. 1bn
Taimiyyah mengatakan bahwa para ulama ahli hadis telah bersepakat bahwa
membaca basmalah saat salat tidak dikeraskan, berdasarkan hadis sahih yang
kuat, seperti Abu Dawud, Turmudzi dan Nasai. Adapun yang berpendapat
baca secara keras, berdasarkan hadis maudu’ dari Tsa’labi dan Mawardi
dalam tafsir dan sebagian Kkitab-kitab ulama fikih yang tidak bisa
membedakan antara hadis maudu dan bukan, Imam Daruqutni dan al-Khatib,
keduanya telah mengumpulkan hadis yang menyatakan dibaca keras, Imam
Daruqutni berkata ketika memasuki kota Mesir, dia diminta mengumpulkan
hadis-hadis tersebut, lalu dikumpulkannya kemudian dia ditanyakan apakah
hadis-hadis tersebut sahih, Imam Daruqutni menjawabnya, adapun yang

bersumber dari Nabi, tidak kuat dan sahih, akan tetapi yang bersumber dari

149 |bn Taimiyyah, Majmu” a/-Fatawa, Juz.3, 306.
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sahabat ada yang sahih dan ada yang lemah. Sementara Abu Bakar al-Khatib
ditanya seperti imam Daruqutni, kemudian dia menyebutkan dua hadis
Muawiyah pada waktu salat di Madinah yang diriwayatkan oleh Imam
Syafii'® lalu Imam al-Khatib menyebutkan hadis yang mengeraskan bacaan
"basmalah™ yang lebih kuat, ulama ahli hadis bersepakat bahwa tidak ada
hadis yang sahih dan jelas dimana harus dibaca keras, apalagi adanya hadis

mutawatir yang menolak bahwa Nabi membaca "basmalah™ dengan keras.*!

Contoh lain dalam athar ‘Umar ibn al-Khattab perihal penetapan
pemilik dua kebun yang diberikan pada orang lain, agar bersedia menikahi
istrinya supaya dia bisa mengawini kembali istrinya. ‘Umar ibn al-Khattab
memerintahkan perempuan tersebut tetap menikah dengan suami yang kedua
dan dilarang untuk menceraikannya. Dalam istilah fikih hal tersebut disebut

nikah muhalil.

Ibn Taimiyyah mengatakan ‘abd al-Razzaq ibn Hisham ibn hasan dari
‘umar ibn Sirin mengatakan telah datang seorang perempuan pada seorang
lelaki meminta untuk menikahinya, agar dia bisa dikawin kembali oleh suami
yang pertama, kemudian ‘Umar perintahkan kepada lelaki tersebut untuk
tetap menikahinya dan dilarang menceraikannya, bahkan berjanji akan

memberi sanksi dan hukuman, jika dia menceraikannya. Menurut Ibn

1%0 Diriwayatkan oleh imam Syafi’i dalam kitab al-Umm, Juz.1, 93-94.
151 |bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, Juz.1, 91-92.
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Taimiyyah dalam hal ini ada enam pendapat, salah satunya, bahwa hal
tersebut termasuk terputus (mungoti’ ) yang tidak terdapat sanad yang kuat,
Abu Hafs meriwayatkan dari Abi al-Nasr berkata saya mendengar Aba
‘Abdillah mengatakan dalam hal nikah muhalil bahwa pernikahan tersebut
merusak akad pernikahan. Hal ini didasarkan pada riwayat ibn ‘Umar, dimana
dia memerintakan seorang lelaki untuk tidak menceraikan perempuan yang
minta ceral dengan mau memberi 2 kebun sebagai gantinya, menurut Ibn
Taimiyyah hujjah tersebut tidak berdasar dari sanad yang kuat. Menurut Abu
Abidah, hadis tersebut merupakan hadis mursal dari Ibn Sirin yang dianggap

tidak pernah melihat dan bertemu dengan ‘Umar ibn al-Khattab.t>2

Ibn Taimiyyah melakukan bantahan lagi, bahwa tidak terdapat
penetapan hadis dalam permasalahan syarat-syarat dalam akad. Menurutnya
para ulama yang berhujjah dengan hikayat dari Abi Hanifah, Ibn Abi Laili
dan yang lain, menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw melarang jual beli
dan melarang ketentuan syarat di dalamnya.’>® Hal ini banyak dikutip oleh
mayoritas ulama fikih, akan tetapi ditolak oleh ulama kalangan imam Ahmad
dan lainnya yang menyatakan bahwa hadis-hadis sahih banyak

menentangnya.t>*

152 |bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, Juz.3, 329-330.
153 Riwayat oleh Ibn Hazm dalam kitab al-Muhalla, Juz.8, 410.
154 |bn Taimiyyah, Majmu" a/-Fatawa, Juz.29, 132.
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Adapun dalam  bentuk bantahan Ibn Taimiyyah yang melalui
pendekatan makna, ada beberapa permasalahan fikih yang ditolaknya.
Diantaranya permasalahan hukum syarat-syarat dalam akad, terdapat
beberapa dalil- kuat yang membolehkan pelaksanaan beberapa akad tanpa
syarat. Ibn Taimiyyah menjelaskan ketetapan makna beberapa hadis untuk
pengetahuan syariat yang ditetapkan melalui hujjah al-Qur’an dan al-Sunnah.
Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa penetapan syariat yang didasarkan atas
kebenaran al-Qur’an dan al-Sunnah merupakan mazhab yang sebenarnya,
karena segala hal yang sudah diharamkan Allah tidak akan bisa
diperbolehkan, dengan alasan pemenuhan syarat tertentu,.Demikian pula pada
segala hal yang sudah diperbolehkan Allah, akan menjadi boleh dan halal

dikarenakan ketersediaan syarat.

Penulis menemukan ada 4 urgensi model ijtihad dan pemikiran Fikih

Ibn Taimiyyah :

1) Kebebasan berpikir

2) Perhatian pada Penguatan kemaslahatan umat

3) Penentuan pencapaian terhadap kepastian kebenaran

4) Penerapan Metode Induksi
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E. Model Penalaran ljtihad Ibn Taimiyyah

1. Kebebasan Penalaran

Model kebebasan penalaran dalam  metode ijithad ijtihad Ibn
Taimiyyah banyak penulis temukan dalam berbagai karya tulisnya, terutama
dalam bidang penguatan kepastian kebenaran (al-zarjih) dalam

permasalahan fikih.

Upaya dalam memperjuangkan metode kebebasan penalaran ini, lbn
Taimiyyah banyak melakukan jihad perjuangan yang gigih, khususnya dalam
membuka kebuntuan pemikiran umat, melepaskan kebiasaan taklid dan
orientasi pada penerapan kinerja logika rasional. Upaya tersebut dilakukannya
memakai pendekatan pemaparan sumber-sumber dalil al-Qur’an dan al-

Sunnah.

Masa jihad dan dakwah Ibn Taimiyyah tersebut berlangsung dalam
waktu yang amat panjang dengan berbagai bentuk tantangan dan
kesulitannya, sekalipun berakibat pada putusan hukuman penjara berkali-kali
akibat dari berbagai pendapat dan fatwanya. Hal ini yang memberikan

pengaruh signifikan bagi pemikiran ulama sesudahnya.

Ibn Taimiyyah menegaskan mayoritas manusia memahami agama atas
penetapan pemahaman dari para imam mazhab. , Saat itu manusia dibangun
atas kerangka agama nenek moyang, para pemimpin dan penduduk negeri

mereka, sebagaimana semasa kecil mereka tumbuh berkembang memahami



196

agama, maka seyogyanya setiap umat Islam berkewajiban mentaati Allah dan
rasulNya, sehingga ketika diperintahkan untuk mengikuti atas segala hal yang
telah diperintankan Allah dan Rasul-Nya, maka janganlah mereka
mengatakan kami tetap mengikuti pandangan agama para nenek moyang
kami. Barangsiapa yang sudah mengetahui hujjah al-Qur’an dan al-Sunnah
lalu berpindah pada kebiasaan pendapat nenek moyang dan kaummnya, tentu
mereka tergolong kaum jahiliyyah yang layak mendapatkan ancaman siksaan.
Adapun golongan yang lemah mengetahui syariat Allah dan Rasul-Nya,
kemudian mengikuti pendapat para ahli ilmu dan agama sekalipun tidak
faham sumber dalil orang lain yang lebih kuat, maka mereka tergolong hamba
Allah yang terpuji dan layak memperoleh pahala, akan tetapi manakala
mereka mampu melakukan Istidlal dengan mengetahui pendapat yang lebih
kuat atas permasalahan fikih, kemudian mereka beralih melakukan taklid,
dalam hal ini para imam mazhab berbeda pendapat dalam menghukumi
golongan tersebut. Menurut ulama mazhab Hanbali dan para pengikutnya,
menetapkan bahwa mereka tergolong berdosa dan layak mendapat siksaan.
Golongan ini kebanyakan dari kalangan mazhab  al-Syafii dan para

pengikutnya.®®

Ibn Taimiyyah menegaskan golongan yang telah teguh dengan prinsip

pemikirannya, kemudian beralih pindah pada ucapan dan perbuatan orang

155 |bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, Juz.2, 230.
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lain, maka mereka terkena peringatan yang ada pada surat al-Rum ayat 32.
oleh karena itu seyogyanya golongan yang mengikuti ulama lain untuk
memahami agama secara batin di hatinya, serta harus mengetahui metode
penetapan hukum oleh para imam atas dasar apa yang sudah diperintah Allah

dan Rasul-Nya.®

Para murid-murid Ibn Taimiyyah memberi sifat model kemandirian
logika Ibn Taimiyyah atas beberapa bukti metode pengambilan dan sumber-
sumber hukum Islam yang tidak terikat pada pola dan metode para imam
mazhab sebelumnya. Dalam aspek pemikiran fikih imam mazhab, Ibn
Taimiyyah seringkali menunjukkan perbedaan pemikirannya yang didasarkan
pendekatan pemahaman kebenaran yang lebih jelas atas sumber al-Qur’an dan

al-Sunnah serta penukilan pendapat dari ulama salaf.

Berbagai pilihan pemikiran fikih dan fatwa-fatwanya adalah bukti nyata
adanya kemandirian logika Ibn Taimiyyah dalam memahami, membahas dan
menerapkan [Istinbat atas sumber-sumber nas syariat. Hal tersebut
dilakukannya atas pertimbangan nilai keikhlasan niat beramal karena Allah.
Fenomena umat dalam melakukan taklid merupakan bagian dari tingkat

kerendahan pengetahuan atas sumber-sumber syariat.

1% 1bid.
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Ibn ‘abd al-Hadi berkata sebagaian ulama dari kalangan sahabat guru
kita (Ibn Taimiyyah) banyak memberi pujian terhadap kelebihan yang
diberikan Allah kepadanya, khususnya pengusaan dalam sumber-sumber
dalil al-Qur’an dan al-Sunnah. Diantaranya saya mendengar bahwa lbn
Taimiyyah setiap menemukan kesulitan penetapan suatu permasalahan
hukum fikih, beliau membaca istigfar seribu kali atau bahkan lebih sampai
hatinya mendapat pencerahan dan kemudahan menjawab permasalahan
tersebut. Hal tersebut dilakukannya di berbagai tempat seperti pasar, masjid ,
madrasah dan sebagainya, tanpa henti-hentinya berdzikir dan membaca

istigfar sampai ditemukan jawaban permasalahan tersebut.®’

Imam al-Safadi berkata, Ibn Taimiyyah memahami kelembutan hukum
fikih dengan memakai pendekatan sumber-sumber dalil dan kaidah fikih
diperkuat dengan hujjah ijma’. Sehingga setiap orang mengetahui hasil
pemikirannya akan kagum, dikarenakan dalam setiap permasalahan selalu

memakai metode Istidlal, zarj7h dan ijtihad. 18

2. Perhatian atas Penguatan Kemaslahatan Umat
Urgensitas perhatian Ibn Taimiyyah terhadap pemeliharaan
kemaslahatan umat, dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan kebaikan

dan kedamaian umat manusia yang utuh serta terhindar dari segala bentuk

157 Ibn al-Hadi, al-‘Uqud al-Durriyah, 5 — 6.
18 Al-Safadi, al-wafi bi al-wafiyah wa a’yan al-‘asr, Juz.7, 16.
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kerusakan dan kehancuran umat secara universal. lIbn Taimiyyah selalu
meletakkan panji-panji perjuangan pembelaan kemaslahatan umat manusia
yang mengedepankan interpretasi yang mengandung pemahaman segala
bentuk kerusakan secara langsung atau melalui metode al-dhari’a/ (adanya

dalih kausalitas) pada sumber-sumber syariat Islam.

Akan tetapi Ibn Taimiyyah melakukan perbandingan tingkat
kemaslahatan umat atas tingkat pemahaman sumber-sumber syariat, sehingga
mereka yang sedikit memiliki tingkat pemahaman atas sumber syariat melalui
berbagai metode ijtihadnya, akibatnya sedikit pula tingkat pengetahuan

mereka atas rahasia yang terkandung dari berbagai hukum Islam.**°

Hal inilah yang membedakan model kajian ijtihad Ibn Taimiyyah
dibanding dengan para imam mujtahid lain, diantara contohnya adalah
mayoritas sebagaian ulama menetapkan hukum tidak boleh atas suatu hukum,
sementara Ibn Taimiyyah membolehkannya, seperti jual beli barang yang
tidak tampak, hukum sewa pohon yang ikut pada hukum sewa tanah atau
rumahnya, kalangan ulama fikih lain menyatakan tidak boleh karena alasan
berlawanan dengan syariat dan adanya bentuk kerusakan dalam akad
tersebut. Akan tetapi Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa kebolehan praktek
akad tersebut dengan pertimbangan sikronisasi sumber syariat dengan tingkat

kemasalahatan umat. Menurutnya lebih banyak implikasi suatu kebaikan dan

159 |bn Taimiyyah, Majmu" a/-Fatawa, Juz.28, 129.
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kemaslahatan daripada adanya kerusakan dalam berbagai akad di atas.
Syariat ditegakkan tidak hanya karena adanya pertimbangan sumber dalil-
dalil naqli, akan tetapi demi perwujudan tujuan syariat yang hakiki dengan

pendekatan pemeliharaan bentuk kemaslahatan umat.

Ibn  Taimiyyah mengatakan sesungguhnya Rasulullah  saw
mendahulukan realisasi kemaslahatan yang lebih penting dalam kebolehan
hukum jual beli daripada penolakan terhadap segala bentuk kerusakan sekecil
apapun. Sebagaimana perwujudan nilai kebijaksanaan atas ajaran syariat
Rasulullah saw atas umatnya. Barangsiapa yang menolak metode al-Qiyas
sementara dia tidak mengetahui tingkat bentuk ‘/lat yang lebih kuat, akan
berakibat pada kerusakan yang lebih besar akibat kesempitan akal dan agama

mereka.60

Pada kondisi tersebut di atas, penulis memahami bahwa Ibn Taimiyyah
berusaha untuk menghindari terminologi linieritas syariat yang berimplikasi

pada perpecahan dan perselisihan yang normatif.

Oleh karenanya Ibn Taimiyyah lebih menegaskan bahwa diantara
bentuk kesempurnaan sunnah Nabi yaitu melakukan pilihan diantara metode
yang ada dalam keadaan tertentu sesuai dengan kontekstualisasi

permasalahannya. Bersikap antipati terhadap segala sesuatu yang sudah turun

180 |bn Taimiyyah, al-Qawa’id al-Fighiyyah, 135.



201

melalui penjelasan sunnah nabi karena pertimbangan lain, akan melahirkan
perubahan nilai sunnah menjadi bid’ah. Demikian pula hal yang bernilai
mustahab menjadi hal yang wajib. Keadaan seperti ini yang melahirkan
perbedaan dan perpecahan golongan. Sehingga hal yang diwajibkan bagi
kaum muslim adalah memelihara metode gawa’id al-kulliyyah yang tetap

dijadikan sebagai penegak sunnah dan jama’ah.*6!

Sebagai upaya untuk menegakkan jihad pemeliharaan metode tersebut

dibutuhkan tiga unsur.

Pertama, melakukan studi yang luas dan mendalam terhadap putusan
hukum sejalan dengan pemahaman yang mementingkan kemaslahatan dan

menolak kerusakan.

Kedua, Melakukan penolakan terhadap penetapan kemaslahatan umat

tanpa melalui metode yang dibenarkan oleh syariat.

Ketiga, urgensitas kedudukan dan pemahaman al-darurat pemikiran

Ibn Taimiyyah.

Pada penjelasan unsur pertama telah banyak diuraikan pada materi
perihal metode pemikiran lbn Taimiyyah terkait dengan kebebasan dan

kemandiriannya dalam menjawab permasalahan realitas umat.

161 |bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, Juz.1, 81.
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Imam al-Safadi berkata Ibn Taimiyyah memahami kelembutan hukum
fikin dengan memakai pendekatan sumber-sumber dalil, kaidah fikih
diperkuat dengan hujjah 7ijma’ sehingga setiap orang mengetahui hasil
pemikirannya akan kagum karena setiap permasalahan selalu memakai model

Istidlal, tarjih dan ijtihad. 62

Adapun pada unsur kedua, Ibn Taimiyyah lebih mementingkan
pendekatan penolakan bentuk kerusakan dengan dua hal, pertama, melakukan
perjuangan atas jihad pembelaan syariat Allah dan hidayahNya., kedua,
pengungkapan berbagai bentuk ucapan dan perbuatan yang diyakini sebagali
bentuk kemasalahatan, yang sebenarnya adalah jenis-jenis kerusakan yang
nyata. Hal tersebut banyak diruaikan oleh Ibn Taimiyyah dalam kitabnya
“bayan al-dalil ‘ala ibtal al-Tahli/” yang berisi penjelasan beberapa hal
terkait dengan bentuk rekayasa hukum, pembagian mafsadat, sebab-sebab
muncul kerusakan, serta dalil-dalil shar’i terhadap pembatalan penerapan

rekayasa hukum yang berlawanan dengan syariat.

Ibn Taimiyyah mengatakan tidak ada satu sebab apapun yang
menyatakan kebutuhan manusia didasarkan alasan kebenaran syariat atau hal
yang dibolehkan, kecuali penetapan kebutuhan manusia dikuatkan oleh
adanya penguatan tingkat kemaslahatan atas segala bentuk kerusakan.

Demikian pula sebaliknya tidak ada segala hal buruk yang mengandung

182 al-Safadi, al-wafi bi al-wafiyah wa a’yan al- ‘asr, Juz.7, 16.
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kerusakan dikatakan sebagai legitimasi syariat. walaupun memiliki nilai
keuntungan. Setiap segala bentuk kerusakan pada kebutuhan hidup manusia

pasti dilarang oleh syariat.63

Adapun unsur ketiga yakni pemahaman Darurat menurut pandangan
Ibn Taimiyyah adalah hukum-hukum syariat secara universal dari segala
aspek materi dan sumber-sumbernya ditegakkan dalam rangka pemeliharaan
kadar ketentuan al-darurat. Karena sesungguhnya syariat adalah agama yang

mudah, ringan dan peniadaan segala bentuk kesulitan.

Ibn Taimiyyah menegaskan kandungan yang dimaksud dalam
penegakan syariat. semisal hukum larangan haram adalah penetapan adanya
tingkatan kerusakan yang tidak diketahui oleh manusia, sehingga selama tidak
terdapat kerusakan pada suatu hal, maka hal tersebut dibolehkan oleh Allah

selama tidak ada kejelasan larangan yang nyata. Sebagaimana firman-Nya ;

-
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“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 1%

163 |bn Taimiyyah, Majmu” al-Fatawa, Juz.27, 177.
164 al-Qur’an, 2: 173.
185 |bn Taimiyyah, al-Qawa’id al-Fighiyyah, 143.
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Penulis menemukan pemahaman Ibn Taimiyyah tentang konsep al-
darurat harus diletakkan pada upaya pemeliharaan syariat atas tingkat
kemaslahatan kehidupan manusia secara universal yang dibenarkan oleh

kepastian kebenaran sumber-sumber syariat.

Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan
manusia dalam kehidupannya selama tidak ada sebab kemaksiatan, seperti
meninggalkan hal yang wajib, atau berbuat hal yang dilarang, maka hal
tersebut tidak dilarang syariat. Sebab mereka dikategorikan dalam kondisi al-
darurat. Sebaliknya jika penyebab perbuatan tersebut adalah hal yang
mengandung kemaksiatan, seperti musafir yang bertujuan perbuatan
kejahatan karena darurat memakan bangkai binatang, berinfak harta dalam
kemaksiatan yang diwajibkannya berhutang, maka mereka diperintahkan
untuk bertaubat sehingga dibolehkan hal yang dilarang tersebut selama tingkat

al-darurat hilang. %

Dalam hal ini, penulis memahami upaya Ibn Taimiyyah mengajak para
fugaha untuk lebih cerdas melihat dan memahami syariat secara utuh atas
kehidupan umat manusia. hukum tidak ditegakkan melalui bentuk larangan

tanpa melihat hal-hal yang terkait dengannya, akan tetapi hukum harus

168 1bid.
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ditegakkan atas tingkat realisasi bentuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh

syariat.

Ibn Taimiyyah berkata, hal paling prinsip dalam setiap bentuk
permasalahan hukum, hendaknya mengkaji tingkat berat tidaknya tingkat
kerusakan yang ditimbulkan bukan melihat pada kebutuhan yang melahirkan

syariat.®’

Diantara beberapa contoh permasalahan di atas terkait penjagaan
bentuk al-darurat. seperti kebolehan adanya garar (kebohongan) walaupun
sedikit dalam praktek muamalah, kebolehan tawaf bagi wanita haid,
kebolehan bacaan al-Qur’an bagi wanita haid, kebolehan sewa pohon ikut

hukum rumah yang disewa.

Menurut hemat penulis lbn Taimiyyah beberapa contoh di atas
menerapkan dua kaidah. Kaidah jalb al-masalinh wa dar’ al-mafasid (menarik
segala bentuk kemaslahatan dan menolak segala bentuk kerusakan), dan
kaidah Taqdim khair al-khairaini bi tafwid adnahuma wa tahsil aqgall al-
daruraini bi tafwid a’lahuma. (mendahulukan kebaikan yang lebih baik dan
tinggi atas dua kebaikan dengan meniadakan kebaikan yang lebih rendah, dan
menghasilkan tingkat bahaya yang lebih ringan atas dua bahaya dengan

meniadakan bahaya yang lebih tinggi.) 1%

167 |bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, Juz.2, 254.
188 |bn Taimiyyah, Majmu" a/-Fatawa, Juz.30, 136.
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3. Penentuan Kepastian Kebenaran
Pemaparan sepanjang hidup Ibn Taimiyyah dari pendekatan keilmuan,
kajian studinya, kemandirian metode pemikirannya, serta keteguhannya
menemukan pengetahuan kebenaran, banyak dilakukannya dalam berbagai
situsi dan keadaan. Mulai dari iktikaf di masjid , kontemplasi dalam suatu
tempat yang jauh dari keramaian dan hiruk pikuk politik kekuasaan, sampai-
sampai di tempat keramaian seperti pasar pun, lbn Taimiyyah mencari dan

menemukan kebenaran.

Hal tersebut sebagai bukti bahwa Ibn Taimiyyah sangat serius dalam
menegakkan kebenaran atas dasar taufik dan hidayah Allah. Atas dasar
perjuangan tersebut, Ibn Taimiyyah dikenal sebagai ulama yang hidupnya
dipertaruhkan untuk membela dan menegakkan kebenaran yang dikembalikan

pada sumber-sumber al-Qur’an dan al-Sunnah.

Ibn Taimiyyah mengatakan barangsiapa mengamalkan apa yang telah
diajarkan Allah padanya maka dia akan mendapat tambahan pengetahuan
yang tidak ia ketahui dan kebaikan niat dan tujuan dalam meraih keilmuan
dan amal soleh. Sesungguhnya ilmu laksana kendaraan, amal laksana sopir
dan jiwa laksana kebingungan, jika lemah pengetahuan seseorang maka dia
akan berjalan penuh kebingungan, tidak tahu kemana arah tujuan

perjalanannya. jika dia beramal sesuai dengan imunya, maka dia akan tetap
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teguh, lurus dan selamat dalam perjalanan hidupnya. Sebaliknya jika tidak

mengamalkan ilmunya, maka dia akan tersesat dalam jalan hidupnya. 1%°

Ibn Taimiyyah mengingatkan kalangan ulama yang mencampurkan
keilmuan dengan hawa nafsunya, khususnya kalangan ulama pengikut imam
mazhab. Barangsiapa yang melakukan hal tersebut, sungguh dia akan
terjerumus dalam kebodohan, kesesatan dan jauh dari kebenaran yang berhak

menerima ancaman dan siksaan.

Ibn Taimiyyah menegaskan siapa saja yang berpaling dari nilai
kebenaran, sebagaimana yang diajarkan Allah atas Rasul-Nya disebabkan
pembelaan pada pemuasan hawa nafsunya, maka hal tersebut akan berakibat
pada kebodohan dan kesesatan, Sehingga menjadi gelap gulita hatinya.

Sebagaimana firman Allah™ :

“Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati
mereka; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.”

Ibn Taimiyyah telah memperoleh keilmuan, kebersihan jiwa dan
kekeramatan ilmu, sehingga mampu selalu memaafkan golongan yang selalu

membenci dan mencelanya, termasuk penguasa yang telah memenjarakannya.

189 |bn Taimiyyah, Majmu" a/-Fatawa, Juz.1, 544.
170 al-Qur’an, 61: 5.
11 Ibn Taimiyyah, Majmu” a/-Fatawa, Juz.10, 10.
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Hal tersebut sebagai bukti perjuangan dan jihadnya dalam membela
kebenaran dan penegakan syariat, didasarkan atas kebersihan niat dan
tujuannya. Keluasan hati dan jiwa Ibn Taimiyyah tersebut, dikuatkan atas suri
tauladan yang telah dicontohkan pemimpin termulia, pembimbing jiwa dan
Nabi Agung Muhammad saw dalam keadaan dan kondisi yang sama telah
sering dihina, dicaci maki bahkan disiksa secara fisik, tetapi dia masih selalu

memaafkan siapa saja termasuk mereka yang memusuhinya.

Golongan yang selalu menilai sinis dan penuh kebencian pada Ibn
Taimiyyah adalah kalangan pakar ilmu dan ulama pengikut mazhab. Hal ini
disebabkan minimnya tingkat pengetahuan mereka pada nilia-nilai kebenaran,
serta akibat sifat hasud mereka pada gerakan pembaruan yang diperjuangkan

Ibn Taimiyyah.

Semasa Ibn Taimiyyah keluar dari penjara karena sultan Nasir
memuliakanya, sultan Nasir memerintahkan untuk mencari golongan yang
telah memusuhi dan mau membunuh Ibn Taimiyyah, agar mereka diasingkan
dan dibunuh oleh tentara suruhan sultan, akan tetapi Ibn Taimiyyah

melarangnya dan menyampaikan bahwa dia telah memaafkan mereka.

Ibn al-Hadi salah satu murid Ibn Taimiyyah meriwayatkan saya
mendengar lbn Taimiyyah pernah menyebutkan bahwa pada saat sutlan Nasir
duduk bersamanya pasca dia dikeluarkan dari penjara, sultan tersebut

mengeluarkan surat perintah berupa fatwa atas golongan yang dulu pernah
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memerintahkan untuk membunuh Ibn Taimiyyah, sultan minta pendapat sang
sheikh, kemudian Ibn Taimiyyah melarangnya lalu berkata jika anda hendak
membunuh mereka, maka anda tidak akan dapatkan ulama yang sepadan
dengan mereka di negeri anda. Seorang Qadi Zein al-Din ibn Makhluf
mengatakan bahwa kami melihat pada diri 1bn Taimiyyah pasca dikeluarkan
dari penjara, atas apa yang telah kami putuskan hukuman padanya, dia selalu
mengatakan tetap memaafkan kami. Kemudian Ibn Taimiyyah tinggal di
Kairo Mesir, disana beliau kembali menyebarkan ajaran dan ilmunya dengan
sibuk memberi pengajian, mengeluarkan fatwa hukum dan menjawab setiap

pertanyaan umat, para pejabat dan para ulama-ulam lain."

Lebih lanjut lbn Taimiyyah tetap menegakkan nilai kesabaran dan
keteguhan jiwa dalam jihad penegakan syariat, hidupnya tidak pernah dilalui
dengan sia-sia kecuali dengan pengisian amaliah yang ditujukan untuk meraih

pahala Allah dan penegakan kemuliah nilai kebenaran ilmu.

Perkataan dan perbuatan yang jelas dan benar akan melahirkan sikap
penerimaan umat atas izin Allah, bukan karena orientasi kemanusiaan saja.
penyampaian dakwah pada umat manusia hanya meneruskan dakwah para

nabi sebagai realisasi perintah Allah. Sebagaimana firman Allah:

172 1bn al-Hadi, al- ‘Uqud al-durriyyah, 282.
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"Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi
nasehat kepadamu. dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu
ketahui"

“Dan apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepada kamu
peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari
golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan
kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat

“Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan dia dan orang-
orang yang bersamanya dalam bahtera, dan Kami tenggelamkan orang-orang
yang mendustakan ayat-ayat Kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang
buta (mata hatinya).

al-Dhahabi” mengatakan Ibn Taimiyyah bersungguh-sungguh dalam
penegakan al-Sunnah murni dan pemikiran metode salafiah yang selalu
didasarkan pada sumber-sumber dan pendapat para ulama salaf sebelumnya.
Ibn Taimiyyah banyak mengeluarkan dalil-dalil yang lebih kuat, sehingga
dengan pendirian dan metode pemikiran fikihnya, Dia tidak pernah berkecil
hati menghadapi diskusi dan perdebatan ulama-ulama Mesir dan Sham waktu
itu. Ibn Taimiyyah tetap menegakkan kebenaran melalui metode ijtihadnya.
Keluasan pengetahuan tentang Sunnah Nabi, ke-wirai-an, kesempurnaan

nalar, ketakutan dan pengagungannya pada Allah swt. Lebih lanjut terjadi

173 al-Qur’an, 7: 62-64.
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diantara mereka peperangan di daerah-daerah Mesir dan sham, atas keteguhan
semangat, istighosah, kekuatan tawakkal, istigomah bacaan aurad dan
dzikirnya Allah selalu menyelematkan lbn Taimiyyah. Sehingga masih
terdapat kelompok lain yang mencintainya dari kalangan ulama, para
pemimpin, pedagang dan mayoritas umat karena keteguhan lbn Taimiyyah

mengajari mereka siang dan malam lewat dakwah lisan dan karya tulisnya.’

4. Metode Induksi

Diantara model metode pembahasan universal dan pengkajian khusus
bidang tarjih Fikih lbn Taimiyyah atas sumber-sumber dalil, banyak
ditemukan pemakaian metode induksi pada setiap permasalahan fikih,
sehingga tidak ada ulama yang menentang pendapatnya atas setiap pilihan
pilihan permasalahan fikih dengan mendatangkan sumber-sumber dalil lain
yang lebih kuat. Ibn Taimiyyah tidak sekedar menetapkan model metodenya,
akan tetapi dia mengajak para pakar ilmu untuk mengkaji serta bisa

mengamalkan dengan hasil metodenya.

Ibn Taimiyyah berkata lihatlah pada lafad al-Qur’an yang umum, serta
sabda nabi secara lafad dan makna, sampai anda bisa memperoleh kebenaran.

dan metode Istidlal yang terbaik terhadap makna al-Quran dan al-Sunnah,

174 1bn al-Hadi, al- ‘Uqud al-durriyyah, 117.
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hanya pemikiran para sahabat yang lebih tahu dengan tujuan syariat sesuai

dalil-dalil usul yang tetap. 1"

Bukti yang menunjukkan keluasan pengetahuan Ibn Taimiyyah dalam
menjelaskan suatu kebenaran dengan pemakaian metode induksi, serta
pengerahan kesungguhan ijtihadnya. Ibn al-Hadi mengatakan bahwa lbn
Taimiyyah ketika memahami satu ayat bisa melahirkan seratus penafsiran,
kemudian meminta kepada Allah pemahaman dan berdoa wahai Allah yang
mengajari nabi Adam dan Ibrahim ajarilah saya, saya akan berjalan menuju
masjid yang terasing, dan saya akan memenuhi wajahku dengan debu lalu
memohon pada Allah dengan berdoa; wahai Allah yang mengajari Nabi

Ibrahim, berilah pemahaman pada saya!.!’®

Pemakaian metode induksi pada permasalahan furu’iyyah oleh Ibn
Taimiyyah dengan pemaparan dalil-dalil usul-nya, tampak jelas diuraikan
dalam  kitab al-qawa’id al-fighiyyah yang banyak berisi pendapat-
pendapatnya yang mengandung kontroversi perbedaan pendapat ulama.
Menurut lbn Taimiyyah penetapan kaidah usuliyyah setelah mengutip
pendapat para ulama dengan dalil-dalil dan metode tarjih yang dipakainya,

harus melalui pemaparan dalil-dalil yang sesuai dengan tujuan syariatnya.l’’

175 |bn Taimiyyah, Majmu” a/-Fatawa, Juz.29, 87.
176 |bn al-Hadi, al- ‘Uqud al-durriyyah, 26.
17 |bn Taimiyyah, Qa’idah al- ‘aqd, 137.
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Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa pengamalan umat Islam dari aspek
ucapan dan perbuatan terbagi menjadi dua, pertama, ibadah untuk
memperbaiki agamanya, kedua hukum adat untuk memenuhi kebutuhan
duniawinya. Metode induksi dari dalil-dalil usul menetapkan bahwa hukum-
hukum ibadat yang telah diwajibkan dan dibolehkan Allah tidak bisa
ditetapkan, kecuali melalui dalil-dalil syariat. Sementara hukum adat yakni
apa yang dianggap baik bagi umat manusia bagi pemenuhan kebutuhan
duniawi mereka, maka dasar hukum asalnya adalah tidak adanya larangan,
kecuali apa yang sudah jelas dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal tersebut
difahami karena perintah dan larangan dalam hukum ibadah sesuai dengan
apa yang sudah disyariatkan Allah. Selama tidak diperintahkan menjadi suatu
ibadah yang tidak dilarang oleh syariat, maka hal tersebut bukan sebagai
bentuk perintah dan larangan. Karena itulah dasar hukum penetapan hukum
mazhab imam Ahmad dan para ahli hadith, menetapkan bahwa dasar hukum
dalam ibadah adalah bersifat Taugifi yakni sesuai dengan apa yang

disyariatkan Allah. Sebagaimana dalam keterangan firman-Nya,

~
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“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang
mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya
tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah

178 al-Qur’an, 42: 21.
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dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan
memperoleh azab yang amat pedih.”

Sedangkan dasar hukum adat adalah pengampunan,’® maka hukum
adat tidak dilarang selama tidak terdapat larangan syariat Allah, sebagaimana

firman Allah :

“Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah
kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal".
Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini)
atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?”

Ibn Taimiyyah berpendapat dalam permasalahan kebolehan akad
ijarah tanah yang terdapat tempat tinggal dan pohon di atasnya. kemudian
Ibn  Taimiyyah menyebutkan dalil-dalil pendapat ulama yang
membolehkannya dengan memperkuat hukum kebolehannya sewa tanah
tersebut. Selanjutnya Ibn Taimiyyah menyebutkan firman-firman Allah

sebagai dalil Tarjih dengan metode induksi dari hukum syariat, diantaranya;

179 |bn Taimiyyah, Fatawa al-Kubra, Juz.3, 412.
180 gl-Qur’an, 10:59.
181 gl-Qur’an, 2: 173.
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“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

“Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa segala kebutuhan manusia dalam
kehidupan selama tidak terdapat kemaksiatan didalamnya maka
meninggalkan kewajiban dan melakukan hal terlarang adalah tidak

diharamkan selama masih dalam konteks darurat selama tidak

menginginkannya dan melampaui batas.*

Atas dasar pemikiran inilah, lIbn Taimiyyah dengan berbagai dasar
keyakinan dan bukti dalil dalam ijtihadnya, menolak pendapat ulama yang
keliru, diantaranya pendapat tentang adanya pertentangan antara dalil nas
yang sahih dengan dalil rasional yang benar. Ibn Taimiyyah memberikan
ulasan yang rasional atas pengakuan kalangan ulama yang menerima adanya
pertentangan antar dalil, serta memperselisihkan pendapat-pendapat yang
benar. Menurutnya, hal tersebut terjadi akibat sikap yang melewati batas dari
koridor pemikiran yang selamat dan benar. Kebanyakan mereka memakai

pemahaman dari cabang-cabang permasalahan fikih yang terlalu ringkas,

182 al-Qur’an, 4: 3.
183 |bn Taimiyyah, Majmu" a/-Fatawa, Juz.19, 203.



216

tanpa pendekatan pemahaman terhadap sumber-sumber dalil yang bersifat

universal.

Ibn Taimiyyah'® mengatakan bahwa mayoritas kaum muslimin lemah
dalam hal pemahaman dan pengetahuan kebenaran dengan pendekatan
istidlal atas dalil-dalil nas. Selama mereka terus berpaling dari sumber-
sumber al-Qur’an, maka mereka tetap dalam kesesatan. sebagaimana firman

Allah :

qu,afsw \YY AL ;L.my“;m&:sddg.\iégvs&:; HH
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“Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama,
sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang
kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-
Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka”

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya
penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari
kiamat dalam keadaan buta"

Selanjutnya Ibn Taimiyyah mengingatkan wajib setiap orang Islam
mengetahui dalil-dalil Usul yang umum, sehingga bisa menarik kesimpulan
pemahaman atas permasalahan yang bersifat Juzi (cabang), supaya bisa

menjelaskan hal-hal juzi secara rasional ilmiah dan penuh keadilan, kapan

184 |bn Taimiyyah, Fatawa al-Kubra, Juz.1, 457.
185 gl-Qur’an, 20:123-124.
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terjadinya, bagaimana kandungannya dan sebagainya. Selama metode ini
tidak diterapkan, maka dia tetap dalam kebohongan dan kebodohan karena
tidak tahu lebih dulu terhadap hal-hal yang bersifat kulliyyat (universal)

sehingga akan berakibat pada kerusakan yang nyata.*8®

186 |bn Taimiyyah, Majmu" a/-Fatawa, Juz.19, 203.



BAB IV

PENERAPAN METODE IJTIHAD IBN TAIMIYYAH DALAM

PEMBARUAN HUKUM ISLAM INDONESIA

A. Penerapan Metode Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Taharah

1. Masalah batal wudu karena bersentuhan lain jenis.

Dalam permasalahan ini Ibn Taimiyyah berpendapat menyentuh
perempuan yang halal nikah sebagai pembatal wudu*. Menurut Ibn Taimiyyah
menetapkan pembatalan wudu hanya sekedar menyentuh saja, menyalahi
hukum asal dan /jma’sahabat, juga athar. Nas dan giyas tidak dapat dijadikan
sebagai alasan batalnya wudu dengan menyentuh saja secara muthlak.
Menurut lbn Taimiyyah persentuhan yang membatalkan wudu adalah

persentuhan yang mengandung sahwat.
Corak pengambilan dalil terhadap pendapatnya ini adalah;

1) Mencari munasabah ayat dari beberapa ayat alquran yang terkait dengan

surat al-Maidah ayat 6;
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat,
maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah
kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu
junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali
dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak
memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih);
sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak
menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan
menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Avyat-ayat tersebut adalah al-Bagarah: 187,
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“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-
isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi
mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu,
karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka
sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah
untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari
benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai
(datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu
beri‘tikaf dalam masjid. ltulah larangan Allah, maka janganlah kamu
mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada
manusia, supaya mereka bertakwa”

! al-Maidah, 06 : 6.
2 al-Bagarah, 02: 187.
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Demikian juga firman Allah al-Ahzab: 49;

¢ 0o ST AL E of 15 ot AL LT 220 s e L uTT B
2 PR e R LR
3 Lln Fasaihg faganis sakied Bds fs

“Hai orang-orang Yyang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu
mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka “iddah bagimu
yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Serta surat Al-Bagarah: 236;
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“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan
isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu
menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mutah
(pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan
orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut

yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang
berbuat kebajikan”

Menurut Ibn Taimiyyah semua ayat di atas mengandung makna
sentuhan dengan sahwat walaupun lapangan hukumnya berbeda.> Pendekatan

seperti ini dilakukan oleh Ibn Taimiyyah untuk mencari makna suatu lafaz ayat

% al-Ahzab, 33 : 49.
4 al-Bagarah, 02: 236.
% Ibn Taimiyyah, Majmu’ a/-Fatawa, juz 21, 134.
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al-quran secara komprehensif yang diistilahkannya dengan makna lughah yang

dijelaskan alquran (makna lughah Qur ‘ani).

2)

3)

4)

5)

Qawl al-Sahabi dalam hal ini terlihat pada ungkapan Ibn Taimiyyah
“adapun wajib berwudu hanya karena menyentuh saja, merupakan
pendapat yang lemah. pendapat seperti ini tidak pernah diperoleh dari
seorang sahabat pun.®

Hadis-hadis Rasulullah saw sebagaimana ungkapan Ibn Taimiyyah yang
mengatakan “dan tidak ada riwayat dari Rasulullah saw bahwa 1bn Taimiyyah
menyuruh kaum muslimin untuk berwudu® kalau hanya sekedar menyentuh
saja”.’

Ibn Taimiyyah juga melakukan peng-giyas-an antara makna “lamasa”
yang terdapat dalam pembatalan wudu‘ dengan makna “Tubashiruhunna”
pada larangan bergaul dengan isteri ketika melakukan iktikaf dibulan
Ramadan.?

Mempergunakan hukum adat yang bersifat gawli yang terlihat pada
ungkapannya “bahkan menurut ‘urf’ yang berlaku dikalangan masyarakat
Arab apabila kata “lamasa” disandingkan dengan laki-laki dan perempuan,

maka kata tersebut mengandung makna sentuhan dengan sahwat. Sama halnya

® 1bid., juz 21, 136.

" 1bid.

8 Ibid., juz 21, 137.
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lafaz “wata’ ” ketika dikaitkan antara laki-laki dan perempuan, maknanya
adalah “wata“ dengan faraj.’

2. Masalah air tidak menjadi najis kecuali karena ada perubahan esensinya*®

Ibn Taimiyyah berpendapat pendapat yang benar terkait dengan
masalah air menjadi najis adalah pendapat pertama yang menyatakan air
menjadi najis apabila terjadi perubahan esensinya. Apabila diketahui
terdapat air suci yang berubah karena perkara najis baik sedikit maupun
banyak maka selama air tersebut tidak berubah maka air tetap suci. Hal ini
didasarkan atas pertimbangan Allah membolehkan hal-hal yang baik bukan
hal-hal yang kotor. Sifat air suci merupakan bentuk hal-hal yang baik,
karenanya jika tidak terjadi perubahan esensi sifat airnya ketika bercampur

dengan barang najis maka air tersebut dikategorikan air suci yang halal.*

Ibn Taimiyyah memakai dalil hadis riwayat Abi Sa’id:
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° Ibid., juz 21, 135.

10 Ibn ‘Abd.al-Hadi, al- ‘Ugud al-durriyyah, ....323, lihat juga al-akhbar al- ‘ilmiyyah min ikhtiyarat
Ibn Taimiyyah , 4

11 Ibn Taimiyyah, al-masail al-marudiniyyah, 12

12 Hadis riwayat imam Ahmad dalam kitab Sunan Ahmad, Jus 3, 31, riwayat Abu Dawud dalam
kitab al-Taharah nomor 66, menurut 1bn Taimiyyah hadis tersebut hadis hasan yang disahehkan
olehnya dalam kitab al-fatawa al-Kubra, Juz 1, 6.
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“Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah berkata; telah
menceritakan kepada kami Al Walid bin Katsir dari Muhammad bin Ka'ab
dari Ubaidullah bin Abdullah. Abu Usamah sesekali berkata; dari
Ubaidullah bin Abdurrahman bin Rafi' bin Khadij dari Abu Sa'id Al Khudri
ia berkata; "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudu dari
sumur Budla'ah, sedangkan darah haid, bangkai dan daging anjing dibuang
ke dalamnya?" Ibn Taimiyyah bersabda: "Air itu suci, ia tidak dinajiskan
oleh sesuatu."

%
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Ibn Taimiyyah memahami hadis tersebut secara universal, dia tidak
mengambil dua hadis yang melarang kencing pada air yang tidak mengalir.

Ibn Taimiyyah menilai hadis tentang ketentuan dua kulla;
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Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa lafad dalam hadis Bi ri bida’ah
tersebut bersifat umum dalam semua jenis najis.’®* Menurutnya hadis
tersebut tidak secara eksplisit bermaksud menyebut najisnya air akan tetapi

pencegahan sebagai penerapan sadd al-dhari’ak. Sebab banyaknya air

13 Hadis riwayat Bukhari dalam kitab al-Taharoh bab kencing pada air yang tenang, nomor 239;

14 Hadis riwayat imam Ahmad nomor 4604, dan riwayat abu Dawud dalam kitab al-Taharah nomor
63

51bn Taimiyyah, al-masail al-marudiniyyah, 12
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kencing akan menyebabkan najisnya air, atau berakibat pada perubahan

watak esensi air seperti warna, bau dan lain-lain.

Ibn Taimiyyah menegaskan lebih lanjut semisal khamr bercampur
dengan air kemudian diminum, maka hal itu tidak dikatakan meminum
khamr sehingga tidak wajib dihukumi had khamr, selama tidak terdapat
sisa dari esensi khamr tersebut seperti warna, rasa dan bau. Contoh tersebut
sebagaimana dalam hal air susu perempuan yang dicampur dengan air
biasa, selama tidak terjadi perubahan esensi airnya maka jikalau diminum

oleh anak kecil maka anak tersebut bukan sebagai anak susuan.*

Kajian terhadap hadis “kullatayni” (dua kulla) terdapat keraguan
atas kesahihan hadisnya,'’ sehingga tidak bisa dijadikan hujjah sebagai
mafhum al-mukhalafah (pemahaman terbalik) atas hadis yang sudah
bersifat universal seperti hadis tentang Bi’ri bida’'ah. Seandainya hadis
“kullataini” dianggap sahih, maka hikmah kandungannya bisa sesuai
dengan hadis lain yang sama, yakni air jika mencapai ukuran dua kulla

maka tidak akan berubah menjadi najis karena kejatuhan sesuatu.

16 1bid

17 al-Mundhiri berkata dalam Mukhtasar al-sunan, juz 1, 58, bahwa Yahya ibn Mu’ayyan ditanya
tentang hadis Hammad ibn salamah, dari hadis ‘Asim ibn al-mundhir yaitu hadis riwayat ibn majah,
beliau berkata hadis tersebut kuat sanadnya, tetapi ada yang menyatakan bahwa hadis tersebut bukan
hadis marfu’, al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak, Juz 1, 122 menyatakan sebagai hadis saheh yang
diperkuat oleh al-Dhahabi, Ibn Hajar dalam kitab al-Takhlis, Juz 1, 17 sebagai hadis sanad kuat dari
riwayat Muslim, imam Nawawi dalam kitab al-Majmu” juz 1, 160 menyatakan sebagai hadis hasan,
sedangkan Ibn Taimiyyah dalam kitab al-fatawa al-kubra, juz 1, 6 menegaskan sebagai hadis hasan.
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Pemahaman dasarnya adalah tidak bisa menetapkan air kurang dua
kulla bisa menjadi najis karena dasar ukuran, akan tetapi pemahaman
terbaliknya ialah penetapan hukum najis diakibatkan oleh adanya
perubahan esensi airnya. Sehingga jikalau pada kebiasaan tertentu ada air
kejatuhan barang najis sekalipun kurang dua kulla selama tidak merubah

esensi airnya, maka air tersebut tidak disebut air najis.

Ibn Taimiyyah memperkuat pendapatnya dengan uraian metode al-
takhsis yakni jika terjadi sebab yang bukan wujud dari dalil khas maka

tidak bisa dijadikan sebagai hujjah takhsis, seperti firman Allah swit;

18 v s)JuD utf(,gx:; 5 vfb/(;gjjjfdm RS ;.u)\

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.
Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”

Ayat tersebut dikhususkan pada kejadian dengan yang dikandung
maksud di dalamnya, sehingga larangan pembunuhan anak bukan hanya

karena hal yang tersebut.

Demikian pula seperti firman Allah swt yang lain;

18 Al-Qur’an, 17: 33.
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“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”

Ibn Taimiyyah mempertegas pendapatnya dengan dasar sebagai berikut;
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Penyebutan kata al-Rahn dalam ayat ini karena kebutuhan bukan
karena banyaknya nilai modal hutang, sebagaimana Nabi Muhammad yang
telah meninggal dunia sementara baju besi perangnya masih tergadaikan.
Baju besi tersebut digadaikan Nabi pada saat masih hidup. Demikian
halnya dalam permasalahan hadis Nabi saw; tentang "air dua kulla",
disampaikan Rasulullah pada saat menjawab pertanyaan penanya atas
kebutuhan kejelasannya, pada saat keadaan air lebih dua kulla pastinya

tidak mengandung kotoran atau najis, akan tetapi bagi kejelasan pertanyaan

19 Al-Qur’an, 2: 283.
20 Hadis riwayat Bukhari dalam kitab al-Jihad bab barang yang tersebut dari nabi berupa baju perang
dari besi dan gamis saat perang, hadis nomor 2916 dari ‘Aisyah, lihat kitab al-Fath, juz 6, 99.
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keadaan air yang tidak lebih dari dua kullah namun memang tidak terdapat

kotoran dan najis maka air tersebut tetap tidak najis.

Ibn Taimiyyah dalam  pilihan pandangan fikihnya, selalu
menyebutkan riwayat hadis yang dipakai oleh para imam mujtahid seperti
imam Malik, imam Ahmad,? selanjutnya berbeda penukilan sumber hadis
yang dipakai oleh imam Hanafi?> dan imam Syafii®®, keseluruhan para
imam mujtahid memberi perbedaan pada air sedikit dan air banyak, jika air
sedikit terkena barang najis maka langsung menjadi najis sekalipun tidak
berubah, sedangkan jika airnya banyak terkena najis, air tidak menjadi najis
jika tidak berubah. Pandangan Ibn Taimiyyah berlawanan dengan mereka,
sebagaimana tersebut dalam kitab sharh al- ‘umdah, menurutnya air
terkena najis apakah sedikit atau banyak, jika terjadi perubahan esensi
airnya maka air tersebut menjadi najis. Yang dijadikan patokan adalah

perubahan esensi airnya bukan ukuran sedikit dan banyaknya air.?

B. Penerapan metode ijtihad Ibn Taimiyyah dalam bidang Ibadah

1. Masalah sujud tilawah

Dalam permasahanan sujud tildwah, menurut kebanyakan fugah&’,

hukum mengerjakan sujud tilawah adalah sunnah. Namun, Ab{ Hanifah konon

2L Dalam kitab al-Mughni. Juz 1, 24, dan dalam kitab al-Insaf, juz 1, 55
22 Ada dalam kitab Mukhtasar al-Tahawi, 16.

28 Kitab al-Umm, juz 1, 3.

24 1bn Taimiyyah, Sharh al- ‘umdah, 23.
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menyatakan wajib meskipun bukan fardu. Menurut ulama Hanafiyyah, berdosa
hukumnya orang yang tidak melakukan sujud tilawah pada saat ia membaca
atau mendengar ayat sajdah.® Sementara itu, umumnya ahli fikih
mengidentifikasikan sujud tilawah dengan shalat, sebab mereka menyamakan
persyaratan sujud tersebut dengan persyaratan yang berlaku untuk shalat,
seperti menghadap Kiblat, menutup aurat dan suci dari hadas serta harus

berwudu.?

Berbeda dengan jumhiir fugahd’, Ibn Taimiyyah membedakan antara
sujud tildwah dengan shalat, bahkan dengan tegas ia menyatakan bahwa sujud
tildwah itu bukan shalat. Oleh karena itu, yang diharuskan dalam mengerjakan
shalat tidak mesti diharuskan dalam sujud tilawah. Ibn Taimiyyah menyatakan
melakukan sujud tilawah tanpa wudu hukumnya tetap sah. Namun, yang utama
adalah jika dikerjakan sesuai syarat-syarat yang berlaku dalam shalat termasuk

keharusan berwudu.?

% <Abd al-Rahman al-Jaza’iri, al-Figh ‘alé al-Madhahib al-Arba’ah, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr,
tt), 464.

% \Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz I1, (Cet. Il; Damasqus: Dar al-Fikr, 1985),
120-127.

27 Ala’> al-fin Abl al-Hasan, al-Akhbar al- ‘llmiyyah min al-lkhtiyarat al-Fighiyyah min Fatawa
Shaykh al-1slam Ibn Taimiyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 60.
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2. Masalah bolehnya perempuan haid bertawaf karena darurat dan tidak wajib

bayar fidyah?®

Ibn Taimiyyah mencegah perempuan yang haid melakukan tawaf,
manakala perempuan tersebut kuat dan mampu pada saat keadaan suci,
terkecuali darurat akibat adanya kesulitan atau kerusakan yang menjadikan
kesulitan bertawaf. Pandangan Ibn Taimiyyah tersebut didasarkan atas azas
kemudahan dan keluasan para haji saat beribadah. Disamping menjawab atas
pertanyaan realitas masyarakat yang mengalami kejadian langsung pada saat
ibadah haji. Pendapat tersebut banyak ditentang oleh kalangan ulama terkait
pemahaman dan pengambilan sumber dalilnya. Ibn Taimiyyah menetapkan

pendapatnya atas dasar pengetahuan agama yang bersifat hanif.

Ibn Taimiyyah menegaskan bagi seorang ahli ilmu yakni para ulama
berkewajiban menjawab atas permasalahan umat yang selalu mencari
kebenaran ilmu dan amal yang bersumber dari nas bukan berdasar atas

pendapat para imam mujtahid dengan taklid atas metode ijtihad mereka.

Barang siapa mengikuti pendapat imam mazhab serta meyakini
kebenaran pendapat mereka, tentu dia tidak mudah untuk mencari dalil syar’i
sendiri, atau bahkan harus menentang mereka dengan membedakan atas apa

yang sudah diterangkan dari ajaran Rasulullah saw. Barang siapa yang tidak

2 Tbn ‘Abd.al-Hadi, al-‘Ugud al-durriyyah, ....323, lihat juga ....al-akhbar al-‘ilmiyyah min
ikhtiyarat 1bn Taimiyyah , 27
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membedakan atas ajaran Rasulullah, tentu dia akan lebih mudah untuk
melakukan proses Istidlal yang tidak harus berdasar pada pendapat imam

mujtahid.?

Atas dasar metode pemikiran lbn Taimiyyah tersebut, menjadi lebih
jelas jihad penghapusan ajakan taklid dan kebuntuan nalar atas pemahaman
sumber-sumber dalil syar’i. Ibn Taimiyyah memulai memberikan penjelasan
atas permasalahan larangan bertawaf bagi perempuan haid dengan metode al-

Ta’'lil, agar terurai batasan pengambilan dalil para ulama tersebut.

Ibn Taimiyyah menyebutkan dua alasan pelarangan perempuan haid
bertawaf saat haji*®, alasan pertama, sebagai penghormatan atas kemuliaan
masjid , alasan kedua, demi kehormatan tawaf saat haid sebagaimana larangan
ketika salat. Selanjutnya Ibn Taimiyyah menyebutkan pendapat para imam
mujtahid atas alasan kehormatan masjid dengan tiga pendapat; pendapat imam
Syafii dan Imam Ahmad yakni hukum boleh berjalan melewati masjidil haram
selain tinggal menetap, pendapat Abu Hanifah yaitu larangan tawaf secara

mutlak.®!, dan pendapat ketiga hukum boleh secara mutlak.

Pendapat imam Syafii dan Imam Ahmad berdasar atas hadis

Maimunah;

2 |bn Taimiyyah, Majmi’ al-Fatawa, juz 26, 202.
%0 Ibid, 176.
31 Lihat kitab al-Mabst, Juz 1, 3 dan 35.
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“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Manshur dari Sufyan dari
Manbudz dari Ibunya bahwa Maimunah berkata; " Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam meletakkan kepalanya di kamar salah satu dari kami (istri-istri
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Ibn Taimiyyah membaca Al-Qur'an, dan
Maimunah sedang haid. Salah satu dari kami (istri-istri Nabi shallallahu "alaihi
wasallam bangkit membawa tikar ke masjid , lalu menggelarnya, padahal dia
sedang haid."

Juga berdasar hadis riwayat ‘Aisyah;
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“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami
Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami Al-Aflat bin Khalifah
dia berkata; Telah menceritakan kepada saya Jasrah binti Dajajah dia berkata;
Saya mendengar Aisyah radliallahu 'anha berkata; Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam datang, sementara pintu-pintu rumah sahabat Ibn Taimiyyah
terbuka dan berhubungan dengan masjid . Maka Ibn Taimiyyah bersabda:
"Pindahkanlah pintu-pintu rumah kalian untuk tidak menghadap ke masjid !"

32 Hadis riwayat Nasai dalam kitab al-Haid bab menghamparkan kain di masjid oleh wanita haid,
Juz 1, 192
33 Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab al-Taharah nomor 232.
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Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid , dan para sahabat
belum melakukan apa-apa dengan harapan ada wahyu turun yang memberi
keringanan kepada mereka. Maka Ibn Taimiyyah keluar menemui mereka
seraya bersabda: Pindahkanlah pintu-pintu rumah kalian untuk tidak
menghadap dan berhubungan dengan masjid , karena saya tidak
menghalalkan masuk Masjid untuk orang yang sedang haidh dan juga
orang yang sedang junub. Abu Dawud berkata; Dia adalah Fulait Al-'Amir"

Ibn Taimiyyah menyebutkan ulama yang menyatakan kebolehan tawaf
bagi orang berhadas diambil dari riwayat imam Ahmad3* dan sebagaian dari
ulama Hanafiyah®*, sedangkan sebagian ulama kalangan Tabi’in seperti
Mansur ibn al-Mu’tamar, Hammad ibn Abi Sulaiman, mereka menyatakan
larangan perempuan haid bertawaf dengan alasan menjaga kehormatan masjid,
bukan karena alasan pekerjaan tawafnya, sebab tawaf tidak sama dengan salat

terkait syarat dan rukunnya.

Adapun pertimbangan alasan kedua yakni pelarangan karena
kehormatan tawaf dalam  keadaan haid, alasan ini memperdebatkan
permasalahan syarat salat dalam  pelaksanaan tawaf. Dalam  kaitan
permasalahan tersebut, terdapat dua perbedaan; pertama, pendapat yang
menyatakan sebagai syarat, yaitu pendapat imam Malik®, imam Syafii*

sebagian riwayat imam Ahmad®, pendapat kedua; tidak menjadi syarat

34 Lihat kitab al-Fur0’, juz 3, 501, dan lihat juga kitab al-Insaf, juz 4, 16.
% Lihat kitab al-Mabst, Juz 4 38 pendapat lbn Shuja’

% Lihat kitab al-Mudawwanah, juz 1, 405

37 Lihat kittab al-Umm, Juz 2, 178.

38 Lihat kitab al-Furd’, Juz 3, 501.
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sebagaimana dalam salat. Pendapat ini banyak diikuti mayoritas ulama salaf
seperti mazhab Hanafi*® dan imam Ahmad. Menurut Ibn Taimiyyah pendapat

ini vana lebih benar.

Pendapat pertama didasarkan atas hadis Nabi riwayat Ibn ‘Abbas;
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“Telah mengabarkan kepada kami Yusuf bin Sa'id, ia berkata; telah
menceritakan kepada kami Hajjaj dari lbnu Juraij, ia berkata; telah
mengabarkan kepadaku Al Hasan bin Muslim -Dan dari jalur periwayatan
yang lain; - Al Harits bin Miskin dengan membacakan riwayat dan saya
mendengar, dari Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Juraij dari Al
Hasan bin Muslim dari Thawus dari seorang laki-laki yang mendapati Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Thawaf di Ka'bah adalah shalat,
persedikitlah berbicara.” Lafazhnya adalah lafazh Yusuf, ia berbeda dengan
Hanzhalah bin Abu Sufyan.”

Bertolak dari hadis tersebut di atas, terdapat beberapa pembahasan
diantaranya; pendekatan penetapan dari Nabi Muhammad saw, sedangkan dari

pendekatan makna dan aspek hukum terdapat perbedaan antara salat dan tawaf.

Ibn Taimiyyah memandang pembahasan pertama terkait dengan aspek

orisinilitas hadis, menurutnya hadis tersebut berhenti hanya pada sahabat 1bn

% Lihat kitab al-Mabst, Juz 1, 38.
40 Hadis riwayat Nasai dalam kitab al-manasik bab al-kalam fi al-tawaf, Juz 5, 176.



234

‘Abbas saja (hadis Mauquf), tidak sampai pada derajat hadis marfu’. Para
pakar ahli hadis tidak menetapkannya sebagai sahih, sehingga status hadis
marfu’ saja belum cukup untuk dijadkan sebagai hujjah apalagi masih

berstatus hadis mauquf.*

Sedangkan pada pembahasan kedua terkait dengan kajian tawaf seperti
salat atau bukan, lbn Taimiyyah menegaskan berdasarkan pemahaman hadis
tersebut bisa disimpulkan bahwa tawaf tidak seperti salat, hal ini sebagaimana
pendapat atas dasar dalil-dalil nas serta pandangan para ulama salaf yang

membedakan keduanya dari aspek hitungan jumlah rakaat.

Ibn Taimiyyah menyatakan atas dasar hadis tersebut, kita tidak bisa
mengatakannya sama dengan salat sebagaimana halnya salat jum’at, istisqa
dan kusuf, sedangkan Allah sendiri membedakan antara salat dan tawaf

sebagaimana firmanNya;

Ed
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“Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat
Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan
sesuatupun dengan Aku dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang
thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku” dan
sujud”

41 |bn Taimiyyah, Majmi’ al-Fatawa, Juz 21, 274.
2 al-Qur’an, 22: 26.
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Diperkuat dengan diskursus keutamaan antara salat dan tawaf, sebagian
ulama ketika ditanya lebih utama mana antara salat dan tawaf? Sebagian ulama
bersepakat bahwa Nabi Muhammad saw melakukan tawaf dan salat dibelakang
magam Ibrahim dua rakaat. Para sahabat Nabi telah membedakan penyebutan
istilah salat dan tawaf. Hal ini didasarkan pada penjelasan nabi tentang definisi

salat sebagaimana sabdanya;
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“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Hannad dan Mahmud bin
Ghailan mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan.
(dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin
Basyar berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi
berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdullah bin
Muhammad bin Agil dari Muhammad Ibnul Hanafiah dari Ali dari Nabi
Shallahu ‘"alaihi wa Sallam, Ibn Taimiyyah bersabda: " Kunci shalat adalah
bersuci, keharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah salam."

Sedangkan tawaf tidak diawali dengan takbir serta diakhir dengan
salam, oleh karenanya ulama salaf telah menetapkan berdasarkan dalil nas
bahwa syarat pelaksanaan salat harus berwudu, siapapun yang menentangnya

dianggap kafir, sementara tidak ditemukan riwayat hadis kewajiban berwudu

“Hadis riwayat Turmudzi bab pembuka sholat bersuci, nomor 3.
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saat melakukan tawaf, demikian juga tidak ada riwayat hadis yang melarang

perempuan haid melakukan tawaf. Dalam hal salat para ulama tidak berselisih

pendapat atas kewajiban berwudu atas dasar hadis Nabi ; 44 ol ol Y] 85Ls ¥

Hal ini berlaku pada saat melaksanakan salat bukan mengerjakan tawaf,

membaca al-Fatihah saat tawaf bukan menjadi kewajiban.*

Menurut Ibn Taimiyyah ulama yang berpendapat tawaf merupakan
ibadah salat yang didasarkan hadis nabi* adalah dasar hadis yang lemah.
Penyamaan tawaf dengan salat dalam aspek hukum, bukan penyamaan dalam
segala hal. Kandungan penyamaan Tawaf dengan salat adalah perintah
menjauhi larangan pada saat melakukan kedua ibadah tersebut. Meskipun
beberapa hal yang membatalkan salat seperti berbicara, makan, minum dan
melakukan gerakan banyak, tidak berlaku pada pelaksanaan ibadah tawaf.
Akan tetapi melakukan semua hal tersebut dihukumi makruh, tidak sampai
membatalkan ibadah tawafnya. Oleh karena berbagai dasar ini, Ibn Taimiyyah
menolak menyamakan ibadah tawaf sama dengan ibadah salat dalam segala
aspek, seperti syarat wajib dan hal-hal yang membatalkan kedua ibadah
tersebut. Dalil-dalil syar’i memberi petunjuk atas tidak wajibnya bertawaf

dalam keadaan suci.*’

4 Hadis riwayat Bukhari dalam kitab al-Adhan bab wujib al-giraah li al-imam wa al-ma ‘mum fi
al-salawat, nomor 756 dari ‘Ubadah ibn al-Samit

4 |bn Taimiyyah, Majmu’ al-Fatawa, Juz 26, 193-194.

46 33 canlly il shall

47 |bn Taimiyyah, Majmi’ al-Fatawa, Juz 26, 198-199.
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Ibn Taimiyyah berpendapat perempuan haid tidak terkena kewajiban
bayar al-dam sebab tawaf hal wajib yang diperintahkan pada orang yang
mampu bukan orang yang lemah, sedangkan kewajiban bayar al-dam sebagali
akibat meninggalkan perintah atau melakukan larangan hal yang haram selama

manasik haji.*®

Berikut dasar metode pemikiran lbn Taimiyyah sebagai alasan di atas;

1. Pemahaman makna dan derajat hadis

2. Penemuan relevansi antar hadis yang berlawanan dengan mengambil
pemahaman yang sesuai.

3. Penemuan permasalahan yang masih terdapat perselisihan hukum
dengan putusan hukum tertentu yang sesuai kesepakatan.

4. Berpegangan dengan kaidah usuliyyah dan kaidah fighiyyah yang
mempertimbangkan kemudahan dalam  permasalahan bersifat

darurat.

3. Masalah hukum penerapan tabligh (penyampai suara imam salat)

Ibn Taimiyyah menyatakan para ulama tidak berselisih pendapat dalam
permasalahan hukum Tabligh (penyampai suara imam salat) yaitu tidak

disunnahkan, bahkan mayoritas berpendapat hukumnya makruh.*

8 |bn Taimiyyah, Majmi’ al-Fatawa, Juz 26, 245.
49 |bn Taimiyyah, al-fatawa al-kubra, Juz 1, 83.
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Ibn Taimiyyah berhujjah dengan alasan bahwa tabligh tersebut tidak
pernah diajarkan pada masa Rasulullah saw, pada masa khulafa al-rashidin
bahkan sampai seusai masa mereka dalam waktu yang sangat lama, praktek
tabligh pernah dilakukan dua kali pada saat Rasulullah salat dari dalam
rumahnya disebabkan karena terjatuh dari kuda yang dikendarai nya,
selanjutnya Abu Bakar yang mengeraskan suara karena sebagai pengganti jadi
imam. Yang kedua dilakukan Abu Bakar pada saat menyampaikan berita
meninggalnya Rasulullah.®! Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa penyampaian

berita meninggalnya Rasulullah oleh Abu Bakar pada saat dia menjadi imam.>?

Ibn Taimiyyah memperjelas pernyataannya sesungguhnya hal yang
sunnah adalah menetapkan batalnya solat al-muballigh (penyampai suara
imam), manakala jamaah merasakan tidak tenang atau bahkan jamaah
mendahulukan gerakannya imam. Karenanya sesungguhnya al-tabligh tanpa

adanya kebutuhan yang urgen merupakan perbuatan bid’ah, sehingga barang

% Hadis riwayat muslim dalam bab al-salat nomor 413 dari Jabir ibn ‘abd allah, dan riwayat Abl
Dawud dalam kitab al-Salat nomor 602.

51 Hadis riwayat bukhari kitab al-adhan bab man asma’ al-nas takbir al-imam nomor 712, juga
dalam riwayat Muslim dalam kitab al-salat nomor 418 dari ‘Aisyah.

52 |bn Taimiyyah, al-fatawa al-kubra, Juz 1, 82.
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siapa yang menyatakan hal tersebut sebagai media pendekatan pada Allah,

sungguh tidak diragukan pendapat tersebut suatu kebodohan.%?

4. Masalah sah salatnya bagi orang yang berniat salat munfarid berubah menjadi

imam.

Ibn Taimiyyah menilai sah salat sendirian atau makmum sendirian
kemudian berniat menjadi imam, baik sebelum salat maupun tengah-tengah
salat. Hal tersebut berlaku baik pada salat sunat mupun salat wajib. Pendapat ini
diambil dari mazhab dua imam yakni imam Malik®* dan imam Syafii®.
Sedangkan menurut mazhab imam Ahmad yang mashur, hal tersebut dihukumi

tidak boleh.*®

Ibn Taimiyyah memakai landasan hadis riwayat Ibn ‘Abbas ra;

%/T:;cj;;;-uj”/ J‘M'\“‘"J"uﬁ"\u’(‘*“f‘ :}.&W\L.s.b-dbswb»

Muwwwgwww b o 1205 s e &y 06 e 31 2

o A7

ok, J" 6,4\.9\.9 \J.: .L>-Le o)Lw u,c Caas Axs

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan
kepadaku Isma'il bin Ibrahim dari Ayyub dari 'Abdullah bin Sa'id bin Jubair
dari Bapaknya dari lIbnu 'Abbas ia berkata, "Aku pernah menginap di rumah
bibiku. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam shalat malam. Maka

%3 Ibid, juz 1, 83.

5 Lihat kitab al-Mudawwanah, juz 1, 86.

% Kitab al-Umm, Juz 1, 173.

% Kitab al-Insaf, Juz 2, 29.

57 Hadis riwayat Bukhari dalam kitab al-adhan bab jika seseorang sholat tidak berniat sebagai
imam lalu datang orang di belakang mengikuti shalatnya hingga dia mengimaminya, lihat al-Fath,
Juz 2,192
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aku datang untuk ikut shalat bersama Ibn Taimiyyah, aku berdiri di samping
kirinya, lalu Ibn Taimiyyah memegang kepalaku dan menggeserku ke sebelah
kanannya."
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Ibn Taimiyyah menegaskan kebolehan hukum salatnya makmum yang
sebelumnya salat sendirian, lalu ditetapkan sebagai imam oleh jamaah

sesudahnya, baik dilakukan pada salat sunat maupun pada salat wajib.

5. Masalah kebolehan meng-gasar salat dan berbuka puasa Ramadan pada saat

bepergian.

Ibn Taimiyyah tidak memberi batasan jarak dan waktu dalam setiap
perjalanan. Menurutnya, hal tersebut dikembalikan pada perilaku kebiasaan
masyarakat. Manakala mereka menilai perjalanannya dipandang memerlukan
keringanan untuk menqgasar salat dan buka puasa saat Ramadan, maka hal itu
tidak dilarang syariat. Sebaliknya jika perjalanannya tidak dipandang
membutuhkan perbuatan tersebut, maka perjalanannya tidak dikategorikan
perjalanan yang dibolehkan menggasar solat dan berbuka puasa. Hal ini
merupakan contoh dari penerapan metode al-‘Urf, yaitu salah satu metode

penetapan hukum syariat.

%8 |bn Taimiyyah, al-fatawa al-kubra, Juz 1, 124.
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Ibn Taimiyyah mengatakan setiap istilah nama tertentu dalam aspek
bahasa tidak terdapat batasan yang mengikatnya, demikian halnya dalam
syariat. Hal itu harus dikembalikan pada bentuk kebiasaan. Jika perjalanan
manusia dianggap sebagai kebiasaan yang relevan bisa dibenarkan hukum

syariat, maka kebiasaan perjalanan tersebut sudah sesuai aturan syariat.

wia 635 cuwo”’ NeR N\wju\j et sle itig dig 2 &g JG
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Ibn Taimiyyah lebih lanjut memperkuat pandangan bahwa Allah dan
Rasul-Nya mengaitkan kebolehan melakukan gasar salat dan berbuka batalkan
puasa saat bepergian, tidak pernah ditemukan keterangan pembatasan jaraknya.
Apakah perjalangannya lama ataupun sebentar, sehingga menurut pakar bahasa
bahwa kegiatan dalam arti safar tentu sudah dibolehkan melakukan dua hal

tersebut sebagaimana diajarkan melalui al-Kitab dan al-Sunnah

%9 |bn Taimiyyah, Majmi’ al-Fatawa, Juz 24, 40.
% 1bid, Juz 19, 243.
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Dalam hal ini, Ibn Taimiyyah sependapat dengan imam Malik®
sedangkan selainnya dari para imam mujtahid menolaknya, dengan memberi

alasan harus terdapat batas jarak sesuai dengan kadar ukurannya.

Oleh karenanya, Ibn Taimiyyah memberi dasar hujjah  dengan
meniadakan batasan lama dan jarak safar yang tidak pernah diterangkan
sebelumnya oleh syariat yang baku. Ibn Taimiyyah mengatakan pembatasan
lama dan jarak safar, sesungguhnya tidak ada dasar hujjah nya baik dalam aturan
syariat ataupun aturan bahasa, masyarakat umum tidak bisa mengukur batas
luasnya jarak bumi, sehingga tidak diperbolehkan menetapkan hukum atas
sesuatu yang tidak diketahui dalam ukurannya.
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62

Nabi Muhammad pun tidak pernah menentukan jenis ukuran jarak suatu
perjalanan, apakah dalam bentuk Mil atau farsakh. Ibn Taimiyyah menyatakan
sumber al-Kitab dan al-Sunnah tidak pernah memberikan ketentuan khusus
pada setiap jenis safar, demikian pula Rasulullah saw tidak mengikat dengan

batasan safar yang dibolehkan mengqgasar dan bolehnya berbuka puasa saat

61 Lihat kitab al-Mudawwanah, juz 1, 118.
62 |bn Taimiyyah, Majmi’ a/-Fatawa, Juz 24, 12.
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pergi. Sehingga tidak boleh ada yang menyatakan kebenaran ukuran batasan

safar menurut pendapatnya sendiri.

Berdasarkan pendapat Ibn Taimiyyah tersebut, penulis bisa membuat

ciri dan model pemikiran hasil ijtihadnya, diantaranya;

1. Kemandirian nalar, yakni Ibn Taimiyyah tidak mudah ikut pendapat imam
tertentu selama tidak terdapat hujjah dalil nas-nya, meskipun sudah diikuti
oleh pendapat mayoritas;

2. Motivasi atas kekuatan dalil dan beramal dengannya;

3. Memelihara kepentingan umum.

6. Masalah Tidak wajib mengganti puasa bagi orang yang menyangka masih

bulan sya’ban setelah tahu akan kepastian masuk bulan Ramadan.

Apabila diketahui hilal berada ditengah-tengah hari, sebelum makan
atau sesudahnya saat mengira sudah masuk awal syawal, maka boleh

menyempurnakan makan yang tidak berakibat kewajiban gada‘puasa.®®

Pendapat ini berlawanan dengan kesepekatan mayoritas para ulama.%
Berikut dasar pertimbangan hujjah 1bn Taimiyyah dalam permasalahan di atas

di atas ;

8 Ibn Taimiyyah, Majmi’ al-Fatawa, Juz 25, 109.
84 | ihat kitab al-Majmu’ /i al-Nawawi, Juz 6, 225., lihat juga Fath al-Bari, Juz 4, 200.
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1. Sesungguhnya taklif hukum berdasarkan pengetahuan, apabila tidak
terdapat pengetahuan tentang kejelasan hari sudah masuk bulan Ramadan,
maka tidak wajib untuk berpuasa pada hari tersebut.

2. Dianalogikan dengan anak kecil menginjak baligh dan orang gila baru
sadar di siang hari bulan Ramadan, sehingga tidak diwajibkan puasa atas
keduanya kecuali pada sisa siang harinya.

3. Hukum gada* atas sesuatu membutuhkan kepastian adanya dalil, selama
tidak terdapat dalil syariat yang pasti atas suatu hukum, maka sikap
berhati-hati sebagai hujjah dalam penerapan syariat. Manakala seseorang
tidak bersikap hati-hati pada hari yang diragukan puasa Ramadan atau
bukan, maka hilanglah hukum kewajiban mengganti puasa hari yang

ditinggalkan akibat ketidaktahuannya.®

Pendapat Ibn Taimiyyah tersebut di atas, ditentang dengan berbagai
pertimbangan dasar hukum sebagai berikut. Ketiadaan beban hukum bagi orang
yang tidak tahu masuknya bulan Ramadan, sesungguhnya sudah pasti bisa
diketahui. Sebab puasa Ramadan bisa mudah diketahui melalui adanya waktu
imsak dari bolehnya makan dan minum mulai terbitnya fajar sampai terbenam
matahari. Oleh karenanya kewajiban mengganti (gada‘) pada hari tersebut

sangat mungkin bisa dilakukan.

8 Ibn Taimiyyah, Majmi’ al-Fatawa, Juz 25, 110.
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Adapun alasan analogi dengan anak kecil menginjak baligh dan orang
gila bisa sadar, ditolak dengan pertimbangan bahwa metode Qiyas bisa
diterapkan jika tidak terdapat dalil, sedangkan dalil kewajiban puasa sudah pasti

sebagai perintah syari’at.

7. Masalah orang berpuasa Ramadan yang makan disiang hari meyakini sudah
memasuki waktu malam hari, sedangkan waktu yang jelas adalah waktu siang
hari, Tidak wajib mengganti (gada “’) puasanya. Pendapat ini berlawanan dengan

pandangan empat imam mujtahid.
Ibn Taimiyyah memakai dasar hujjah sebagai berikut ;
1) Firman Allah ;

66 yAT B2] 3 Tl ol Tl ¥ &
3 Gl o) Bis g Y

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak
sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami....;

Orang yang melakukan hal terlarang dalam pelaksanaan ibadah

haji dan salat laksana orang yang lalai, demikian halnya dengan ibadah puasa.

2) Hadis Nabi Muhammad saw;

% al-Qur’an, 2: 286.
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“Telah menceritakan kepada kami ‘'Abdullah bin Abu Syaibah telah
menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Fathimah
dari Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq radliallahu 'anhuma berkata; Kami
pernah berbuka puasa pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika hari
mendung, ternyata kemudian matahari tampak kembali, maka orang-orang
diperintahkan untuk menggadha'nya, dan lbn Taimiyyah bersabda: "Harus
dilaksanakan gadha™. Dan Ma'mar berkata, aku mendengar Hisyam: Aku tidak
tahu apakah mereka kemudian menggadha'nya atau tidak".

Berdasarkan hadis tersebut, lbn Taimiyyah berpendapat seandainya
perintah gada‘ tersebut mengikat, pasti langsung dikerjakan oleh sahabat,
namun dalam riwayat tersebut terdapat pandangan sahabat yang mengatakan

tidak diperintah melakukan gada‘puasa.

3) Berdasarkan hadis dari ‘Uday ibn Hatim ra;
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"Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan
kepada kami Husyaim berkata, telah mengabarkan kepada saya Hushain

67 Hadis riwayat Bukhari dalam kitab al-Sawm bab idha aftara Fi Ramadan tsumma tala’at al-
Shams, nomor 1959, lihat kitab al-fath, Juz 4, 199.

88 Hadis riwayat Bukhari dalam kitab al-Sawm bab Firman Allah swt ;

Slll A plowall sl T padl] o 2 gus Y1 il (0 aansY) i) ST s i L0 il 51505 5 nOMOT 19186.
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bin 'Abdurrahman dari Asy-Sya'biy dari 'Adi bin Hatim radliallahu 'anhu
berkata: Ketika turun QS Al Bagarah ayat 197 ("... hingga terang bagi
kalian benang putih dari benang hitam yaitu di waktu fajar"), maka aku
mengambil benang hitam dan benang putih lalu aku letakkan di bawah
bantalku untuk aku lihat pada sebagian malam namun tidak tampak olehku.
Maka di pagi harinya aku menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
lalu aku ceritakan hal tadi. Maka Ibn Taimiyyah bersabda: "Sesungguhnya
yang dimaksud dengan ayat itu adalah gelapnya malam dan terangya
siang”

Inti hadis tersebut menurut Ibn Taimiyyah adalah tidak adanya bentuk
kesalahan serta tidak terdapat perintah langsung Nabi untuk melakukan gada°
puasa.

4) Dasar Istidlal dengan athar sahabat ‘Umar ibn al-Khattab ra;

~ -
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“Telah terjadi pada masa ‘Umar ibn al-Khattab, bahwasanya dia pernah
berbuka puasa lalu siang hari menjadi terang, Dia berkata kami tidak

mengganti puasa karena kami tidak berbuat dosa, ada riwayat lain
menyatakan ‘Umar melakukan gada‘puasa. Akan tetapi sanad awal kuat.”

Atas permasalahan tersebut, jumhur ulama sepakat berkewajiban

mengganti puasa dengan hujjah firman Allah;

% 1bn Taimiyyah Shaibah meriwayatkan keduanya dalam kitab al-Musannif, Juz 2 24., Juga al-
Baihagi dalam kitab Sunan al-Kubra, Juz 4, 217, lihat dalam kitab Majmu’ al-Fatawa, Juz 20, 572-
573.
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“dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang
hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang)
malam...,”

Hal ini bermakna bahwasanya seseorang yang makan di siang hari
sampai dia tidak menyempurnakan puasanya kecuali memasuki malam harinya,
wajib bagi dia untuk mengganti (gada‘) puasa, berikut pendapat ulama salaf
semisal Mu’awiyah ibn Abi Sufyan, ‘Ata’, Sa’id ibn Jubair, Mujahid dan
Hisham ibn ‘Urwah.™

Demikian juga didasarkan atas hadis ‘Umar ibn al-Khattab riwayat dari
Baihaqi’? akan tetapi Ibn Taimiyyah memakai hujjah dari riwayat lain yang

lebih kuat yakni tidak dwajibkan melakukan gada ‘ puasa.

Ibn Taimiyyah memadukan penukilan hujjah hadis dengan kaidah
umum, yakni beberapa hadis tidak menjelaskan kepastian gada‘ dalam
ketentuan ibadah secara langsung, sedangkan pembuat syariat tidak menunda

kepastian penetapan hukum gada‘dari waktu yang dibutuhkan

Tidak ada ketentuan jarak dan waktu untuk mengerjakan salat gqasar dan

berbuka puasa bagi musafir. Ulama sepakat tentang kebolehan meng-gasar

0 Al-Bagarah, 02: 187.
L Lihat Ibn al-Shaibah, al-Musannif, Juz 3, 23-24.
"2 ihat al-sunan fi al-Baihadi, Juz 4, 217.
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shalat dan berbuka puasa (iftdr) bagi orang yang berpergian (muséafir),
Meskipun mereka berbeda pendapat mengenai ketentuan hukum dan batas
(jarak) kebolehan mengerjakannya. Aneka ragam (jarak) tempat dan waktu
Rasulullah Saw mengerjakan shalat gasar, dijadikan oleh Ibn Taimiyyah
sebagai salah satu alasan untuk tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang
batas minimal dan batas maksimal dari jarak (masafah) yang mem-bolehkan
gasar shalat bagi musafir. Menurutnya, boleh meng-gasar shalat pada setiap
bepergian (safar), apakah itu perjalanan relatif dekat maupun jauh. la
menambahkan tidak perlu memberi ketentuan secara pasti tentang jarak
dibolehkannya meng-qgasar shalat dalam safar, karena Nabi sendiri tidak pernah

menetapkannya.”

Namun lbn Taimiyyah juga mengingatkan tentang pentingnya batasan
berpergian yang menurut adat kebiasaan dianggap sebagai safar, seperti
perlunya membawa perbekalan dan keluar daerah yang relatif jauh. Sedangkan
bepergian yang tidak perlu menyiapkan perbekalan karena jaraknya relatif dekat
tidak dapat dikatakan musafir, sehingga ia tidak dibenarkan melakukan gasar
shalat. Demikian pula Ibn Taimiyyah tidak membenarkan penentuan batas
minimal kebolehan 7f74arpuasa bagi musafir. Pendapat Ibn Taimiyyah yang tidak
membenarkan penentuan batas jarak dan waktu safar yang menyebabkan

musafir bolen meng-gasar shalat dan melakukan 7/fzar tampak menyalahi

7 Ibid., 72
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pendapat jumhur fukaha. Namun sebagaimana pendapat Dawud al-ZahirT yang

dalam banyak hal sering dikritik oleh lbn Taimiyyah.™

Sebagian orang menilai pendapat Ibn Taimiyyah yang tidak
menentukan batas minimal masafat al-gasr dan 7fzar bagi musafir lebih sesuai
dengan zahir ayat yang mensyariatkan shalat gasar dan iffar itu sendiri

sebagaimana firman Allah swt;

Q\ bJA{J’JJ‘(’g”‘L‘Q\V"A"O‘ ajl.,aj\ \jrp_u Q\vagﬂbﬂupj}“drgrp b)
75 4 %gwéﬁygzﬁgﬁ\

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-
gashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang Kafir.
Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

2
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“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu
ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya
berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan
wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa)
membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang
dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik
baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”

Zahir ayat yang berkaitan dengan kedua hal tersebut memang bersifat

mutlak, dalam pengertian shalat gasar dan 7fzar puasa dalam safar itu tidak

™ |bn Taimiyyah, Rasd’il, Juz |, 223-226.
5 al-Qur’an, 4: 101.
6 al-Qur’an, 2: 184.
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dibatasi oleh jarak dan waktu tertentu. Berkenaan dengan itu, Ibn Taimiyyah
menyatakan: “Sesuatu yang oleh pembuat syariat dimutlakkan penggunaannya,
harus dimutlakkan pula penamaan dan realisasinya. Tidak boleh mengira-ngira

dan membatasinya dengan masa (waktu) tertentu.”’’

Pendapat Ibn Taimiyyah ini agaknya relevan jika dikaitkan dengan
perkembangan dunia yang semakin maju di bidang transportasi. Hendaknya
perjalanannya. Unsur masaqgah yang dialami secara berbeda-beda oleh masing-
masing musafir karena perbedaan fisik tampaknya memang lebih penting
diperhatikan ketimbang hanya sekedar soal jarak dekat atau jauhnya suatu

perjalanan.

Tidak batal puasa orang yang karena lupa atau yakin berada pada

malam hari, mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa.

Menurut mayoritas fugaha’, orang puasa yang makan atau minum
karena lupa, kesalahan, atau dipaksa, puasanya tetap sah, tidak perlu gada’ dan
kaffarah. Ibn Taimiyyah sependapat dengan hal ini. Selanjutnya, menurut
jumhur ulama, termasuk empat imam mazhab fikih, orang puasa yang makan,
minum atau bersetubuh karena menduga atau bahkan yakin matahari telah
terbenam (malam) atau menganggap fajar belum terbit, puasanya dinyatakan

batal dan karenanya harus meng-qada -nya, jika ternyata keadaan menunjukkan

7 Ibid, 73.
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sebaliknya, yakni, yakin sudah terbih fajar atau matahari belum terbenam.

Di sini, Ibn Taimiyyah berbeda dengan jumhur. Ibn Taimiyyah
menyatakan orang yang makan pada siang hari di bulan Ramadan karena
berkeyakinan telah atau masih malam, maka puasanya tetap sah, meskipun
kemudian ternyata sudah atau masih siang. Menurutnya, orang tersebut tidak
perlu meng-gada ‘puasanya. Demikian pula orang yang bersetubuh pada siang
hari di bulan Ramadhan karena lupa atau tidak tahu.” Pendapat ini didasari pada

firman Allah swt ;
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“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan
bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah
shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya
Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan
membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”
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“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan
isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah
pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat

8 |bid, 109.
" al-Qur’an, 5: 33.
8 al-Qur’an, 2: 187.
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menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf
kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah
ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu
benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah
puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka
itu, sedang kamu beri“tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka
janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-
Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Disamping itu juga didiasarkan atas hadis nabi Muhammad saw;
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“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf Al
Firyabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid berkata,
telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al Hudzali dari Syahr bin
Hausyab dari Abu Dzar Al Ghifari ia berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi
wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu
yang dilakukan karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan
kepadanya.”.” (HR. Ibn M4jah, al-Tabrani, al-Hakim).

Berdasarkan sumber dalil di atas, Ibn Taimiyyah Allah membolehkan
seseorang makan, minum dan jima’ (pada malam hari ramadhan) sampai
terbit fajar, sementara di lain pihak Allah juga mengajurkan supaya
mengakhiri makan sahur. Orang yang mengerjakan hal yang dianjurkan dan
dibolehkan, dalam hal ini makan, minum dan jima“ di penghujung (akhir)

malam, tidak tepat dianggap sebagai melampaui batas apabila di luar

kesengajaannya ternyata sudah siang (terbit fajar). Kasus demikian, tambah

81 al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak, Juz 1, 122
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Ibn Taimiyyah, merupakan kesalahan (tidak disengaja) yang sifat uzurnya
melebihi orang yang lupa. Sedangkan Allah memaafkan tindakan seseorang

vana dilakukan karena luna atau tidak senaaia.

C. Penerapan metode ijtihad Ibn Taimiyyah dalam bidang Muamalah

1. Menukar atau Menjual Harta Wakaf Hukumnya Boleh

Dasar hukum bagi wakaf adalah hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Ibn

‘Umar, yang intisarinya adalah sebagai berikut:
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"Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami
Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu ‘Aun
berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma
bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu ‘anhu mendapat bagian lahan di
Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta
pendapat Ibn Taimiyyah tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai
Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah
mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan
perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Ibn Taimiyyah berkata: "Jika
kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat
bershadagah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radliallahu ‘anhu berkata:
"Maka 'Umar menshadagahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan
dan juga tidak diwariskan namun dia menshadagahkannya untuk para faqir,
kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk

8 Dikutip dalam lbn Hajar al-‘Asqalani, Buligh al-Maram, Terj. Ahmad b. Sa’ad b. Nabhan,
(Surabaya: tp., tth.), 191.
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menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk
memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan
orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku
ceritakan Hadis ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atstsal
maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya
dengan hartanya"

Namun, mengingat harta wakaf itu mungkin bisa berkurang atau habis
manfaatnya, baik karena pengelolaan yang tidak memadai maupun karena
rusak dimakan usia, maka Ibn Taimiyyah memberi peluang untuk menukar

atau menjual harta wakaf itu jika memang dipandang lebih maslahat.

Mengenai wakaf yang berbentuk masjid, selain ulama Hanbali, para
ulama sepakat tentang ketidakbolehan menjual masjid dan menggunakan
hasilnya dengan alasan apapun sampai masjid itu rusak sekalipun. Namun,
ulama mazhab Hanbali, termasuk lbn Taimiyyah, berpandangan bahwa
masjid itu boleh dijual jika benar-benar dibutuhkan, seperti karena alasan
tidak mungkin lagi bisa dimanfaatkan karena terlalu sempit sehingga tidak
mampu menam-pung jama’ah padahal untuk memperluasnya tidak

dimungkinkan lagi.®

Lebih jauh, lbn Taimiyyah dan umumnya ulama Hanbali yang
membolehkan menukar atau menjual masjid dalam kondisi darurat,

membolehkan, bahkan menganjurkan, jika itu dipandang lebih baik dan lebih

8 Muhammad Jawad Mughniyyah, al-Ahwal al-Shakhsiyyah ‘ald al-Madhahib al-Khamsah,
(Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1964), 329.
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maslahat. Menurut Ibn Taimiyyah, penukaran harta wakaf dilakukan karena
dua alasan: pertama, karena diperlukan (hajah), seperti mewakafkan seekor
kuda untuk tentara yang sedang berjihad dijalan Allah, kemudian kuda
tersebut diperlukan lagi setelah perang usai; kedua, karena kemaslahatan
yang lebih besar, seperti menjual masjid berikut tanahnya yang kurang
berguna, kemudian membeli tanah lain dan di atasnya dibangun masjid baru
yang lebih luas dan strategis. Hal ini pernah dilakukan ‘Umar ibn al-Khattab
ketika memindahkan masjid Kufah dari tempat yang lama ke tempat yang
baru. Demikian pula, terhadap Masjid Nabawi, ‘Umar dan Uthman pernah
memperbaiki dan memperluasnya di atas tanah yang bukan bekas bangunan

masjid semula.

2. Boleh Mengangkat Beberapa Orang Khalifah di Dunia Islam.

Di antara fleksibilitas fikih Ibn Taimiyyah dalam bidang mu’amalah
adalah ijtihadnya yang membolehkan dunia Islam memiliki dua orang atau
lebih kepala negara dengan beberapa negara. Menurutnya, umat Islam tidak

diharuskan hanya mempunyai satu negara dengan seorang kepala negara.®

Sama dengan pendapat umumnya umat Islam, lIbn Taimiyyah
berpendirian bahwa urusan memimpin orang banyak, termasuk pemimpin

negara dan kepala pemerintahan, merupakan salah satu kewajiban terpenting

8 1bn Taimiyyah, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi Nagd Kalam al-Shi’ak wa al-Qadariyyah,
Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 223.
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lainnya yang diperintahkan agama. Allah, kata Ibn Taimiyyah, mewajibkan
umat Islam untuk menegakkan amar makruf nahi munkar. Tugas menyuruh
manusia untuk berbuat baik dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar,

tidak akan sempurna dan terlaksana tanpa ada kekuasaan dan pemerintahan.®

Inti_doktrin pilitik lIbn Taimiyyah adalah terwujudnya syariat Islam
secara benar dan baik, sedangkan negara hanya merupakan alat untk
menegakkan syariat. Maka, mudah dimengerti jika ia memberi kemungkinan
bagi adanya pluralisme negara dan pemerintahan dalam dunia Islam seperti

yang dikenal sekarang.

Itulah beberapa contoh ijtihad Ibn Taimiyyah, yang tampak berbeda
dengan kebanyakan fuqaha’. Masih terdapat ijtihad lbn Taimiyyah yang
menyalahi pendapat jumhur seperti di antaranya: 1) Orang yang jika ingin
shalat Jum’at, boleh bertayammum meskipun ada air; 2) Orang yang
dianjurkan memperbanyak amalan-amalan sunnah agar dosanya dihapuskan
sebagaimana orang yang melakukan haji dengan cara giran dan ifrad; 4) Tidak
ada ketentuan batas minimal dan maksimal masa haid wanita; 5) Masa iddah
wanita yang tertalak-khulu’ cukup hanya sekali haid; 6) Suami yang bersumpah
hendak menalak istrinya dan kemudian ternyata tidak menalaknya, talaknya

tidak dianggap jatuh, namun ia (suami) wajib membayar kaffarah yamin

8 Ibn Taimiyyah, al-Siyasah al-Shar’iyyah fi Istinbatlah al-Ra7 wa al-Ra’iyyah, (Beirut: Dar al-
Afaq al-Jadidah, 1983), 138.
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(sumpah).g¢
3. Masalah kebolehan jual beli barang yang tertanam di dalam tanah
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Ibn Taimiyyah menegaskan boleh menjual barang yang tidak jelas
adanya karena tertanam dalam bumi, seperti bawang bombai, lobak dan

kacang tanah.
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Ibn Taimiyyah menyatakan kebolehan jual beli jenis buah-buahan yang
tertanam di dalam tanah seperti semangka, mentimun, dan sebagainya dengan
ketentuan ada kejelasan buahnya. Pendapat ini berlawanan dengan pandangan

tiga imam mujtahid seperti Abu Hanifah, imam Syafii dan imam Ahmad.

Mereka berhujjah dengan dasar-dasar sebagai berikut;

8 Lihat Musa, Ibn Taimiyyah, 235-236; Abu Zahrah, Ibn Taimiyyah, 406-421.
8 |bn Taimiyyah, Majmi’ a/-Fatawa, Juz 29, 488.,
8 |bn Taimiyyah, Majmi’ al-Fatawa, Juz 29, 484.
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Jual beli dalam jenis tanaman tersebut di atas dianggap mengandung
tipuan karena tidak jelas (garar), syariat sudah pasti melarang jenis jual beli

garar. Sebagaimana hadis nabi Muhammad saw;

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah
menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu
Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan
kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan
kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku
Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hasah (yaitu: jual
beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur
penipuan.”
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Atas dasar alasan larangan jual beli garar, Ibn Taimiyyah memberi
jawaban dasar pertimbangan bahwa jual beli buah-buah yang tertanam tidak

termasuk jenis jual beli garar tetapi jual beli yang didasarkan atas

pengalaman tradisi masyarakat. Ibn Taimiyyah memberi alasan kepastian

8 Hadis riwayat Muslim dalam bab al-buyd’, nomor 1013,
% 1bn Taimiyyah, Majmi’ al-Fatawa, Juz 29, 488.
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matang tidaknya buah dalam tanah dibuktikan melalui kejelasan bentuk dan
jenis daunnya. Sebagaimana keterangan atas hewan melalui kondisi fisik
hewan tersebut, demikian pula kondisi keadaan tanah lapangan melalui bukti
fisik tanahnya. Semua hal tersebut bisa diukur dan dinilai oleh para ahli sesuai

pengalaman mereka.

Sedangkan sebab larangan jual beli garar adalah memakan harta

dengan cara batil agar harta manusia tidak mengandung kerusakan.®

Penulis menyimpulkan bahwa Ibn Taimiyyah memiliki dasar
pertimbangan metode atas hujjah permasalahan kedua jenis jual beli tersebut

di atas dengan dasar sebagai berikut:

1) Penguatan kemudahan urusan kehidupan manusia dengan
menegakkan kemaslahatan umam secara universal sebagai penegakan
visi utama syariat Rasulullah Muhammad saw yakni agama Islam
yang hanif.

2) Pencarian relevansi perselisinan permasalahan hukum dengan
kebolehan hukum jual beli buah yang sudah tampak jelas

kematangannya, demikian juga dengan memakai metode akad ijarah.

% 1bn Taimiyyah Qa’idah al- ‘aqd, 233.



261

4. Masalah kebolehan jual beli secara kredit

Sebagai contoh dalam bidang ini adalah jual beli kredit (al- inah). 1bn
Taimiyyah berpendapat bahwa apabila seseorang berniat untuk memperoleh
uang/dirham yang lebih besar dengan pengkreditan barang, ini merupakan
jenis riba yang tidak diragukan lagi keharamannya menurut Ibn Taimiyyah.
Walaupun dilakukan upaya helah dalam bentuk apapun tetap dimasukkan

dalam kategori riba. Alasan yang Ibn Taimiyyah kemukakan ialah:

1) Ayat alquran surat al-Bagarah ayat 278 yang menjelaskan tentang larangan
melakukan transaksi riba.

2) Hadis yang diriwayatkan dari ‘Aisyah ketika Ibn Taimiyyah ditanyak
oleh Umm Walad Zaid bin Argam tentang transaksi yang dilakukannya yang
membeli seorang hamba dari zaid dan menjualnya kepada Ata’ la
membelinya dari zaid dengan harga tujuh ratus dirham dan menjualnya
kepada Atha“ dengan harga delapan dirham. Aisyah menjelaskan betapa
buruknya sistem jual beli yang dibuat oleh Umm Walad Zaid bin Arkam
ini, lalu membacakan ayat 275 surat al-Bagarah.®*

Pendapat para ulama yaitu pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad, juga
athar sahabat seperti ‘Aisyah, 1bn Abbas, Anas bin Malik, yang menyatakan

keharaman jual beli kredit yang mereka istilahkan dengan “al- ‘inah”.

% Ibid., Jilid 15 juz 27, 243.
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Namun demikian Ibn Taimiyyah masih memberikan sebuah
pertimbangan dengan mengkaitkan niat pedagang yang melakukan kredit. Ibn
Taimiyyah mengatakan kalau pedagang tersebut berniat untuk melakukan
riba yang diharamkan Allah untuk mendapatkan keuntungan yang banyak,
maka hal ini diharamkan. Sebaliknya kalau seorang pedagang meniatkan hal
itu karena pertimbangan beberapa hal terkait dengan resiko jual beli, maka ia

berhak terhadap apa yang diniatkannya.**

Pertimbangan yang disampaikan oleh Ibn Taimiyyah ini Ibn Taimiyyah
hubungkan dengan ‘urf masyarakat yang semakin berkembang. Ibn
Taimiyyah mengatakan “kadang-kadang hukum-hukum Allah itu diberikan
batasan berdasarkan syara™ seperti shalat, zakat, puasa dan haji, kadang-
kadang dengan lughah yang sarih seperti lafaz matahari, bulan, daratan, dan
lautan, kadang-kadang dengan ‘urf yang berlaku dalam masyarakat.
Demikianlah dalam beberapa bentuk akad menurut Ibn Taimiyyah sangat

terkait dengan ‘urf yang berkembang dalam masyarakat.

D. Penerapan metode ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Munakahat

1. Menjatuhkan tiga talak sekaligus hukumnya jatuh satu.

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum

penjatuhan tiga talak sekaligus. Sebagian kaum Mu’tazilah dan Shi’ah

% Ibid., Jilid 15 juz 27, 245
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menyatakan tidak jatuh sama sekali. Sedangkan mengenai beberapa talak yang
harus dianggap jatuh, terjadi perbedaan pendapat. Selain sahabat Nabi,
umumnya Tabi’in dan imam-imam mazhab empat menyatakan jatuh tiga,
sedangkan sebagian yang lain berpendapat hanya satu. Sementara itu, ada yang
menyatakan jatuh tiga jika wanita yang ditalak itu telah pernah digauli, dan

hanya dihitung satu jika ternyata belum pernah digauli.

Ibn Taimiyyah memilih pendapat kedua yang menganggap penjatuhan
tiga talak sekaligus hukumnya hanya jatuh satu. Pendapat ini sama dengan
pendapat al-Zahiri, yang juga merupakan pendapat sebagian sahabat, seperti
Zubair ibn al-‘Awwam dan ‘Abd al-Rahman ibn ‘Auf, dan juga menurut

sebagian riwayat, pendapat ‘Ali ibn Abi Talib, Ibn Mas’d dan Ibn Abbas.*

Seperti jumhur fugaha’, Ibn Taimiyyah menilai pendapatnya sesuai

dengan ayat al-Quran (al-Bagarah [2]: 229) dan Sunnabh;
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“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara
yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu
mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka,
kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum
Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang
bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-

% 1bn Taimiyyah, Majm{’ Fatawa lbn Taimiyyah, Juz 33, (t.tp.: Dar ‘Alam al-Kutub, t.th.), 5.
% al-Qur’an, 2: 229.



264

hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”

Ungkapan al-talag marratani dalam ayat tersebut mengandung maksud
untuk tidak menjatuhkan tiga talak sekaligus, namun harus sekali demi sekali,
karena Allah berfirman al-talag marratani, bukan al-talaq talgatani. Dengan
demikian, kata Ibn Taimiyyah, jika seorang suami berkata kepada isterinya,
engkau tertalak dua, tiga, sepuluh, seratus, atau seribu, talak yang jatuh tetap

saja satu.

Sehubungan al-Quran dan hadis telah mengatur soal penjatuhan talak,
yang hukum asalnya dilarang, maka penjatuhan talak yang menyalahi aturan
syariat (dalam hal ini, penjatuhan tiga talak sekaligus) tergolong jenis
perbuatan yang dilarang. Sedangkan melakukan perbuatan yang dilarang
hukumnya batil. Jadi, penjatuhan tiga talak sekaligus itu batal karena
menyalahi al-Quran yang hanya membolehkan penjatuhan talak sekali demi

sekali.

Sedangkan, banyak ulama menilai pendapat Ibn Taimiyyah di atas
sebagai menyalahi pendapat umumnya ulama Islam, bahkan ada yang
menuduhnya keluar dari ijma’. Namun, tidak sedikit ulama yang menganggap

pendapat Ibn Taimiyyah justru lebih kuat dari pada pendapat jumhur, seperti
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diungkapkan oleh al-Shawkani, 1bn Qayyim al-Jawziyyah,® dan Ibn Hajar al-

‘Asqalani.

Dalil kedua yang dikemukakan lbn Taimiyyah untuk mendukung
pendapatnya adalah Hadis. Yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh lbn
‘Abbas yang menandaskan bahwa “Talak di masa Rasulullah, Abu Bakar, dan
dua tahun pertama kekhalifahan ‘Umar adalah bila suami mengeluarkan talak
tiga secara serempak dihitung satu, namun ‘Umar kemudian menghitungnya
tiga”. Sebaliknya, ia berargumen bahwa tidak ada Hadis otoritatif yang
membuktikan bahwa Nabi pernah memberikan putusan yang mengabsahkan

talak tiga. Yang ada hanyalah Hadis lemah atau palsu.

Ibn  Taimiyyah menekankan bahwa keabsahan talak tiga yang
dinyatakan serempak merupakan hasil ijtihad ‘Umar yang memiliki konteks
sosial spesifik. ‘Umar menyaksikan bahwa masyarakat di zamannya mudah
sekali mengeluarkan pernyataan talak pada istrinya, bahkan mengulang-ulang
pernyataan talak tersebut dengan serempak. la berpikir bahwa strategi yang
tepat agar kaum Muslim berhenti dari perbuatan yang dilarang Allah ini adalah

dengan menjadikannya sah.%’

Saksi ini, menurut Ibn Taimiyyah, diciptakan oleh ‘Umar karena

kebutuhan (hajah) yang spesifik, sama seperti ketika ‘Umar mengeluarkan

% |bn Qayyim al-Jawziyah, I'/am al-Muwagi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Jalil,
t.th.), 34-35.
 1bn Taimiyyah, Majmi’’ Fatawa, 33: 15-16.
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putusan untuk menghukum orang yang minum khamr dengan cambukan
delapan puluh kali. Ibn Taimiyyah juga berargumen bahwa talak pada
prinsipnya merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Malahan,
la merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Perceraian
diperkenankan hanya bila ada kebutuhan (hajah) yang mendesak manusia

untuk melakukannya.®®

Hukum Islam memperbolehkan manusia melakukan hal-hal yang
diharamkan karena ada kebutuhan yang mendesak. “Para ahli tafsir, Hadis ,
dan figh telah menjelaskan bahwa orang-orang Arab pra-Islam biasa
menceraikan [istri mereka] dengan tanpa batas. Biasanya, setelah suami
menceraikan istrinya, ia meninggalkannya begitu saja hingga ketika masa
‘iddah hampir habis ia rujuk lalu menceraikannya lagi berkali-kali. Atas alasan
inilah Allah membatasi perceraian hingga tiga kali. Sebab tiga itu batas awal
jamak dan akhir batas non-jamak. Seandainya bukan karena talak itu
dibutuhkan, sumber-sumber hukum akan mengharamkannya. Allah
memperbolehkan talak sebagai rahmat bagi hamba-hamba-Nya yang dalam
waktu-waktu tertentu membutuhkannya. Begitu pula, seperti yang disepakati

oleh para ulama, Allah mengharamkannya di waktu-waktu tertentu pula”.%

Berdasarkan asas ini, Ibn Taimiyyah menekankan bahwa pembatasan

% |bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, 3: 250-251.
%1bn Taimiyyah, Fatawa al-Zawaj wa ‘Asharat al-Nisa‘, diedit oleh Farid ibn Amin al-Hindawi
(Abidan: Maktabat al-Turath al-Islami, 1989), 317-318..
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kewenangan suami dalam menceraikan istrinya hanya dalam tiga kali
kesempatan merupakan contoh aturan hukum yang dimaksudkan untuk
mencegah mafsadah atau kerusakan.!® Kebutuhan (hajah) hanya
memperkenankan suami menceraikan istrinya dengan prosedur yang
ditetapkan oleh Sunnah, yaitu satu kali dalam satu kesempatan. Maka bila
suami mengeluarkan pernyataan talak tiga kepada istrinya dengan serempak,
bagi Ibn Taimiyyah, ia telah mengeluarkan satu pernyataan talak yang halal
dan dua sisanya adalah haram.®* Dengan sendirinya, pernyataan talak yang
halal adalah sah, sementara yang haram adalah tidak tidak sah dan tidak

mengikat.
2. Masalah menikah dengan wanita pezina

Ibn Taimiyyah menguraikan pendapatnya tentang menikahi wanita
yang berbuat zina. Ibn Taimiyyah berpendapat tidak halal menikahi wanita

yang berbuat zina. Ibn Taimiyyah mendasari pendapatnya dengan:

1. Alquran yaitu surat al-Nur ayat 3;

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina,
atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini

100 |bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, 3: 320.
101 |bn Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, 3: 251.
102 gl-Quran, 24: 3.



268

melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang
demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”

Ayat tersebut yang menjelaskan bahwa laki-laki penzina hanya
dikawinkan kepada perempuan penzina atau musyrikah demikian juga
sebaliknya perempuan pezina hanya dikawinkan dengan laki-laki pezina atau
musyrik, mereka ini haram dikawinkan terhadap muslim yang muhsan.
2.Raf"u yaitu Ibn Taimiyyah mengemukakan perbedaan nikah dengan zina dalam
hal “wata“. Pada nikah terdapat unsur akad yang menghalalkan “wata“. namun
dalam zina akad tidak diperdapati. Dengan demikian nikah itu pada dasarnya
menurut 1bn Taimiyyah harus memenuhi dua unsur yaitu akad dan “wata®. inilah
esensi nikah. Dengan demikian menikahkan wanita yang berbuat zina tidak
boleh dinikahkan karena ia telah mendahului “wata“ dari akad maka untuk
menikahkannya kembali. Perempuan berzina tersebut melahirkan anaknya
terlebih dahulu kemudian melalui masa ‘iddah, barulah perempuan tersebut
dapat dinikahkan kembali kepada laki-laki yang menzinainya. lbn Taimiyyah
juga mengharamkan wanita berzina menikah dengan laki-laki lain yang tidak
menzinainya dengan logika bahwa pezina laki-laki hanya me-“wata“-kan
wanita yang dizinainya, atau perempuan pezina hanya melakukan wata“
dengan laki-laki yang menzinainya, seperti uangkapan seseorang “orang yang
makan hanya memakan sesuatu yang telah dimakannya, apa yang telah

dimakan seseorang hanya dimakan oleh orang yang telah memakannya”.
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Sama halnya seorang suami hanya menggauli isteri yang telah dinikahinya
demikian sebaliknya.'*

Ibn Taimiyyah juga memberikan bantahan kepada para ulama yang
membolehkan wanita pezina kawin dengan laki-laki baik yang mengatakan
bahwa ayat ini telah di-nasakh-kan dengan ayat 32 surat al- Nur tentang
kewajiban wali menikahkan putra putrinya dan argumen mereka yang
mengatakan ayat tentang keharaman menikahkan wanita pezina dengan laki-
laki baik telah dilakukan nasakh oleh /ima’sebagaimana dikatakan oleh Abu
Ali Jabba’i. Ibn Taimiyyah mengatakan ayat 3 surat al-Nur tidak di-nasakh
oleh ayat 32 al-Nur demikian juga halnya ayat 3 al-Nur tidak mungkin
disahkan oleh /ima’ Pendapat yang mengatakan bahwa /jma’ dapat
melakukan nasakh ayat merupakan pendapat yang salah apalagi /jma’tersebut

tidak memiliki dasar dari ayat al-Qur’an.*®*

3. Masalah kesaksian Talak.

105 a3y e s

comly Bl o dly i JB AT U5 ey g 1 W Ll JB GV
O plasf o5 ) ails ¢ Il GULI g 08 (sl 3V OF e 1L cLodalls
Ay 2l o Jamd ey A ¥y (S5 b 13 ay kel OT ale
A0 BT Gl 50) 53 ey Ll U6 U s s oaliy gl Ll ol

103 1pid., jilid 16, juz 32, 74.

104 Ibid.

%1pnu Taimyah, al-Fatawa al-Kubra, (Beirut; Dar al-Kutub al-‘llmiyyah,1987), cet ke-
1, Jilid 3, 296-297.
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“Di dalam masalah talak , ketika Allah berfirman.”Boleh jadi Allah akan
memperbaiki sesuatu hal setelah itu (artinya setelah talak dijatuhkan)”.
Berkata beberapa Sahabat, Tabi*in dan Ulama bahwa ini menunjukkan bahwa
isthilah talak yang disebutkan oleh Allah (di dalam Qurannya itu) selalu
dimaksudkan “Talak raj“i” (bukan talak bai“n atau talak tiga), dan sekiranya
Allah mensyariatkan jatuhnya talak tiga atas seseorang niscaya akan
menyesallah suami yang mentalak isterinya itu jika ia melakukannya, karena
tidak ada jalan untuk ruju” sehingga hal itu menimbulkan dharar (bahaya) bagi
dirinya, sementara Allah memerintahkan hambanya untuk sesuatu yang
memberi manfaat baginya dan mencegahnya dari apa-apa Yyang
membahayakannya. Karenanya Allah berfirman setelah itu: Artinya“Bila telah
hampir habis masa ‘iddah para istrimu, maka hendaklah kamu ruju“/pegang
mereka dengan cara yang patut atau ceraikan mereka dengan cara yang patut” "
Talak di dalam ayat ini adalah talak raj*i, bukan talak tiga (bai*n kubra) dan

bukan pula talak ba“in (shugra). Dan firman Allah “3YLJI| dan datangkanlah
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2 (dua) saksi yang adil dari antara kamu dan tegakkanlah kesaksian untuk
Allah”. Al-Talak ayat 2. Disini Allah memerintahkan / sie:lkesaksian untuk

raj’ah. Dan s\¢:) atas raj’ah adalah suatu yang diperintahkan sebagai yang

disepakati oleh umat. Ada yang mengatakan perintah kesaksian diayat itu
wajib hukumnya, ada yang mengatakan mustahab. Sebagian orang telah

menduga bahwa / s\e:) kesaksian di ayat tersebut adalah untuk talak (mentalak

isteri), sehingga mereka menduga bahwa talak yang tidak mendatangkan saksi
tidak jatuh (tidak sah), dan pandangan ini bertentangan dengan Ijma‘, Al-Kitab
dan al-Sunnah, dan tidak ada satupun ulama masyhur dan mu“tabar
mengatakan demikian. Sesungguhnya talak telah diizinkan terlebih dulu dan
tidak diperintahkan (dalam mentalak itu) harus mendatangkan saksi. Perintah
(Allah) untuk mendatangkan saksi adalah disaat la (Allah) berfirman pada
surat al-Talak ayat 2,” yang artinya‘“Bila telah hampir habis masa ‘iddah para
istrimu, maka hendaklah kamu ruju“/pegang mereka dengan cara yang patut

atau ceraikan mereka dengan cara yang patut”, dimaksud dengan Ll disini

adalah melepaskan isteri itu jika telah habis masa ,,iddahnya. Dan al-
mufaragah diayat ini tidak ada kaitannya dengan talak (mentalak Isteri) atau

raj’ah (meruju® isteri) atau nikah, karena si.:l/kesaksian dalam perkara ini

(yakni dalam talak , raj’ah dan nikah) adalah menurut kesepakatan kaum
muslimin, maka dapat dipahami bahwa perintah mendatangkan saksi itu hanya
untuk raj’ah. (raj’ah artinya meruju® isteri dalam masa ‘iddahnya). Hikmah
dari ketentuan ini adalah boleh jadi seseorang mentalak isterinya lalu
meruju“nya, sehingga syaithan memperdayanya agar ia menyembunyikan hal
itu, sampai pada kondisi ia mentalak isterinya dengan cara yang haram dan
tidak ada satupun orang tahu bahwa ia hidup bersama isterinya itu dalam
haram, karena itulah Allah- memerintahkan mendatangkan saksi untuk raj‘ah

agar nampak dengan jelas bahwa satu talak  (xal-) benar-benar telah terjadi

(karena ini masuk kategori talak raj’i yang menurutnya talak jenis inilah yang
mendapat perintah dari Shara’untuk mendatangkan saksi agar terhindar dari
permainan dan tipu daya dalam menggunakan talak )). Seperti halnya perintah
Nabi SAW “barang siapa menemukan barang temuan (lugathah), maka
hendaklah ia mendatangkan saksi atas barang temuan itu agar tidak terbuka
peluang bagi syaithan memperdayanya untuk menyembunyikan barang
tersebut. Ini berbeda dengan masalah talak (bai*“n), jika sangsuami mentalak
istrinya dan tidak meruju“nya dan justru melepasnya, sebenarnya keadaan itu
memberi gambaran kepada orang-orang bahwa perempuan (yang dilepasnya)
itu bukan istrinya lagi tapi sudah berstatus “perempuan yang ditalak ” (karena
sudah masuk kategori talak  bai“n yang menurutnya Shara’ tidak
memerintahkan saksi pada jenis talak bai“n karena tidak dikhawatirkan
terjadinya permainan dan tipu daya seperti dalam kasus talak raj“i, karena
dalam kasus talak bai*n suami yang mentalak secara otomatis sudah melepas
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isterinya disaat ‘iddah isterinya habis sehingga terjadi dan nampaklah talak
cerai itu seketika dan semua orang akan mengetahuinya). Beda halnya jika
“perempuan itu masih istrinya” (seperti dalam kasus talak raj“i), maka orang-
orang tidak akan tahu apakah ia sudah mentalak nya atau belum”(karena itulah
diperintahkan mendatangkan saksi).

Dari penjelasan teks di atas, dapat disimpulkan pemikiran Ibn
Taimiyyah dalam kesaksian talak sebagai berikut:
1) Menurut Ibn Taimiyyah, jika ada istilah talak yang disebutkan oleh Allah
di dalam al-Quran, itu selalu bermakna dan dikonotasikan kepada “Talak
raj’i”1%, dan bukan talak bai"n shughra atau bai“n kubra atau talak tiga.

Karena Allah berfirman " " 1.7 &l a <2 & | Boleh jadi Allah akan

memperbaiki sesuatu hal setelah itu (artinya setelah talak dijatuhkan)”.

Katanya.” &as o b« ool i "Sesuatu apa lagi yang diharapkan terjadi

setelah talak tiga ? «jadi harapan perbaikan hanya ada pada talak raj .
Tegas Ibn Taimiyyah, jenis talak raj‘i inilah yang diperintahkan oleh
Shara’ untuk menghadirkan saksi saat suami meruju’ isterinya, bukan talak

ba’in atau talak tiga. Karena dalam talak raj’i terjadi peluang

106 Kecuali kata talak pada ayat, , opé L>s; é~ G Ao J£ Y il 0L talak di ayat ini

bermakna talak “bain kubra”. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad:

FSE g o ) 105 kb 50 Sl g b e U g ws GO SIS (ST AN o
Vopt Lryj

“Aku telah merenungkan isi al Quran, setiap kali ditemukan kata-kata talak di dalamnya, selalu
konotasinya adalah “talak raj’i”, kecuali ayat <. 4 J£V) Lilb ob
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mempermainkan talak oleh suami isteri sehingga jatuh ke dalam haram,

sementara hal itu tidak terjadi pada talak bain.1’

2) Menurut Ibn Taimiyyah bahwa “talak yang tidak mendatangkan saksi”
hukumnya adalah jatuh dan sah. Sementara menurut pasal 39 UU No 1,
1974, talak yang dianggap jatuh dan sah hanya yang disaksikan (di
pengadilan) saja. Alasan fatwa Ibn Taimiyyah bahwa “talak yang tidak
disaksikan jatuh dan sah” adalah karena talak sudah diizinkan oleh Shara’
sebelum adanya perintah mendatangkan saksi. Bisa dipahami bahwa
maksud Ibn Taimiyyah talak sudah diizinkan oleh Shara’sebelum perintah
menghadirkan saksi adalah berdasarkan ayat talak Surat Al-Bagarah ayat

229 yang turun lebih awal dari ayat talak surat Al-Talaq ayat 2. Al-Bagarah

ayat 229 berbunyi:

Ol e of B9,a8 Hlusals 0650 ML

O"\Walaupun Syeikh al-Islam menyatakan hanya talak rgj’i yang mendapat perintah
Shara’ untuk menghadirkan saksi, namun bukan berarti talak bain tidak boleh disaksikan, tetap
dibolehkan dan dianjurkan tapi fungsinya hanya sebagai pelengkap administrasif, dibutuhkan oleh
yang berkepetingan pada tahap pasca perceraian. Dalam hal ini, ada kesamaan fatwa antara
Syeikh al-Islam dan Syi“ah Imamiyyah. Imamiyyah memfatwakan bahwa pada talak bain tidak
perlu adanya saksi, karena dengan mundurnya suami dari meruju® isterinya di masa ‘iddah,
berarti jatuhlah cerai bain dengan sendirinya. Malah mereka menambahkan, tidak ada seorang
ulama pun yang mewajibkan saksi untuk firaaq (waktu pisah atau bain). Lihat, Ja“far al
Subhani, al-Ishhad ‘ala al-Talag wa al-talag thalathan, ([t.tp]; Muassasah al-Imam al-Sadiq ‘alaih
al-Salam, Qum, Iran, 1381 H), 5-10, jadi kalau ada yang mewajibkan saksi untuk talak bain, itu
namanya melanggar Kketentuan nusus, karena telah mewajibkan sesuatu yang tidak
diwajibkan oleh Shara’. Karena itu lebih tepatnya menggunakan kata “dianjurkan” saksi untuk
bain, karena tidak ada perintah nashnya. Namun jika ingin juga menggunakan kata “
diwajibkan”, maka wajib disini tidak dapat dikatakan wajib syar“i, tapi wajib administratif
karena kebutuhan.
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“Talak (raj1) itu terjadi 2 (dua) kali. Pada kali yang 2 (dua) itu,
dibolehkan suami untuk ruju® kepada istrinya dalam masa ‘iddah
atau ia melepaskan istrinya itu setelah habis masa ‘iddah”.

Ayat ini adalah madaniyyah, diturunkan di Madinah dari Surat al-
Bagarah al-Madaniyyah dengan nomor urut surat kedua setelah surat al-
Fatihah. Dan nomor urut turunnya Surat Al-Bagarah menurut Asbab al
Nuzul (sebab turunnya surat atau ayat al-Quran) adalah yang ke 87. Dari
Surat al-Baqarah ayat 229 di atas dapat diambil “wajhu dilalah’nya bahwa
Shara’ telah mengizinkan laki-laki muslim (suami) untuk mentalak

isterinya dalam dua kali yang terpisah (bukan dua sekaligus) dengan dua

alternatif, pertama dengan ( 4v.)) meruju’ dalam ‘iddah) atau dengan ( )

melepas dengan berlalunya ‘ddah). Dan diayat tersebut Shara’ tidak
memerintahkan saksi dalam menjatuhkan talak . Ini menunjukkan dengan
jelas bahwa “talak hukumnya jatuh dan sah walaupun tanpa saksi”. Dengan
demikian, ketentuan pasal 39, Undang Undang No.1 tahun 1974 bahwa
talak yang dianggap jatuh dan sah hanya yang disaksikan (di pengadilan)
saja dinilai bertentangan dengan dalil nas Al-Bagarah ayat 229. Adapun ayat
talak yang kedua, surat Al-Talaq ayat 2 yang turun terkemudian (setelah
Surat Al-Bagarah) yaitu;
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“Bila telah hampir habis masa ‘iddah para istrimu, maka hendaklah kamu
ruju” mereka dengan cara yang patut atau ceraikan mereka dengan cara
yang patut. Dan datangkanlah 2 (dua) orang saksi yang adil dari kamu, dan
tegakkanlah kesaksian untuk Allah”.

Ayat kedua ini juga madaniyyah, diturunkan di Madinah dari surat
al-Talaq al-madaniyyah dengan nomor urut surat ke 65. Dan nomor urut
turunnya surat al-Talag menurut Asbab al Nuzul adalah yang ke 99. Dari
surat al-Talaq ayat 2 ini juga dapat diambil “wajhu dilalak "nya bahwa
Shara’ memberi dua alternatif bagi suami muslim dalam menyikapi masa
‘iddah isterinya “setelah talak dijatuhkan atasnya”, pertama dengan
(meruju* sebelum habis masa ‘iddah) atau kedua dengan melepas dengan
habisnya masa ‘ddah). Dan di ayat ini Shara’ memerintahkan
menghadirkan dua saksi yang adil atas proses talak tersebut. Perbedaan

antara ayat talak pertama dan kedua adalah, kalau ayat 229 al-Bagarah

menggunakan isim mashdar (imsak) atau, (Tasrih) sementara ayat 2 al Talaq

menggunakan fi’il amr (faamsiku) atau (fariqguhunna) namun kedua istilah

tersebut sinonim dalam arti dan maknanya. Perbedaan kedua adalah, jika
ayat 229 al-Bagarah “tidak memerintahkan saksi”, sementara ayat 2 Al-
Talaq “memerintahkan saksi” untuk raj’ah saja, bukan saksi untuk talak

atau firaq.1%® Dan perbedaan ketiga adalah, bahwa ayat 229 al-Bagarah

108 Memang betul S.al-Talag ayat 2 memerintahkan saksi, namun ketentuan saksi yang diperintahkan
oleh Shara’ tersebut adalah “di saat ‘iddah isteri hampir habis”, bukan setelah habis ‘iddah atau
sebelum adanya ‘ddah, yakni waktu suami mentalak isterinya tentu isteri belum ‘ddah, karena
‘iddah isteri dimulai setelah talak di jatuhkan.
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“diturunkan lebih awal” dengan nomor urut surat ke delapan puluh tujuh,
sementara ayat 2 Al-Talaq “diturunkan terkemudian” dengan nomor urut
surat ke Sembilan puluh sembilan.

Menurut Ibn Taimiyyah bahwa “ishhad” atau “perintah”
mendatangkan dua saksi yang adil” dalam surat Al-Talaq ayat 2 diatas
adalah kesaksian untuk raj’ah (meruju’ isteri dalam ‘ddah), dan itu bisa
dilihat pada penggal pertama ayat 2 S. Al Talaq, (faidha balagna
ajalahunna) dibaca: ajala-hunna, dengan fathah, sebagai maf ul bihi, dan
tidak dibaca ajalu-hunna, dengan dhammah sebagai ( fa’il), maka artinya
“Bila telah hampir habis ‘iddah para istrimu”, dan “bukan kesaksian untuk
menjatuhkan talak kepada isteri, karena waktu mentalak isteri, isteri belum
ada ‘ddahnya. Nah disinilah katanya orang banyak salah dan keliru
memahami ayat tersebut sehingga mereka menduga bahwa talak yang
terjadi tanpa mendatangkan saksi tidak jatuh dan tidak sah, dan anggapan
seperti ini jelas bertentangan dengan dilalah nas al-Kitab, alSunnah dan
ljma“

Menyikapi surat Al-Talaq ayat 2 di atas, ada ulama yang mengatakan
saksi untuk raj’ah hukumnya wajib, pendapat imam Syafi“i.}%® Syafi“i
mewajibkan saksi untuk raj’ah dengan mengkiaskannya kepada saksi nikah.

Ada juga ulama mengatakan saksi untuk raj’ah hukumnya mustahab

109 Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Mugtasid, (Kairo:Mathba“ah Musthafa al-Halabi
wa Auladu, 1975), 63-64.
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(dianjurkan/tidak wajib), pendapat imam Malik, dengan menjama® antara
giyas dan dilalah ayat.*'® Dan ada ulama yang “mewajibkan saksi” untuk
talak saja, pendapat dari ulama Syi“ah Imamiyyah.!*

Adapun Ibn Taimiyyah sendiri berpendapat bahwa saksi untuk raj ‘ah
hukumnya “wajib”, adapun Ssaksi untuk talak hukumnya tidak wajib,
pendapat dan fatwa inilah yang dinilai oleh penulis cukup seimbang dan
relevan dengan nusus dan maslahat. Wajibnya saksi untuk raj’ah menurut
Ibn Taimiyyah adalah karena boleh jadi seseorang mentalak isterinya lalu
meruju‘nya, sehingga syaitan memperdayanya agar ia menyembunyikan hal
itu, sampai pada kondisi ia mentalak isterinya dengan cara yang haram dan
tidak ada satupun orang tahu bahwa ia hidup bersama isterinya itu dalam
haram. Karena itulah Allah memerintahkan dengan mewajibkan kehadiran
saksi untuk raj'ah agar nampak dengan jelas bahwa satu talak benar-benar
telah terjadi. Karena raj’ah ini masuk dalam kategori “talak raj’i yang
menurut Ibn Taimiyyah talak jenis inilah yang mendapat perintah wajib dari

Shara’ untuk mendatangkan saksi agar terhindar dari permainan haram dan

110 Ibid, ia mentsybihkannya dengan hak-hak yang diterima umumnya manusia tidak mengharuskan
saksi, sementara ayat mewajibkan saksi, maka dijama™ hukumnya jadi mustahab

11Shi’ah Imamiyyah memfatwakan bahwa “saksi hukumnya wajib di saat menjatuhkan
talak (3> ¢Lidl) dan tidak wajib saat ruju’, ( 4==_l) berbeda dengan fatwa Ibn Taimiyyah,
baginya saksi yang wajib itu saat ruju® saja ) , ( 4=>_!) adapun saat menjatuhkan talak tidak wajib.
Fatwa tidak wajibnya saksi dalam menjatuhkan talak ini, adalah fatwa seluruh ulama fikih,
selain Imamiyyah. Namun, fatwa Syi“ah ini tidak punya dasar nashnya. Kalau dikatakan
dasarnya ayat 2 S. al Talag, ayat tersebut menunjukkan kewajiban menghadirkan saksi waktu
raj’ah saja, yakni ketika hampir habisnya ‘“ddah isteri, bukan setelah habis ‘iddah atau sebelum
mulainya ‘iddah. Kalau dikatakan dasarnya ayat 229 S. al Bagarah, juga tidak membicarakan
soal saksi. Dengan demikian fatwa Imamiyyah sebenarnya tidak punya dasar yang kuat.
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tipu daya haram dalam menggunakan talak . Yang menjadi indikator
wajibnya saksi untuk raj’ah adalah karena jika kehadiran saksi tidak
diwajibkan untuk raj’ah, maka akan menjerumuskan suami dan isterinya
dalam perbuatan haram. Indikator keduanya adalah karena perintah Shara’
mendatangkan saksi untuk raj’ah tidak punya qarinah yang
memalingkannya dari makna wujub, maka setiap. perintah yang lepas dari
garinah dimaknai “wajib”,*? sesuai kaidah ushul fikih dan kaidah ushulnya

di dalam al-Musawwadah :

Ol e Byl o 54 5] Y
“ Suatu perintah jika lepas dari qarinah, maka perintah itu bermakna wajib”.

Adapun saksi untuk menjatuhkan talak kepada isteri menurut Ibn
Taimiyyah adalah sesuai kesepakatan saja dari umat, jadi “boleh tapi tidak

wajib ”, dapat dilihat dari penjelasannya berikut ini:

Vo da s Vo My o ling kel il 13] Lhoow 22 35,100 Lia 51 M
ekl BLEL e 8 slealy A

“Dimaksud dengan Al-Mufaragah disini adalah “melepaskan isteri itu jika
telah habis masa ‘iddahnya”. Dan al-mufaragah diayat ini (Al-Talaq ayat
2) tidak ada kaitannya dengan talak atau raj’ah atau nikah, karena
ketentuan mendatangkan saksi dalam perkara ini (yakni talak , raj’ah dan
nikah) adalah menurut kesepakatan kaum muslimin”.

112 |bn Taimiyah, al-Musawwadah, (Kairo: Matba’ah al-Madani, tt), 4-5.
Comsl) 2@ oVl ol b LA e B3t g3p e U Y1 a bl B 3 13
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Kesepakatan ulama tentang kesaksian di dalam perkara talak adalah
antara tidak wajib, mandub dan boleh, sehubung tidak adanya dalil sharih
mengenainya. Sementara Syia“h Imamiyyah berpendapat bahwa saksi
untuk talak adalah wajib. Dalam hemat penulis, kalau dikatakan saksi untuk
raj’ah hukumnya wajib ada landasan dalilnya, yakni ayat 2 surat Al-Talaq
(walaupun ada ulama yang mengatakan tidak wajib atau mustahab seperti
pendapat imam Malik), namun jika dikatakan saksi untuk menjatuhkan
talak wajib maka menurut Ibn Taimiyyah tidak ada landasan dalil nasnya
selain kesepakatan saja dari kaum muslimin, artinya bukan dari nas yang
sharth. Namun kesepakatan tentang itu hanya berkisar antara boleh dan
manddb dan tidak sampai kepada tingkat wajib. Karena itu pendapat Syi*“ah
Imamiah yang dijadikan landasan dalam pasal 39 UU No 1, 1974 dan pasal
18 PP No 9, 1975 tentang pelaksanaan UU 1/1974 yang mewajibkan saksi
pengadilan untuk proses talak adalah tidak syar’i karena tidak berlandaskan
kepada dalil syar’i.

3) Pada penjelasan diatas, Ibn Taimiyyah juga menyebutkan bahwa ulama-
ulama masyhur dan mu’tabar umumnya juga berpendapat bahwa talak
yang tidak menghadirkan saksi hukumnya jatuh dan sah. Itu dapat dilihat
pada teks berikut:

Voade agig Yl GOl O by (Ml g slga Yl OF LW jaey b 15y
sl sladall el e Ly candly O OBy el ) OV ey, i

]
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“Sebagian orang telah menduga bahwa sz atau kesaksian di ayat tersebut
(al-Talaq ayat 2) adalah untuk talak (menjatuhkan talak kepada isteri),

sehingga mereka menduga bahwa talak yang tidak menghadirkan saksi
tidak jatuh (tidak sah), dan pandangan ini bertentangan dengan Ijma‘, Al-
Kitab dan al-Sunnah, dan tidak ada satupun ulama masyhur mengatakan
demikian”.

Artinya tidak ada perbedaan antara Ibn Taimiyyah dengan ulama
yang mutabar, di antaranya imam mazhab yang empat tentang jatuhnya
talak walaupun tanpa saksi. Mereka sedikit berbeda dalam menyikapi
tingkatan hukum kesaksian dalam talak . Ada yang mengatakan “tidak
wajib atau atau mandub”, namun semuanya sepakat bahwa hukum saksi
untuk talak “tidak wajib” sebagai yang diyakini oleh mazhab Syi“ah
Imamiyyah. Yang mungkin membedakan antara Ibn Taimiyyah dengan
mazhab yang empat adalah Ibn Taimiyyah menyatakan (Ishha) untuk
raj’ah hukumnya “wajib” berdasarkan wajhu dilalah dari ayat 2 surat Al-
Talaq, sementara imam Syafi“i menyatakan (Ishha) raj’ah wajib dengan
mengkiaskan kepada saksi nikah,!*® sementara imam Malik berpendapat
hukumnya mustahab dengan menjama“ antara giyas dan dilalah ayat. Dan
ada juga dari pengikut mazhab yang empat berpendapat bahwa hukum

“saksi untuk raj’ah dan talak ” adalah tidak wajib, berarti bisa pakai saksi

atau tanpa saksi. Perbedaan yang mungkin mendasar antar Ibn Taimiyyah

13Ibnu Rusyd menyebutkan dalam karyanya “Bidayat al-Mujtahid” bahwa Syafi“i berpendapat
bahwa saksi untuk raj“ah hukumnya wajib, dengan mengkiaskannya pada saksi nikah.
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dan ulama empat mazhab adalah dalam menyikapi kasus talak 3 sekaligus.
Ibn Taimiyyah berpendapat talak 3 dalam satu majelis jatuh satu,
sementara ulama empat mazhab mengatakan jatuh 3.

Fatwa yang mengatakan talak 3 jatuh 3 ini dinilai tidak bijak, fatwa
yang hanya bernuansa tekstual dan tidak mencerminkan prinsip-prinsip
syariat tidak memperhatikan kemaslahatan umat karena potensinya bisa
merongrong keutuhan keluarga muslim?!

4) Tbn Taimiyyah mengatakan bahwa perintah Shara’ menghadirkan saksi
adalah “di saat telah hampir habisnya ‘ddah isteri”, seperti yang
disebutkan pada S. Al-Talaq ayat 2. Jadi bukan setelah habis masa ‘7ddah
( yakni bukan saat jatuhnya cerai bain) atau sebelum mulainya ‘iddah,

ketika mentalak isteri, dalilnya:

-
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“Bila telah hampir habis masa ‘iddah para istrimu, maka hendaklah kamu
ruju” mereka dengan cara yang patut atau ceraikan mereka dengan cara
yang patut. Dan datangkanlah 2 (dua) orang saksi yang adil dari kamu, dan
tegakkanlah kesaksian untuk Allah”.

Dari perbedaan tersebut, nampak karakteristik fatwa lbn Taimiyyah dalam kasus
talak khususnya dinilai cukup seimbang, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak dan cukup
mempertimbangkan relevansi fatwanya pertama dengan nusus, kedua dengan kemaslahatan
rumah tangga muslim. Fatwa lbn Taimiyyah dapat ditempatkan berada diantara &I_&Y) dan
L&l artinya tidak terlalu berlebihan sehingga masuk ke ranah radikal dan tidak pula cenderung
mengabaikan nilai sehingga mengorbankan pesan-pesan dari prinsip Shara’ah.
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Perintah kehadiran saksi “di saat ‘/ddahhampir habis”, inilah yang
disebut dengan raj’ah. Dengan demikian, klaim Syi“ah yang mewajibkan
kehadiran saksi ketika mentalak , tidak ada dasarnya,’'® demikian juga
klaim sebagianyang mewajibkan saksi di saat ‘7ddahtelah habis (bain) juga
tidak ada dasarnya.''® Dengan demikian, nampak kekuatan dan kerajihan
dalil serta fatwa Sheikh al-Islam Ibn Taimiyyah tentang wajibnya
kehadiran saksi waktu raj’ah dan lemahnya pendapat yang mengatakan
wajib saksi itu diperuntukkan kepada talak (saat menjatuhkan talak ) atau

di saat cerai bain.

4. Masalah Perkawinan wanita Ahli Kitab

el e 53
o LSl U alaby” S s JU sl 3 @ 3L 5l S S
o B Il e Sliadly sl r Sl ey (b o (Salabs (S
S95 Wy ¢ oanby Ban V) AV e Caldly b el Code L. )6 sl (U3
et 8y OF s Mn g ool 5 ol Y 5B ¢ Bl ad) AASS oS lae ol e
T8 iy (3 S RYL Il By gl ol o a8l oo sl 529 ¢ 00 o

17108zl 35S vmy 150EYs)" Salsing (2210 3,ad1) "IS alllmSs Yy

115 Tidak ada kewajiban menghadirkan saksi ketika mentalak, sudah merupakan kesepakatan ulama,
kecuali mazhab Imamiyyah.

116 Walaupun cerai bain terjadi umpamanya di luar pengadilan, namun kedua pihak dianjurkan
melapor ke pengadilan tentang kasusnya untuk tertib adminstrasi. Dan jika pengadilan
mendatangkan saksi untuk ikrar talak (kedua) mereka di pengadilan, maka ikrar talak tersebut
berfungsi sebagai penguatan saja atas talak yang dijatuhkan sebelumnya.

117 |bnu Taimiyah, al-Fatawa al-Kubra., juz 3, 116-118.
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“Menikah dengan wanita Ahli Kitab adalah dibolehkan, berdasarkan Surat Al-
Maidah ayat 5:
Edanally Ll o dianaly B gl 2abg 180 o ST T 0 g
BB e SIS 0 e ezl Ll 2
“Makanan (sembelihan orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan
makanan kamu halal pula bagi mereka (dihalal mengawini) wanita-wanita yang
menjaga kehormatannya diantara wanita yang beriman, dan wanita-wanita
yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi al-Kitab
(sebelum kamu).

Ini adalah mazhab jumhur ulama dari Salaf dan Khalaf, termasuk
mazhab Imam yang empat. Dan telah diriwayatkan dari Ibn Umar bahwa ia
membenci perkawinan dengan wanita Ahli Kitab. la (Ibn Umar) berkata: Saya
tidak tahu syirik yang lebih besar dari ini, karena ia mengatakan bahwa
Tuhannya adalah ,,Isa bin Maryam”. Dan pendapat (Ibn Umar) ini, menjadi
mazhab sekelompok ahli bid*“ah dewasa ini. Mereka (yang sependapat dengan
Ibn Umar) mengambil hujjahnya berdasarkan ayat dari Surat Al-Bagarah dan
ayat dari surat al-Mumtahanah”.

Dari teks diatas dapat dipahami bahwa:

1) Ibn Taimiyah membolehkan perkawinan dengan wanita Ahli Kitab,

berdasarkan ayat 5 Surat Al-Maidah.



2)

3)

4)
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Di ayat ini Allah menyamakan antara kehalalan makanan Ahli Kitab dengan
kehalalan menikahi wanita mereka.

Pendapat yang membolehkan menikahi wanita Ahli Kitab, adalah mazhab
jumhur para ulama Salaf dan Khalaf, termasuk mazhab Imam yang empat.
Kecuali pendapat seorang sahabat, yakni Ibn Umar yang membenci
perkawinan dengan wanita Ahli Kitab. la menyebutkan perkawinan dengan
wanita  Ahli  Kitab bagian daripada syirik  yang  besar.
Mereka yang sependapat dengan Ibn Umar dalam masalah ini,
berdalilkan pada ayat 221 Surat Al-Bagarah, " (wala tukihu al-mushrikat)
yang artinya “Jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrik itu”. Dan ayat 19
Surat al-Mumtahanah, " (wala tamsiku bi isam al-kawafiri) yang maknanya
“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan

perempuan-perempuan kafir itu”.

Lebih lanjut Ibn Taimyah menanggapi dalil-dalil pendapat melarang
perkawinan dengan wanita Ahli Kitab.

Syl (3 ks 4 OUSTI ol Of: bl 1800l 535 0 3201 T e Olsdg
Cxleally 19als iy Vol ) 0)5 Qs g8 oy xSl WS ol o

118 |bid.
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“Jawaban (Ibn Taimiyah) atas ayat Al-Bagarah (wala tunkihu al-mushrikat) dari
tiga sudut pandang: Pertama: Ahli Kitab tidak masuk dalam kategori kaum

musyrik, dan itu berdasarkan dalil QS. Al-Haj 17:

TS5T ally el is7aly Gofally s oy T 1 8

“Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang
Shabi“in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik”

(Di ayat ini, katanya Allah menyebutkan orang beriman, orang Yahudi,

orang Nasrani, orang Majusi dan orang Musyrik secara terpisah)

Jika dikatakan, bahwa Allah telah menyifati mereka dengan syirik di dalam

firman-Nya, Surat Al-Taubah ayat 31

U}gw Li:c }/| 2 A ‘}j

!

“Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib rahib mereka sebagai Tuha
selain Allah, (dan juga mereka mempertuhankan) al-Masih putera Maryam
pada hal mereka hanya diperintahkan menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada
Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan”

Maka jawabannya adalah, bahwa sesungguhnya asal mula agama Ahli
Kitab itu tidak ada ajaran syiriknya, karena Allah mengutus para nabi dengan
ajaran tauhid. Semua yang beriman kepada Allah dan kitab yang diturunkanNya,

tidak mengenal adanya ajaran syirik, tetapi kaum Nasrani itulah yang

membuat buat kesyirikan. sebagaimana firman Allah:
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055 s iy wilows
“Maha Suci dan tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan”

Disifatkannya mereka sebagai musyrik adalah karena bid“ah syirik yang mereka
buat-buat yang belum ada perintahnya dari Allah. Jadi di sini harus dibedakan
antara mereka (Ahli Kitab) dengan kaum musyrik, karena asal agama mereka (Ahli
Kitab) adalah mengikuti kitab-kitab yang diturunkan yang mengajarkan tauhid, dan
bukan syirik. Tentang Ahli Kitab, Allah tidak menjelaskan Ahli Kitab itu musyrik
dengan isim (penamaan), tetapi Allah menyebutnya dengan kalimat (,,amma
yusyrikdn) dengan fi il (kata kerja). Sementara itu dalam Surat Al-Bagarah Dia
menyebutkan, “al-musyrikin dan “al-musyrikat” dengan isim (kata benda). Dan
penyebutan dengan isim tentunya lebih jelas (dan kebih kuat ma“nanya) ketimbang
dengan fi “il. Kedua: Jika dikatakan Ahli Kitab juga tercakup di dalam lafazh “al-
musyrikin” pada Surat Al-Bagarah di atas, maka ini mengarah pada perlunya
pemisahan antara dilalah lafazh secara mufrad (tunggal) dengan dilalah lafazh
secara maqrdn (diikut sertakan). Jika dimufradkan, maka termasuklah di dalamnya
Ahli Kitab. Tapi bila dimagrinkan, maka tidak termasuk di dalamnya Ahli Kitab,

~ 9

seperti di katakan di dalam nama “al faqir” dan “al miskin” dan sejenisnya.
Maka, atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa ayat dalam Surat al-Bagarah
bersifat umum (general). Adapun ayat pada Surat al-Maidah bersifat khusus
(spesifik), dan ayat yang khusus lebih didahulukan dari pada ayat yang umum
(sebagai dasar pegangan). Ketiga: Dapat dikatakan bahwa ayat Al-Maidah

menasakh ayat Al-Bagarah, karena Al-Maidah turun setelah Al-Bagarah. Ada juga
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hadis Nabi menerangkan bahwa “Al-Maidah adalah surat Al-Qur*“an yang paling
terakhir turunnya. Maka dari Surat Al-Maidah lah ulama menghalalkan apa yang
dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan.” Karena itu, ayat yang turun
belakangan menghapus ayat yang turun lebih dulu, jika bertentangan dalam
hukum.”

Adapun firman-Nya yang berbunyi,

AN oans 552V

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan
perempuan-perempuan kafir”, (Q.S. Al-Mumtahanah 10)

Ayat ini turun setelah perdamaian Hudaibiyah, yakni ketika peristiwa
hijran dari Mekkah ke Madinah. Allah menurunkan Surat Al-Mumtahanah dan
memerintahkan untuk menguji kaum Muhajirin. Ujian itu berupa Khitab
(ajakan) bagi yang dalam genggamannya terdapat wanita kafir, dan huruf “alif
dan lam” pada kata (al-kawafiri) menunjukkan marifah, dan (al-kawafir al-
ma’hudat) yakni perempuan-perempuan musyrik. Padahal sebutan (al-kuffar)
terkadang juga dibedakan dari orang-orang Ahli Kitab di beberapa surat yang

berbeda. Seperti dalam firman Allah, Surat Al-Nisa™ 51:

)1 - P
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“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab?
Mereka mempercayai Jibt dan Taghut dan mengatakan kepada orangorang kafir
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(musyrik Mekkah) bahwa mereka itu lebih benar dan lurus jalannya daripada orang-
orang beriman”.

Pada mulanya, asal agama mereka adalah keimanan, akan tetapi mereka

jadi Kkafir karena perbuatan mereka sendiri, sebagaimana firman Allah, dalam

Surat Al-Nisa“150-151:
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“Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan
bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan Rasul-rasul-
Nya, dengan mengatakan, Kami beriman pada sebagian, dan kafir terhadap
sebagian (yang lain). Serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan
di antara yang demikian (antara iman atau kafir), merekalah orang-orang yang
kafir sebenarnya. Dan kami telah sediakan untuk orangorang kafir itu siksaan
yang menghinakan.

Dari penjelasan teks Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah di atas, dapat

diambil pemahaman sebagai berikut:

1) Ibn Taimiyah tidak memasukkan Ahli Kitab ke dalam kategori “kaum
musyrik”. Karena Allah ketika menyebutkan istilah Ahli Kitab, dibedakan dari

kaum Musyrik, seperti dalam ayat:

5550 6ol opteally (sl Gl Tudls il Ty 201 0

“Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang
Shabi“in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang
musyrik”(Q.S. Al-Haj 17)
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2) Syeikh al-Islam mengatakan, lafazh (al-mushrikin) pada ayat Al Bagarah, bila
dibaca mufrad (secara sendirian), berarti termasuklah di dalamnya Ahli Kitab.
Tapi bila dibaca maqrdn, maka Ahli Kitab tidak termasuk di dalamnya. Seperti
ketika menyebutkan “al Faqir” dan “al Miskin”, sama seperti dalam ayat”
Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang
Shabi''in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang
musyrik ”. la mentarjih bacaan ayat itu secara magrun.

3) Kata syirik yang dikaitkan kepada Ahli Kitab, katanya, bukan mereka nya
yang disifati syirik, tapi perbuatan mereka itulah yang disifati unsur syirik,

karena itu Allah mengatakan:

05550 Les &l Olowrs

“Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan”

Ini juga sama halnya dengan muslim. Seorang muslim melakukan unsur
syirik, apakah ia dinyatakan keluar dari millah Islam? ataukah tetap dianggap
muslim?. Tentu kita tetap menyikapinya sebagai muslim, karena agamanya
mengajarkan tauhid. Begitu juga dengan Ahli Kitab, agamanya mengajarkan
tauhid. Adapun pendapat Penulis dalam masalah perkawinan laki-laki muslim

dengan wanita Ahli Kitab adalah sebagai berikut : Pertama, yang harus
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diklarifikasi adalah apakah Ahli Kitab termasuk kafir ?. jawabannya adalah iya,

sesuai dengan firman Allah SWT pada ayat 73 S. al-Maidah:

“ Telah kafir orang-orang yang mengatakan (meyakini) bahwa Allah yang
ketiga dari yang tiga “.

Hemat penulis, pengelompokan Ahli Kitab kepada “kaum kafir” tidak
bertentangan dengan fatwa Ibn Taimiyah yang tidak memasukkan nama Ahli
Kitab ke dalam istilah “kaum Musyrik”. Perbedaannya dengan penulis adalah
pada titik pandang, pandangan Ibn Taimiyah dari segi apakah Ahli Kitab
termasuk kaum musyrik atau tidak?, adapun kajian Penulis terfokus pada,
apakah Ahli Kitab termasuk kaum kafir atau tidak?. Namun hasil kajiannya
sama, baik Penulis maupun Ibn Taimiyah sama-sama memfatwakan bahwa
wanita Ahli Kitab halal dan boleh dinikahi oleh pria muslim.

Ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang meyakini Allah merupakan
unsur ketiga dari yang tiga digolongkan kepada kaum kafir. Sebagai diketahui
bahwa yang dimaksud “unsur ketiga dari yang tiga” dikenal dalam agama
Kristen sebagai “trinitas”, yakni kepercayaan kaum Kristen adanya tiga Tuhan,
pertama Tuhan Bapa (Allah), kedua Tuhan Anak (Isa al-Masih) dan ketiga Roh
Kudus (Jibril). Dalam keyakinan kaum Muslim, yang mereka yakini sebagai
Tuhan Bapa adalah Allah SWT sendiri, Tuhan Anak adalah Nabi Isa dan Roh

Kudus adalah Malaikat Jibril, ,,alaih al-Salam. Dengan keyakinan mereka bahwa
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Allah SWT dituhankan disamping dua hamba Allah, yakni Isa al-Masih dan
Jibril, maka mereka (Ahli Kitab) dapat digolongkan kepada ‘“kaum musyrik”,
masuk Kkategori syirik akbar. dan oleh karena ayat diatas menetapkan mereka
yang berkeyakinan Trinitas dicap sebagai “kafir”, maka mereka sekaligus juga
adalah kafir.

Demikian pula kaum Yahudi, mereka juga digolongkan oleh al-Quran

sebagai musyrik dan sekaligus kafir, firman Allah pada ayat 30 S. Al Taubah:

z
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"Orang-orang Yahudi mengatakan (meyakini) ,,uzair anak Allah, dan orangorang

Nasrani mengatakan (meyakini) Isa al Masih anak Allah, itu hanyalah perkataan

yang diucapkan di mulut mereka saja menyamai perkataan orangorang kafir

sebelumnya, sehingga Allah memerangi mereka dimanapun mereka berada .

Ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang berkeyakinan ,,uzair anak

Allah adalah kafir, sebagaimana halnya kaum Nasrani meyakini ,,Isa sebagai

Tuhan. Mereka (umat Yahudi) juga digolongkan musyrik, karena telah

mensekutukan Allah dengan salah seorang hamba-Nya bernama ‘uzair.'*® Dan

kaum Yahudi juga disebut kafir, karena status mereka disebutkan secara
bersamaan dengan kaum Nasrani pada ayat diatas.

Namun yang harus diperhatikan benar dalam masalah ini adalah, bahwa

“Trinitas” sudah menjadi keyakinan umat Nasrani jauh sebelum Islam dan

H18-Uzair sebenarnya adalah salah seorang nabi Allah yang shalih, lalu dituhankan oleh Yahudi
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sebelum al-Quran diturunkan. Menurut sejarahnya, Trinitas menjadi keyakinan
resmi umat Kristen ketika Raja Konstantin mengeluarkan keputusannya dalam
Konsilium Nicea di depan para gerejani kaum agama dan para bangsawan tahun
320 M, bahwa Trinitas merupakan kepercayaan dan keyakinan dasar bagi umat
Kristen.'?

Sementara al-Quran, S. Al-Maidah yang menyebutkan halalnya muslim
laki-laki menikahi wanita Ahli Kitab diturunkan di Madinah sekitar
tahun 624 M. Itu artinya setelah 300 tahun lebih berlalu sejak Trinitas menjadi
keyakinan umat Kristen, Allah melalui Quran-Nya membolehkan
.(menghalalkan) laki-laki muslim menikahi wanita mereka. Dan itu artinya juga,
bahwa walaupun Ahli Kitab, Nasrani dan Yahudi “masih dalam statusnya
sebagai musyrik dan kafir” terhadap Allah SWT, namun Dia mengizinkan
lakilaki umat Nabi Muhammad menikahi perempuan mereka, seperti disebutkan
dalam ayat 5 S. Al-Maidah. Karena di ayat 73 Al-Maidah Dia menyatakan
trinitas adalah kekufuran, namun pada ayat 5 Al-Maidah Dia menghalalkan
menikahi wanita dan makanan mereka.

Dari sini dapat dipahami, bahwa kehalalan menikahi wanita Ahli Kitab
adalah suatu dispensasi khusus dari Shara’untuk umat Nabi Muhammad SAW,
kendatipun mereka masih dalam kesyirikan dan kekufuran mereka. Atas dasar
ini, tidak ada dasar dan wewenang mereka yang ingin mengharamkan sesuatu

yang dihalalkan oleh Allah menjadi haram, karena membalikkan hukum Allah

120D, Bakker, Penghibur Sejati, (Jakarta; BPK Gunung Mulia, 1967), 53 - 56



294

dari halal ke haram atau sebaliknya merupakan perbuatan dosa besar. Kedua,
dalam ayat 5 S. Al-Maidah , Allah menyatakan kehalalan menikahi wanita Ahli
Kitab tersebut dengan menggunakan kata bahasa Arab; (hillun) di baca hillun)
yang artinya “dihalalkan” dalam bentuk atau shigah “ * (khabariyyah) tidak
“(inshaiyyah)*. Ulama ushul menyebutkan kehalalan yang di ungkapkan dengan
shigah khabariyyah jauh lebih kuat daripada shigat inshaiyyah. Ini juga dalil
yang kuat menghadapi mereka yang ingin membalikkan hukum Allah dari halal
ke haram. Ketiga, ayat 5 S. Al-Maidah tersebut dimulai dengan pertanyaan pada

ayat sebelumnya, ayat 4 S. Al-Maidah:

IO QS PRI oo

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), apa yang dihalalkan untuk
mereka
Pada ayat ini, Allah menggunakan kata (yasalunaka) di baca yas alunaka)
adalah fi’il mudari” yang punya jangkauan makna (lilhadir wa al-mustagbal)
artinya jangkauan maknanya untuk masa sekarang dan akan datang. Jadi ketika
pertanyaan itu diajukan kepada nabi di Madinah tentang apa yang dihalalkan
bagi mereka (para sahabat), maka jawaban nabi yang menghalalkan wanita Ahli
Kitab dan makanan Ahli Kitab adalah berlaku hukumnya di masa ayat itu
diturunkan dan di masa-masa setelahnya sampai saat ini dan akan datang. Jadi
tidak ada alasan bagi mereka yang mengatakan kehalalan wanita Ahli Kitab

hanya berlaku di masa nabi!?. Atau asumsi mereka mengatakan Ahli Kitab di
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masa nabi tidak seperti yang sekarang, itu juga telah terbantahkan oleh Penulis
pada penjabaran poin pertama. Keempat, mereka yang menolak kehalalan
menikahi wanita Ahli Kitab dan menggantinya dengan kata,”dilarang” atau
“diharamkan”, tidak punya dalil syar™i selain sad dzari"ah. Pertanyaan Penulis
untuk mereka adalah, dimana posisi sad dhari‘ah dalam hirarki hukum Islam?.
Apakah posisi sad dhari ‘ah yang menempati posisi terakhir dalam hirarki hukum
Islam 2 dan masih diragukan kehujjahannya dapat membatalkan kehalalan
menikahi wanita Ahli Kitab yang disebutkan oleh nash al-Quran secara tegas?.
Tentu sangat ironi. Kelima, mereka yang menolak kehalalan menikahi wanita Ahli
Kitab tidak punya dalil selain realita pelakunya di masyarakat yang umumnya
mengundang konflik dan permasalahan sosial.

Namun perlu dipertanyakan, apakah karena praktek yang salah di
masyarakat harus dituduhkan kesalahannya kepada al-Quran? Sehingga S. al-
Maidah ayat 5 harus dirubah hukumnya dari halal ke haram?. Ataukah umat ini
tidak memahami ayat itu dengan baik, sehingga ia harus di kambing hitamkan?

Karena itu Ibn Taimiyyah memberikan pandangannya tentang masalah ini
dengan mengatakan pentingnya memperhatikan syarat- syarat yang harus dipenuhi
oleh pihak yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama, antara pria muslim
dan wanita Ahli Kitab:

1) Sifat “mushanat” bagi perempuan, muhsinin bagi laki-laki

121 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta; Logos Wacana IImu, 2001), cet ke-2,.304
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2) Sifat “ghair musafihat” bagi perempuan, ghair musafihin bagi laki-laki

3) Sifat “La muttakhidzat akhdan” bagi perempuan, la muttakhidh akhdan bagi
laki-laki. Keenam, menurut al-Quran, terdapat perbedaan antara aturan
menikahi wanita Ahli Kitab dengan aturan menikahi wanita non Ahli Kitab
(musyrik), sementara praktek di lapangan menyamakan kedua kasus tersebut.
Seperti umpamanya ketentuan menikahi wanita non Ahli Kitab (musyrik) yang
disebutkan oleh Q.S. Al Bagarah 221, menyatakan:
“Dan janganlah kamu nikahi musyrik perempuan hingga mereka beriman

Janganlah kamu nikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman)
sebelum mereka beriman”

Ayat ini mensyaratkan “iman dulu”, jika ingin menikahi wanita non
Ahli Kitab. Sementara syarat iman ini tidak ada pada kategori menikahi wanita
Ahli Kitab, terdapat pada S. Al-Maidah ayat 5 :
) }%/’},‘,/%aw ’A}/,/’;aw /%,‘,Q{Q/.a‘,}/,/%lv‘z,};/& Jﬂ”/,‘,
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“ Di halalkan bagi kamu makanan mereka, termasuk wanita-wanita terhormat
dari Ahli Kitab sebelum kamu”

Namun yang terjadi dari beberapa kasus di lapangan selama ini, wanita
Ahli Kitab diharuskan merubah keyakinannya kepada Islam terlebih dulu
sebelum melangsungkan pernikahannya dengan pria muslim. Menurut Penulis ,

hal itu boleh saja dilakukan untuk yang terbaik bagi keduanya, namun jika
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wanita itu tidak atau belum mau merubah keyakinannya, juga tidak beralasan

secara syari melarangnya atau mengharamkannya, karena al-Quran

menghalalkannya. Tapi —sekali lagi- yang harus dibenahi adalah apakah kedua
calon tersebut sudah memenuhi syarat untuk menikah beda agama? Seperti yang
disebutkan oleh Syeikh al Islam Ibn Taimiyah, yaitu:'?

a. Sifat “muhsanat” bagi perempuan Ahli Kitab, muhsinin bagi laki-laki
muslim. Artinya keduanya harus termasuk orang baik-baik. Muhsanah
artinya menurut ulama adalah wanita Ahli Kitab yang menjaga kehormatan
dirinya, tidak pernah melakukan perzinahan. Adapun muhshin yaitu pria
muslim yang menjaga kehormatan dirinya, tidak pernah melakukan zina.

b. Sifat “ghair musafihat” bagi perempuan, ghair musafihin bagi laki-laki
Artinya sifat wanita Ahli Kitab tersebut tidak pernah mengumbar
kehormatan dirinya kepada siapapun. Demikian juga laki-laki muslim tidak
pernah mengumbar kehormatan dirinya kepada siapapun.

c. Sifat “La muttakhidzat akhdan” bagi perempuan, la muttakhidhi akhdan
bagi laki-laki.

Artinya sifat wanita Ahli Kitab tersebut tidak mempunyai teman dekat
laki-laki sehingga terbuka baginya peluang untuk mengumbar kehormatannya.

Demikian juga yang laki-laki muslim tidak mempunyai teman dekat perempuan

sehingga terbuka baginya peluang untuk mengumbar kehormatannya.'

122 |bnu Taimiyah, al-Fatawa al-Kubra. 186-188
123 Karena itu, Ibnu Taimiyah mengelompokkan orang yang nikah sirri termasuk bagian dari
“muttakhidhat dan muttakhidhi akhdan”
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Syarat-syarat perempuan Ahli Kitab yang bisa dinikahi oleh pria

muslim disebutkan dalam S. Al-Maidah ayat 5:
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Sementara syarat-syarat pria muslim yang bisa dinikahi oleh wanita Ahli

Kitab adalah yang disebutkan dalam S. Al Nisa™ ayat 25:
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Yang perlu dipertanyakan disini adalah, apakah praktek pernikahan
beda agama, antara pria muslim dengan perempuan Ahli Kitab, sudah
memperhatikan persyaratan tersebut?. Sejauh penelusuran penulis, hanya
kalangan artis saja yang marak melakukan nikah beda agama, sementara publik
menyadari sepenuhnya kalau kehidupan artis sebenarnya penuh dengan
glamour yang jauh dari persyaratan al-Quran. Karena itu, jangan merubah
hukum kehalalan nikah dengan wanita Ahli Kitab tersebut menjadi “dilarang”
atau “diharamkan” seperti yang disebutkan pada redaksi KHI, tetapi benahilah
pada persyaratan-persyaratan syara’-nya, apakah sudah terpenuhi atau belum?.
Atau mungkin juga redaksinya disebutkan umpamanya “boleh bersyarat” atau
“makruh bersyarat” dengan mempertimbangkan tiga syarat yang disebutkan
oleh S. Al-Maidah 5 dan S. Al Nisa™ 25. Tapi merubah kata “halal” dalam nas
al-Quran dengan kata “dilarang” atau “diharamkan”, selamanya tidak bisa

ditolerir dalam pandangan Penulis.
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E. Penerapan metode ijtihad Ibn Taimiyyah dalam bidang warisan.

Masalah ahli waris pengganti adalah masalah baru dalam fikih
mawarith. Karena itu masalah ini tidak dan belum pernah disinggung oleh
ulama-ulama klasik dari berbagai mazhab. Pada prinsipnya, ulama mazhab
berpendapat bahwa dalam fikih mawarith tidak ada nama istilah ahli waris
pengganti. Dalam hal ini, mereka sependapat dengan Shaikh al-Islam Ibn
Taimiyyah . Yang ada dalam fikih mawarith hanya kelompok “Ashab al-
Furud” dan “’Asabah” serta “Dzaw al Arham”. Ashab al-Furud yaitu mereka
yang mendapat bagian yang sudah ditentukan dari harta warisan, bisa setengah
atau seperempat atau seperlapan atau duapertiga atau sepertiga atau seperenam,
kedua ‘asabahyaitu mereka yang menerima sisa harta warisan setelah ashab al-
Furud mendapatkan bagiannya. dan terakhir dzaw al-Arham. Kelompok ashab
al- Furud mendapat prioritas pertama menerima waris, kemudian ‘asabah jika
harta waris masih tersisa, dan terakhir dzaw al-Arham bisa mendapat sisa waris
bagi pendapat ulama yang membolehkan mereka menerima waris,*? tapi bagi
pendapat yang tidak membolehkan mereka menerima waris, maka mereka tidak
mendapatkan apa-apa karena pendapat kedua berijtihad bahwa jika ada harta
waris tersisa setelah masing-masing ashab al-Furud dan ‘asabah mendapatkan

bagiannya, maka sisa harta tersebut dikembalikan kepada Bait al-Mal.*®

124 Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal
125 pendapat kedua oleh Imam Syafi“i dan Imam Malik
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Pasal 185, Kompilasi Hukum Islam:

a. “Ahli Waris” yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris, maka

kedudukannya dapat diganti oleh anaknya

b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris
yang sederajat dengan yang diganti. Dalil yang dipakai oleh Prof. Hazairin
yaitu Q.S. Al-Nisa 33 tentang “mawali” untuk melegalkan ahli waris
pengganti tidak dapat dijadikan dalil, karena ayat tersebut terkait dengan ahli
waris yang menyangkut ‘asabah. Ibn Taimiyyah ketika membahas ayat
“mawali” Al-Nisa 33 tersebut, ia membahasnya dalam rangka penjelasannya

tentang ‘asabah:

™
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Kata “mawali” pada teks diatas dibahas oleh Shaikh al-Islam dalam
konteks ‘asabah (ahli waris terdekat dari kerabat mayit laki-laki) dan tidak ada
kaitannya sama sekali dengan ahli waris pengganti sebagai diasumsikan oleh

Hazairin.

Ibn Taimiyyah juga menegaskan:

126 |pn Taimiyah, al-Fatawa al-Kubra, tahgiq Muhammad ‘abd al-Qadir ‘Ata’, (Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, cet ke-1, Juz 4), 4.
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“Siapa yang menjadikan ‘asabah mengambil bagian (dari harta) setelah Ashab

al-Furud menerima habis semua harta waris, maka ia telah keluar dari ushul-
ushul yang dinaskan oleh Syariat dalam faraid ”.

Ibn Taimiyyah menegaskan dengan teks di atas, bahwa siapa yang
masih menginginkan ‘asabah menerima bagian dari sisa harta, padahal
kelompok ashab al-Furudsudah menerima seluruh harta warisan, berarti orang
tersebut telah keluar dari nusus atau melanggar nusus yang telah ditetapkan
oleh Syariat. Artinya bahwa ‘asabah saja tidak dibenarkan melanggar nusus
dari ketentuan syari’at apalagi dzaw al-Arham yang merupakan kelompok dari

ahli waris pengganti, tentunya sangat tidak dibenarkan melanggarnya.

127 1bid.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep dasar ijtihad Ibn Taimiyyah memiliki beberapa karateristik, pertama,
Ibn Taimiyyah umumnya terikat dengan fikin Ahmad Ibn Hanbal, Kedua,
Ibn Taimiyyah melakukan pembahasan yang mendalam pada hampir seluruh
mazhab fikih yang ada, terutama mazhab empat. Selanjutnya, melakukan
komparasi antara satu dengan lainnya untuk memilih pendapat yang lebih
kuat (arjah), dan mengambil pendapat yang menurut penilaiannya lebih
dekat pada al-Quran, al-sunnah dan Athar al-Sahabah. Ketiga, Ibn
Taimiyyah melakukan ijtihad secara mandiri, langsung memahami teks-teks
al-Quran dan Hadis dengan memperhatikan tujuan umum syariat (magasid
al-shari’ah al-‘ammah), tanpa terikat dengan mazhab tertentu, termasuk
mazhab Hanbali. Ibn Taimiyyah menyampaikan fatwa-fatwanya dengan
bebas, meskipun sebenarnya tidak keluar dari konteks pendapat mazhab-
mazhab yang telah ada, terutama mazhab empat.

2. Ibn Taimiyyah menempuh pola ijtihad dengan dua macam; Istidlal
nagli dan Istidlal ‘aqgli. Istidlal nagli yakni kewajiban penetapan
ijtihad secara mandiri dan mencari sinkronisasi dengan metode
ijtihad para mujtahid imam mazhab. khususnya pemakaian dasar-
dasar dalil naqli yang kuat dan benar. Istidlal ‘agli yakni penerapan

kemampuan rasional dalam proses Istidlal harus disesuaikan dengan

302
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kesahihan dalil-dalil naqli serta kaidah ilmu usul Istidlal ‘agli oleh
Ibn Taimiyah disebut metode Istinbat.

Ibn Taimiyyah melakukan tiga metode ijtihad dalam proses
Istinbat., yakni ijtihad bayani, ijtihad giyasi dan ijtihad 7stigrar. Dalam teori
khusus ijtihad, 1bn Taimiyyah menawarkan metode berpikir zstigrar (induktif
empirik), yakni apresiasi terhadap penerapan maksimal potensi rasio dalam
menganalisis dalil-dalil nas. Melalui penggunaan analisis rasio, hukum-
hukum syariat dapat diterima oleh manusia secara logis. Ibn Taimiyyah
bersikap empiris-rasionalis; yakni penerapan ijtihad eksperimen ilmiah dan
pengamatan langsung. Kesimpulan sebuah penelitian harus mencermati hal
yang empirik. Empirik bukan hanya apa yang dilakukan dan yang ditulis
oleh orang. Empirik dapat berupa kehidupan sehari-hari atau peristiwa alam,
dan juga berupa ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis.

. Relevansi metode ijtihad lbn Taimiyyah dengan pembaruan hukum
Islam di Indonesia dapat diketahui melalui berbagai perkembangan
yang telah dicapai dalam hukum Islam di Indonesia selama ini.
Wujud nyata dari penerapan metode ijtihad bayani, ijtihad giyasi,
dan ijtihad istigrai lbn Taimiyyah di Indonesia dicontohkan dalam
masalah hukum perkawinan. Baik pada permasalahan putusan talak
tiga suami atas istri, talak jatuh pada saat istri haid ataupun dalam
permasalahan  jatuh talak dalam keadaan sadar, pencatatan
perkawinan, kawin ahli kitab dan kawin dengan wanita pezina.

Realisasi penerapan pada masa sekarang, pembaruan ijtihad Ibn
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Taimiyyah tersebut lebih dapat diterima sebagaimana dalam
penerapan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Penerapan metode ijtihad istigrai (induktif empirik) terbukti dalam
penerapan pencatatan perkawinan. Aturan pencatatan perkawinan
diakomodir dalam hukum perkawinan di Indonesia atas dasar maslahah al-
mursalah salah satu metode yang selalu dipakai oleh lbn Taimiyyah dalam
rangka pencapaian munasabah kandungan implikasi dalil nas dengan cita-
cita syariat yakni untuk menjaga kemaslahatan. Diantara bentuk
kemaslahatan yang utama ialah mencegah dampak negatif bagi pihak istri
dan anak-anak jika kemudian hari diterlantarkan hak-haknya oleh pihak
suami. Adanya akta nikah dapat dijadikan sebagai bukti untuk melakukan
upaya hukum di pengadilan saat menuntut hak-haknya yang ditelantarkan.

Penerapan metode ijtihad istigrai (induktif empirik) terbukti juga
dalam masalah poligami. Secara empirik tindakan poligami yang dibenarkan
oleh Ibn Taimiyyah hanya dengan persyaratan adil kemudian diakomodir
dalam hukum Islam Indonesia, namun diikat dengan persyaratan tertentu
seperti izin dari istri terlebih dahulu serta persyaratan-persyaratan lainnya di
muka pengadilan. Hal ini merupakan metode pembaruan metode ijtihad Ibn
Taimiyyah yang relevan dengan fenomena sosial masyarakat Indonesia yakni
untuk mencegah penyalahgunaan praktik poligami sehingga dikhawatirkan

akan menimbulkan dampak yang tidak diharapkan.
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B. Implikasi Teoritik

Memahami deskripsi hasil penelitian terdahulu khususnya
penelitian Juhaya S. Praja tentang “Epistemologi Hukum Islam” (menurut Ibn
Taimiyah) dan penelitian Muhammad Amin Suma tentang “Ijtihad Ibn
Taimiyyah” (dalam bidang fikih Islam), penelitian ini merupakan kelanjutan
penelitian pemikiran hukum Islam Ibn Taimiyyah khususnya metode ijtihad Ibn
Taimiyyah. Meskipun dipandang lebih terikat dengan fikih Ahmad ibn Hanbal,
namun lIbn Taimiyyah mampu melakukan ijtihad secara mandiri melalui
pemahaman teks-teks al-Quran dan Hadis dengan memperhatikan tujuan umum
syariat (maqgasid al-shari’as al-ammah).

Penelitian ini juga menghasilkan temuan baru yaitu adanya
relevansi metode ijtihad Ibn Taimiyyah dengan pembaruan hukum Islam di

Indonesia. Khususnya metode ijtihad istigra’ (induktif empirik).

C. Rekomendasi

Karateristik metode ijtihad lbn Taimiyyah yang bersifat rasionalis
empiris memberikan ruang kajian penelitian lebih lanjut dan perumusan
jawaban permasalahan hukum Islam yang dinamis.

Sebagai tindaklanjut penelitian ini perlu disampaikan rekomendasi
kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

Pertama, bagi ilmuan dan peneliti hendaknya bersikap terbuka
terhadap hasil pemikiran setiap tokoh ulama secara ilmiah tanpa

memperselisihkan ideologi dan akidah. Hal ini akan berpengaruh secara
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obyektif atas hasil kajian studi pemikiran setiap tokoh ulama. Studi terhadap Ibn
Taimiyyah selalu berkembang setiap waktu disesuaikan dengan kebutuhan
ilmiah yang berbasis teoritik tematik, sehingga diperlukan pengembangan
pendekatan korelasi kajiannya dengan realitas kehidupan masyarakat secara
universal.

Kedua, bagi lembaga tinggi pemerintahan khususnya lembaga
legislasi perumusan hukum perundang-undangan, diperlukan penguasaan teori
keilmuan yang relevan dengan kebutuhan realitas permasalahan masyarakat
yang selalu terbuka pada pengembangan temuan toeri-teori baru. Lembaga
pembuat hukum perundang-undangan harus terbuka dan obyektif dalam
menjawab tuntutan permasalahan hukum masyarakat utamanya dalam bidang
hukum Islam. Proses penyusunan legislasi hukum perundan-undangan harus
selalu melibatkan para pakar keilmuan sesuai dengan kebutuhan. Khusus dalam
hal hukum Islam, para ulama secara mandiri dan kelembagaan organisasi
keislaman harus dilibatkan dalam penyerapan aspirasi dan pendapatnya dalam
proses penyusunan produk legislasi hukum perundang-undangan.

Ketiga, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk legislasi
eklektik hukum Islam dalam perundang-undangan hukum positif negara, bukan
sebagai kitab suci yang anti kritik dan revisi, bilamana dirasa perlu
pengembangan atas permasalahan hukum Islam yang selalu berkembang secara
dinamis, maka para pemangku kebijakan hukum dalam hal ini pemerintah dan
dewan perwakilan rakyat sebagai legislator harus menyesuaikan dengan tingkat

kebutuhan masyarakat Islam secara terbuka.
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